POLA REKRUTMEN DAN SELEKSI PERSONEL POLRI
UNTUK PENUGASAN PADA MISI PERDAMAIAN PBB
DI SUDAN

TESIS

RINA HASTUTI VIKARA BHAKTI
NPM. 0806447412

PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS INDONESIA
JAKARTA
20190

Pola rekrutmen..., Rina Hastuti Vikara Bhakti, Program Pascasarjana Ul, 2010




POLA REKRUTMEN DAN SELEKSI PERSONEL POLRI -
UNTUK PENUGASAN PADA MISI PERDAMAIAN PBB
DI SUDAN

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperolch gelar Magister Sains
Kajian Ilmu Kepolisian

RINA HASTUTI VIKARA BHAKTI
NPM. 0806447412

PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS INDONESIA
JAKARTA
2010

Pola rekrutmen..., Rina Hastuti Vikara Bhakti, Program Pascasarjana Ul, 2010




HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Rina Hastuti Vikara Bhakti

NPM : 0806447412

Program Studi : Kajian [lmu Kepolisian

Judul Tesis : Pola Rekrutmen dan Seleksi Personel Polri untuk

Penugasan pada Misi Perdamaian PBB di Sudan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima
sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar
Magister Sains pada Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Program
Pascasarjana Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Payaman Simanjuntak, APUN=7 [ \..
Ketua Penguji  : Prof. Dr, Sarlito W. Sarwono, Psi
Penguji I : Drs. Ahwil Lutan, SH, MM, MBA

Penguji IT : Dra. Ida Ayu W. Soentono, MKOM  (ooolloroeroomenriri. )

Ditetapkan di ~ : Jakarta

Tanggal : 7 Juni 2010

Pola rekrutmen..., Rina Hastuti Vikara Bhakti, Program Pascasarjana Ul, 2010




HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,

dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirgjuk

telah saya nyatakan dengan benar
Nama : Rina Hastuti Vikara Bhakti
NPM 10806447412

Pola rekrutmen..., Rina Hastuti Vikara Bhakti, Program Pascasarjana Ul, 2010




KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena dengan kuasa, bimbingan
dan petunjuk-Nya, akhirnya tesis ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Saya
menyadari berkat jasa para dosen/pengajar selama perkuliahan serta berbagai
pihak yang telah membantu dalam proses penelitian dan penyusunan tesis, maka
tugas akhir pendidikan ini dapat séya selesaikan dengan lancar. Untuk itu, pada .
kesempatan ini saya menghaturkan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak,
sebagai berikut :

(1) Prof. Dr. Payaman Simanjuntak, APU, selaku dosen pembimbing tesis yang
telah memberikan bimbingan dan saran-saran yang sangat berguna.

(2) Seluruh pimpinan dan pengajar PPS KIK UI yang telah memberikan bekal
ilmu pengetahuan kepada peneliti selama menempuh peﬁdidikan di sini.

(3) Seluruh Informan penelitian di lingkungan Mabes Polri dan Polda Metro Jaya
yang telah memberikan penjelasan dan menjawab pertanyaan penelitian, serta
kesediaannya untuk memberikan data yang bermanfaat sehingga dapat
dianalisis dalam tesis ini.

(4) Rekan-rekan mahasiswa S-2 KIK Angkatan XIII yang telah bersedia diajak
berdiskusi saat saya membutubkan sumbang saran.

(5) Seluruh staf KIK Ul yang telah membantu kelancaran proses belajar
mengajar di Program Pascasarjana KIK UL

(6) Kepada suami tercinta dan anak-anak tersayang yaﬁg telah menemani dan
mendukung dalam suka dan duka selama perkulishan sampai proses
penyusunan tesis ini schingga dapat dilalui dengan baik.

Sekali lagi, terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-
Nya kepada kita semua. Amin.

Jakarta, 7 Juni 2010
Penulis

iv

Pola rekrutmen..., Rina Hastuti Vikara Bhakti, Program Pascasarjana Ul, 2010




HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

—

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di

bawah ini :
Nama : Rina Hastuti Vikara Bhakti
NPM : 0806447412
Program Studi ~ : Kajian Ilmu Kepolisian

~ Fakultas : Program Pascasatjana
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty
Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : “Pola Rekrutmen dan Seleksi
Personel Polri untuk Penugasan pada Misi Perdamaian PBB di Sudan®,
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Nonekslusif ini Universitas Indonesia berbak menyimpan, mengalihmedia/
formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan
memublikasikan tugaé akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap
mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak
Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.
Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal :7 Juni 2010
Yang menyatakan

(Rina Hastuti Vikara Bhakii)

v

Pola rekrutmen..., Rina Hastuti Vikara Bhakti, Program Pascasarjana Ul, 2010




ABSTRAK

Nama : Rina Hastuti Vikara Bhakti
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian
Judul : Pola Rekrutmen dan Seleksi Personel Polri untuk Penugasan

pada IMisi Perdamaian PBB di Sudan

Tesis ini membahas tentang rekrutmen dan seleksi yang dilaksanakan oleh
Staf’ Deputi Sumber Daya Manusia Polri (Sde SDM Polri) untuk memperoleh
personel Polri yang akan ditugaskan sebagai police advisor pada misi perdamaian
PBB di Sudan (misi UNMIS). Permasalahan yang dihadapi adalah bahwa hasil
rekrutmen dan seleksi Polri belum memenuhi standar kualifikasi PBB. Personel
yang dinyatakan memenuhi syarat oleh Polri dan dipanggil mengikuti tes UNSAT
tahun 2008 ternyata 50% yang dinyatakan tulus. Padahal persyaratan seleksi Polri
telah mengacu pada kriteria yang ditetapkan oleh PBB.

Penelitian dilakukan secara kualitatif, melalui pengamatan, wawancara
dengan pedoman, dan telaah dokumen. Informan penelitian adalah pihak-pihak
yang berwenang dalam kegiatan rekrutmen dan seleksi penugasan PBB, serta
personel Polri yang pernah mengikuti proses seleksi. Konsep dan teori yang
digunakan adalah teori manajemen sumber daya manusia khususnya yang
berkaitan dengan masalah rekrutmen dan seleksi personel serta job spesification
yang mengacu pada persyaratan Polri, dan UN minimum recruitmen requirements.
‘Teori pendukung lainnya adalah teori motivasi, teori komunikasi dalam
organisasi, serta pengorganisasian dalam teori manajemen. -

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedoman yang digunakan oleh Sde
SDM Polri yaitu Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/991/X11/2004, tidak
menjelaskan secara spesifik prosedur rekrutmen dan seleksi, serta persyaratan
untuk penugasan misi PBB, sebab Skep ini berlaku umum untuk penugasan di
luar organisasi Polri. Pelaksanaan rekrutmen oleh Sde SDM Polri juga belum
mampu menjaring personel berpotensi sebanyak-banyaknya untuk dipilih pada
proses seleksi. Akibatnya, proses seleksi internal Polri, Satuan Kerja pelaksana
seleksi masih mengacu pada pedoman dan standar masing-masing, sehingga
faktor subyektifitas tidak dapat dihilangkan dalam proses penilaiannya.

Hasil penelitian menyarankan, ke depan, kegiatan rekrutmen perlu
diinformasikan dan disosialisasikan dengan lebih efektif, sehingga semakin
banyak personel yang berminat dan berpotensi untuk mendaftar. Jenis seleksi
yang dilaksanakan internal Polri disesuaikan dengan seleksi yang akan dilakukan
oleh PBB. Selain itu, untuk menghasilkan personel sesuai kriteria PBB,
disarankan Polri menyiapkan personel melalui kegiatan pelatihan dan pembekalan
termasuk kursus bahasa Inggris, yang bertujuan meningkatkan kemampuan calon
yang dipersiapkan bertugas di PBB.

Kata kunci : pola rekrutmen, standar seleksi, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Misi
pemeliharaan perdamaian
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ABSTRACT

Name . Rina Hastuti Vikara Bhakti
Study Program : Police Science Review
Title . Recruitment and Selection Pattern of the Indonesian National

Police (INP) Personnel to the Assignment on United Nations
Mission in the Sudan.

This thesis discusses the recruitment and selection process conducted by the
Deputy Staff of Human Resources Development of INP, to obtain INP personnel
who will be assigned as a police advisor at the United Nations Mission in Sudan
(UNMIS). The problem faced is that the results of recruitment and selection of
qualified personnels do not meet UN standards. Personnel who otherwise meet the
requirements by INP and called io follow the United Nations Selection Assistance
Team (UNSAT) test in 2008, only 50% of them passed. Though INP recruitment
and selection requirements have been referring to the criteria established by the
United Nations.

Qualitative research was conducted through observations, interviews with
the guidelines, and document review. The informants were the parties in charge of
recruitment and selection activities for United Nations assignment, as well as INP
personnel who attended the selection process. Concepts and theories used is the ‘
theory of human resource management, particularly those related to the problem
of recruitment and selection of personnel and the job specification which refers to
the minimum requirements of INP and UN recruitment requirements. Other
supporters of the theory are a theory of motivation, theories of communication in .
organizations and organizing in management theory.

The results showed that the guidelines of Chief of the Indonesian National
Police decree No. Pol.: Skep/991X11/2004 used by the staff of Deputy Human-
Resources Development of INP, does not specifically explain about the
recruitment and selection procedures, and requirements for the assignment of UN
missions. This Skep is generally accepted for an assignment outside the police
organization. Implementation of the recruitment by the Deputy Staff of INP
Human Resources Development was not able to recruit potential personnel as
many as possible to be selected through a selection process. As a result, the unit of
selection team in the internal selection process of INP still refers to the
implementation of their own guidelines and standards so that subjectivity factors
can not be eliminated in the assessment process.

The results of the observation suggest that the recruitment activities in the
future should be well informed and disseminated more effectively so that there
will be more potential personnel who are interested in joining the United Nations
mission. The selection types carrying out by internal INP should be adapted to
the selection which will be done by the UN. In addition, to generate appropriate
criteria for United Nations personnel, it is suggested that INP should prepare the
personnel through training and debriefing activities including joining an English
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course which aims to improve the ability of the candidates who are being prepared
to be on duty in the United Nations.

Key words: Pattern of recruitment, selection standard, the United Nations,
peacekeeping operation
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BAB1
PENDAHULUAN

L.1. Latar Belakang Masalah

Tesis ini membahas proses rekrutmen dan seleksi personel untuk penugasan
ke luar negeri sebagai police advisor pada misi perdamaian PBB di Sudan yang
dilaksanakan oleh Sde SDM Polri, dengan menggunakan mekanisme dan
pedoman yang berlaku di Polri untuk memperoleh personel sesuai kualifikasi PBB

~dalam misi perdamaiannya di negara tertentu. _
_ Sebagai Bangsa yang merdeka dan berdaulat, Indonesia berperan aktif dalam
duﬁia interpasional dengan masuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
ke-60 yang terdafiar sejak 28 September 1950, Pasang surut politik luar negeri
pada pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia pernah keluar dari keanggotaan
PBB pada tahun 1965." Namun bergabung kembali pada tahun 1966 di bawah
pemerintahan Presiden Soeharto serta melanjutkan keljaséma dengan PBB dan
berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatannya,

‘Wujud komitmen Indonesia untuk berpartisipasi dalam kegiatan PBB
antara lain dengan mengirimkan personel TNI/Polri pada misi pemeliharaan
perdamaian PBB. Hal ini sclaras dengan Pembukaan UUD 1945 alinea ket
bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Amanat itu kemudian
dijabarkan dalam kebijakan luar negeri pemerintah RI yang bersifat bebas dan
aktif > |

! Merupakan era Konfrontasi Indonesia-Malaysia. Soekarno menentang pembentukan Federasi
Malaysia dan menyebut bahwa hal itu adalah sebuah “rencana neo-kolonial” untuk mempermudah
rencana komersial Inggris di wilayah tersebut. Menanggapi keputusan PBB mengakui kedaulatan
Malaysia dan menjadikan Malaysia anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBBRB, disikapi Presiden
Soekarno dengan mengumumkan pengunduran diri Indonesia dari keanggotaan PBB pada tanggal
20 Januari 1965, (Ensiklopedia Syadiashare, Sinopsis Sejarah Indonesia, 16 Agustus 2009), '

? Yang dimaksud dengan "bebas aktif* adalah politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan
merupakan politik netral, melainkan politik Iuar negeri yang bebas menentukan sikap dan
kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara apriori pada -
satu kekuatan dunia serta secara aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran
maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya,
demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
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Pengiriman personel Polri pada misi perdamaian PBB telah dilakukan sejak
Polri masih bergabung dengan ABRI. Untuk pertama kali Polri difibatkan dalam
misi perdamaian PBB sebagai Polisi Monitor di Namibia tahun 1989. Pada saat
itu, komposisi Kontingen Polri digabung dengan anggota TNI yang bertugas
sebagai civilian police. Setelah Polri dipisahkan dari ABRI melalyj Ketetapan
MPR RI Nomor VI/MPR/2000, maka secara otomatis pengiriman pasukan Polri
terpisah dengan misi TNL Begitu pula kebijakan penyiapan dan pengiriman
petugas Kepolisian dalam misj-misi perdamaian menjadi wewenang dan tanggung
jawab Polri. ' ' _

Penugasan personel Polri pada misi perdamaian PBB, selain mempunyai
nilai strategis yaitu mempererat kerja sama multilateral untuk penyelesaian
. konflik, serta menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga. dan memelihara
perdamaian dunia, juga untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme
Polri. Pelibatan Polri pada misi perdamaian PBB ini diatur secara khusus dalam
Ketetapan MPR RI Nomor VII /MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri, pasal 9
ayat (3), serta Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, pasal 41 ayat (3) yang menyebutkan tugas bantuan Polri
dengan jelas: “Kepolisian Negara Republik Indonesia membanty secara aktif
tugas pemeliharaan perdamaian di bawsh bendera Perserikatan Bangsa Bangsa”,
Adapun sasaran penugasan petugas Kepolisian pada misi perdamaian PBB selaras
dengan pasal 13 undang-undang ini tentang tugas pokok Polri, yaitu memelihara
keamanan dan ketertiban masyatakat, menegakkan hukum, dan memberikan
pérlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Permintaan dan pengiriman personel Polri pada misi PBB ke Sudan yang
dimulai dari tahun 2007 sampai sekarang berlangsung secara kontinyu. Hal ini
merupakan  wujud kepercayaan internasional terbadap polisi Indonesia.
Kesuksesan misi yang diamanatkan oleh PBB kepada Polri akan berimplikasi
terhadap peningkatan kredibilitas Polti dan negara Indonesia di mata dunia, serta
meningkatkan kemampuan dan .profesionalisme personel Polri, sehingga akan
merepresentasikan profil Polri secara keseluruhan.

keédilan sosial. (Bunyi Penjelasan Pasal 3 UU No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri,
diunduh dari www.deplu.go,id., tanggal 14 April 2010)
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Ada 2 macam misi yang diikuti Polri di Sudan yaitu UNMIS dan UNAMID.

Pada misi UNMIS, Polri mengirimkan tugas perorangan sebagai polisi penasehaf .
(police advisor), sedangkan pada misi UNAMID, Polri mengirimkan penugasan _' -

bentuk kelompok Formed Police Unit (FPU) dan juga police advisor? Sasaran

tugas seorang police advisor, khususnya pada misi UNMIS (United Nations -

Mission in Sudar), adalah: ‘

a. Membantu mereformasi dan restrukturisasi kepolisian Sudan menjadi
polisi yang demokratis dan menghargai hak asasi manusia (reform and
restructure).

b. Membangun dan meningkatkan kemampuan Kepolisian Sudan
(capacity building).

¢. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Sudan

_ (confidence building).
d. Mengembangkan konsep community policing

Berkaitan dengan kriteria yang ditetapkaxi. oleh PBB terhadap petugas
perdamaian, The Challenges of Peace Operations: Into the 21st century dalam
Hadi dan Syafrudin (2009) menyebutkan bahwa setiap personel yang akan

bertugas menjadi anggota perdamaian PBB perlu ditentukan dahulu tentang

persyaratan standar yang harus dimiliki sebagai anggota penjaga perdamaian
(him. 6). Lebih lanjut, profil dasar seorang penjaga perdamaian tersebut adalah
sebagai berikui:
A peacekeeper should capable of interoperating in a conflict or post-conflict
area within a multinational and multidiciplinary environment, respectful or
different cultures and guided by deep understanding of UN principles and of
professional ethics, able to avoid conflict escalation while ready to cope

with it, and hace capacity for de-escalation. In addition, a peacekeeper

3 Pada misi UNAMID (United Nations African Union Mission in Darfur), Polri telah mengirimkan
2 pasukan FPU dan 3 orang police advisor. Formed Police Unit {FPU) adalah sebuah satuan

setingkat kompi dan berkemampuan semi militer, yang mempunyai kualifikasi khusus untuk

menangani jurang keamanan di Darfur Sudan. Saty pasukan FPU berjumlah 140 orang, terdiri dari
pasukan inti dan tim pendukung,
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should have certain persondlity traits such as high morale, Sfexibility,

autonomy, and initiative, tact, patience, and diplomacy.*

Untuk memperoleh personel sesuai dengan kriteria yang ditetapkan
schingga mampu melaksanakan tugas di daerah misi, Nair (2001) dalam
Management Audit of United Nations Civilian Police Operations menyebutkan,
seharusnya negara pengirim telzh melakukan pemeriksaan awal (pre-screening
terhadap calon sebelum diseleksi oich PBB: |

In theory, candidates presented for testing by the team (UNSAT) should be

pre-screened by their respective Member States to ensure that they meet the

minimum requirements established by the Departement of Peace Keeping
Operations in accordance with the Dprescribed pre-screening guidelines
provided to Member Stafes (hlm. 13). '

Dengan demikian, personel Polri yang akan bertugas pada misi PBB melalui 2
tahapan seleksi, yaitu seleksi pertama dari internal Polri, dan tahap kedua oleh
PBB (United Nations Selection Assistant Team, selanjutnya disebut UNSAT).
Penjabaran kebijakan PBB ini dilaksanakan oleh Polr melalui proses rekrutmen
dan seleksi di lingkungan Polri,

- Prosedur penugasan personel Polri ke luar negeri diatur dalam Keputusan
Kapolri No. Pol.: Kep/4/1/2005 tanggal 27 Januari 2005 tentang Pedoman
Administrasi Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Polri, yang menyebutkan,
“Penugasan Luar Negeri merupakan pelibatan seseorang atau lebih untuk
melakukan perjalanan dinas ke har negeri dalam rangka melaksanakan tugas,
untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnja, baik dengan
menggunakan anggaran Polri maupun non Polri”. Prosedur pengiriman personel
pada misi perdamaian dilaksanakan atas permintaan resmi dari PBB melalui
Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di PBB New York kepada

¢ (Seorang anggota penjaga perdamaian PBB harus mampu bekerja dalam area konflik, atau area
sesudah konflik, dalam lingkungan yang terdiri dari beberapa negara (multinasional) dan
multidisiplin, menghormati perbedaan budaya yang didasari pemahaman mendalam tentang
prinsip-prinsip PBB dan etika profesional, mampu menghindarkan terjadinya konflik yang luas
tatkala konflik terjadi. Sebagai tambahan, anggota perdamaian PBB harus mempunyai kepribadian
yang bermoral tinggi, fleksibel, mampu bekerja secara mandiri, inisiatif, berpikir taktis, sabar dan
mampu berdiplomasi).
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pemerintah RI serta diteruskan kepada Kapolri. Setelah mendapat persetujuan
Kapolri, maka Deputi Kapolri Bidang Operasi (Deops Kapolri) menyusun rencana
kegiatan serta penunjukkan satuan kerja yang bertanggung jawab di bidang itu.
Bidang penyediaan personel untuk penugasan misi PBB dipercayakan kepada
Deputi Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (De SDM Kapolri), yang
dilaksanakan melalui kegiatan rekrutmen dan seleksi internal Polri.

Kewenangan De SDM itu diatur dalam Keputusan Kapolri No. Pol.:
Kep/74/X1/2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Pokok-pokok Penyusunan
Lapis-lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri, yang menyebutkan
“Penugasan ke luar negeri untuk kepangkatan Komisaris Besar Polisi (Kombes
Pol) ke bawah dilimpabkan kewenangannya kepada De SDM Kapolri, sedangkan
untuk Perwira Tinggi (Pati) Polri tetap merupakan kewenangan Kapolri”, Dalam
pelaksanaannya, De SDM Kapolri berkoordinasi dengan Deops Kapolri selaku
pengendali penugasan bidang operasi, serta Ses NCB-Interpol Indonesia selaku
penghubung antara Polri dengan PTRI di PBB, serta satuan kerja lain yang terlibat
dalam proses seleksi.

Pedoman yang digunakan oleh Sde SDM Polrd adalah Surat Keputusan
Kapolri No. Pol.: Skep/991/X1I/2004 tanggal 29 September 2004 tentang-
Pedoman Administrasi Penugasan Anggota Polri di Luar Organisasi Polri, yang -
menyebutkan penugasan luar negeri pada pasukan perdamaian PBB merupakan
penugasan anggota Polri pada jabatan di Juar organisasi Polri yang berkedudukan
di luar negeri/lembaga internasional dan bersifat tidak tetap/sementara. Kendati
demikian, penugasan personel pada misi perdamaian PBB merupakan baglan yang
tidak terpisahkan dari sistem pembinaan SDM Polri. .

Penelitian mengenai rekrutmen dan seleksi untuk jabatan di lingkungaﬁ
Polri pernah dilakukan oleh Abdul Karim (2008) pada tesis yang berjudul “Pola
Rekrutmen dan Seleksi Kapolsek oleh Subbag Mutjab Polda Metro Jaya”. Ia
mengungkapkan kebijakan Kapolda dalam penyelenggaraan penempatan
Kapolsek di Polda Metro Jaya menggunakan pola merit system. Proses rekrutmen
ditentukan melalui pengusulan nama-nama calon berdasarkan kebutuhan para
Kepala Satuan Kerja (Kapolres). Sementara itu, Biro Personel (Ropers) Polda
Metro Jaya hanya memfasilitasi pelaksanaan alih tugas atau mutasi kapolsek yang
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bersifat lintas wilayah hukum antar Polres. Akibatnya, seleksi Kapolsek masih
bersifat subyektif, tertutup dan tidak melalni mekanisme fit and proper fest.
Ditemukan pula jabatan Kapolsek belum memiliki job analysis, job description
dan job spesification; jadi belum sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam tata
kelola SDM yang baik. Perbedaannya dengan penelitian saya adalah pada obyek
penelitiannya. Karim meneliti tentang rekrutmen dan seleksi untuk jabatan
(Kapolsek), sedangkan saya, untuk penugasan ke luar negeri (misi perdama.lan
PBB).

Dalam pelaksanaan rekrutmen ini, Sde SDM Polri membuka peluang
selebar-lebarnya bagi personel Polri, baik yang belum mempunyai pengalaman
tugas pada misi PBB, maupun yang sudah pernah bertugas pada misi-misi PBB
sebelumnya, juga personel yang pemah mengikuti pelatihan persiapan sebagai
petugas perdamaian, atau penugasan luar negeri lainnya, Sesuai pendapat Djamin
(1995), “rekrutmen merupakan proses mencari personel den mendorong serta
memberi peluang kepada mereka untuk mengisi formasi yéng tersedia” (hlm, 43).
Kegiatan ini dilakukan dengan menerbitkan Telegram yang didistribusikan kepada
satuan kerja Polri dari tingkat Mabes Polri hingga kewilayahan tentang rencana
pelaksanaan pendafiaran dan seleksi personel untuk ditugaskan sebagai anggota
polisi pada misi perdamaian PBB.

Persyaratan personel yang tercantum dalam Telegram rekrutmen itu
mengacu pada Skep/991/X11/2004 yang menyebutkan bahwa untuk penugasan di
luar organisasi Polri baik di dalam maupun luar negeri, calon “memenuhi syarat
kompetensi yang ditentukan dan memiliki spesifikasi keahlian yang dibutuhkan
oleh pengguna”. Demikian pula dalam Kep/4/1/2005, personel yang akan
ditugaskan harus “memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh pihak
penyelenggara kegiatan di luar negeri”. Sehingga dalam penugasan PBB, Polri
menyusun persyaratan dengan mengacu kriteria yang diminta oleh PBB selaku
pengguna, sebagaimana tercantum dalam UN mininium recruitment requirements,
yaitu :

a. Age: min 25 years, Preference under 55 years.

b. Numbers of years of professional experience : five (5) years excluding
fraining.
¢. Language proficiency:
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- Mandatory language test (reading, listening, report writing, and
oral interview);
- Language of Operation, French and English;
Passing score 60% or above.
d Drzvmg Skills proficiency
- One (1) year of recent driving experience;
- In possession of a valid national driving license for at least oxe year.
- Two mandatory driving tests, one by Selection and Assistance Team,
and one in the respective peacekeeping mission.
Use of firearms proficiency: mandatory firearms test.
Computer skills: Basic computer knowledge.
Desirable complementary skills :
- Previous experience in a UN mission;
- Proficiency in map reading, land navigation, use of global
positioning systems;
- Knowledge of basic negotiation, mediation and conflict resolution;
- Interviewing techniques;
- Basic first aid.

N

Persyaratan ity digunakan dalam Telegram rekrutmen Polri menjadi:
mempunyai kemampuan berbahasa Inggris akuf, baik lisan maupun tulisan, sehat
jasmani dan rohani, kondite baik, mampu mengoperasikan komputer, mampu
mengemudi kendaraan bermotor roda dua dan roda empat, bagi polwan tidak
sedang dalam keadaan hamil, serta lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Sde SDM
Polri. Selain itu, ada kriteria khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan PBB di
daerah misi, misalnya permintaan terhadap instruktur/pelatih yang memiliki
kemampuan melatih bidang lalu lintas, Sabhara, Reserse dan Intel, atau
diutamakan bagi personel yang pemah bertugas dalam kontingen PBB. PBB juga
telah menetapkan calon harus mempunyai masa dinas kepolisian minimal 5 tahun,
namun persyaratan itu tidak dicantimkan pada Telegram perekrutan Polri periode
2007-2009, sehingga pendaftar tidak dibataéi masa dinasnya. Akibatnya, hal ini
dipermasalahkan oleh PBB dan menunda penugasan seorang calon ke misi
UNMIS sampai masa dinasnya memenuhi syarat.

Personel yang diperoleh dalam proses rekrutmen ini diseleksi oleh Sde
SDM Polti schingga mendapatkan personel yang berkualitas dan mampu
melaksanakan tugas dengan baik di daerah misi. Sebagaimana pendapat Djamin
(1995), “Seleksi merupakan aktivitas untuk menetapkan dan memilih personel
yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan, serta memperkirakan kemungkinan
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keberhasilan atau kegagalan individu untuk melaksanakan tugas” (him. 53).
Rangkaian seleksi ini dilakukan oleh beberapa satuan kerja pada Mabes Polri di
bawah koordinasi Sde SDM Polri, yaitu BiI"O Psikologi Polri untuk seleksi
psikologi, Pusdokkes Polri untuk seleksi kesehatan, Sebasa Polri untuk seleksi
kecakapan bahasa Inggris, dan Pusinfolahta Polri untuk seleksi kemampuan
penguasaan komputer dan internet.

Penentuan kelulusan akhir merupakan kewenangan dari Sde SDM Polsi
mengacu pada nilai-nilai hasil seleksi dari Satker pelaksana seleksi di atas yang
menitikberatkan pada kemampuan calon bersangkutan. Hasil seleksi ini
dilaporkan kepada Deops Kapolri, dan selanjutnya Set NCB-Interpol Indonesia
akan mengirimkan daftar nama tersebut kepada PTRI pada PBB di New York
disertai permintaan tes UNSAT. Lulusnya pefsonel tersebut dalam seleksi Polri
merupakan indikator bahwa calon memenuhi syarat untuk penugasan luar negeri
dan mampu melaksanakan seleksi selanjutnya yaitu tes UNSAT oleh PBB,

Dalam misi UNMIS ini, PBB tidak menetapkan berapa kuota untuk polisi
Indonesia. Namun, merujuk pada Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1590
(SCR-1590), jumlah personel yang dilibatkan dalam misi UNMIS memang
terbatas. Resolusi itu menyebutkan misi UNMIS akan didukung oleh 715 petugas
kepolisian yang berasal dari berbagai negara Police Contributing Countries
(PCC). Indonesia sendiri telah mengirimkan personel Polri sebagai police advisor
ke misi UNMIS sebanyak 33 orang secara bertahap dai tahun 2007 sampai 2010,
Gelombang pertama sebanyak 1 orang, gelombang kedua sebanyak 5 orang,
selanjutnya 3 orang pada gelombang ketiga, 14 orang pada gelombang keempat,
gelombang kelima sebanyak 9 orang, dan 1 orang pada gelombang keenam.

Kesempatan suatu negara unfuk mengisi komposisi pdda misi PBB ini, salah
satunya dipengaruhi oleh banyaknya jumlah personel yang telah diseleksi serta
siap bertugas (stand by). Sebagaimana dinyatakan Durch (2001), “Selected police
personnel should be pre-trained and on-call in their home countries Jor rapid
setup of headquarters for new missions..”. Oleh sebab itu, apabila Polri
mempunyai sejumlah besar personel yang telah lulus seleksi dan siap ditugaskan,
tentunya akan berdampak pada meningkatnya posisi tawar Indonesia untuk
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mengirimkan personel yang lebih banyak sebagai police advisor pada misi
UNMEIS, atau bahkan pada misi lainnya.’

Fakta lainnya, apabila dibandingkan dengan negara Asia lain seperti
Philipina, Bangladesh, Nepal, atau India, maka jumlah polisi Indonesia pada misi
UNMIS ini lebih sedikit. Data dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1. Data Beberapa Negara Penyumbang Police Advisor

pada Misi UNMIS
No. NEGARA 2008 (Mei) 2009 (Nop) 2010 (Mei)
1 | Indonesia 9 27 13
2 | Philipina : 27 29 40
3 | Bangladesh 33 31 28
4 | Nepal 58 46 39
5 | India 70 - 59 46

Sumber : Diambil dari data UNMIS Police

Jumlah polisi Indonesia pada tahun 2008 di atas merupakan pengiriman personel
gelombang 1-3. Tahun 2009 pengiriman gelombang 4 dan 5, ditambah yang
memperpanjang masa tugas sebanyak 4 orang. Sedangkan pada tahun 2010 adalah
personel pengiriman gelombang 5 dan 6, ditambah yang memperpanjang masa
tugas sebanyak 3 orang (lihat juga tabel 3.8).

Pada tes UNSAT, jenis dan materi seleksinya berbeda dengan seleksi Polri,
demikian pula dengan sistem penilaian kelulusannya. Materi tes UNSAT terdiri
dari Bahasa Inggris, meliputi reading comprehension, listening, report writing,
dan oral interview, selanjutnya tes mengemudi, dan terakhir menembak, Sistem
penilaian kelulusannya, apabila calon tidak dapat menyelesaikan seleksi pertama
reading comprehension minimal 60 % dari soal yang diberikan, maka dinyatakan
gugur dan tidak dapat mengikuti tes berikutnya. Kondisi ini berbeda dengan

® Saat ini ada 17 misi PBB yang tersebar di seluruh daerah konflik di dunia, namun Polri barn
memberikan kontribusi personelnya di Sudan (Misi UNMIS dan UNAMID). Misi lainnya adalah
UNMIL di Liberia, ONUCI di Cote de’Ivory, MONUC di Kongo, MINURCAT di Chad,
MINURSO di Sahara Barat, BINUB di Burundi, UNMIT di Timor Leste, UNMOBIG di
perbatasan India dan Pakistan, UNFICYP di Cyprus, UNMIK di Kosovo, UNAMA di Afganistan,
UNDOF, UNIFLL, dan UNTSOQ di Lebanon, serta MINUSTAH di Haiti (www.un.org). Pada bulan
April 2010 lalu, ada permintaan untuk pasukan FPU ke misi MINUSTAH di Haiti, namun tidak
dapat dipenuhi oleh Polri karena sedang mempersiapkan pasukan FPU T ke misi UNAMID,
Sedangkan permintaan pengiriman pefice advisor belum ada.
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seleksi Polri yang memberi kesempatan kepada peserta untuk mengikuti seleksi
hingga selesai. Nota Dinas Karo Binkar Polri kepada De SDM Kapolri tentang
Laporan Hasil Pelaksanaan Seleksi UNSAT tahun 2008 menunjukkan dari 122
orang yang dipanggil mengikuti tes, banya hadir 99 orang, hasilnya sebanyak 49
orang dinyatakan gagal (50%). Hal ini mengisyaratkan, hasil seleksi Polsi
nampaknya belum memenuhi standar kualifikasi PBB.

Maka dari itu, penelitian ini memfokuskan perhatian pada pola rekrutmen
dan seleksi personel Polri untuk penugasan sebagai police advisor pada misi
perdamaian PBB di Sudan oleh Sde SDM i’olri untuk memperoleh persone! sesuai
kualifikasi PBB yang mampu bertugas dan melaksanakan seleksi di tingkat PBB
(UNSAT) dengan hasil maksimal. |

1.2. Masalah Penelitian

PBB tidak memberikan ketentuan yang pasti mengenai kuota polisi
Indonesia yang eakan diikutsertakan dalam misi UNMIS. Namun, setiap -
permintaan PBB selalu direspons dan mampu dipenuhi oleh Polri. Kendati
demikian, apabila meljhat komposisi negara Asia lain seperti Philipina, Pakistan,
Nepal, atau India, jumlah polisi Indonesia lebih sedikit dibandingkan dengan
negara-negara tersebut (tabel 1.1).

Kesempatan svatu negara untuk mengirimkan personelnya pada misi
UNMIS, salah satunya dipengaruhi oleh banyaknya personel yang telah diseleksi
dan dinyatakan siap bertugas (stand by). Akan tetapi, hasil tes UNSAT tahun 2008
menunjukkan personel yang dinyatakan memenuyhi syarat oleh Polri tidak
semuanya lulus saat diseleksi oleh PBB. Dari 122 orang yang dipanggil seleksi,
hadir 99 orang, hanya lulus 50 orang (50%). Padahal, apabila melihat persyaratan
personel yang digunakan dalam seleksi internal Polri, sebetulnya telah mengacu
pada kriteria yang ditetapkan oleh PBB, sehingga sudah ada kesesuaian
kompetensi yang harus dipenuhi oleh setiap calon pendaftar. Artinya, personel
yang lulus dalam seleksi Polri tentunya juga akan mampu melaksanakan tes darj
PBB. Kondisi ini mengisyaratkan adanya masalah pada proses rekrutmen dan
seleksi di lingkungan Polri yang berdampak pada kualitas personel yang
dihasilkan, |
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini adalah
proses rekrutmen dan seleksi yang dilaksanakan oleh Sde SDM Polri untuk
memperoleh personel berpotensi yang memenuhi standar kualifikasi PBB. Sebab,
dengan proses yang tepat akan diperoleh sejumlah personel yang mampu
melaksanakan tes UNSAT dengan hasil maksimal. Untuk menjawab
permasalahan penelitian di atas, penulis membagi ke dalam dua pertanyaan
sebagai berikut:

a. Bagaimana pola rekrutmen dan seleksi personel Polri untuk penugasan pada
misi PBB di Sudan?

b. Apa permasalahan dalam proses rekrutmen dan seleksi personel Polri untuk
penugasan pada misi PBB di Sudan?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mengkaji pola rekrutmen dan seleksi personel

Polri untuk dikirim sebagai Police Advisor pada misi perdamaian PBB di Sudan.

Adapun cakupan wilayah dan obyek penelitian ini dibatasi pada:

a. Penelitian mengkaji proses rekrutmen dan seleksi yang dilaksanakan “oleh
Polri. ,

b. Penelitian dilakukan di Biro Binkar Sde SDM Polri dan Satker lain yang
terkait dengan kegiatan seleksi, serta terhadap anggota Polri yang pernah
mengikuti proses seleksi.

c. Penelitian ini berpedoman pada mekanisme rekrutmen dan seleksi yang
digunakan oleh Polri.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana pola rekrutmen
dan seleksi personel Polri untuk ditugaskan pada misi perdemaian PBB di Sudan
yang dilaksanakan oleh Sde SDM Polri. Manfaat penelitian secara lebih rinci
dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti

dalam menambah wawasan berpikir secara ilmiah, logis, dan sistematis,
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serta mampu menerapkan berbagai ilmu pengetahuan yang telah diterima
selama menempuh pendidikan di Program Pascasarjana Kajian Ilmu
Kepolisian. Bagi Universitas Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan penjelasan secara akademis tentang pola rekrutmen dan
seleksi di lingkungan kepolisian khususnya untuk penugasan personel pada
misi perdamaian PBB, serta mengembangkan teori dan konsep yang
berkaitan dengan Manajemen Sumber Daya Manusia. _ .

b. Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai
bahan masukan bagi Polri dalam menerapkan pola rekrutmen dan seleksi
personel yang efektif, sehingga personel yang terpilih dan dikirim pada
misi perdamaian PBB mampu melaksanakan tugas dengan baik, serta
merepresentasikan organisasi Polri secara keseluruhan. Penelitian ini
diharapkan juga dapat dijadikan bahan acuan atau referensi untuk
penelitian selanjutnya.

1.5. Metodologi Penelitian
1.5.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman dan deskripsi secara
mendalam tentang permasalahan yang diteliti. Hal ini sesuai dengan pendapat
Cresswell (2003), bahwa:

Salah satu alasan penting melakukan penelitian kualitatif adalah penelitian

itn bersifat penyelidikan: topik atau populasi yang diteliti belum banyak

ditulis, dan peneliti harus mendengarkan informasi dari informan dan

membuat gambaran berdasarkan keterangan dari mereka (him., 19).

Menurut Muhammad dan Djaali (2003) “penelitian kualitatif dimulai
dengan adanya suatu masalah yang biasanya spesifik dan diteliti secara khusus
sebagai suatu kasus yang akan diangkat ke permukaan tanpa adanya maksud
untuk generalisasi” (hlm. 100). Lebih lanjut, Muhammad dan Djaali (2003)
menyebutkan ciri penelitian kualitatif adalah:
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Bersifat eksploratif, teori lahir dan dikembangkan di lapangan, proses
berulang-ulang, pembahasan Iebih bersifat kasus dan spesifik,
mengandalkan kecermatan dalam pengumpulan data uatuk mengungkap
secara tepat keadaan yang sesungguhnya di lapangan (hlm. 103).

Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif yang
dipandang tepat untuk meneliti proses rekrutmen dan seleksi personel Polri untuk
penugasan pada misi perdamaian PBB di Sudan, dengan menggali berbagai
informasi secara mendalam dari para informan yang terkait atau terlibat dalam

proses tersebut, baik sebagai penyelenggara maupun peserta.

1.5.2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam tesis ini adalah studi kasus. Cresswel
(2002) menyebutkan dalam studi kasus, “peneliti menggali kesatuan atau
fenomena tunggal (kasus) yang dibatasi oleh waktu dan aktivitas, serta
mengumpulkan  informasi rinci dengan menggunakan berbagai prosedur' |
pengumpulan data” (hlm. 11). Melalui metode studi kasus, peneliti dapat
memahami secara mendalam proses rekrutmen dan seleksi personel Polri yang
akan atau telah dikirim pada misi perdamaian PBB. Sehinggga diharapkan dapat
menjelaskan dan menjawab pertanyaan tentang pola kebijakan rekrutmen yang
diterapkan oleh Robinkar Sde SDM Polri.

Penelitian ini dilakukan dengan meneliti terlebih dahulu kasus berupa
kegiatan rekrutmen dan seleksi yang telah atau sedang terjadi di Sde SDM Polri,
kemudian kalau memang informan dapat memberikan keterangan seputar proses
rekrutmen dan seleksi tersebut, tentunya akan menambah muatan ide dan fakta
dari kajian ini. Untuk itu, peneliti berusaha menggali kebenaran fakta-faka yang
ada melalui kegiatan pengamatan, wawancara dan dokumentasi.

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian selalu terjadi proses pengumpulan data yang
dilakukan dengan teknik-teknik tertentu. Pengumpulan data merupakan suatu
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kegiatan untuk mengumpulkan data dan fakta yang relevan dengan penelitian.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknjk
pengamatan, wawancara dengan pedoman, dan kajian dokumen.

1.5.3.1. Pengamatan (observation)

Kegiatan pengamatan dilakukan baik terhadap tindakan, benda, peristiwa,
dan manusia yang berhubungan dengan masalah penelitian. Pengamatan ini
meliputi kegiatan-kegiatan yéng terjadi dalam proses rekrutmen dan seleksi,
orang-orang yang bertugas dalam kegiatan rekrutmen dan seleksi, maupun
personel yang telah mengikuti seleksi sebagai anggota PBB. Pengamatan juga
dilakukan terhadap gejala-gejala yang terwujud dalam kegiatan sehari-hari subyek
yang diteliti.

Dalam mengamati kegiatan rekrutmen dan seleksi ini, metode pengamatan
yang dilakukan adalah metode pengamatan terlibat pasif, yaitu suatu kegiatan
pengamatan dimana peneliti tidak teslibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan
oleh pelaku yang diamatinya (Suparlan, 1994, him. 70). Keterlibatan peneliti
dengan para pelaku terwujud dalam bentuk keberadaan dalam arena kegiatan
pelaku yang diamati. Kegiatan pengamatan hanya dilakuken terhadap peristiwa
dan orang-orang yang berperan dalam proses rekrutmen dan seleksi, namun tidak
terlibat langsung dalam kegiatan itu. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan
pengamatan terhadap tempat pelaksanaan seleksi, fasilitas seleksi, serta kegiatan
sehari-hari pelaksana seleksi.

1.5.3.2. Wawancara (interview)

Metode wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalabh metode

wawancara dengan pedoman, sesuai pendapat Suparlan (1994), bahwa:
Wawancara dengan pedoman adalah teknik untuk mengumpulkan
informasi dari para anggota masyarakat yang diteliti mengenai suatu
masalah khusus dengan teknik bertanya bebas tetapi berdasarkan atas
suatu pedoman yang tujuannya adalah untuk memperoleh  informasi
khusus dan bukannya untuk memperoleh respons atau peﬁdapat mengenai
suatu masalah (him. 9),
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Daiam penelitian ini, wawancara dengan pedoman dilakukan dengan tujuan
untuk memperoleh informasi berupa pendapat maupun respon terhadap masalah
penelitian, yaitu pola rekrutmen dan seleksi personel Polri untuk penugasan pada
misi PBB di Sudan. Sebelum melakukan wawancara, telah disusun pedoman
wawancara terlebih dahulu guna membantu dan memudabkan kegiatan
wawancara schingga berjalan dengan lancar.

Wawancara dilakukan terhadap informan yang bertanggung jawab dan .
berkaitan langsung dalam proses penyiapan personel Polri dalam misi PBB.
Pemilihan terhadap personel tersebut dilakukan dengan alasan mempunyai
wewenang dan terlibat dalam proses rekrutmen dan seleksi, antara lain adalah:

- Pejabat/staf pada Sde SDM Polri c.q. Subbag Gassus Bag Mutjab Robinkar
yang betkompeten langsung di bidang penugasan khusus PBB.

- Pejabat/Staf pada Biro Psikologi Polri, Sebasa Polri, Pusdokkes Polri, dan
Pusinfolahta selaku pelaksana seleksi. 7 |

-  Pejabat/staf Sdeops Polri dan Set NCB-Interpol Indonesia selaku pelakséna
koordinasi, penghubung dan korespondensi dengan PTRI pada PBB di New
York.

- Wawancara juga dilakukan terhadap staf Polda Metro Jaya, dan via telepon
kepada staf Polda lain.

- Wawancara lainnya adalah para personel Polri yang pémah mengikuti proses
seleksi pada misi PBB ke Sudan, baik yang belum berangkat maupun yang
telah selesai melaksanakan tugas pada misi UNMIS.

1.5.3.3. Kajian Dokumen

Penelitian ini menggunakan kajian dokumen sebagai salah satu sumber
informasi. Kajian dokumen dipakai sebagai data untuk mengkaji masalah, sebagai
bukti atau untuk pembuktian dalam menyatakan argumentasi ilmiah dalam
laporan (Suparlan, 1994, him. 81). Dokumen ini berisi bahan-bahan keterangan
atau sumber-sumber dokumenter yang selanjutnya diklasifikasi menurut ukuran
dan mutunya.
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Kajian dokumen ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-
dokumen yang berkaitan dengan kebijakan pengiriman personel Polri pada misi-
misi perdamaian PBB, kemudian dianalisa. Dokumen lainnya adalah Telegram
pemanggilan untuk mengikuti seleksi, hasil seleksi, hasil rapat kajian, juga
laporan tentang pelaksanaan tugas persorel Polri pada misi perdamaian PBB.
Dokumen-dokumen tersebut diperoleh dari Sde SDM Polri atau satuan kerja lain
yang terlibat dan berwenang dalam kegiatan tersebut.

1.5.4. Lokasi Penelitian

Penelitian mengambil tempat di Mabes Polri, yaitu satuan kerja Sde SDM
Polri, serta satuan kerja lain di lingkungan Mabes Polri yang terkait ~dengan
kegiatan rekrutmen dan seleksi personel Polri untuk penugasan pada misi
perdamaJan PBB di Sudan, yaitu Sebasa Polri, Pusinfolahta Polri, Pusdokkes
Polri, Biro Psikologi Polri, Set NCB-Interpol Indonesia, dan Ropers Polda Metro
Jaya untuk satuan kewilayahan.

1.6. Tata Urut Penulisan

Tata urut penulisan dibutuhkan agar tulisan tesis ini terarah dan tersusun
secara sistematis. Tata urut penulisan tesis ini terdiri dari enam bab, dan tiap-tiap
bab dibagi menjadi beberapa subbab yang saling terkait.

1. Pendahuluan
Bab 1 merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah
tesis, permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat tesis, metodologi
penelitian, juga tata urut penulisan tesis.

2, Kajian Kepustakaan
Bab 2 berisi konsep-konsep yang saya gunakan dalam tesis ini, antara lain
adalah teori manajemen sumber daya manusia khususnya di bidang rekrutmen
dan seleksi, misi perdamaian PBB, penugasan Polri, dan personel Poiri.
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. Gambaran Umum Wilayah Penelitian _

Bab 3 mérupakan gambaran umum wilayah penelitian yang berisi tentang
Peran dan wewenang dalam rekrutmen dan seleksi, juga gambaran penugasan
personel Polri pada penugasan misi perdamaian PBB.

. Temuan Penelitian

Bab 4 merupakan temuan penelitian yaitu pelaksanaan rekrumen dan seleksi
personel untuk penugasan misi PBB yang dilaksanakan oleh Polri, serta
permasalahan dalam kegiatan rekrutmen dan seleksi itu.

. Analisis dan Pembahasan

Pada bab ini saya akan membahas tentang pola Rekrutmen dan Seleksi
dikaitkan dengan konsep atau teori yang saya gunakan, serta analisis terthadap
permasalahan yang terjadi pada proses rekrutmen dan seleksi.

. Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini saya akan menyimpulkan temuan dan analisis terhadap masalah
penelitian, selanjutnya saya akan memberikan saran yang tentunya relevan
dengan masalah penelitian ini dan bermanfaat bagi keilmuan dan organisasi
Polri.

Universitas Indonesia

Pola rekrutmen..., Rina Hastuti Vikara Bhakti, Program Pascasarjana Ul, 2010




18

BAB2
KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1. Rekrutmen dan Seleksi SDM

Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi yang baik sangat menentukan

keberhasilan personel-personel yang akan ditugaskan dalam misi perdamaian PBB

" di Sudan. Sesuai pendapat Maryan N. Keller bahwa keunggulan yang berlangsung

lama akan datang dari pendayagunaan personel yang baik. Artinya, keunggulan

kompetitif suatu organisasi dapat bertahan lama karena kelompok personel yang

dipilih bersifat matang, bermotivasi tinggi, dan bertekad memberikan kepuasan
dalam kerja ( Purwanto, 2008, him. 157).

2.1.1. Analisis Pekerjaan

Cascio (1978) menyatakan analisis pekerjaan adalah prosedur untuk
-menentukan tugas-tugas dan hakekat pekerjaan serta jenis orang (berkaitan
dengan keterampilan dan pengalaman) vyang perlu diangkat untuk
melaksanakannya, Analisis pekéxjaan menyediakan data tentang syarat pekerjaan,
yang kemudian digunakan untuk menyusun uraian pekerjaan (job description)
yaitu hal-hal yang tercakup dalam pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan (job
spesification) yaitu jenis orang yang diangkat untuk melaksanakan pekerjaan
(Dessler, 1997, him. 85).

Sebelum rekrutmen personel dilakukan, PBB selaku pengguna telah
mempunyai gambaran jelas tentang tugas dan kewajiban yang dipersyaratkan
untuk mengisi pekerjaan yang ditawarkan kepada negara-negara yang akan
menyumbangkan petugas kepolisiannya pada misi perdamaian PBB, yaitu sebagai
Police Advisor. Sebelum kegiatan rekrutmen dan seleksi dimulai, perlu diketahui
dan dilakukan analisis pekerjaan. Setelah diperoleh analisis pekerjaan, maka
pernyataan tertulis tentang pekerjaan (job description) seorang Police Advisor
akan tertuang dengan jelas. Jika uraian pekerjaan telah tersusun dengan baik,
spesifikasi jabatan aﬁu Jjob specification dapat segera ditentukan meliputi
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pendidikan, pengalaman, dan keterampilan yang diperfukan untuk melaksanakan
peketjaan tersebut. Job description dan job sﬁeciﬁcaﬁon inilah yang menjadi
informasi dasar untuk memulai proses rekrutmen dan seleksi. Untuk mengetahui
kualifikasi personel yang diperlukan, dapat dilakukan langkah-langkah berikut:
a. Darimana dan bagaimane memperoleh personel yang sesuai dengan
persyaratan.
b. Berapa jumlah personel dan Jenis keahlian yang dibutahkan dalam
pekerjaan itu.

Berdasarkan pada analisa itu, PBB meminta kepada negara-negara
penyumbang petugas kepolisian, termasuk Indonesia untuk mengirimkan
personelnya dengan mengacu pada persyaratan PBB yang telah ditentukan dalam
UN minimum recruitment requirements, Demikian juga Indonesia sebagai salah
salu negara penyumbang polisi (Police Contributing  Country) menjabarkan
permintaan PBB itu dengan melakukan rekrutmen dan seleksi di lingkungan Polri
sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi personel yang ditetapkan oleh PBB.

2.1.2, Rekrutmen

Awaloedin (1995) menyebutkan bahwa perekrutan personel merupakan
proses untuk mencari personei dan mendorong serta memberikan peluang kepada
mereka untuk mengisi formasi yang tersedia. Dalam proses perekrutan ini para
calon pelamar akan berlomba secara kompetitif, untuk dipilih secara selektif oleh
rekruter hingga diperoleh sejumlah calon yang memenuhi kualifikasi pekerjaan
yang telah ditentukan. Hal senada juga disampaikan oleh Werther dan Davis
dalam Hariandja (2002, him. 97) bahwa rekrutmen merupakan proses penarikan
sejumlah calon yang mempunyai potensi untuk diseleksi menjadi pegawai. Proses
ini dilakukan dengan mendorong atau merangsang calon yang mempunyai potensi
untuk mengajukan lamaran dan berakhir dengan didapatkannya sejumlah calon..
Sehingga dapat dikatakan bahwa rekrutmen merupakan upaya pencarian sejumlah
karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu sehingga perusahaan
dapat menyeleksi orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan kerja yang

ada. Sedangkan Stoner mendefinisikan rekrutmen sebagai proses pengumpulan
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calon pemegang jabatan yang sesuai dengan rencana sumber daya manusia untuk
menduduki suatu jabatan atau pekerjaan tertentu (Samsudin, 2008). Pendapat
Siagian (2004) tentang Rekrutmen adalah “proses mencari, menemukan dan
menarik para pelamar yang kapabel untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu
organisasi” (hlm. 102).

Proses rekrutmen ini dimulai pada waktu diambil langkah mencari pelamar
dan berakhir ketika para pelamar mengajukan lamarannya. Artinya, secara
konseptual dapat dikatakan bahwa langkah yang segera mengikuti proses’
rekrutmen, yaitu seleksi, bukan lagi merupakan bagian dari rekrutmen. Jika proses
rekrutmen ditempuh dengan tepat dan baik, hasilnya ialah adanya sekelompok
pelamar yang kemudian diseleksi guna menjamin bahwa hanya yang paling
memenuhi semua persyaratanlah yang diterima sebagai pekerja dalam organisasi
yang memetlukannya. Berapa jumlah pelamar yang didapat sehingga dikatakan -
proses itu berhasil adalah sangat relatif, yang jelas lebih baik bila jumlahnya lebih
banyak dibandingkan dengan jabatan yang akan diisi, sebab semakin banyak
maka dapat dilakukan seleksi yang teliti (Hariandja, 2009). |

Metode perekrutan ini dapat dilakukan dari dari dari dalam dan juga dari.
luar organisasi (Awaloedin, 1995; Mangkuprawira, 2003; Hariandja, 2009).
Perekrutan dari dalam dilakukan terhadap pegawai dari instansi atau organisasi itu
sendiri, sedangkan perekrutan dari luar merupakan orang-orang baru yang dicari
melalui berbagai cara seperti penerimaan pegawai baru, menyewa, dan
sebagainya. Perekrutan personel Polri pada misi PBB termasuk metode perekrutan
sumber internal.

Metode perekrutan internal dapat dilakukan dengan tertutup dan terbuka.
Metode tertutup dilakukan dengan cara menominasikan beberapa orang sebagai
calon untuk dipromosikan. Para pegawai tidak mengetahui adanya jabatan yang
kosong dengan jelas, schingga pegawai yang memiliki persyaratan tidak
mempunyai kesempatan untuk melamar secara formal. Kelemahan metode
tertutup adalah munculnya nepotisme, sedangkan kelebihannya mungkin lebih
cepat. Sedangkan metode terbuka dilakukan dengan job Pposting yaitu organisasi
mengumumkan jabatan yang kosong pada papan pengumuman, lisan, atau media

lain, sehingga memberikan kesempatan kepada semua pegawai untuk mengajukan
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lamaran secara formal. Keuntungan dari metode terbuka adalah memberi
kesempatan yang sama bagi semua pegawai yang memenuhi syarat untuk menjadi
calon, serta memperoleh lebih banyak calon. Kelemahannya mungkin memakan
waktu yang lebih banyak (Hariandja, 2009, him. '109).

Perekrutan untuk penugasan PBB yang dilakukan oleh Polri termasuk
metode terbuka, dimana Sde SDM Polri menerbitkan Telegram Warning Order
yang didistribusikan serta diinformasikan ke seluruh satuan kerja di lingkungan
Mabes Polri dan kewilayahan tentang adanya pendaftaran untuk mengikuti misi
PBB. Namun juga dilakukan dengan metode tertutup, yaitu melalui penunjukkan
yang datanya berasal dari date base, serta adanya personel yang mempunyai
kedekatan sumber informasi berkaitan adanya rekrutmen penugasan PBB, baik
dengan pihak Sde SDM Polri atau sumber lainnya,

2.1.3. Seleksi

Seleksi menurut Manullang (2006) merupakan iangkah ketiga dalam proses
pemilihan pegawai. Langkah pertama adalah menentukan Jjob analysis dalam -
rangka mendapatkan job description, yaitu menentukan sifat jabatan yang akan
diisi dan menentukan kualifikasi atau .tipe personel yéng cocok untuk jabatan itu.
Langkah kedua diadakan rekrutmen atau penarikan bagi personel yang berminat
untuk pekerjaan yang ditawarkan. Setelah selesai rekrutmen, langkah ketiga |
adalah mengadakan pemilihan dari calon-calon yag sudah tersedia.

Sehingga dapat dikatakan, seleksi adalah proses untuk memutuskan personel
yang tepat dari sekumpulan calon yang didapat melalui proses rekrutmen. Proses
ini merupakan kegiatan yang penting sebab hasil yang didapat dari perekrutan
tidak menjamin bahwa calon yang direkrut sesuai dengan yang dibutuhkan
(Hariandja, 2009, hlm. 126). Kegiatan seleksi berkaitan dengan tahap-tahap
tertentu, yaitu:

a. Penentuan tuntutan pekerjaan dan kebutuhan organisasi

b. Penentuan jenis orang yang dibutuhkan

¢. Penentuan alat dan langkah-langkah/prosedur seleksi

d. Faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan alat/prosedur seleksi

e. Siapa yang melakukan pelaksanaan seleksi.
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Pendapat yang sama diberikan oleh Siagian (1995) yang mendefinisikan
seleksi sebagai usaha sistematik yang dilakukan guna lebih menjamin bahwa
mereka yang diterima menjadi anggota organisasi adalah orang-orang yang paling
tepat untuk dipekerjakan. Pada kesimpulannya, seleksi dipakai untuk
mendapatkan tenaga kerja melalui serangkaian usaha untuk ditempatkan sesuai
keinginan organisasi. |

Djamin (1995) menyebutkan bahwa agar seleksi personel benar-benar tepat,
maka seleksi harus dilaksanakan dengan tidak mengabaikan prisip-prinsip sebagai
berikut:

a. Prinsip rasional, yaitu metode dan prosedur yang ditempuh harus masuk

akal (tidak dibuat-buat),

b. Ilmiah, maksudnya secleksi personel dilaksanakan sesuai dengan

prosedur dan tahapan-tahapan ilmiah.

c. Obyektif, bahwa dalam penentuan kesimpulan berdasar pada hasil

seleksi calon secara obyektif dan tidak subyektif misal KKN. :

Sedangkan kriteria yang perlu ada dalam kegiatan seleksi adalah: (a) Seleksi harus
berpedoman pada laporan analisis pekerjaan dan rencana perekrutan personel, (b)"'
Seleksi harus efektif dan efisien, (c) Seleksi harus memperhatikén peraturan dan
ketentuan yang berlaku, (d) Seleksi harus dilaksanakan secara obyektif dan jujur
(Djamin, 1995).

Tujuan seleksi adalah untuk mendapatkan tenaga kerja yang paling tepat
untuk memangku sesuatu jabatan tertentu, dan diharapkan dapat bekerja sama
dengan teman-temannya dan memberikan prestasinya yang tertuju kepada
realisasi tujuan organisasi (Manullang, 2006). Hal ini senada dengan Samsudin
(2005), tujuan seleksi yaitu untuk mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi
syarat dan memiliki kualifikasi yang sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang ada
atau sesuai dengan kebutuhan organisasi

Dasar kebijaksanaan dalam mengadakan seleksi adalah dengan cara yang
paling efektif dengan biaya serendah-rendahnya untuk mendapatkan personel
yang sebaik-baiknya. Sedangkan kualifikasi yang dipertimbangkan dalam proses
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seleksi antara lain menyangkut keahlian, pengalaman, umur, jenis kelamin,
pendidikan, keadaan fisik, tampang, bakat, temperamen, karakter. _

Untuk memperoleh personel sesuai kualifikasi yang diinginkan, seleksi
dilaksanakan dengan melakukan berbagai ujian. Menurut Siagian (2004) ujian
diselenggarakan dengan maksud untuk memperoleh informasi yang obyektif dan
dengan tingkat akurasi yang tinggi tentang cocok atau tidaknya pelamar dengan
jabatan atau pekerjaan yang akan dipercayakan kepadanya. Dalam proses seleksi
ini, jenis yjian tidak dapat diterapkan persis sama. Maksudnya, jenis tes
menyesuaikan dengan jenis pekerjaan atau Jabatan yang akan diembannya. Jenis
tes untuk pekerjaan yang bersifat teknis tentunya berbeda dengan jenis tes yang
bersifat manajerial.

Kegiatan seleksi juga memerlukan prosedur sebagai pedoman untuk
melakukan seleksi, sehingga mampu memaksimalkan hasil yang didapat. Prosedur
mengacu pada langkah—langkah yang dipakai untuk mendapatkan sejumlah
informasi sebagai bahan pertimbangan iemilih pegawai yang paling baik di
antara para calon. Sedangkan alat mengacu pada metode atau cara-cara atau
instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan informasi mengenai pelamar, untuk
memilih pegawai yang terbaik sesuai dengan yang dibutuhkan. Alat dan prosedur
seleksi dapat berbeda, tergantung kebutuhan organisasi (Hariandja, 2009, him.
129). Dalam melaksanakan seleksi personel untuk penugasan PBB, Polr
menggunakan tes keschatan, tes psikologi, tes komputer, dan tes kemampuan
bahasa Inggris,

Ada dua pendekatan yang dapat digunakan dalam proses seleksz (Samsudin,
2006, him. 95) yaitu:

a. Pendekatan Succesive Hurdles, bahwa seorang calon dinyatakan Iulus
seleksi apabila ia berhasil lulus dari berbagai persyaratan yang telah
ditentukan secara bertahap. Mulai dari' pemeriksaan administrasi,
pemeriksaan medis, maupun pemeriksaan relevan lainnya. Segala
macam tes itu disebut Aurdless dan harus lulus dengan hasil baik satu
persatu atau secara berurutan (succesive).

b. Pendekatan Compensatory, yang didasarkan pada pra anggapan bahwa
kekurangan pada satu faktor seleksi sebenarnya dapat ditutupi pada
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faktor seleksi lainnya. Seorang pelamar dapat diterima berdasarkan pada
kumpulan hasil secara menyeluruh dari seluruh tes yang dilakukan, Dari
tes itu, mungkin nilainya ada yang agak kurang di satu faktor seleksi,
namun ia mempunyai kelebihan pada faktor tes lainnya, sehingga
jumiah hasil akhir yang dicapai memenuhi persyaratan untuk diterima.

Pendekatan seleksi yang digunakan oleh Sde SDM Polri adalah yang kedua.
Maksudnya, seorang calon harus dinyatakan lulus pada semua tahapan seleksi.
Dengan pertimbangan penugasan ke luar negeri mengutamakan kemampuan
bahasa Inggris, maka apabila ia memperoleh nilai baik pada seleksi bahasa Inggris
namun kurang untuk seleksi lainnya, ia tetap dinyatakan lulus sepanjang masih
dalam batas toleransi.

2.1.4. Pengorganisasian

Menurut Handoko (2003) “pengorganisasian (organizing) merupakan suatu
proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi,
sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang melingkupinya” (Purwanto,
2008, him. 50). Sedangkan Terry dan Rue (1992) menyebutkan bahwa
pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-
sumber yang diperlukan, termasuk manusia, schingga pekerjaan yang dikehendaki
dapat terlaksana dengan berhasil. Organizing bertujuan untuk membantu orang-
orang dalam bekerja sama secara efektif. Terutama untuk pekerjaan yang tidak
mungkin ditangani secara perorangan Kkarena terlalu banyak, dengan cara
mengorganisir, orang-orang dipersatukan dalam tugas-tugas yang saling
berkaitan. Selanjutnya Terry dan Rue (1992) menyatakan organizing adalah
proses pengelompokkan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan
penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer yang mempunyai kekuasaan,
yang perlu untuk mengawasi anggota-anggota kelompok.

Dalam kegiatan seleksi PBB ini, Sde SDM sendiri bertindak selaku
koordinator dan organizer kegiatan seleksi itu, yang mengatur waktu dan tempat
ujian dilaksanakan, peserta yang akan diuji, hingga pelaporan hasilnya.
Sedangkan kegiatan seleksinya dipercayakan kepada masing-masing Kepala
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satuan kerja (Kasatkef) selaku penanggung jawab pelaksanaan seleksi, yaity
Kasebasa untuk seleksi bahasa, Karopsi untuk seleks; psikologi, Kapusdokkes
untuk seleksi kesehatan, dan Kapusinfolahta untuk seleksi kompetensi komputer,

2.1.5. Pola (Pattern)

Konsep pola atau Ppattern adalah bentuk, model, atau suatu set peraturan
yang bisa dipakai untuk membuat atay untuk menghasilkan suaty atay bagian dari
sesuatu. Pola yang paling sederhana didasarkan pada repetisi, beberapa tiruan satu
kerangka digabungkan tanpa modifikasi. Pattern juga mempunyai definisi from
the French patrom, is a Yype of theme of recurring events of or objects, sometimes
referred to as elements of a set. These elements repeat in a predictable manner. It
can be a template or model which can be used to generate things or parts of a
thing, especially if the things that are created have enough in common Jor the
underlying pattern to be inferred, in which case the things are said to exhibit the
unique pattern (diunduh dari www.wikipedia.org).

Definisi pola lainnya.adalah mode] (contoh, acuan, ragam) dari sesuaty yang
akan dibuat atau dihasilkan (Departemen P dan K, 1984:75). Dengan demikian,
pola merupakan bentuk atay model yang bisa dipakai untuk menghasilkan
sesuatu. Definisi lainnya adalah abstraksi dari sistem sebenarnya, dalam gambaran
yang lebih sederhana serta mempunyai  tingkat prosentase yang bersifat
menyeluruh, atau abstraksi dari realifas dengan hanya memusatkan perhatian pada
beberapa sifat dari kehidupan sebenarnya (Simamarta, 1983: ix — xii).
(www.damandiri.or.id). ,

Pola digambarkan sebagai suatu proses yang memiliki banyak tahapan di mana
gambaran perwakilan-perwakilan dari susunan program dan prosedur disatukan
dengan syarat-syarat informasi. Sedangkan Freeman (1 980), pola adalah suaty
aktivitas yang menyangkut dan berhubungan dengan pengambilan keputusan-
keputusan utama/pokok, dan seringkali dari sebuah susunan yang dialami yang
terbagi atas hubungan timbal balik dari bagian-bagian ditingkatkan yang tertinggi dan
operasi-operasi yang logis, yang rumit pada tingkatan yang terendah (Efendi,

repository.usu.ac.id.),
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Dengan demikian, yang dimaksud dengan pola dalam tesis ini adalah suatu
aktivitas yang bersifat berulang, dapat terdiri. dari beberapa tahapan, yang
digunakan untuk membantu menciptakan keseragaman dan keteraturan dalam
bentuk kaidah atau prosedur, sehingga kegiatan rekrutmen dan seleksi berjalan
dengan lancar, dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

2.1.6. Teori Komunikasi Orgﬁnisasi

Menurut Senjaya (2002) dalam Bungin (2007), ada 4 fungsi komunikasi

dalam organisasi, yaitu: . _

a. Fungsi informatif, maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi
betharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan
tepat waktu. Dengan adanya informasi itu, seorang anggota organisasi
akan memungkinkan untuk melaksanakan tugasnya secara lebih pasti.
Akan tetapi, apabila informasi yang diperolehnya tidak tepat waktu,
tentunya akan berdampak pada terlambatnya tugas yang harus
dilaksanakan,

b. Fungsi regulatif, yaitu berkaitan dengan peraturan-peraturan yang
berlaku dalam suatu organisasi. Pada semua organisasi fungsi regulatif
ini bermanfaat untuk, yang pertama, penyampaian instruksi atau perintah
dari atasan yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk -
mengendalikan semua informasi yang disampaikan, supaya perintah-
perintah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kedua, berkaitan dengan
pesan atau message. Pesan regulatif biasanya berorientasi pada keria,
artinya, bawahan membutubkan kepastian peraturan tentang pekerjaan
yang akan dilaksanakan.

¢. Fungsi Persuasif, yaitu pimpinan lebih suka memersuasi bawahannya
daripada memberi perintah. Sebab pekerjaan yang dilakukan secara
sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian ‘yang besar
dibandingkan dengan paksaan karena perintah.

d. Fungsi Integratif, maksudnya komunikasi berfungsi sebagai alat
pemersatu anggota dalam organisasi. Dengan adanya komunikasi yang

lancar dalam organisasi, anggota akan dapat melaksanakan tugas dan
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pekerjaan dengan baik, bahkan menumbuhkan keinginan untuk
berpartisipasi yang lebih besar pada diri anggota terhadap organisasinya.

Dalam tesis ini, teori komunikasi organisasi saya gunakan untuk membahas

penginformasian rekrutmen dan pelaksanaan seleksi,

2.2, Peran dan Tugas Polri

UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
pasal 5 merumuskan peran Polri sebagai alat negara yang berperan dalam
memelihara keamanan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta
memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam

rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sedangkan pasal 13 menyebutkan _

bahwa tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan
kepada masyarakat. Tugas pokok ini kemudian dirinci dalam beberapa tugas
sebagaimana dirumuskan pada pasal 14, yaitu:

8. Melaksanakan pengaturén, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhédap
kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;

b. Menyélenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan,
ketertiban, dan kelancaran Ialu lintas;

¢. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,
kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap
hukum dan peraturan perundangan;

d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional R

¢. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan;

f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap
kepolisian khusus, penyidik pegéwai negeri sipil, dan bentuk-bentuk
pengamanan swakarsa.

g Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana
sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan
lainnya,
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h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,
laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas
kepolisian;

i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan
lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk
memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak
asasi manusia;

j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum
ditangani oleh instansi dan atau para pihak yang berwenang;

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan
dalam lingkup tugas kepolisian; serta

1. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangan.

Berdasarkan tugas-fugasnya itu, Poiri melaksanakan fungsi utama
kepolisian yaitu pre-emtif, preventif, dan represif, yang juga merupakan fungsi
utama seluruh organisasi kepolisian di dunia. Fungsi pre-emtif sering dikaitkan
dengan pembinaan masyarakat. Fungsi preventif dilakukan melalui kegiatan
pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli. Sedangkan fungsi Represif -
kepolisian yang bersifat yustisil berkaitan langsung dengan sistem peradilan
pidana (Djamin, 2009). Ia juga menyatakan bahwa dalam melaksanakan fungsi
utama kepolisian itu, semangat 7o serve and to Pprotect harus terus dipelihara oleh
petugas kepolisian. |

Mulianya tugas polisi disebutkan oleh Sutanto (2005) bahwa Polisi dengan
perannya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban serta penegakkan hukum,
menjadi pemicu sekaligus pemacu produktivitas masyarakat. Polisi tidak lagi
sekedar menjadi stabilisator keamanan dan ketertiban, namun juga sebagai aktor,
motivator, dan sekaligus katalisator dalam meningkatkan kualitas hidup
masyarakat. Bachtiar (1994) menyatakan apabila dikaitkan dengan fungsi polisi
dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom dan penegakan hukum,
_polisi mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban

masyarakat dan menangani kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup

dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram. Fungsi ini melekat di manapun
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petugas kepolisian berada. Baik bertugas di negaranya sendiri maupun sedang
bertugas di negara lain, seperti penugasan pada misi perdamaian PBB. Kehadiran
Seorang anggota polisi di daerah konflik diharapkan dapat berperan sebagaimana
yang diharapkan, yaitu memberikan rasa aman pada masyarakat.

Pengiriman personel Polri pada misi perdamaian PBB di Sudan sejalan
dengan Pasal 41 ayat 3 UU Nomo: 2 tahun 2002, yang menyebutkan bahwa
Kepolisian Indonesia membantu secara aktif tugas pemeliharaan dunia di bawah
bendera perserikatan bangsa-bangsa. Penugasan ini merupakan salah satu peran
serta Polri dalam kancah infernasional. Tugas ini diminta oleh Perserikatan
Bangsa-bangsa (PBB) pada suatu negara tertentu dengan biaya operasional,
pertanggungjawaban, penggunaan atribut, serta bendera PBB. (Kelana, 2002, 86)
Adapun personel yang dikirim merupakan personel Polri terbaik yang dipilih
berdasarkan kualitas dan dinilai mampu melaksanakan tugas berskala
internasional.

2.2.1. Personel Polri

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, pasal 1 menyebutkan
bahwa yang dimaksud dengan Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah
pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan Pejabat
Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Polri yang berdasarkan
undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian. Lebih lanjut, pasal 20
ayat (1) menyebutkan, Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik
Indonesia terdiri atas anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kelana (2002) menjelaskan pada saat Polri merupakan bagian integral dari
ABRI, ketentuan mengenai personel/kepegawaiaﬁ Polri diatur dalam Undang-
Undang Nomor 2 tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia. Namun setelah pemisahan Polri dari TNI, pengaturan personel Polri
ditétapkan dalam Undang-undang tersendiri yaitu U Nomor 2 tahun 2002. Hal
ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Kepegawaian
pasal 37 yang berbunyi “Manajemen anggota TNI dan anggota Polri diatur
dengan Undang-undang tersendiri”.
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Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan personel Polri adalah anggota
Polri, yang berdasarkan UU No. 2 tahun 2002 pasal 21 ayat (1) pengangkatannya
menjadi anggota Polri, seorang calon harus memenuhi syarat sekurang—kurangnya
sebagai berikut:

a. Warga negara Indonesia;

b. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

d. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menegah Umum atau yang

sederajat;

Berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun;

Sehat jasmani dan rohani;

Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan;
Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan

Lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian.

B @ oo

[y
-

Tethadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berlaku_, :
pengaturan siklus pembinaan'pei‘sone.l Polri meliputi penyediaan, pendidikan,
penggunaan, perawatan, dan pengakhiran, sebagaimana disebutkan dalam
penjelasan pasal 21 ayat (2) (Kelana, 2002).

2.2.2. Penugasan Personel Polri di Luar Organisasi Polri

Lingkup kerja personel Polri tidak dibatasi di lingkungan organisasi
kepolisian saja. Kehadiran polisi juga dibutuhkan di luar instansi Polri. Penugasan
personel Polri di luar organisasi Polri diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No.
Pol.: Skep/991/X1I/2004 tanggal 29 September 2004 tentang Pedoman
Administrasi Penugasan Anggota Polri di Luar Organisasi Polri. Disebutkan
bahwa penugasan di luar organisasi Polri merupakan bagian dari pembinaan karir
personel Polri, dimana ketentuan administrasi kepegawaiannya sesuai dengan
ketentuan/peraturan yang berlaku di lingkungan Polri. Kategori penugasan ini

antara Jain penugasan dalam negeri dan penugasan luar negeri.
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Penugasan dalam negeri di nar organisasi Polri, meliputi penugasan dalam
jabatan tetap seperti pada kantor Menteri Koordinator bidang Politik dan
Keamanan, Departemen Pertahanan, Sekretariat Militer Presiden, Badan Intelijen
Negara, dan lain-lain, Sedangkan penugasan dalam jabatan sementara® di dalam
negeri, antara lain di Departemen/lembaga/badan/instansi sipil sebagai Liaison
Officer, Ajudan Menteri, staf ahli, dan lain-lain sesuai permintaan dan atas
persetujuan Kapolri. Termasuk juga penugasan pada BUMN/PMDN/PMA yang
penugasannya berhubungan dengan tugas-tugas kepolisian, adanya kerjasama atas
permintaan pimpiﬁannya, dan atas persetujuan Kapolri.

Di samping di dalam negeri, penugasan di lvar organisasi Polri juga
dilaksanakan di luar negeri, antara lain pada drganisasi internasional, kedutaan RI,
Atase Kepolisian, dan Pasukan Perdamaian PRB, Disebutkan bahwa penugasan
luar negeri merupakan penugasan anggota Polri pada jabatan di luar organisasi
Polri yang berkedudukan di Iuar negeri/ lembaga internasional dan bersifat tidak
tetap/sementara. Dalam penugasan PBB, masa ketjanya adalah satu tahun,

Adapun prosedur penugasan personel Polri ke luar negeri diatur dalam

Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/4/1/2005 tanggal 27 Januari 2005 tentang
Pedoman Administrasi Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Polsi, yang
menyebutkan bahwa Penugasan Luar Negeri adalah pelibatan seseorang atau lebih
vatuk melakukan perjalanan dinas ke luar negeti dalam rangka melaksanakan
tugas, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, baik dengan
menggunakan anggaran Polri maupun non Polri. Sedangkan tugas PBB sebagai
Civilian Police adalah perjalanan personel Polri untuk tugas kepolisian ke luar
negeri dalam rangka nﬁsi perdamaian PBB, yang dalam pelaksanannya
disesuaikan dengan mandat yang diberikan PBB (Mabes Polri, 2000).

Penugasan personel Polri di huar organisasi Polri baik di dalam maupun di
luar negeri merupakan bagian dari pembinaan karir, yaitu pembinaan bagi
personel Polri berupa kegiatan untuk mewujudkan tercapainya pemenuhan norma-

8 Yang dimaksud dengan jabatan sementara dalam Surat Keputusan Kapolri ini adalah Jjabatan
yang dapat diduduki oleh anggota Polri secara tidak menetap/sementara pada Departemen/
Lembaga/Badan/Instansi sipil yang tidak termasuk dalam PP No. 21 tahun 2002. PP ita sendiri
mengatur tentang Pengalihan status anggota TNI dan Poiri menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk
menduduki jabatan struktural,
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norma jabatan, kepangkatan, dan pendidikan yang tepat, baik bagi anggota yang
bersangkutan maupun bagi organisasi.

2.2.3. Pola Karir pada Penngasan PBB

Pada penugasan PBB, terdapat suatu pola karir yang ditandai dengan
kecenderungan penugasan kembali personel yang pernah bertugas pada misi PBB
dalam misi-misi PBB yang sedang atau akan digelar. Hal ini sesuai dengan
permintaan dari PBB yang dinyatakan dalam kriteria kemampuan tambahan yang
diharapkan, yaitu diutamakan yang telah berpengalaman pada misi PBB. Kondisi
itu menjadi dasar pertimbangan pihak pengirim (Polri) untuk berupaya memenuhi
kriteria dengan mencari, menyimpan dalam data base, serta menugaskan kembali
personel mantan polisi PBB (UN Police). Demikian pula bagi si calon, ia
termotivasi untuk mendafiarkan diri kembali karena menyadari bahwa salah satu
jalan karirnya adalah pada penugasan misi perdamaian PBB, disamping tugasnya’
di Indonesia.

Teori Jangkar Karir Schein dalam Stoner dan Freeman (1994; 203)
menyebutkan bahwa jangkar karir merupakan konsep mengenai pekerjaan, yaitd'
késadaran pribadi mengenai jenis peketjaan yang ingin dikejar seseorang dan apa
arti pekerjaan tersebut bagi orang yang bersangkutan. Menurit Schein, jangkar
karir seseorang mulai berkembang pertama dalam karir orang itu, ketika ia
melewati suatu masa saling menjajaki dengan organisasinya. Karyawan barn
secara bertahap akhimya memahami bagaimana mereka menyesuaikan diri
dengan organisasi dan bagaimana memberikan sumbangan kepada organisasi.
Akhirnya karyawan juga memahami bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan
mereka, berinteraksi dengan mereka, dan memberikan umpan balik.

Ketika karyawan melewati proses penyesuaian ini, mereka mengembangkan
suatu kesadaran mengenai pekerjaan. Terdapat tiga komponen yang dilihat Schein
pada kesadaran ini, yaitu:

a. Persepsi diri mengenai bakat dan kemampuan yang didasarkan pada

kinerja dalam berbagai lingkungan kerja.

b. Motif dan kebutuhan yang disadari berdasarkan diagnosis diri dan

umpan balik dari orang lain.
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¢. Sikap dan nilai yang disadari karena berinteraksi dengan norma dan nilai
yang tersirat dalam organisasi dan lingkungan kerja

Dalam berbagai misi perdamaian, PBB memberi kesempatan bagi personel
yang sudah pernah terlibat dalam misi PBR sebelumnya untuk bergabung
kembali dalam misi yang sedang digelar. Demikian pula di Polri, seorang personel
yang pernah ikut dalam misi PBB akan ditawarkan untuk mendaftarkan diri
kembali apabila ada rekrutmen. Hal ini sejalan dengan kebijakan PBB yang
memang mengutamakan personel yang sudah berpengalaman dalam misi PBB.
Para personel yang sudah pernah bertugas sebagai polisi PBB diberi kesempatan
yang lebih besar, karena dinilai telah mempunyai pengalaman dan kualifikasi
sesuai dengan kriteria PBB. Teori ini saya nilai relevan dalam penelitian terutama
dalam mengkaji keikutsertaan personel Polri dalam penugasan PBB.

2.3, Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations)

Organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) atau United Nations (UN)
adalah sebuah organisasi internasional yang bertyjuan memfasilitasi kerjasama
dalam hukum internasional, keamanan intemaéional, pembangunan ekonomi,
kemajuan sosial, hak asasi manusia, dan pencapaian perdamaian dunia. PBB
dibentuk pada tahun 1945 setelah perang dunia ke-2 menggantikan Liga Bangsa-
bangsa (League of Nations) yang mempunyai tujuan untuk menghentikan perang
antar negara dan mengedepankan dialog imtuk penyelesaiannya (www.wikipedia.
org, tanggal 11 Pebruari 2010).

Saat ini jumlah negara anggota PBB mencapai 192, termasuk Indonesia
sebagai anggota ke-60. Kantor Pusat PBB berada di New York, Amerika Serikat,
dimana setiap negara mempunyai perwakilan resminya di sana. Organisasi ini
dibiayai dari sumbangan sukarela dari negara-negara anggotanya, dan mempunyai
6 bahasa resmi, yaitu Bahasa Inggris, Perancis, Arab, China, Rusia, dan Spanyol
(www.wikipedia.org, tanggal 11 Pebruari 2010). Aturan keanggotan PBB sebagai
mana tercantum dalam Piagam PBB adalah:

a. Keanggotaan di PBB terbuka untuk semua negara cinta damai, bersedia

menerima kewajiban yang terkandung dalam piagam ini, dan menurut
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penilaian organisasi mampu dan mau melaksanakan kewajiban-
kewajibannya,

b. Pengakuan keanggotaan PBB terhadap setiap negara ditentukan oleh
keputusan Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan.

PBB terdiri dari 6 organ utama yaitu Majelis Umum, Dewan Keamanan,
Dewan Ekono_mi dan Sosial, Mahkamah Internasional, Sekretaris Jenderal, dan
Dewan Perwalian PBB. Sedangkan badan yang mewadahi misi perdamaian dunia
yaitu UNDPKO (United Nations Departement of Peacekeeping Operation) berada
di bawah Sekretariat PBB.

2.3.1. Misi Perdamaian PBB

Misi perdamaian PBB merupakan suatu cara yang dikembangkan oleh
organisasi PBB untuk membantu negara-negara yang sedang berkonflik untuk
menciptakan kondisi perdamaian yang abadi. Dalam melaksanakan misi itu, PBB
dengan persetujuan Dewan Keamanan mengirimkan pasukan penjaga perdamalan
ke daerah konflik (www.un.org, tanggal 11 Pebruari 2010). )

Kehadiran operasi perdamaian dalam suatu negara atau kawasan
dilaksanakan setelah upaya-upaya perdamaian yang lain gagal dilaksanakan.
Eldaners Gorab (2002) dalam Challenges of Peace Operations ingto the 2ist
Century, menyebutkan *Peace operations embrace conflict prevention and peace
making, peace keeping, and peace building. If first trio is successfull, violent
conflict can be avoided and depoyment of peace keeping troops is not needed”. -
Artinya, operasi perdamaian dilaksanakan setelah upaya pencegahan yang
dilakukan sejumiah pihak gagal dicapai (Hadi dan Syafrudin, 2009, him. 3).

Tugas-tugas operasi pemeliharaan perdamaian dunia, menurut Hadi dan
Syafrudin (2009) dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Pencégahan konflik (conflict prevention), yakni langkah-langkah politis,
diplomatis, non militer yang proaktif melalui cara-cara dan saluran yang
tepat untuk mencegah timbulnya pertikaian antara dua pihak di suatu

negara/kawasan agar tidak berkembang menjadi besar.
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b. Upaya perdamaian (peace making), yakni cara-cara penyelesaian sengkéta
secara damai sesuai dengan piagam PBB,

c. Pemeliharaan perdamaian (peace keeping), yakni kegiatan penggelaran
personel di negara/kawasan yang bertikai atas seijin pihak-pihak terkait,

d. Pengokohan perdamaian (peace building), yakni kegiatan untuk mengenali
dan mendukung hal-hal yang dapat membuat/memperkokoh landasan
perdamaian.

€. Operasi masa damai (peace time operation), yakni kegiatan operasi dalam
menanggulangi bencana alam dan sebagainya.

f. Operasi penegakkan (peace enforcement), yakni operasi penegakan
perdamaian yang sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB dan
hukum internasional yang berlaku, serta asas-asas partisipasi Indonesia,

Misi pemeliharaan perdamaian di bawah UNDPKO ini dilaksanakan oleh
berbagai komponen yang berasal dari berbagai negara, baik militer, polisi,
maupun personel sipil. Komposisinya disesuaikan dengan daerah penugasan serta
hasil kesepakatan antara PBB dengan negara tuan rumah atan pihak-pihak yang
bersengketa dimana misi PBB itu dilaksanakan, (Widjaja, 2008)

2.3.2. Polisi PBB

Salah satu komponen dalam misi perdamaian PBB adalah unsur kepolisian.
Polisi PBB (UN Police) berasal dari negara-negara penyumbang petugas polisi
(Police Contributing countries), dan merupakan bagian penting dari operasi
perdamaian yang diselenggarakan oleh PBB di berbagai belahan dunia. Peran
kepolisian pada misi PBB dinyatakan oleh Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon
dalam UN Police Magazine edisi Juli 2009, sebagai berikut:

The unprecendented global demand Jor United Nations Police reflects a

growing understanding of the beneficial role, they are playing in war-torn

countries during the crucial post conflict stabilization Pphase. In addition to
protecting individuals, they help society as a whole by redefining the role of

policing in countries emerging from conflict, forging trust in uniformed
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police, establishing faith in national justice systems and fostering

confidence in peace processes (www.un.org, tanggal 10 Maret 2010).

Dalam sebuah misi perdamaian yang sedang berlangsung, tugas-tugas yang
dilaksanakan oleh polisi PBB antara lain: “..patrol, provide training, advise
domestic policing services, help ensure compliance with international human
rights standards and assist in a wide range of activities to restore and promote
security, public safety and the rule of law” (www,un.org, tanggal 10 Maret 2010).
Dengan demikian, kehadiran polisi PBB sangat dirasakan keuntungannya oleh
masyarakat yaitu membantu terciptanya lingkungan yang lebih aman di mana
masyarakat akan lebih terlindungi dan tindak kejahatan dapat dicegah. .

Dalam situsnya itu, dijelaskan juga adanya perubahan mandat terhadap
petugas kepolisian. Pada awalnya, tahun 1960-an tugas dari polisi dibatasi pada
monitoring, observing dan reporting. Kemudian pada tahun 1990-an fungsi
advisory, mentoring dan training diintegrasikan ke dalam kegiatan m.:miz‘orim‘g-r “
dalam rangka melaksanakan operasi perdamaian yang sesuai dengan mekanisme
polisi lokal dan penegak hukum lainnya. Pada akhir tahun 1990-an polisi PBB
melakukan fungsi penegakan hukum di beberapa misi, seperti Kosovo dan Ti‘morﬁ
Leste. Namun, sejak tahun 2000 berdasarkan panel diskusi tentang Operasi
Perdamaian dan kebijakan PBB memutuskan bahwa tujuan utama dari operasi
perdamaian polisi PBB harus berfokus pada reformasi dan restrukturisasi polisi
lokal, juga melakukan fungsi penasehat, pelatihan, dan {fugas monitor.

Melihat penjabaran tugas dan peran polisi PBB di atas dapat disimpulkan
tugas dan peran itu tidak jauh berbeda dengan tugas kepolisian yang dilakukan
oleh personel Polri di Indonesia. Namun, karena dilaksanakan dalam konteks
internasional, maka standar pekerjaan dan persyaratannya mengacu pada
ketentuan PBB.

2.3.3. Persyaratan polisi PBB

Persyaratan personel yang digunakan oleh Polri untuk penugasan ke luar
negeri mengacu pada Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/991/X11/2004
tanggal 29 Desember 2004 tentang Pedoman Administrasi Penugasan Anggota
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Polri di Luar Organisasi Polri. Persyaratan ini bersifat umum, yaitu unfuk semua
penugasan di luar organisasi Polri baik di dalam negeri maupun di luar negeri,
termasuk misi perdamaian PBB. Adapun persyaratan umum yang disebutkan
dalam surat keputusan ini adalah:
a. Beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
¢. Sechat dan jasmani dan rohani, berwibawa, jujur dan adil, berkepribadian
baik,
d. Lulus seleksi yang diadakan olch pejabat pembina fungsi.
€. Mendapat persetujuan dari pimpinan Polri.

Selain persyaratan umum, sesuai Skep ini ada beberapa pérsyaratan khusus yang
harus dipenuhi oleh personel Polri untuk bertugas di luar organisasi Polri, yaitu:

2. Bermoral dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

b. Dapat bekerjasama dan koordinasi dengan lingkungan tempat bekerja,
mempunyai pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan substansi
tugas jabatan yang akan didudukinya.

¢. Mempunyai pengalaman yang sesuai dengan bidang tugas jabatan yang
akan didudukinya.

d. Memenuhi syarat jabatan dan syarat kompetensi yang ditentukan.

e. Memiliki loyalitas tinggi kepada organisasi Polri dan memiliki integritas
tinggi kepada negara.

f. Memiliki kredibilitas jabatan dan spesifikasi keahlian yang dibutuhkan
oleh pengguna.

Pedoman lainnya adalah Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/4/1/2005 tanggal
27 Januari 2005 tentang Pedoman Administrasi Perjalanan ke Luar Negeri di
Lingkungan Polri, yang diterbitkan oleh Deops Kapolri ini. Keputusan ini
menyebutkan bagi pejalan yang akan melaksanakan perjalanan ke luar negeri
dalam rangka tugas Kepolisian wajib memenuhi persyaratan umum, yaitu:
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a. Disetujui pimpinan.

Latar belakang penugasan saat ini atau pengalaman tugas para calon
pejalan harus sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan di luar
negeri.

Memiliki kondite baik.

d. Mampu berkomunikasi dalam bahasa asing dengan lancar, terutama

f

dalam bahasa Inggris.

Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh pihak penyelenggara
kegiatan di luar negeri.

Berbadan sehat.

Adapun persyaratan yang ditetapkan oleh PBB dan tercantum dalam situs

yaitu www.un.org/Depts/dpko/police/join, disebutkan UN minimum
recruitmen requirements, adalah sebagai berikut;

a.

b.

S %

qe Th e

Age: min 25 years; Preference under 53 years.

Numbers of years of professional experience : five (5) years excluding

training.

Language proficiency :

- - Mandatory language test (reading, listening, report writing, and
oral interview);

- Language of Operation, French and English;

~ Passing score 60% or above.

Driving Skills proficiency

- One (1) year of recent driving experience;

- In possession of a valid national driving license for at least one year.

- Two mandatory driving tests, one by Selection and Assistance Team,
and one in the respective peacekeeping mission.

Use of firearms proficiency: mandatory firearms test.

Computer skills : Basic computer knowledge.

Desirable complementary skills :

- Previous experience in a UN mission;

- Proficiency in map reading, land navigation, use of global
positioning systems;

- Knowledge of basic negotiation, mediation and conflict resolution;

- Interviewing technigues;

- Basic first aid.

Dengan melihat berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh personel
Polri untuk bertugas ke luar negeri di atas, diketahui bahwa selain memenuhi

persyaratan Polri sebagaimana disebutkan dalam keputusan-keputusan itu,
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personel yang ditugaskan juga harus memenuhi spesifikasi keahlian atay
petsyaratan lain yang ditentukan oleh pengguna di luar negeri. Dengan demikian,
terhadap personel yang akan melaksanakan penugasan ke luar negeri, Polri
menetapkan persyaratan dengan mengacu pada kriteria yang ditetapkan ole’h PBB
selaku pengguna,
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| BAB 3
GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

3.1. Wewenang Rekrutmen Personel untuk Penugasan PBB

Polri merupakan kepolisian nasional berada di bawah Presiden yang dalam
melaksanakan peran dan fungsi kepolisian meliputi seluruh wilayah Negara
Republik Indonesia. Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat
sampai ke kewilayahan. Organisasi Polri di tingkat pusat disebut Mabes Polri,
sedangkan di tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia
Daerah, disingkat Polda (Keputusan Presiden Nomor 70 tahun 2002).

Djamin (2005, 13) menyatakan bahwa tugas utama dari Markas Besar
Kepolisian Nasional adalah merumuskan dan membuat kebijakan yang bersifat
konsepsional strategis, memimpin dan mengawasi seluruh jajaran Polri secara
hirarkis melalui juklak, juknis, pedoman, dan sebagainya (manual) baik di bidang
operasional maupun pembinaan. Dan sebaliknya, Mabes menerima laporan dan
saran yang bersifat dari bawah ke atas (upward communication). Demikian pula
kebijakan untuk mengirimkan personel Polri ke misi PBB merupakan kebijakan
dari Mabes Polri yang diinformasikan ke jajaran dan memperoleh respon dari
bawah,

Pengiriman personel pada misi PBB memang melibatkan berbagai satuan
kerja (satker) di lingkungan Mabes Polri, karena mekanisme kerjanya saling
berhubungan, baik sumber informasi, sumber personel, hingga pelaporan hasil
seleksi. Untuk itu, mekanisme penyiapan personel juga akan dideskripsikan pada
bab ini, sehingga dapat diketahui alur penyediaan dan penggunaan personel untuk
ditugaskan sebagai police advisor pada misi perdamaian PBB di Sudan. Namun,
merujuk pada fokus penelitian ini adalah masalah rekrutmen dan seleksi personel,
maka uraian hasil penelitian difokuskan pada kegiatan yang dilakukan oleh satker-
satker yang terlibat dalam proses rekrutmen dan seleksi saja.

Seperti telah diuraikan, pengiriman personel dilakukan atas permintaan PBB
melalui PTRI di PBB New York yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia
" juga Kapolri. Setelah disetujui oleh Pemerintah, Kapolti akan memerintahkan
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Deops Kapolri untuk mulaj merencanakan penyelenggaraan pengiriman personel
pada misi PBB. Rangkajan kegjatan meliputi penyediaan personel, logistik,
anggaran, pelatihan, serta satuan kerja yang berwenazig mengawakinya. Dj bidang
penyediaan personel, tugas ini dipercayakan kepada Sde SDM Polri.

3.1.1. Fungsi Sde SDM Polrj Mengenai Pembinaan SDM

Sesuai dengan fungsinya sebagai pembina SDM Polri, maka penyediaan
persone] untuk penugasan PBB menjadi tanggung jawab Sde SDM Polri. Hal ini
berdasarkan pada fakta, bahwa sumber daya manusia merupakan aset terpenting
Polri dalam melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 2 tabun
2002 tentang Polri. Pembinaan terhadap personel Polri dilakukan karena
menyadari bahwa pada dasarnya setiap SDM Polri mempunyai potensi untuk
memberikan kontribusi yang produktif bagi Polri, dan potensi tersebut harus
direalisasikan secara optimal, Apabila aset SDM ini dikelola dengan baik, maka
akan mampu menjalankan dan memajukan organisasi, serta menjadi fakor
penentu bagi kebethasilan pelaksanaan tugas yang dipercayakan kepada Polri,

Adapun visi dan misi pembinaan SDM Polri dalam Renstra SDM Polri
(2005-2009), adalah sebagai berikut: |

a. Visi Pembinaan SDM Polri: “Mewujudkan personel Polr yang bersih
dan bermoral yang tergelar di semus kegiatan masyarakat untuk
memberikan pelayanan dengan berperilaku mahir, terpuji, dan patuh
hukum?.

b. Misi pembinaan SDM Polti: (a) Membangun sistem pembinaan sumber
daya manusia Polri sesya dengan Undang-undang Kepolisian dan
menyiapkan sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang dinamis; (b)
Menyiapkan kemampuan pengemban diskresi kepolisian dan menggelar
ke lapis terdepan; (¢) Membangun infrastruktur yang efektif untuk
menyiapkan, mengembangkan dan memelihara SDM  Polri; (c)
Membangun budaya kelembagaan (corporate culture) yang bertumpu
pada budaya pelayanan masyarakat; (d) Memperjuangkan kepentingan
anggota Polri, serta memeliharg disiplin yang konstruktif untuk
mewtjudkan akuntabilitas,
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Kedudukan, tugas, dan fungsi satuan kerja Sde SDM Polri diatur dalam
Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/9//2004 tanggal 30 Januari 2004 tentang
Perubahan atas Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/30/VI/2003 tanggal 30 Juni
2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Pada Tingkat
Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, lampiran “C”. Disebutkan
bahwa Staf De SDM disingkat Sde SDM bertugas membantu Kapolri dalam
penyelenggaraan fungsi manajemen bidang sumber daya manusia termasuk upaya
perawatan dan peningkatan kesejahteraan personel serta penyelenggaraan fungsi
psikologi kepolisian dan psikologi personel. Dalam melaksanakan tugasnya, Sde
SDM Polri menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan/perumusan kebijakan Kapolri termasuk pengkajian dan

penyusunan strategi bidang pembinéan sumber daya manusia,

b. Perumusan dan pengembangan sistem, metode, dan petunjuk-petunjuk
pelaksanaan fungsi pembinaan sumber daya manusia sebagai pedoman
bagi seluruh jajaran Polri serta pengawasan dan pengarshan atas
pelaksanaannya.

c. Perencanaan kebutuhan pembangunan sumber daya manusia bagi |
seluruh jajaran Polri dan pengendalian pelaksanaan program kerja dan
anggaran bidang sumber daya manusia oleh satuan kerja dalam
lingkungan Polri.

d. Penyelenggaraan tugas-tugas di bidang pembinaan sumber daya mausia
yang meliputi: penyediaan, penggunaan, pemisahan dan penyaluran
personel, serta pembinaan kesejahteraan personel.

e. Penyelenggaraan fungsi psikologi Kepolisian dan Psikologi Personel.

Satker Sde SDM Polri dipimpin oleh seorang Deputi yaitu Deputi Kapolri
Bidang Sumber Daya Manusia, disingkat De SDM Kapolri berpangkat Inspektur
Jenderal Polisi. De SDM Kapolri merupakan pejabat pembantu Kapolri dan
pimpinan Sde SDM Polri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kapolri, dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari di bawah kendali Wakapolri.
Sebagai unsur pimpinan, De SDM Kapolri bertugas memimpin, membina dan
mengawasi/mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Sde SDM
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Polri, sebagai Ketua Pelaksana Harian Dewan Pendidikan dan Pelatihan Polri
serta memberikan saran perﬁmbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai
petunjuk Kapolri,

Sde SDM Polri terdiri dari 6 Biro (Sub Satker) selaku unsur pelaksana, yang
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro berpangkat Brigadir Jenderal
Polisi, yaitu: (a) Biro Pengkajian dan Strategi Sumber Daya Manusia, disingkat
Rojianstra SDM; (b) Biro Pengembangan Personel, disingkat Robangpers; (c)
Biro Pengendalian Personel, disingkat ‘Rodalpers; (d) Biro Pembinaan Karir,
disingkat Robinkar; (e) Biro Pembinaan Kesejahteraan, disingkat Robinjah; (f)
Biro Psikologi Polri, disingkat Ropsi.

Dari 6 Sub satker yang berada di bawah De SDM Kapolri, yang terlibat
langsung dalam proses rekrutmen dan seleksi personel Polri untuk penugasan
PBB adalah Robinkar yang bertugas sebagai koordinator rekrutmen dan seleksi,
serta Ropsi yang bertugas dalam seleksi psikologi.

3.1.2. Peran Robinkar dalam Rekrutmen dan Seleksi

Subsatker yang bertanggung jawab menangani masalah penyediaan dan
seleksi personel untuk penugasan ke fuar negeri seperti misi perdamaian PBB
adalah Robinkar. Hal ini sesuai dengan tugas Robinkar, yaitu sebagai
penyelenggara fungsi pembinaan karir anggota Polri maupun PNS Polri, dan
fungsi penggunaan personel di lingkungan Polri, juga termasuk penugasan
khusus. Penugasan personel Polri pada misi perdamaian PBB termasuk dalam
kategori penugasan khusus.

Dalam melaksanakan tugasnya itu Robinkar menyelenggarakan fungsi: (a)
Penyelenggaraan pembinaan fungsi teknis pengendalian karir melalui pengarahan
dan pengawasan, kunjungan staf dan pelaporan, serta penyempurnaan petunjuk-
petunjuk sebagai pedoman tugas; (b) Penyelenggaraan pembinaan karir meliputi
mutasi, penempatan dan jabatan; (c) Penyelenggaraan proses administrasi
kenaikan pangkat personel; (d) Penyelenggaraan pembinaan pegawai negeri sipil
sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi PNS di lingkungan Polri.

Robinkar Polri terdiri dari 3 bagian yaitu Bagian Mutasi dan Jabatan
(Bagmutjab), Bagian Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Polri (Bag Bin PNS Polr),
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dan Bagian Pangkat (Bagpangkat). Dari ketiga bagian itu, yang menangani secara
langsung penugasan khusus adalah Bagian Mutasi dan Jabatan (Bagmutjab).
Bagmutjab dipimpin oleh Kabagmutjab yang bertanggung jawab kepada
Karobinkar, dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dikoordinasikan oleh
Sesrobinkar,

Dalam Keputusan Kapoiri No. Pol.: Kep/9/1/2004 tanggal 30 Januari 2004
tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/30/VI/2003 tanggal 30
Juni 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Pada
Tingkat Mabes Polri ini, disebutkan bahwa Bagmutjab bertugas
menyelenggarakan fungsi pembinaan karir Perwira Pertama, Menengah, dan
Perwira Tinggi. Penugasan khusus memang tidak disebutkan secara spesifik,
namun fungsi ini terlihat dari Subbag yang membantu dan berada di bawah
Bagmutjab. Disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas kewajibannya,
Kabagmutjab dibantu oleh 3 orang Kepala Sub Bagian (Kasubbag), yaitu
Kasubbag Mutjab Perwira Menegah  dan Perwira Tinggi
(Kasubbagmutjabpamenti), Kasubbag Mutjab Perwira Pertama (Kasubbagmutjab
 pama), dan Kasubbag Penugasan Khusus (Kasubbaggassus).

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Kabagmutjab dibantu oleh seorang
Kaur Mutjab, yang membantu pelayanan kegiatan administrasi keempat Subbag'
tersebut, serta Pamin dan Banum yang berada di bawah masing-masing Kasubbag,
Adapun Subbag yang diberi wewenang untuk menangani rekrutmen dan seleksi
penugasan personel pada misi perdamaian PBB adalah Subbaggassus.

3.1.3. Peran Subbag Gassus Robinkar Polri dalam Penyiapan personel
untuk Penugasan PBB

Peran Subbag Gassus dalam penyiapan personel untuk penugasan PBB
diatur dalam Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/9/1/2004 tanggal 30 Januari 2004
tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/30/V1/2003 tanggal 30
Juni 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Polri. Subbag Gassus
merupakan unsur pembantu pelaksana yang berada di bawah Bagmutjab pada
Robinkar Polri. Adapun tugas pokok dari Subbag Gassus adalah

menyelenggarakan administrasi penyediaan dan seleksi personel yang akan
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ditugaskan di luar struktur baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Subbag
Gassus dipimpin oleh Kasubbag Gassus berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi
(AKBP), yang mempunyai job description sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan proses administrasi penyediaan personel dan seleksi
personel calam rangka tugas khusus di dalam negeri maupun di luar
negeri. |

b. Menyelenggarakan mekanisme dan penelitian administrasi penugasan
anggota Polri di Iuar struktur organisasi Polri.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-bari Kasubbaggassus bertanggung jawab
kepada Kabagmutjab. Sesuai Skep ini, Kasubbag Gassus dibantu oleh seorang
Pamin dan 3 orang Banum.

3.1.4. Peran Ropsi dalam Seleksi

Ropsi adalah unsur pelaksana pada Sde SDM yang bertugas merumuskan
kebijakan, menyelenggarakan fungsi psikologi pembinaan, serta pengkajian dan
pengembangan materi khusus, pengolahan dan penyajian data, pengeloiaan dan
informasi  psikologi. Dalam menyelenggarakan  tugasnya itu, Ropsi
menyelenggarakan fungsi : (a) Penyelenggaraan pembinaén fongsi psik_ologi
kepolisian dan psikologi personel di lingkungan Polri; "(b) Penyelenggaraan
psikologi  kepolisian untuk mendukung pelaksanaan operasional; (¢)
Penyelenggaraan psikologi personel untuk mendukung proses wém’ng, seleksi
dan penugasan, serta pembinaan personel lainnya; (d) Penyelenggaraan
pengkajian dan pengembangan materi tes psikologi.

Ropsi terdiri dari 3 Bagian, yaitu Bagian Psikologi Personel (Bagpsipers),
Bagian Psikologi Kepolisian (Bagpsipol), dan Bagian Laboratorium Psikologi
(Baglabpsi). Kegiatan seleksi bagi personel Polri yang akan bertugas pada misi
PBB merupakan bagian dari tugas Bagpsipers. Sesuai dengan Keputusan Kapoln
ini, Bagpsipers bertugas menyelenggarakan seleksi, klasifikasi, kesejahteraan
mental dan pengajaran psikologi dalam rangka membina personel Polri. Seleksi

penugasan khusus pada misi PBB termasuk dalam kategori klasifikasi.

Universitas Indonesia

Pola rekrutmen..., Rina Hastuti Vikara Bhakti, Program Pascasarjana Ul, 2010




46

Bagpsipers dipimpin oleh seorang Kepala Bagpsipers yang bertanggung
jawab kepada Karopsi dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari
dikoordinasikan oleh Sesropsi. Dalam melaksanakan tugas kewajibannya itu,
Kabagpsipers dibantu oleh 3 Kepala Sub Bagian (Kasubbag), yaitu Kasubbag
Seleksi, Kasubbag Klasifikasi, Kasubbag Pengajaran dan Mental.

3.1.5. Peran Pusdekkes Polri dalam Seleksi

Sesuai Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober
2002, Lampiran “K” tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusdokkes Polri,
disebutkan bahwa Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri adalah unsur pelaksana
staf khusus bidang kedokteran kepolisian dan keschatan di bawah Kapolri.
Pusdokkes Polri dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Kapusdokkes Polti
berpangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol).

Tugas pokok Pusdokkes Polri adalah membina fungsi kedokteran kepolisian
dan kesehatan dalam lingkungan Polri, dan dalam batas-batas kewenangan yang ~
ditetapkan, menyelenggarakan rungsi kedokteran kepolisian dan kesehatan Polri
pada tingkat pusat. Dalam melaksanakan tugasnya itu, Pusdokkes
menyelenggarakan fungsi: "

a. Pembinaan fungsi kedokteran kepolisian dan kesehatan bagi seluruh

jajaran Polri yang meliputi:

1) Perumusan/pengembangan sistem, metoda dan petunjuk-petunjuk
teknis/administrasi di bidang kedokteran kepolisian dan kesehatan
Polri.

2) Pemantauan dan  supervisi staf termasuk  pemberian
arahan/bimbingan teknis guna menjamin terlaksananya fungsi
kedokteran kepolisian dan kesehatan Polri secara efektif dan sesuai
aturan,

3) Perencanaan  kebutuhan  personel  termasuk  pengajuan
pertimbangan/sran penempatan/pembinaan karir pengemban fungsi
kedokteran dan kesehatan Polri.

4) Pembinaan material/bekal/fasilitas kesehatan yang meliputi

perencanaan kebutuhan, sebagai bagian dari perencanaan logistik
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Polri, dan dalam batas kewenangannya, pengadaan, pendistribusian,
penggunaan/perawatan dan penghapusan material.bekal/fasilitas
kesehatan.

5) Pemberian dukungan dalam pelaksanaan pembinaan dan pelayanan
kedokteran/kesehatan Polri pada tingkat kewilayahan dan satuan-
atuan dalam lingkungan Mabes Polri.

6) Pembinaan sistem informasi kesehatan Polri bersama-sama fungsi

lain,

b. Penyelenggaraan pémbinaan kesehatan kesampataan Polri dalam rangka
pembinaan personel, dalam batas kewenangan yang ditetapkan oleh
Kapolri.

¢. Pembinaan pelayanan kesehatan umum dan spesialistik, termasuk
keschatan gigi dan mulut serta odontologi forensik melalui Rumah Sakit
Kepolisian Pusat, Rumah Sakit Kepolisian Kewilayahan, serta fasilitas
kesehatan pada satuan-satuan di lingkungan Polri,

d. Penyelenggaraan fungsi Farmasi Kepolisian dalam produksi obat-obatan
untuk pelayanan kesehatan, produksi perangkat pendukung pelaksanaan
tugas operasional kepolisian serta farmasi kepolisian. .

e. Penyelenggaraan fungsi pembinaan materil dan fasilitas kesehatan Polri,
sesuai kebijakan dan sistem pembinaan logistik Polri.

f. Penyelenggardan fungsi keschatan dalam rangka pengabdian kepada
masyarakat.

Unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf pada Pusdokkes terdiri dari
enam bidang, yaitu: (1) Bidang Kedokteran Kepolisian, disingkat Biddokpol; (2)
Bidang Kesehatan Kesamaptaan, disingkat Bidkesmapta; (3) Bidang Pelayanan
Kesehatan, disingkat Bidyankes; (4) Bidang Materil Fasilitas Kesehatan, disingkat
Bidmatfaskes; (5) Bidang Farmasi Kepolisian, disingkat Bidfipol. Pusdokkes juga
mempunya tiga unsur pelaksana teknis, meliputi: (1) Rumah Sakit Pusat Polri,
disingkat Rumkitpolpus; (2) Satuan Kesehatan, disingkat Satkes; (3) Satuan Tugas
Kesehatan Lapangan, disingkat Satgas Keslap.
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Dalam proses seleksi personel yang akan ditugaskan pada misi PBB,
Pusdokkes bertanggung jawab di bidang seleksi keschatan. Dalam
pelaksanaannya, tugas dan wewenang ini diemban oleh Bidkesmapta sebagai
salah satu unsur pembantu pimpinan dan pelaksana yang berada di bawah
Kapusdokkes Polri. Hal itu sesuai dengan tugas dari Bidkesmapta yaitu membina
dan menyelenggarakan kegiatan keschatan kesamaptaan personel Polri. Dalam
pelaksanaan seleksi PBB, kegiatan ini bukan hanya dilaksanakan oleh
Bidkesmapta saja tetapi menjadi tanggung jawab Pusdokkes Polri secara
keseluruhan.

3.1.6. Peran Pusinfolahta Divisi Telematika Polri dalam Seleksi

Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/30/VI/2003 tanggal 30 Juni 2003 tentang
Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Mabes Polri, lampiran “F”, menyebutkan
bahwa Divisi telekomunikasi dan Informatika Polri disingkat Divtelematika:
adalah unsur pelaksana staf khusus bidang informatika yang berada di bawah:
Kapolri. Divtelematika bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi
pembinaan dan pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi yang-
meliputi informasi kriminal dan informasi manajerial termasuk jaringan
telekomunikasi dalam lingkungan Polri,

Divtelematika terdiri dari 4 unsur pelaksana utama (sub satker), yang
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala berpangkat Brigadir Jenderal Polisi,
yaitu : Pusat Telekomunikasi dan Komunikasi (Puskomlek), Pusat Informatika
dan Pengolahan Data (Pusinfolahta), Pusat Informasi Kriminal Nasional
(Pusiknas), dan Depo Pemeliharaan dan Perbaikan (Depoharkan). Adapun proses
seleksi kemampuan komputer dan teknologi informasi bagi personel yang akan
ditugaskan pada misi PBB dilaksanakan oleh Pusinfolahta,

Berdasarkan  Keputusan  Kapoiri  ini, Pusinfolahta bertugas
menyelenggarakan dan membina sistem informasi manajemen kepolisian yang
mencakup sistem pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data/informasi,
program aplikasi dan multimedia serta domain dan situs Polri. Dalam
melaksanakan fugasnya itu, Pusinfolahta menyelenggarakan fungsi: (a)

Penyelenggaraan dan pembinaan sistem informasi manajemen kepolisian;
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(b) Penyelenggaraan dan pembinaan sistem pengumpulan dan pengolahan data
untuk data warehouse Polri; (c) Pembangunan, penyelenggaraan, dan pembinaan
program aplikasi dan multimedia; (d) Penyelenggaraan, pengelolaan, dan
pembinaan domain dan situs Polri; (¢) Penyelenggaraan analisa dan evaluasi serta
penyajian data kepolisian.

Pusinfolahta terdiri dari 3 Bidang, yaitu Bidang Pengumpulan dan
Pengolahan Data (Bidpullahta), Bldang Analisa, Evaluasi dan Penyajian Informasi
(Bidanevjianfo), dan Bidang Multimedia (Bidmulmed). Bidang yang bertanggung
jawab dalam pelaksanaan seleksi dalam penugasan personel Polri sebagai calon
Police Advisor pada misi perdamaian PBB di Sudan adalah Bidang Multimedia.
Sesuai Keputusan Kapolri ini, Bidang Multimedia bertugas melaksanakan
pengolahan domain dan situs Polri, serta bantuan sistem dan teknis multimedia.

Apabila merujuk pada Keputusan Kapolri ini, tidak disebutkan adanya
tugas, fungsi atau peran Bidang Multimedia untuk menyeleksi kemampuan
komputer kepada personel Polri. Dengan perumbangan pemeliharaan ruang
laboratorium komputer merupakan tanggung jawab Bidang Multimedia, maka
kegiatan seleksi dipercayakan kepada Bidang itu. Namun demikian, para personel
yang terlibat dalam kepanitiaan seleksi komputer tidak sepenuhnya staf Bidang
Multimedia, melainkan juga staf bidang lain. Penanggung jawab pelaksanaan
seleksi adalah Kepala Pusinfolahta Polri.

3.1.8. Peran Sebasa Lemdiklat Polri dalam Seleksi

Sebasa Polri merupakan salah satu Sekolah yang berada di bawah Lemdiklat
Polri. Sesuai dengan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/53/X/2002 tanggal 17
Oktober 2002, Lampiran “I”, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Pendidikan dan Pelatihan Polri, disebutkan bahwa Lemdiklat Polri merupakan
unsur pelaksana pendidikan yang berada di bawah Kapolri. Lemdiklat Polri
bertugas membina dan menyelenggarakan pendidikan pembentukan dan pelatihan
serta pendidikan pengembangan teknis, dan pengembangan umum  tingkat
manajemen operasional dalam lingkungan Polri.

Sekolah merupakan unsur pelaksana pada Lemdiklat yang berada di bawah
Kalemdiklat Polri. Sekolah bertugas menyelenggarakan pendidikan sesuai bidang
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kekhususan masing-masing dan program pendidikan lain yang dibebankan
Kalemdiklat. Dalam melaksanakan tugasnya itu, sekolah menyelenggarakan
fungsi: (a) Pengembangan sistem yang mencakup kurikulum, silabi, bahan ajaran,
dan alin/alongins sebagai bagian terpadu dari program pengembangan sistem pada
tingkat Lemdiklat; (b) Pelaksanaan pengajaran dan pelatihan; (c) Pelaksanaan
pembinaan semua komponen pendidikan; (d) Pembinaan kepribadian termasuk
kepemimpinan, disiplin dan tata tertib, serta nilai-nilai moral dan etika profesi
peserta pendidikan; (e) Pelaksanaan evaluasi dan validasi hasil didik.

Sekolah dipimpin oleh seroang Kepala Sekolah disingkat Kasekolah, yang
bertanggung jawab kepada Kalemdiklat. Dalam melaksanakan tugasnya
Kasckolah dibantu oleh: Sekretaris Lembaga (Seslem), Kepala Sub Bagian
Pengajaran dan Pelatihan (Kasubbagjaﬂat), Koordinator Tenaga Pendidik
(Korgadik), dan Kepala Kotps Siswa (Kakorsis), Sedangkan dalam pelaksanaan
seleksi PBB, tugas dan wewenang ini diemban langsung oleh Kasebasa Polri,
dibantu oleh para staf-nya yang akan berperan sebagai penyeleksi,

3.2. Peran Satker Lain dalam Penugasan Personel pada Misi Perdamaian
PBB

Selain Satker penyelenggara rekrutmen dan seleksi, terdapat beberapa
Satker .yang berperan penting dalam proses pengiriman personel pada misi
perdamaian PBB ke Sudan, Walaupun Satker ini tidak berperan dalam proses
rekrutmen dan seleksi personel, namun berperan sebagai pengirim personel
khususnya untuk satuan kewilayahan dan satuan Mabes Polri lainnya, sumber
informasi, korespondesi dengan PBB, pelaporan hasil seleksi, serta mengurus
administrasi pemberangkatan personeinya.

3.2.1. Sdeops Polri sebagai Penjuru Operasi Kepolisian

Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/25/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Staf Deputi Bidang Operasi Polri (Sdeops Polri)
menyebutkan bahwa Sdeops Polri bertugas membantu Kapolri dalam

penyelenggaraan fungsi manajemen bidang operasional dalam lingkungan Polri
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termasuk koordinasi dan kerja sama eksternal serta pemberdayaan masyarakat dan
unsur-unsur pembantu Polri lainnya, Unsur pelaksana pada Sdeops Polri terdiri
dari 6 subsatker, yaitu: (1) Biro Pengkajian dan Strategi Operasional
(Rojianstraops); (2) Biro Pembinaan Operasi (Robinops); (3) Pusat Pengendalian
Opersional (Pusdalops); (4) Biro Bimbingan Masyarakat (Robimmar); (5) Biro
Pembinaan Polsus/PPNS (Robinpolsus/PPNS); (6) Biro Kerjasama Operasional
dan Latihan (Rokermaopslat). Sub Satker yang bertanggung jawab menangani
pengiriman personel Polri pada misi PBB adalah Rokermaopslat.

Rokermaopslat merupakan unsur pelaksana Sdeops Polri yang bertugas
menyusun perencanaan di bidang kerja sama antara Polri dengan
departemen/instansi lain dalam negeri maupun dengan Pemerintah/kepolisian
negara lain dalam bidang operasi dan pelatihan operasi kepolisian, termasuk di
dalamnya dukungan administrasi, pengorganisasian dan tata cara kerjanya. Dalam
melaksanakan tugasnya, Rokermaopslat Sdeops menyelenggarakan fungsi: (a)
Penyelenggaraan fungsi kerja sama operasional kepolisian dan pelatihan
kemampuan operasional dengan berbagai departemen/instansi lain dalam negeri
yang berkaitan dengan tugas-tugas kepolisian; (b) Penyelenggaraan kerja sama
operasi kepolisian dan pelatihan kemampuan operasi kepolisian dengan kepolisian
negara lain; (c) Penyelenggaraan kerjasama internasional Pelatihan Penegak
Hukom dalam bidang penanggulangan kejabatan lintas negara dan pengelolaan
sarana dan prasarana KIPPH/JCLEC; (d) Penyelenggaraan pelatihan anti teror.

Dalam pengiriman personel Polri untuk bertugas pada misi perdamaian
PBB, Sdeops berperan sebagai penjuru opérasi dan koordinator. Permintaan
mengadakan seleksi maupun pengiriman hasil seleksi yang diselenggarakan oleh
Robinkar dilaporkan kepada Sdeops selaku pengguna, yang selanjutnya akan
dilaporkan kepada Kapolti dan dimintakan kepada Set NCB-Interpol untuk
menginformasikannya ke PTRI New York. Peran Sdeops termasuk juga mengatur
pelaksanaan tes PBB (UN SAT), mekanisme keberangkatan personel ke misi PBB,
meminta kepada logistik untuk pengadaan perbekalan/perlengkapan personel,
hingga penerbitan Surat Perintah tugasnya.
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3.2.2. Peran Set NCB-Interpol Indonesia dalam Penugasan PBB

Berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/26/V1/2008 tanggal 10 Juni
2008, Perubahan atas Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/53/X/2002 tanggal 17
Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada
tingkat Mabes Polri Lémpiran”J” Set NCB-Interpol Indonesia, disebutkan bahwa
Sekretariat National Central Bureau Interpol Indonesia disingkat Set NCB
Interpol Indonesia adalah unsur pelaksana staf khusus yang berada di bawah
Kapolri. Tugas dari Set NCB-Interpol Indonesia adalah menyelenggarakan fungsj
interpol, kerjasama internasional baik bilateral maupun multilateral dalam rangka
penanggulangan  kejahatan internasional/transnasional dan  pengembangan
kemampuan Polri.

Set NCB-Interpol terdiri dari 6 bidang sebagai unsur pembantu pimpinan
dan pelaksana staf, yaitu (a) Bidang Interpol disingkat Bidinterpol; (b) Bidang
Kerjasama Pendidikan dan Misi Kepolisian disingkat Bidkermadiksipol; (©
Bidang Protokol disingkat Bidprot; (d) Bidang Komunikasi Internasional
disingkat Bidkominter; (¢) Bidang Konvensi Internasjonal disingkat Bidkonvint;
(f) Bidang LO dan Perbatasan disingkat Bidlotas, Bidang yang bertanggung jawab
dalam penugasan personel Polri pada misi perdamaian PBB  adalah
Bidkermadiksipol, B

Bidkermadiksipol bertugas melaksanakan kerja sama internasional dj bidang
peningkatan kemampuan sumber daya manusia Polri, dan merintis partisipasi
Polri pada misi perdamaian internasionaj dalam wadah Perserikatan Bangsa-
bangsa maupun misi kepolisian organisasi lainnya. Dalam penugasan personel
Polri pada misi perdamaian PBB di Sudan, Bidkermadiksipol bertugas sebagai
penghubung antara Polr dengan pihak PTRI New York, serta melakukan
korespondensi antara Polri dan PTRI atau UNDPXO berkaitan dengan informasi
permintaan personel, pelaksanaan tes UNSAT, kelengkapan data personel yang
akan berangkat, hingga rencana pemberangkatan personel.
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3.2.3. Peran Polda dan Satker Mabes Polri dalam Penyediaan Personel

Peran Polda di atur dalam Keputusan Presiden Nomor 70 tahun 2002
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang
menyebutkan Polda adalah satuan pelaksana utama kewilayahan yang berada di
bawah Kapolri. Tugas Polda adalah menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat
kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Susunan organisasi Polda dan satuan-satuan kewilayahan di bawahnya
(Polwil, Polres, Polsek) disesnaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah di
daerah hukumnya. Poida dipimpin oleh seorang Kapoida.

Di lingkungan Polda, informasi permintaan personel untuk penugasan misi
PBB ditangani oleh Ropers Polda c.q Bagbinkar. Mekanisme yang dilaksanakan
adalah setelah adanya Telegram Warning order (IR WO) tentang informasi
pendafiaran dan permintaan pengiriman daftar nama personel untuk misi PBB
didistribusikan oleh Sde SDM, maka Kapolda memerintahkan Ropers Polda
menindakianjuti informasi itu ke Satwil (Polres) dan Satker di lingkungan Polda
setempat. Apabila terdapat personel yang berminat untuk bergabung dalam misi
PBB agar mendaftarkan diri dan didata oleh satuan wilayah (Satwil) tersebut.
Seclanjutnya Satwil dan Satker di lingkungan Polda mengirimkan daftar calon
yang berminat ke Ropers Polda. Daftar nama itu dikompulir oleh Ropers Polda
dan dikirimkan ke Robinkar Sde SDM Polri.

Demikian pula di lingkungan Mabes Polri, TR pengumuman diterima oleh
Satker-sakter di jajaran dan menjadi tanggung jawab Kabagmin Satker tersebut
untuk menawarkan dan mengkompulir personel yang akan mendaftar pada misi
PBB. Selanjutnya daftar nama itu dikirimkan ke Robinkar Sde SDM Polsi.
Berdasarkan usulan nama dari satker-satker Mabes Polri dan kewilayahan itulah
Robinkar memanggil para personel tersebut untuk melaksanakan seleksi.

3.3. Dasar Penyelenggaraan Rekrutmen dan Seleksi

Dalam pelaksanaan rekrutmen dan seleksi, De SDM Kapolri memberikan
kepercayaan ini kepada Karo Binkar Polri sebagaimana diatur dalam Organisasi
dan Tata Kerja Sde SDM Polri, bahwa kegiatan Penugasan Khusus merupakan
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tugas dari Robinkar Polri c.q. Subbag Gassus Bagmutjab. Sedangkan untuk
kegiatan seleksinya, Robinkar bertindak sebagai koordinator dan meminta
bantuan kepada satuan kerja lain untuk melaksanakan seleksi sesuai kompetensi
yang diminta.

Merujuk pada berbagai dokumen yang diperoleh peneliti, pedoman
penyelenggaraan rekrutmen dan seleksi oleh Robinkar Polri mengé.cu pada Surat

Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/991/X11/2004 tanggal 29 Desember 2004 |

tentang Pedoman Administrasi Penugasan Personel Polri di Luar Organisasi Polri.
Surat Keputusan ini mengatur mengenai tata cara penugasan personel Polri di luar
organisasi, baik ketika akan mulai bekerja maupun setelah selesai melaksanakan
- tugas. Surat Keputusan (Skep) Kapolri ini menyebutkan bahwa penugasan bagi
personel Polri di luar organisasi Polri merupakan bagian dari pembinaan karir
anggota Polri, di mana ketentuan administrasi kepegawaiannya sesuai dengan
peraturan yang berlakn di lingkungan Polri.

Jenis penugasannya meliputi penugasan luar negeri dan juga dalam negeri.
Penugasan dalam negeri antara lain penugasan dalam jabatan tetap maupun
jabatan sementara yang dilaksanakan pada Departemen/Lembaga/Badan/Instﬁnsi
sipil. Sedangkan penugasan luar negeri merupakan penugasan personel Polri pada
jabatan di luar organisasi Polri yang berkedudukan di luar negeri/lembaga
internasional dan bersifat tidak tetap/sementara, seperti pada organisasi
internasional, Kedutaan RI, Atase Kepolisian, dan Pasukan perdamaian PBB,

Menurut Skep ini, penugasan luar negeri merupakan penugasan anggota
Polri dalam jabatan di luar organisasi Polri, pada instansi pemerintah RI yang
berkedudukan di luar negeri/lembaga internasional yang bersifat tidak
tetap/sementara. Tata cara pelaksanaan penugasannya adalah;

a. Adanya permintaan resmi kebutuhan anggota Polri aktif dari pengguna
kepada Polri.

b. De SDM Kapolri menyiapkan calon melalui seleksi dan sidang
pertimbangan karir, selanjutnya mengajukan kepada Kapoiri disertai

saran/pertimbangan untuk mendapatkan persetujuan.
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¢. De SDM Kapolri mengkoordinasikan dengan Deops Kapolri (khusus
pasukan Perdamaian PBB) dan Ses NCB untuk yang lain, selanjutnya
menyiapkan administrasi penugasannya,

d. Kapolri menerbitkan Surat Keputusan/Surat Perintah dan penghadapan
kepada Pengguna dengan tembusan kepada Merteri Iuar Negeri, Sekjen
PBB, Menteri Pertahanan RI bagi pasukan Perdamaian PBB,

kepada De SDM Kapolri, sedangkan untuk Pa Polri tetap merupakan
kewenangan Kapolri. Hal ijtu dijabarkan dalam Skep 991/X11/2004 yang
menyebutkan,

Sebagaimana penjelasan Kasubbag Gassus (wawancara 22 Maret 2010),

Sesuai Kep 991, untuk yang Pamen ke atas pak Kapolri delegasikan ke
Deputi, untuk Pati bary pak Kapoli, untuk Pama ke bawah Karo Binkar,
Nanti kita serahkan ke beliau, “pak milih yang mana™? Pilihan beliau kita

Penugasan persone] pada misi PBB termasuk dalam operasi kepolisian,
sehingga pelaksanaannya di bawah koordinasi Deops Kapolri, Dasar yang
digunakan oleh Deops Kapolri adalah Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/4/1/2005

- tanggal 27 Januari 2005 tentang Pedoman Administras; Perjalanan ke Luar Negeri
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di Lingkungan Polri. Keputusan ini mempersiapkan dan merencanakan tertib
administrasi, meliputi prosedur, dan hubungan tata cara kerja perjalanan ke luar
negeri bagi personel Polri. Pertimbangannya adalah perjalanan personel Polri ke
luar negeri merupakan suatu bentuk kegiatan yang memerlukan penanganan
secara khusus, sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan koordinasi yang baik
antar fungsi di lingkungan Polri maupun dengan instansi atau badan lain, baik di
dalam maupun luar negeri. Selain itu, setiap personel Polri yang akan
melaksanakan perjalanan ke luar negeri harus mendapatkan persetujuan
Kapolri/pejabat yang telah diberikan wewenang melahii suatu prosedur dan
mekanisme yang telah ditentukan.

Asas-asas yang digunakan dalam Keputusan Kapolri ini untuk melakukan

perjalanan ke luar negesi adalah: ‘

a. Selektivitas, bahwa perjalanan personel Polti ke luar negeri harus
dilakukan secara selektif baik dalam pemilihan negara tujuan, jenis
perjalanan maupun personel Polri yang ditunjuk sebagai pelaksananya.

b. Manfaat, bahwa perjalanan personel Polri ke luar negeri harus
memberikan manfaat bagi organisasi dan dilaksanakan secara berhasil
guna dan berdaya guna.

c. Efisiensi, bahwa karena personel Polri ke luar negeri menyangkut
pengeluaran anggaran dan penggunaan wakty, maka perlu dilakukan
secara efisien.

d. Proporsionalitas, yaitu perjalanan ke luar negeri harus diberikan kepada
para personel Polri yang tepat, sesuai dengan fungsi, tugas dan tanggung
jawab, serta bermanfaat bagi kepentingan pembinaan karir yang
bersangkutan.

e. Tanggung jawab dan tugas, yaitu setiap personel Polri yang akan
melakukan perjalanan ke luar negeri harus melaksanakan tugasnya
dengan penuh rasa tanggung jawab, schingga dapat memberikan
manfaat, baik kepada organisasi maupun pribadi personel tersebut.

f. Kesetaraan, yaitu setiap perjalanan dinas ke luar negeri harus

memperhatikan kesetaraan pangkat/golongan dan atau jabatan pejalan
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sesuai dengan peran dan status masing-masng berdasarkan tujuan, sifat,
serta bentuk penugasan.

Yang dimaksud dengan penugasan luar negeri dalam Keputusan Kapolri ini
adalah pelibatan seseorang atau lebih untuk melakukan perjalanan dinas ke Iuar
negeri dalam rangka melaksanakan tugas, untuk mencapai tujuan yang telah
ditentukan sebelumnya, baik dengan menggunakan anggaran Polri maupun non
Polri. Ada 4 jenis perjalanan ke luar negeri, yaitu (1) Perjalanan tugas Kepolisian;
(2) Perjalanan untuk perawatan kesehatan; (3) Perjalanan pribadi; dan (4) Ijin cuti
di Iuar tanggungan negara, Tugas pada misi PBB termasuk jenis perjalanan tugas
kepolisian. Disebutkan bahwa tugas PBB/UNDPKO sebagai Civilian Police (UN
Police) adalah perjalanan personel Polri untuk tugas Kepolisian ke luar negeri
dalam rangka misi perdamaian PBB, yang dalam pelaksanaannya disesuaikan
dengan mandat yang diberikan oleh PBB,
Prosedur dan proses administrasi perjalanan ke Iuar negeri secara umum
dilakukan melalui mekanisme yang berlaku, yaitu berdasarkan hasil seleksi,
pelatihan atau penunjukkan Kepala Satuan Organisasi/Pembina fungsi/De SDM
Kapolri, dengan mempertimbangkan manfaat penugasan, disesuaikan dengan
jabatan, pangkat dan pembinaan karir yang bersangkutan. Adapun prosedur dan
proses administrasi untuk tugas PBB sebagai Civilian Police yang diatur dalam
Keputusan 1m adalah:
a. Permintaan personel Polri untuk melakanakan misi perdamaian PBB
ditujukah kepada Kapolri. Hubungan komunikasi dan korespondensi
dengan PBB melalui Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di
New York, dapat dilaksanakan oleh staf Deops Kapolri atau Set NCB-
Interpol Indonesia. |

b. Kapolri memberikan perintah atau petunjuk kepada Deops Kapolri.
Apabila diperlukan, para pejabat yang merupakan Kepala Satuan
Organisasi terkait dapat memberikan saran kepada Kapolri.

¢. Setelah mendapat persetujuan dari Kapolri, maka proses selanjutnya
adalah menentukan calon yang akan ditugaskan. Dalam pelaksanaannya
dikoordinasikan antara De SDM Kapolri, Deops Kapolri dan
Kalemdiklat Polri. Proses pemilihan/seleksi personel dilaksanakan oleh
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Biro Dalpers Polri. Sedangkan koordinasi dan pengendalian
penugasannya dilaksanakan oleh Deops Kapolri, ,

d. Proses penyiapan administrasi perjalanan selanjutnya, berupa penyiapan
Surat Perintah Kapolri dilaksanakan oleh Biro Binkar Polri. Sedangkan
penyiapan adtﬁinistrasi perjalanan lainnya berupa pengurusan paspor
dinas, exit permit dan visa dapat dilaksanakan oleh Set NCB-Interpol
Indonesia.

e. Penyiapan perlengkapan bagi personel yang akan bertugas dilaksanakan
oleh Sde Log Polri, diajukan oleh Deops Kapolri atau De SDM Kapolri.

f. Segala biaya yang terkait dengan kegiatan ini yang tidak termasuk
pembiayaan PBB dibebankan kepada anggaran Polri. Pengajuan biaya
kepada Derebang Kapoiri dilaksanakan oleh Deops Kapolri.

Berdasarkan pedoman-pedoman itulah, Polri melakukan seleksi terlebih
dahulu terhadap personel yang akan dikirim pada penugasan ke Iuar negeri.
Sebagaimana disampaikan oleh mantan Kasubbag Gassus, “...seleksi diperlukan
untuk menjamin bahwa orang-orang yang dikirim memenuhi kualifikasi dan ..
persyaratan yang diminta oleh pengguna” (wawancara 3 Pebruari 2010).

34, Pengorgahisasian Penugasan Personel Polri pada Misi PBB

Penugasan personel pada misi PBB merupakan suatu penyiapan personel
yang bukan bersifat parsial, namun bersifat terpadu yang melibatkan berbagai
satuan kerja di lingkungan Polri. PBB adalah pengguna (user) yang meminta
adanya pengiriman anggota polisi dari berbagai negara termasuk Indonesia.
Sebagai pengguna, PBB telah melakukan analisa tugas serta menentukan kriteria
personel yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, sétiap pengiriman personel ke misi
PBB selalu didahului dengan adanya permintaan secara tertulis dari PBB, melalui
PTRI pada PBB di New York baik mengenai jumlah personel maupun persyaratan
kualifikasi yang diinginkan. ‘

Berkaitan dengan adanya permintaan dari PBB tersebut, Indonesia sebagai
salah satu negara PCC (Police contributing country) yang aktif dalam

mengirimkan personelnya dalam misi-misi PBB, menindaklanjutinya dengan
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berbagai persiapan. Karena penugasan personel merupakan tanggung jawab
instansi Polri secara terpadu, maka berbagai satuan kerja terlibat dalam penyiapan
personel tersebut. Satuan kerja ini melaksanakan tugasnya dalam kerangka
penyiapan persone! yang akan ditugaskan dalam misi perdamaian PBB, sehingga
setiap satuan kerja akan saling berhuburgan dan bekexja sama sesuai dengan
wewenang dan tugasnya masing-masing, antara lain:

a. Sdeops Polri selaku penjuru pelaksanaan operasi kepolisian baik di dalam
maupun luar negeri.

b. Set NCB-Interpol  Indonesia selaku penghubung dengan PTRI
(Perwakilan Tetap RI) pada PBB di New York tentang adanya
permintaan personel maupun pengiriman nama personel Polri yang siap
bertugas.

¢. Robinkar Sde SDM Polri selaku pengemban fungsi pembinaan personel
yang bertugas mencari dan memilih calon terbaik untuk dikirim pada
misi itu, |

d. Pusdokkes Polri selain sebagai salah satu unsur pelaksana seleksi juga
berperan untuk memberikan vaksinasi bagi personel yang akan berangkat |
ke misi PBB, hingga pemeriksaan kesehatan terhadap personel yang telah
selesai dari misi.

¢. Sebasa Lemdikiat Polri sebagai satuan kerja yang bertugas menyeleksi
personel di bidang kemampuan bahasa Inggris.

f. Ropsi Sde SDM Polri yang menyeleksi kondisi psikologis personel
apakah memenuhi syarat untuk ditugaskan pada misi PBB,

g. Pusinfolahta Divisi Telematika Polri yang berperan untuk menguji
kemampuan penguasaan komputer dan teknologi informasi calon anggota
PBB.

h. Polda dan Satker di lingkungan Mabes Polri sebagai penyedia pesonel.

Dalam Képutusan Kapolri No. Pol.; Kep/74/X1/2003 tanggal 10 Nopember
2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-lapis Pembinaan SDM Polri, yang
dimaksud dengan Satuan Induk Organisasi di lingkungan Mabes Polri adalah
Satuan Induk Organisasi atau Satuan Kerja yang membawahi Satuan Organisasi
lainnya sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya di lingkungan Mabes atau

Universitas Indonesia

Pola rekrutmen..., Rina Hastuti Vikara Bhakti, Program Pascasarjana ul, 2010




60

atau tidak membawahi Satuan Organisasi lainnya di lingkungan Mabes Polri
namun mendapat pelimpahan untuk mengatur pembinaan SDM Polri pada Satuan
Organisasi tersebut. Satuan Induk Organisasi itu meliputi: Wakapolri (terdiri dari
Sahli Kapolri, Set NCB Interpol Indonesia, Pusdokkes Polri, Pusku Polri, Spripim
Polri, Setum Polri, Denma), Itwasum Polri, Babinkam Polri, Bareskrim Polri,
Baintelkam Polri, Sderenbang Polri, Sdeops Polri, Sde SDM Polri, Sdelog Polri,
Divtelematika Polri, Divpropam Polri, Divhumas Polri, Divbinkum Polri, Sespim
Polri, PTIK, Akpol, Lemdiklat Polri, dan Korbrimob Polri.

Pengorganisasian dan tata cara kerja Satuan-satuan kerja tersebu,
berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober
2002 tentang Organisasi dan Tata Ketja Kepolisian Negara Republik Indonesia,
adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi Polri

Sumber : Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kapolri
Wakapolri
] I
| twnsum | | staranii |
| I | 1
Sderenbang Sdeops Sde SDM l Sdelog
I | )
Korspripim Setum Denma
i | 1
Set NCB l Pusdokkes Puska
] | ] I | i |
Divhumas || Divbinkum | | propam ][ Tetematica | | [Fr | [ Sospm || Akwol || Lemainaat
I
| Baintclkam—l LBarcskrim | L Babinkam ] I Korbrimobj
Polda-polda
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Berdasarkan pembagian tugas dan tanggung jawab itu, Sde SDM Polri c.q
Robinkar yang bertugas dalam pencarian dan pemilihan personel tidak akan
terlepas dari satuan kerja lain. Robinkar akan melakukan pencarian personel
setelah adanya pemberitahuan tertulis dari Sdeops Polri ataupun Set NCB Interpol
tentang adanya perminiaan PBB untuk pengiriman personel. Berdasarkan
pemberitahuan itu, Robinkar menginformasikan kepada semua satuan kerja
(satker) di tingkat Mabes Polri maupun kewilayahan (Polda-polda) tentang adanya
pendaftaran sebagai anggota PBB dengan persyaratan yang telah ditentukan.
Selanjutnya satuan kerja tersebut akan menginformasikan dan menawarkan
kepada anggotanyd yang ada di jajarannya bila ada yang berminat. Pada satuan
kewilayahan (polda), sub satuan kerja yang membidangi adalah Biro Personel
Polda. Selanjutnya daftar nama yang telah terkumpul itu akan dikirimkan ke
Robinkar kembali untuk dikompulir.

Sebelum pelaksanaan seleksi, Robinkar akan mengirim surat permintaan
seleksi kepada Satker pelaksana seleksi, yaitu: kepada Ropsi Sde SDM Polri
untuk melakukan selek51 psikologi, Sebasa Lemdiklat Polri untuk melaksanakan
pengujian kemampuan bahasa Inggris, Pusdokkes Polri untuk memeriksa kondisi
kesehatan calon, dan Pusinfolahta Divtelematika Polzi untuk menguji kemampuan
penggunaan komputer dan internet. Robinkar juga melakukan pemanggilan
terhadap calon-calon yang telah terkompulir tadi untuk mengikuti kegiatan seleksi
yang dilakukan secara terpusat oleh Mabes Polri. Waktu dan tempat seleksi
ditentukan serta dicantumkan dalam Telegram Pemanggilan. '

Penentuan jenis materi yang akan diujikan berikut standar penilaianya,
menggunakan standar yang berlaku di Polr. Kewenangan pelaksanaan dan
penilaian seleksi diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing Satker Pelaksana
seleksi. Hasil dari seleksi diserahkan kepada Robinkar Sde SDM Poiri selaku .
koordinator. Penentuan kelulusan merupakan kewenangan dari Robinkar Sde
SDM Polri dengan mengacu pada hasil seleksi yang telah direkapitulasi, serta
dinilai faktor-faktor yang menonjol atau menjatuhkan calon yang bersangkutan,
Setelah menentukan personel yang dinyatakan lulus, selanjutnya Robinkar akan
melaporkan daftar nama tersebut kepada Deops Kapolri dan Set NCB-Interpol
untuk diteruskan kepada PTRI pada PBB di New York.
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3.5. Peran Polri pada Misi Perdamaian Dunia

- Pembukaan UUD 1945 telah mengamanatkan kepada bangsa Indonesia
untuk berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Amanat ini telah ‘
dapat dilaksanakan dengan baik melalui keikutsertaan Indonesia dalam misi-misi
perdamaian internasional yang merupakan salah satu kegiatan Perserikatan
Bangsa-bangsa, di mana Indonesia masuk dalam 20 besar penyumbang pasukan
perdamaian pada misi PBB (data PBB per 31 Maret 2007).” Demikian pula
dengan pengiriman personel Polri pada misi perdamaian PBB merupakan wujud
dan dilatarbelakangi oleh keinginan Indonesia untuk berperan aktif dalam
perdamaian dunia.

Polri sebagai salah satu alat negara Republik Indonesia telah memberikan
kontribusi yang signifikan dalam mengemban tugas perdamaian dunia itu melalui
pengiriman personel Polri sebagai peacekeeping di berbagai kawasan dunia yang
mengalami kdnﬂik, seperti di Namibia, Kamboja, Bosnia dan Sudan. Sejak awal |
berpartisipasi pada misi per&amaian PBB pada tahun 1989 hingga saat ini, Polri
telah mengirimkan lebih kurang sejumlah 800 personel yang tergabung dalam
Kontingen Garuda Bhayangkara yang bertugas sebagai Police Monitor, Police
Advisar, mauypun FPU,

Kiprah dan partisipasi Polri dalam tugas misi perdamaian PBB dimulai
sejak tahun 1989 yaitu di Namibia (misi UNTAG), dimana personel Polri
berperan sebagai Police Observer. Misi berikutnya adalah pada periode 1992 —
1993 di Kamboja (misi UNTAC). Pada tahun 1994 - 2002, Polri menugaskan
kembali personelnya pada misi PBB di negara bekas Yugoslavia terdiri dari misi
UNPROFOR, UNTAES, dan UNMIBH/IPTF. Terakhir pada tahun 2002 Polri
mengirimkan seorang Police Advisor di Afganistan (misi UNAMA).

Setelah pengiriman terakhir itu, Polri lama tidak menugaskan personelnya
ke misi PBB. Pada tahun 2007, Pemerintah Indonesia kembalj mengikutsertakan
personel Polri pada misi perdamaian PBB yaitu di Sudan (misi UNMIS) sebagai

" Data statistik diambil dari Lampiran Berita Faksimil Watapri kepada Kapolri perihal Usulan
Perencanaan Personel untuk Pasukan PBB, tanggal 5 Desember 2007. Negara penyumbang
petugas polisi terbanyak adalah Pakistan, diikuti Bangladesh, India, Nepal, Yordania, Ghana,
Uruguay, Italia, Nigeria, Perancis, Senegal, Ethiopia, China, Maroko, Benin, Brazilia, Afrika
Selatan, Spanyol, dan Kenya.
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Police Advisor. Untuk itu, PBB kembali mengakui Indonesia sebagai salah satu
PCC (Police Contributing Country) yaitu negara penyumbang personel kepolisian
dalam misi perdamaian PBB (Widjaja, 2008).

Tabel 3.1. Misi PBB yang telah diikuti Polri

No Tahun Misi Nama Misi' Tempat misi Jumlah personel

1, 1989 — 1990 UNTAG Namibia 34 orang

2. 1993 UNOMOZ Mozambique 15 orang

3. 1992 - 1993 UNTAC Kambaoja 224 orang

4, 1994 — 1995 UNOPROFOR Kroasia 26 orang

5. 1996 - 1997 - UNMIBH Bosnia 58 orang

6. 1996 — 1998 UNTAES Slavonia 58 orang

7. 1997 - 2002 UNMIBH Bosnia 126 oraug

8. | 2002 : UNAMA Afganistan 1 orang

8. | 20072010 UNMIS Sudan 33 orang

9. | 2008-2009 UNAMID Darfur-Sudan 143 orang
(140 FPU, 3 Police
advisor)

10. | 2009 -2010 UNAMID Darfur-Sudan 140 orang

(Data : telah diolah kembali dari Set NCB-Interpol Indonesia, 2010)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa ada dua macam misi yang diikuti
oleh Polri di Sudan, yaitu UNMIS sebagai Police Advisor, dan UNAMID di
Darfur Sudan sebagai FPU. Kedua kontingen ini sama-sama melaksanakan misi
perdamaian di Sudan, namun dengan spesifikasi tugas yang berbeda. Sampai saat
ini, Polri telah mengirimkan dua gelombang pasukan FPU pada misi UNAMID,
yaitu sebuah satuan setingkat kompi dan berkemampuan semi militer. In
merupakan misi pertama Polri dalam penugasan pasukan dalam jumlah besar yang
mempunyai kualifikasi khusus untuk menangani jurang keamanan di Darfur
Sudan. Pada misi UNAMID ini juga dikirimkan 3 orang police advisor yang
proses rekrutmen dan pemanggilan seleksinya bersama-sama dengan personel
Polri yang ditugaskan ke misi UNMIS.

Pengiriman petugas kepolisian dari berbagai negara termasuk Indonesia ke
misi perdamaian PBB di Sudan (UNMIS/United Nations Mission in Sudan)
merupakan dukungan terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1590
(SCR-1590) tanggal 24 Maret 2005, Misi ini merupakan implementasi
kesepakatan damai antara pemerintah Sudan (Government of Sudan/GoS) dengan
kelompok perlawanan di wilayah Sudan Selatan yaitu Sudanesse People
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Liberation Movement/Army (SPLM/A) (Sudarto, 2009). Dalam tugasnya,
personel UNMIS Police tidak mempunyai kewenangan dalam penegakan hukum,
hanya sebagai penaschat (advisor), pendamping (co-locator), serta pelatih
(frainer) bagi polisi lokal, sehingga keberadaan polisi PBB di Sudan tidak
dipersenjatai.

Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB itu peran polisi PBB pada
misi UNMIS adalah: '

“Assist the parties to the Comprehensive Peace Agreement (CPA), in

coordination with bilateral and multilateral assistance programmes, in

restructuring the police service in Sudan, consistent with democratic

policing, to develop a police training and evaluation programme, and

otherwise to assist in the training of UN Police”.

(Membantu pihak-pihak yang terkait dalam kesepakatan damai (CPA),
berkoordinasi dengan program bantuan bilateral dan multilateral,
merestrukiurisasi pelayanan polisi di Sudan, mempertahankan kebijakan
demokrasi, meningkatkan pelatihan kepolisian dan program evaluasi, serta
membantu pelatihan Polisi UN).

Lebih lanjut untuk dapat mengimplementasikan peran polisi itu, maka
Markas Besar UNMIS Police menjabarkan tugas pokok polisi PBB sebagai
berikut:

a. Membangun kemampuan polisi lokal (capacity building), melalui ‘
kegiatan co-location yaitu pendampingan terhadap polisi lokal, yang
dilaksanakan dengan cara menyambangi kantor polisi setempat,
mengecek keadaan tahanan, mengecek kasus yang menonjol, dan
kemudian memberi saran kepada polisi lokal baik berupa informasi
tentang pengetahuan kepolisian (teori) maupun pelatihan di lapangan
(praktek). Kegiatan capacity building lainnya adalah GCVPP (Gender
Childern Vulnerable Person Protection) atau perlindungan terhadap
anak atau perempuan, dilaksanakan dengan memonitor kasus-kasus

yang melibatkan anak maupun perempuan baik sebagai korban atau

- fersangka.
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b. Membangun kepercayaan (confidence building), meliputi aspek
membangun kepercayaan antara polisi UN dengan masyarakat lokal,
antara polisi UN dengan polisi lokal, dan antara polisi lokal dengan
masyarakat lokal. Kegiatannya antara lain dengan melaksanakan patroli
yang dimaksudkan untuk menunjukkan keberadaan polisi UN di
lapangan, serta memonitor pelaksanaan Comprehensive Peace
Agreement (CPA). Membangun kepercayaan juga dilaksanakan melalui
pemolisian masyarakat (Community Policing), yaitu kerja sama antara
polisi lokal dan masyarakat dalam hal pencegaban kejahatan. Model
pemolisian yang dilakukan polisi UN berbentuk Komite Kerja sama
Polisi dan masyarakat (Police Community Relations Committees).

c. Reformasi dan Restrukturisasi (reform and restructure), yaitu terfokus
pada akuntabilitas dan transparansi kinerja polisi lokal, meningkatkan
profesionalisme dan pemisahan kekuasaan antara militer dan polisi
lokal,

d. Melakukan pelatihan (training) yang bertujuan untuk meningkatkan

. kemampuan kepolisian, Sasaran pelatihan adalah rekrutmen personel
baru baik yang berasal dari masyarakat atau mantan militer, polisi lokal
yang ada, manager tingkat dasar dan menengah, serta pelatib/instruktur
dari polisi lokal.

3.5. Proses Permintaan Pengiriman Personel Polri pada Misi UNMIS

Setelah beberapa tahun absen mengirimkan personel Polri pada misi
perdamaian PBB, informasi tentang kemungkinan pengiriman personel Polri
kembali pada misi PBB dimulai pada bulan Januari 2007, yaitu melalui surat
PTRI pada PBB New York kepada Kapolri U.p. Deops Kapolri, Nomor : RR-
049/PTRI-New York/I/07 tanggal 23 Januari 2007 tentang dibutuhkannya Police
Advisor dan Form Police Unit (FPU) untuk misi PBB di Darfur Sudan. Di
samping itu, PTRI juga telah melaksanakan konsultasi awal dengan UNMIS
Mission Manager pada Police Division-Departement Peacekeeping Operation
(DPKO) untuk membicarakan masalah kebutuhan dan tugas-tugas kontingen
polisi untuk mendukung misi itu. Lebih lanjut, UNMIS Mission Manager
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menanyakan kepada PTRI apakah kemampuan Polri yang dimiliki saat ini, baik
sebagai Police Advisor maupun FPU sesuai dengan standar yang ditentukan oleh
PBB. Untuk menjawab itu, PTRI meminta kepada Polri untuk secepatnya
melaporkan dan mengirimkan kemampuan Polri tersebut kepada PTRI.

Menanggapi surat dari PTRI itu, Polri segera menindaklanjutinya dengan
melakukan rekrutmen personel Polri melalui Surat Telegram Warning Order ke
jajaran Polda dan Mabes Polri, yaitu ST/134/11/2007 tanggal 2 Pebruari 2007
tentang rekrutmen dan seleksi baik sebagai Police Advisor maupun FPU. -
Berdasarkan daftar nama yang dikirimkan oleh satuan kerja Polda dan Mabes
Polri, Sde SDM melakukan pemanggilan seleksi. Hasil dari seleksi itu dikirimkan
kepada PTRI New York sebagai calon yang siap ditugaskan pada misi PBB.

Pada tahap pertama, satu orang personel Polri diberangkatkan pada misi
UNMIS di Sudan bulan Juli 2007. Selanjutnya 5 orang calon polisi PBB
menyusul mendapat approval pada bulan Agustus 2007 ke misi UNMIS. Pada
bulan Maret 2008 sebanyak 3 orang dikirim sebagai Police Advisor untuk misi
UNAMID yang berasal dari hasil seleksi yang sama dengan misi UNMIS. Para
personel tersebut, sebelum berangkat telah melalui interview langsung via telepon
dan lulus seleksi administrasi dan kesehatan, Sedangkan tes UNSAT dilaksanakan
di daerah misi Sudan.

-Selanjutnya 5 orang disetujui untuk bertugas ke misi UNMIS pada bulan
April 2008, namun gagal berangkat 2 orang karena kesehatan. Dari 5 orang itu, 2
orang melalui seleksi Polri tahun 2007, sedangkan 3 calon lainnya langsung
diinterview oleh PBB dan dinyatakan lulus. Karena ke-3 calon ini belum melalui
seleksi Polri, maka untuk kelengkapan data dilakukan seleksi susulan oleh Polri.
Hasilnya, 2 orang gugur di kesehatan (satu Polisi laki-laki dan satu Polwan).
Menanggapi batalnya keberangkatan personel Polri dengan alasan kesehatan, PBB
menghimbau agar kejadian itu tidak terulang kembali, apalagi calon telah
mendapat approval dan travel autorization dari sekretariat PBB. Sebab, masalah
kepercayaan dan gender merupakan isu cukup sensitif bagi PCC di PBB.

Selain itu, dalam rangka mengantisipasi permintaan PBB akan kebutuhan
personel Polri yang waktu antara pengumuman dan pengumpulan calon sangat
singkat, dan di sisi lain jumlah calon negara penyumbang petugas polisi (Police
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Coniributing Countries/PCC) semakin bertambah, PTRI menyarankan agar Polri
mempunyai personel stand by dan bersyaratan administrasinya (Personel History
Jorm, Medical Examination Jorm, dan Paspors copy) dikirimkan ke PTRI New
York. Sehingga apabila ada permintaan personel Polri dari PBB, PTRI telah siap
untuk mengajukan calon tanpa harus menunggu calon dari Jakarta, |

Menanggapi hal itu, Polri melaksanakan seleksi kembali baik polisi laki-laki
maupun polisi wanita pada tahun 2008, Hasilnya dikirim kepada PTRI New York
_ dis_ertai permohonan kepada DPKO untuk melaksanakan seleksi calon police
advisor oleh UNSAT di Jakarta, Pada bulan Juli 2008, tim UNSAT datang ke
Jakarta untuk menyeleksi personel yang sudah disiapkan. Pesertanya adalah
personel yang lulus seleksi internal Polri tahun 2008. Akan tetapi, karena hasil
seleksi Polri belum mencukupi kuota yang diminta PBB yaitu minimal 100 orang,
maka ada tambahan personel yang berminat mengikuti tes UNSAT, usulan
namanya berasal dari Set NCB-Interpol (Set NCB-Interpol, 2008).

Seleksi UNSAT menggunakan sistern gugur, materi tes terdiri dari Bahasa
Inggris (reading coprehension, listening, report writing, oral interview),
mengemudi (stir kiri), dan menembak. Personel Polri yang dinyatakan memenuhi
syarat SAT qualification merupakan personel stand by yang dimiliki oleh Polr.
Kendati demikian, personel yang telah mempunyai SAT gqualification ini tidak
merupakan satu-satunya Kriteria yang dipergunakan DPKO untuk memilih calon
peacekeeper bagi misi PBB. Sebab, pelaksanaan de-ployment bagi Ppeacekeeper
yang telah lulus UNSAT, masih memerlukan beberapa wawancara melalu;
telepon dan analisa dari masing-masing Personel History Form (P-11). Hal itu
dilakukan DPKO dengan pertimbangan adanya perbedaan kapasitas penyerapan
dan tingkat keahlian yang dibutuhkan setiap misi di lapangan (PTRI, 2008). - _

Pada tahun 2009, Sde SDM kembalj menyiapkan personelnya melalui
rekrutmen dan seleksi, baik polisi laki-laki dan polisi wanita, Hasilnya telah
dikirimkan kepada PTRI, namun hingga saat ini belum ada rencana tim UNSAT
akan datang ke Indonesia. Sedangkan pada tahun 2010 ini, tidak ada kegiatan
seleksi police advisor yang dilaksanakan oleh Sde SDM Poiri.

Dalam pelaksanaan tugasnya pada misi perdamaian PBB dj Sudan, personel
Polri mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Berbagai penghargaan dan
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pengakuan internasional telah diberikan kepada kontingen-kontingen Polri yang
bertugas di kawasan konflik. Hal ini merupakan bukti dari kemampuan dan
profesionalisme Polri dalam melaksanakan tugas berskala internasional.
Permintaan PBB kepada Polri untuk menyiapkan dan mengirimkan personel Polri
sebagai Police Advisor pada misi PBB di Sudan merupakan kepercayaan tinggi
dari badan dunia tersebut terhadap integritas dan kinerja personel Polri.
Kepercayaan ini tentunya tidak datang begitn saja akan tetapi merupakan hasil
penilaian positif terhadap performance personel Polri yang pernah bertugas pada
misi-misi PBB sebelumnya atau yang saat ini sedang dilaksanakan,

3.6. Karakteristik Peserta Rekrutmen dan Seleksi Misi PBB di Sudan

Personel Polri yang mengikuti rekrutmen dan seleksi sebagai police advisor
terdiri dari berbagai kepangkatan, karena penugasan PBB tidak memandang
pangkat (rankless) dan jenis kelamin dalam pelak‘;anaan tugasnya. Hat ini dapat
dilihat pengumuman rekrutmen yang dilakukan oleh PBB untuk bergabung dalam
UN Police melalui website-nya yang tidak mencantumkan kepangkatan. Demikian
pula dcngan- jenis kelamin, PBB mengharapkan partisipasi polisi wanita untuk
bergabung dalam misi perdamaian PBB (www.un.org., 10 Maret 2010).

3.6.1. Peserta Berdaéar Jenis Kelamin

Menindaklanjuti arah kebijakan PBB itu, Sde SDM Polri melakukan
pemanggilan seleksi khusus terhadap personel polisi wanita sebanyak 2 kali
yaitu pada tahun tahun 2008 dan tahun 2009, melalui Surat Telegram Kapolri No.
Pol.: ST/574/X1/2007 tanggal 1 Pebruari 2008 tentang Penugasan Polwan pada
misi pemeliharaan perdamaian PBB di Sudan, dan Telegtam No. Pol.:
TR/167/111/2009 tanggal 23 Maret 2009 tentang Permintaan Data Polwan untuk
seleksi sebagai calon yang akan ditugaskan pada misi perdamaian PBB di Sudan.
Seleksi ini dilakukan untuk menyiapkan Polwan dalam rangka mendukung misi
perdamaian. Selain seleksi itu, personél polisi wanita juga mendaftar pada seleksi
lainnya yang bergabung dengan personel polisi laki-laki.
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Perbandingan jumlah peserta seleksi polisi wanita dan laki-laki, serta
kepangkatannya dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut :

Tabel 3.2. Rekapitulasi Personel yang Mengikuti Seleksi Misi Sudan
Berdasarkan Kepangkatan dan Jenis Kelamin
(Telegram Pemanggilan Seleksi Polri periode tahun 2007-2009)

No Kepangkatan Laki-laki Perempuan Jumlah
1. | PAMEN 48 14 62
2. | PAMA 130 44 . 174
3. | BINTARA 139 129 268

Jumlah 317 187 504

Sumber; Hasil olahan peneliti dari Robinkar Sde SDM Polri (2010)

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa animo peserta polisi laki-laki
lebih banyak daripada polisi wanita, meskipun telah dilakukan pemanggilan
seleksi khusus terhadap polisi wanita. Polwan dengan animo pendaftar terbanyak
berasal dari kepangkatan Bintara, yaitu 129 orang, sedangkan kepangkatan
Perwira pertama (Pama) sebanyak 44 orang, dan kepangkatan Perwira Menengah
(Pamen) sebanyak 14 orang.

Penugasan polisi wanita pada misi PBB di Sudan dilakukan sesuai dengan
kebijakan PBB, yaitu untuk gender balance serta menangani masalah pengungsi
yang kebanyakan perempuan dan ansk-ansk. Adapun persyaratannya adalah:
Polwan berpangkat Perwira dan Bintara, Sehat jasmani dan rohani, mempunyai
kondite baik, mampu berbshasa Inggris baik lisan méupun tertulis, diutamakan
yang bertugas pada bidang operasional kepolisian, mampu mengoperasikan
komputer, tidak dalam keadaan hamil, dan Iulus seleksi yang dilaksanakan oleh
Sde SDM Polri.

3.6.2. Peserta Berdasar Asal Satuan Kerja

Berdasarkan data dari Bag Infopers Rojianstra SDM Polri tentang kekuatah
anggota Polri Triwulan I TA. 2010, diketahui jumlah anggota Polri di Mabes Polri
adalah 15.301 orang, sedangkan di satuan kewilayahan/Polda berjumlah 371.826
orang, schingga jumlah total 387.127 orang, dengan rincian sebagai berikut:
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Tabel. 3.3. Data Kekuatan Anggota Polri di Polda dan Mabes
Triwalan I TA. 2010

No Satuan Jumiah
1 | NAD 13.330
2 | Sumatera Utara 19.072
3 | Sumatera Barat 9.578
4 | Sumatera Selatan 11,965
5 | Rian 9.732
6 | Bengkulu 4,343
7 | Jambi 6.572
8 | Lampung 9.563
9 | Kepulauan Rian 3.695
10 | Bangka Belitung 3.025
11 [ Kalimantan Selatan 7.736
12 | Kalimantan Barat 9.851
13 | Kalimantan Timur 9.147
14 | Kalimantan Tengah 6.046
15 | Metro Jaya 30.185
16 | Jawa Barat 30.784
17 { Jawa Tengah 35.443
18 | Jawa Timur 40.712
19 | DI Yogyakarta 9837
20 | Banten 5.095
21 | Bati 11.891
22 | Nusa Tenggara Barat 7.798
23 | Nusa Tenggara Timur 9.838
24 | Sulawesi Utara 6.911
25_| Sulawesi Tengah 8.396
26 | Sulawesi Tenggara 5977
27 | Sulawesi Selatan 18.293
28 | Gorontalo 3.202
29 | Maluku 6.732
30 | Maluku Utara 3.278
31 | Papua 13.709
32 | Mabes Polri 15.301
Jumlah 387.127

Data : Bag Infopers Rojianstra SDM Polri (2010)

Personel Polri yang dipanggil mengikuti seleksi PBB ke Sudan berasal dari
satuan kewilayahan (Polda) dan Mabes Polri. Berdasarkan 7 telegram®
pemanggilan seleksi periode tahun 2007-2009, menurut satuan kerja dan
kepangkatan, diperoleh data sebagai berikut:

¥ (1) Telegram Rahasia Kapolri No. Pol. : TR/123/11/2007 tanggal 20 Pebruari 2007; (2) Surat
Telegram Kapolri No. Pol. : ST/106/11/2008 tanggal 1 Pebruari 2008; (3) Surat Telegram Kapolri
No. Pol. : ST/107/11/2008 tanggal 1 Pebruari 2008; (4) ST Kapolri No. Pol. : ST/108/11/2008
tanggal 1 Pebruari 2008; (5) Telegram Rahasia Kapolri No. Pol. : TR/50/I/2008 tanggal 21
Pebruari 2008; (6) ST Kapolri No. Pol. : ST/873/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009; dan (7) ST
Kapolri No. Pol. : ST/1199/X1/2009 tanggal 18 ‘Nopember 2009,
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Tabel 3.4. Rekapitulasi Personel yang Mengikuti Seleksi Misi Sudan
Berdasarkan Sumber Satuan Kerja dan Kepangkatan
(Telegram Pemanggilan Seleksi Periode tahun 2007-2009)

|'No | Satuan Kerja PAMEN PAMA BINTARA Jumiah
1 Mabes Polri : 22 43 20 85
2 Kewilayahan 40 i31 248 419
Jumlah 62 174 268 - S04

Sumber: Hasil olahan peneliti dari data Robinkar Sde SDM Polri (2010)

Berdasarkan data di atas, diketahui jumlah personel yang dipanggil
terbanyak mengikuti seleksi berasal dari kesatuan kewilayahan dengaiz
kepangkatan Bintara (248 orang). Sedangkan dari Mabes Polri, terbanyak adalah
kepangkatan Pama (43 orang).

Telegram warning order tentang rencana seleksi penugasan PBB yang
didistribusikan ke satuan kerja di lingkungan Mabes Polri dan kewilayahan
memperoleh respon pendafiar yang cukup baik. Namun, berdasarkan data yang
diperoleh dari Telegram pemanggilan seleksi pada tahun 2007 sampai 2009,
diketahui sebaran Polda asal peserta tidak merata dan tidak semua Polda
memberikan responnya., Bahkan dari Polda NAD sama sekali tidak ada daftar
nama personel yang mengikuti seleksi penugasan misi PBB. Akan tetapi,
beberapa Polda rutin mengirimkan personelnya untuk mengikuti seleksi. Data
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5. Rekapitulasi personel Yang mengikuti seleksi misi Sudan
berdasarkan asal kesatuan kerja (Polda/Mabes)
(Telegram pemanggilan selekst periode tahun 2007-2009)°

No Polda 2067 2008 2009 Jumliah
1 | NAD - ~ - -
2 | Sumatera Utara - 21 8 29
3 | Sumatera Barat - 2 5 7
4 i Sumatera Selatan - 4 3 7
5 | Riau - 5 4 9
6 | Bengkuln - 1 - 1
7 | Jambi - 10 - 10
8§ | Lampung - S - 3
9 | Kepulauan Riau - s 5 5
10| Bangka Belitung - 3 3 6
11 | Kalimantan Selatan - 10 1 11

? Sama dengan Tabel 3.2., data diambi dari 7 Telegram pemanggilan seleksi periode 2007-2009.
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12 | Kalimantan Barat - 2 - 2
13 | Kalimantan Timur - 6 1 7
14 | Kalimantan Tengah - - 4 4
15 | Metro Jaya 5 32 23 60
16 | Jawa Barat 1 16 8 25
17 | Jawa Tengah 5 28 16 49
18 | Jawa Timur - 9 18 27
19 | DI Yogyakarta - 18 7 25
20 | Banfen - 2 2 4
21 | Bali 18 15 41
22 | Nusa Tenggara Barat 5 7 12
23 _| Nusa Tenggara Timur - 2 1 3
24 | Sulawesi Utara - 3 1 4
25 | Sulawesi Tengah - 1 4 5
26 | Sulawesi Tenggara - 2 3 5
27 | Sulawesi Selatan - 28 5 33
28 | Gorontalo - 6 1 7
29 | Maluku - 3 - 3
30 | Maluku Utara - 2 2 4
31 | Papua - 6 3 9
32 | Mabes Poki 11 54 20 85
Jumlah 30 304 170 504

Sumber: Hasil olahan peneliti dari Robinkar Sde SDM Polri (2010)

Hasil wawancara dengan AT mantan Kasubbag Mutjab Polda NAD yang

menjabat dari tahun 2006-2009, diperoleh penjelasan memang tidak ada personel
yang berminat untuk mendaftar pada misi PBB, sehingga dilaporkan nihil ke Sde
SDM Polri (wawancara 1 April 2010). Sedangkan data personel asal satuan kerja
Mabes Polri, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.6. Rekapitulasi personel yang mengikuti seleksi misi Sudan
berdasarkan asal kesatuan kerja Mabes Polri

(Telegram pemanggilan seleksi periode tahun 2007-2009)™

No.| Satuan Kerja 2007 2008 2009 Jumlah
1 | Htwasum Polri - - - -
2 | Babinkam Polri - 25 7 35
3 | Bareskrim Polri - 13 1 14
4 | Baintelkam Polri 4 8 1 13
5__{ Sderenbang Polri - - - -
6 | Sdeops Polri - - - -
7 | Sde SDM Polri - - - -
8 | Sdelog Polri - 1 - 11
9 | Divbinkum Polri - - - -

10 _ | Divhumas Polri - - i |
11 | Divpropam Polri - - 3 3

' Sama dengan Tabel 3.2., data diambil dari 7 Telegram pemanggilan seleksi periode 2007-2009.
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12 | Divtelematika Polr - 1

13 | PTIK -

14 | Sespim Polri -

15 | Akpol -

16 | Lemdiklat Polri 6

17 | Korbrimob Polri -

18 | Sahli Kapolri

20 | Set NCB-Interpol

19 | Spripim Kapolri i

21 | Pusdokkes Polri

LI 75 ] B
Vot P (e RS
ID—-IDJI—AIO-ISI\)IIH

22 | Pusku Polri -

23 | Setum Polri

L I I AR N o ) R Y

24 | Denmabes Polri -

Jumlah 11 34 20 85

Sumber: Hasil olahan peneliti dari Robinkar Sde SDM Polri (2010}

Berdasarkan data di atas, diketahui beberapa satuan kerja rutin mengirimkan
personé]nya untuk mengikuti seleksi penugasan misi PBB, terutama dari satuan
kerja pengemban fungsi Reskrim, Intelkam, Babinkam Polri, serta Lemdiklat
Polri, sedangkan satuan kerja lainnya nihil.

3.6.3. Peserta Berdasar Masa Dinas

Salah satu syarat yang ditentukan oleh PBB terhadap personel yang akan
bertugas pada misi perdamaian PBB adalah telah mempunyai masa dinas
kepolisian minimal 5 tahun. Namun, karena pada Telegram pemanggilan seleksi
periode 2007-2009 tidak dicantumkan batasan masa kerja minimal, maka ada
calon yang mendaftar mempunyai masa kerja di bawah 5 tahun, Berdasarkan
penelitian dokumen diperoleh data mengenai personel yang belum memenuhi
syarat itu, sebagai berikut:

Tabel 3.7, Rekapitulasi personel peserta seleksi misi Sudan
Masa kerja kurang dari 5 tahun
(Telegram pemanggilan seleksi periode tahun 2007 — 2009)

No | Tahun PAMEN PAMA BINTARA Jum
Polki | Polwan | Polki | Polwan Polki | Polwan
i 12007 - - - - - -
2008 - - 7 3 - 27 39
3 2009 - - - 5 - 17 22
' Jumlah . 7 10 44 61
Sumber: Hasil olahan peneliti dari Robinkar Sde SDM Polr; (2010)
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Berdasarkan data pada tabel 3.7. di atas diketahui bahwa personel yang
terjaring untuk mendafiar pada misi PBB dan mempunyai masa dinas di bawah 5
tahun adaleh kepangkatan bintara (kelahiran tahun 1986 ke atas) dan Perwira
pertama (diperhitungkan dari kelahiran tahun 1984 ke atas)!! Pendafiar
terbanyak dengan masa kerja di bawah 5 tahun ke bawah adalah Bintara Polwan.

Penjelasan mantan Kasubbag Gassus SY (wawancara 3 Pebruari 2010),
perekrutan Polwan dilakukan untuk memenuhi permintaan PBB kepada Polri
untuk mengirimkan personel polwan ke misi PBB. Untuk itu, Sde SDM
melaksanakan seleksi terhadap Polwan yang mampu berbahasa Inggris aktif dan
berani berangkat ke daerah misi. Kendalanya adalah masa dinas personel polwan
yang terekrut masih di bawah 5 tahun, sedangkan persyaratan dari PBB harus
sudah mempunyai masa dinas di atas 5 tahun. Akhimya, para polwan itu diberi
pembekalan terlebih dahulu sebagai pengenalan tentang tugas misi PBB yang
diadakan di Mabes Polri.

3.7. Karakteristik Personel Polri yang Telah Dikirim pada Misi UNMIS

Tumlah personel Polri yang dinyatakan iulus oleh PBB dan berhasil dikirim
sebagai Police Advisor pada misi UNMIS hingga saat ini berjumlah 33 orang.
Para personel tersebut dikirim secara bertahap sesuai kebutuhan UNMIS. Masa
kerja pada misi PBB adalah satu tahun dan dapat diperpanjang atas permintaan
personel yang bersangkutan dengan persetujuan PBB, atau kebutuhan dari PBB
terhadap keberadaan personel tersebut pada misi itu. Adapun personel yang telah
diberangkatkan pada misi UNMIS merupakan personel hasil seleksi Polri tahun
2007, dan seleksi UNSAT 2008, sebagai berikut:

" Data diambil dari 7 Telegram pemanggilan sefeksi periode 2007-2009. Syarat usia minimum
mendaftar sebagai anggota Polri adalah 18 tahun. Pada tahun 2008, seorang Bintara dengan tahun
kelahiran 1986 berusia 22 tahun. Apabila ia lulus Sekolah Pembentukan Bintara pada usia 19
tahun, maka masa dinasnya baru 3 tahun. Sedangkan bagi perwita pertama dengan kelahiran tahun
1984, pada tahun 2008 berusia 24 tahun. Apabila ia masuk pendidikan Akademi Kepolisian pada
usia 18 tahun, dengan masa pendidikan 3 tahun, ia akan lulus pada usia 21 tahun, sehingga masa
dinasnya baru 3 tahun
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Tabel 3.8. Rekapitulasi personel yang telah dikirim ke misi
UNMIS di Sudan Periode 2007 s.d 2010

No Nama Pangkat Masa Tugas | Ket. tugas | Pernah misi
Misi PBB
Gelombang ke-1
1 | Ir Ary Laksmana AKBP 21-06-2007 s.d | Selesai Ya
Widjaja 07-07-2008
Gelombang ke-2
2 | Tommy Aria Kompol 23-08-2007 s.d | Selesai Belum
Dwianto, Sik 23-08-2008
3 | Kumpul, BA AKBP 23-03-2007 s.d Perpanjang, | Ya
17-03-2010 Selesai
4 | Drs. Budi Santoso | AKBP 23-03-2007 s.d Perpanjang, | Ya
‘ 17-03-2010 Selesai
5 | Gaspar Mikel | Kompol 23-03-2007 s.d Perpanjang, | Ya
Dakosta, SH. D.T, 17-03-2010 Selesai
6 |Endo Priambodo, | AKP 23-03-2007 s.d Perpanjang, { Ya
S.Sos 17-03-2010 Selesai
Gelombang ke-3
7 | Wino Sumarno AKP 20-04-2008 s.d | Selesai Ya
20-04-2009
8 | Hartono, SH AKP 20-04-2008 s.d | Selesai Ya
20-04-2009
9 | Dayat Iptu 20-04-2008 s.d | Selesai Ya
20-04-2009
Gelombang ke-4
10 | Ir Maru AKBP 17-10-2008 s.d | Selesai Ya
T.M.Siagian 17-10-2009
11 | Irfing Jaya, Sik AKBP 17-10-2008 s.d | Selesai Ya
17-10-2009
12 | Eko Rudi Sudarto, | AKBP 17-10-2008 s.d | Selesai Ya
Sik 17-10-2009
13 | Oktavianus AKBp 17-10-2008 s.d | Selesai Ya
Marthin, Sik 17-10-2009
14 | Ir. C.Gigih Prabowo Kompol 17-10-2008 s.d | Selesai Ya
17-10-2009
15 | Arsdo Ever Kompol 17-10-2008 s.d | Selesai Beium
Simatupang, Sik 17-10-2009
16 | Raja Arthur L. AKP 17-10-2008 s.d | Selesai Belum
Simamora, Sik 17-10-2009 ,
17 | Wahyu Candra Iptu 17-10-2008 s.d | Selesai Ya
Irawan 17-10-2009
18 { Bismo Teguh Iptu 17-10-2008 s.d | Selesai Belum
Prakoso, Sik 17-10-2009
19 | Samiyanto Aipda 17-10-2008 s.d | Selesai Ya
17-10-2009
20 | Santi Rahmi Briptu 17-10-2008 s.d | Selesai Belum
17-10-2009
21 | Musakar Kamba Kompol 17-10-2008 s.d Perpanjang | Ya
25-05-2010
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22 | Rahmat Syukri Kompol 17-10-2008 s.d | Perpanjang | Ya
25-05-2010
23 | Suprijono Kompol 17-10-2008 s.d | Perpanjang | Ya
25-05-2010
Gelombang ke-5 '
24 | Drs. Suyoko AXBP -1 15-10-2009 s.d | Tugas Ya
Junaedi 15-10-2010
25 | AgusRizal Riyadi | AKBP 15-10-2009 s.d | Tugas Ya
15-10-2010
26 | Nurhidayat, S.pd, Kompol 15-10-2009 s.d | Tugas Ya
M.Si 15-10-2010
27 | Drs. Thomas Kompol 15-10-2009 s.d | Tugas Ya
Masnur Sihombing 15-10-2010
28 | M. Firman Kompol 15-10-2009 s.d | Tugas Belum
Lukmanul Hakim, 15-10-2010
SH, Sik
29 | Pulung Wietono, | Kompol 15-10-2009 s.d | Tugas Belum
Sik 15-10-2010
30 | Andre J.W. AKP 15-10-2009 s.d | Tugas Belum
Manuputty, Sik 15-10-2010
31 } Franky Tambunan | Iptu - | 15-10-2009 s.d | Tugas Belum
15-10-2010
32 | Yuni Chusniyati Briptu 15-10-2009 s.d | Tugas Belum
15-10-2010
Gelombang ke-6
33 { Anita Mayasari Briptu April 2010 s.d | Tugas Belum
2011

Sumber: Hasil olahan peneliti dari NCB-Interpol Indonesia (2010)

- Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa dari 33 personel yang sudah
berangkat pada misi PBB, sebanyak 22 orang pernah bertugas pada misi PBB
dan ada 3 orang Polisi wanita, Sebanyak 7 orang mengajukan perpanjangan misi,
dan sisanya memilih menyelesaikan masa tugashya sesuai ketentuan vaitu satu
tahun. Sehingga jumlah personel yang masih bertugas pada misi UNMIS saat ini
adalah 13 orang, dan akan dikurangi 3 orang lagi yang masa tugasnya akan
berakhir pada tanggal 25 Mei 2010,

Informasi dari staf NCB Interpol, SD (wawancara tanggal 3 April 2010),
pada pengiriman personel gelombang kelima, terdapat satu orang Polwan yang
tidak dapat diberangkatkan dengan alasan belum memenuhi syarat administrasi
PBB yaitu telah bertugas minimal 5 tahun pada dinas Kepolisian, atas nama
Bripda Anita Mayasari. Sebagaimana Berita Faksimil dari Mr. Andrew Hughes
UN Police Adviser, DPKO/OROLSI/Police Division UN HQ New York, .
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Reference : PolDiv/2270/09 tanggal 2 September 2009 perihal Deployment of
- Police Officers in UNMIS. Salah satu isi suratnya menginformasikan,

«Ms. Mayasari Anita could not be selected because she has less than the
mandatory minimum 5 years of national police experience required, having
Joined in January 2005, Her name can still be resubmitted in January 2010
Jor deployment,

Meskipun demikian, namanya tetap terdaftar dalam stand by” dan akan
diusulkan untvk diberangkatkan setelah masa kerja yang bersangkutan genap 5
tahun. Pihak Set NCB-Interpol Indonesia dan Sdeops Polri selanjutnya melakukan
komunikasi dan korespondensi dengan PTRI di PBB New York untuk
menginformasikan bahwa Bripda Anita (saat ini berpangkat Briptu) telah
mempunyai masa kerja 5 tahun pada bulan Januari 2010 (Set NCB, 2009). Dan
akhirnya, deployment yang bersangkutan turun pada bulan April 2010 ini
(gelombang ke-6).

2 Personel Polri yang telah lulus seleksi UNSAT, dan dipersiapkan untuk penugasan PRB.
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BAB 4
TEMUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui secara jelas kegiatan rekrutmen dan seleksi yang
dilaksanakan oleh Sde SDM Polri, pada bab ini saya akan menguraikan
pelaksanaan rekrutmen dan seleksi personel untuk penugasan misi PBB di Sudan
serta permasalahannya. Uraian ini diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan
dan telaah dokumen.

4.1. Pelaksanaan Rekrumen dan Seleksi Personel Polri untuk Penugasan

Misi PBB di Sudan

Dari latar belakang permasalahan dan mekanisme penugasan sebagaimana
dijelaskan pada bab sebelumnya, maka rekrutmen dan seleksi oleh Sde SDM Polri
dilakukan untuk mencari dan memilih personel sesuai kualifikasi yang diminta
oleh PBB, sehingga dinilai mampu melaksanakan tugas dalam misi perdamaian
dunia. Untuk mengetahui secara detil kegiatan yang dilaksanakan oleh Sde SDM,
maka peneliti menyusun proses rekrutmen dan seleksi secara berurutan,

4.1.1. Rekruimen Personel Polri untuk Penugasan Misi PBB

Kegiatan rekrutmen merupakan {ahap pencarian, penjaringan dan
pengumpulan personel yang berpotensi sesuai dengan persyaratan yang felah
ditentukan, serta mengisi pekerjaan yang ditawarkan, melalui proses seleksi. Pada
tahap ini, Sde SDM Polri selaku rekruter, bertindak sebagai pencari calon yang
akan mengumumkan adanya penawaran pekerjaan disertai persyaratannya. Sesuai
penjelasan mantan Kasubbag Gassus SY, “..pengorganisasian pembagian
tugasnya, SDM Polri yaitu Subbag Gassus bertugas menyiapkan personel melalui
rekrutmen dan seleksi” (wawancara 19 Januari 2010).

Keikutsertaan Polri dalam misi PBB di UNMIS Sudan, dimulai dengan
adanya permintaan dari pihak PBB yang disampaikan kepada kepolisian
indonesia melalui PTRI, tentang kebutuhan terhadap personel kepolisian beserta
persyaratan dan spesifikasi 'kemampuan yang diminta. Sebagaimana hasil
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wawancara dengan mantan Kasubbag Gassus SY pada tanggal 3 Pebruari 2010,

berikut:
-.setelah adanya permintaan dari PBB melalui PTR] untuk mengirimkan
personel sebagai Police advisor, Kapolti akan memerintahkan Sdeops untuk
menyiapkan pengiriman personel pada misi tersebut. Sde SDM merupakan
satker yang ditunjuk untuk merekrut personelnya dengan prinsip satu pintu.
Dasar SDM melakukan rekrutmen adalah adanya surat dari Sdeops kepada
De SDM Kapolri untuk menyiapkan personel Polri, berdasar itulah Subbag

Gassus mencari calon.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mantan Kasubbag Gassus diketahui
satuan kerja yang melaksanakan analisis terhadap pekerjaan yang ditawarkan
bukanlah Sde SDM Polri melainkan Sdeops Polri, dengan pertimbangan
merupakan kewenangannya selaku. penanggung jawab operasi Kepolisian di Iuar
negeri. Sdeops bertugas melakukan analisa dan evaluasi terhadap setiap
penugasan dan pengiriman personel berdasarkan kebutuhan PBB selaku
pengguna, sedangkan Sde SDM hanya berfungsi sebagai penyedia personel saja
melalui rekrutmen dan sefeksi. Sedangkan untuk persyaratan personel yang
diminta sudah jelas tercantum dalam surat dari PBB melalui PTRI (wawancara
tanggal 3 Pebruari 2010).

Dalam proses rekrutmen itu, Robinkar merencanakan darimana dan
bagaimana memperoleh personel yang sesuai dengan persyaratan, serta berapa
jumlah personel dan jenis keahlian yang dibutuhkan untuk assignment yang
ditawarkan, seperti salah satu surat dari PTRI yang diperoleh peneliti yang
menyebutkan bahwa Sudan akan melaksanakan Pemilu, maka personel kepolisian
yang dibutuhkan adalah personel yang memiliki kualifikasi frainer for election.
Tujuannya, polisi PBB yang dikirim dapat memberikan pelatihan kepada polisi
lokal untuk proses terkait, sehingga memberikan kontribusi positif bagi misi dan
masyarakat setempat. Menyikapi permintaan PBB, Indonesia sebagai negara

| partisipan wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PBB. Sebab, apabila
.personel yang dikirim kualifikasinya ternyata tidak sesuai dengan yang
diharapkan, maka akan menghambat kegiatan pada misi itu. -
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Untuk itu, di samping melakukan rekrutmen dan seleksi setelah adanya
petmintaan dari PBB yang disampaikan melalui Sdeops atau NCB, Robinkar juga
mengolah dafa base personel yang pernah bertugas pada misi PBB. Kendati
demikian, penugasan personel pada misi PBB tetap dilakukan melalui proses
rekrutmen dan seleksi. Melalui kegiatan ini, Robinkar berharap akan memperoleh
personel berkompeten dengan hasil yang obyektif dan kompetitif, Hal ini
dikuatkan oleh Kasubbag Gassus BS, “sekarang kita lebih obyektif, gak kayak
yang dulu, ngadep-ngadep gitu kan” (wawancara 22 Maret 2010). Adapun
penunjukkan personel melalui pengolahan data base hanya dilakukan untuk
mengantisipasi adanya permintaan yang mendesak dari pengguna. Sebagaimana
pernyataan Kasubbag Gassus (wawancara 22 Maret 2010) :

Metode pelayanan kita kepada user yaitu NCB dan Rokermaops, dia minta

sekian, cepat, tinggal ambil database. Jadi kita sekarang sudah bentuk

database, mulai dari personel-personel Kontingen Garuda dari jamannya
pak Ito Sumardi sampai sekarang,

Kegiatan rekrutmen yang dilakukan oleh Robinkar terdiri dari beberapa
tahap, meskipun tahapan itu tidak tertulis secara resmi. Tahapannya meliputi
tahap penginformasian, tahap pendafitaran oleh satuan kerja pengirim, dan
pemanggilan untuk melaksanakan seleksi. Sesuai penjelasan Pamin Bag Mutjab,
AW (wawancara 15 Aprii 2010), “._.setelah ada permintaan dari PBB lewat NCB
atau Sdeops, kita keluarkan TR ke wilayah tentang pendaftaran seleksi PBB.
Usulan dari satker, kita panggil untuk seleksi”. '

Hal senada disampaikan oleh Kasubbag Gassus BS (wawancara 22 Maret
2010), “Jadi, kita masih mengacu yang lama, kita menampung, mewarninglah
- satuan-satuan yang mampu menyediakan personel-personel untuk ditugaskan”.
‘Demikian pula penjelasaﬁ mantan Kasubbag Gassus, SY (wawancara 3 Pebruari
2010), “Polri mengirimkan telegtam pencarian calon ke Polda maupun Mabes
Polri, dengan kriteria personel yang telah ditentukan. Telegram tersebut kemudian
ditindaklanjuti oleh satker-satker dengan mengirimkan nama calon”.

Pada tahap penginformasian, berdasarkan surat permintaan PBB melalui
PTRI yang disampaikan kepada Kapolri via NCB-Inferpol atau Deops Kapolri,
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Sde SDM Polri akan melakukan pencarian calon dengan cara menginformasikan
kebutuhan personel untuk penugasan misi PBB ke Satker Kewilayahan dan Mabes
Polri melalui penerbitan Telegram atau Surat Telegram Warning Order (ST WO).
Pengirimannya dilakukan melalui faksimil Senkom Puskomlek Divisi Telematika
Polri. Pada tahap ini diumumkan dan dibuka kesempatan selebar-lebarnya bagi
personel yang berminat untuk mendafiar pada misi PBB. Isi dari Telegram atau
ST itu antara lain meliputi informasi pendaftaran bagi personel yang berminat
mengikuti seleksi sebagai polisi PBB di Sudan, kriteria yang harus dipenuhi oleh
calon, serta batas waktu penyerahan dafiar nama ke Sde SDM Polri untuk
dikompulir.

Tahap selanjutnya adalah tahap paling penting dari proses rekrutmen, yaitn
ditanggapinya permintaan personel oleh Satker Kewilayahan dan Mabes Polri. Di
kewilayahan, Polda menindaklanjuti ST dari Mabes Polri dengan cara
menerbitkan surat maupun Surat Telegram ke Polres maupun subsatker di
jajarannya, yang berisi penawaran tersebut. Isi dari surat jtu sama persis dengan
TR yang dikirimkan oleh Mabes Polri, antara lain meliputi: jenis kegiatan yang
ditawarkan, persyaratan yang ditetapkan, serta batas akhir penerimaan daftar nama
personel yang berminat pada kegiatan itu oleh Polda. Hasil pengamatan peneliti
ke Biro Personel (Ropers) Polda Metro Jaya, staf Ropers mampu menunjukkan
Surat Telegram dari Mabes Polri dan Surat Telegram yang dikeluarkan oleh Poida
ke jajaran (catatan lapangan). Pengumpulan dafiar nama itu pada umumnya lebih
cepat dibandingkan yang harus diterima Mabes Polri. Dengan pertimbangan Polda
harus mengkompulir nama-nama dari berbagai Satker dan Satwil di jajarannya
terlebih dahulu, setelah lengkap barulah diserahkan/dikirimkan ke Mabes Polri
sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

Menurut Staf Ropers Polda Metro Jaya, EA (wawancara 18 Pebruari 2010),
pendaftaran personel pada misi PBB merupakan Wewenang dari Bagian
Pembinaan Karir (Bagbinkar) Ropers Polda, Wewenang pendaftaran ke
Bagbinkar merupakan kebijakan dari pimpinan, karena sebelumnya pernah
dilaksanakan oleh Bagian Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan (Bagbindiklat).
Setelah menerima TR dari Mabes Polri, Ropers Polda segera membuat surat untuk
didistribusikan ke jajaran Polda dan Polres. Prosedurnya adalah calon mendaftar
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melalui Satkernya masing-masing, contoh apabila yang bersangkutan bertugas di
Polres Jakarta Selatan, maka calon mendaftarkan diri di Polres tersebut,
Selanjutnya daftar nama yang personel yang berminat akan dikirimkan ke Ropers
Polda untuk dikompulir,

Menurut EA (wawancara 18 Pebruari 2010) kebijakan untuk tidak
mengirimkan nama calon ke Mabes Polri dapat dilakukan Polda apabila tidak
diijinkan oleh Kasatkernya, misalnya yang ‘bersangkutan dibutuhkan untuk
melaksanakan tugas tertentu. Akan tetapi, apabila sudah ada pemanggilan dari
Mabes Polri, dan yang bersangkutan tetap tidak bersedia untuk mengikuti seleksi,
maka keberatan harus diajukan secara tertulis,

Untuk mengetahui proses penginformasian dan pendaftaran di Polda yang
tidak sebesar Polda Metro Jaya dan lokasinya jauh dari Mabes Polri, peneliti
melakukan wawancara dengan personel dari Polda Gorontalo. Diperoleh
keterangan, proses yang sama juga dilakukan di Polda Gorontalo, di mana Surat
Telegram yang diterima dari Mabes Polri kemudian ditindaklanjuti oleh Polda ke
Polres jajaran, Penjelasan dari Wakapolres Bone Balango, St, (wawancara via
telepon, 8 April 2010), informasi tentang pendaftaran penugasan PBB diterima
oleh Polresnya. Surat Telegram yang diterima adalah terbitan Polda yang isinya
sama dengan Surat Telegram dari Mabes. Sesuai prosedur, Polres
menindakianjutinya kembali dengan menerbitkan Surat Telegram kepada Satuan
dan Polsek di jajaran Polres Bone Balango, yang isinya sama dengan Surat
Telegram dari Polda. Apabila tidak ada peminat dari Satuan di jajaran Polres dan
Polsek, maka akan dilaporkan nihil kepada Polda. Sepanjang ia menjabat sebagai
Wakapolres dari tahun 2009 sampai sekarang, tidak ada persone! di jajaran
Polresnya yang mendaftarkan diri untuk penugasan PBB. .

Setelah Satker Kewilayahan dan Mabes Polri mengirimkan daftar nama
calon yang berminat ke Robinkar Sde SDM Polr, tahap selanjutnya adalah
pemanggilan personel untuk mengikuti tahap seleksi di Mabes Polri. Kegiatan ini
dilaksanakan oleh Subbag Gassus Bag Mutjab yang mempunyai kewenangan di .
bidang penugasan khusus. Pada tahap ini Subbag Gassus menentukan dan
memanggil calon yang memenuhi syarat untuk mengikuti proses seleksi. Personel

yang dipanggil oleh Subbag Gassus adalah nama-nama yang diusulkan Satker
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Kewiléyahan dan Mabes Polri. Berdasarkan keterangan Pamin Subbag Gassus,
AW (wawancara, 15 April 2010), “Subbag Gassus tidak pernah memanggil
personel di luar nama-nama yang diusulkan oleh Satker Mabes Polri maupun
Polda, jarang ada atensi dari pimpinan untuk memanggil personel tertentu”.

Setelah ditentukan daftar nama yang akan mengikuti tahap seleksi, maka
Subbag Gassus akan mengumumkannya dengan menerbitkan Telegram atau Surat
Telegram, yang berisi daftar nama pérsonel yang dipanggil beserta jadwal dan
jenis seleksi yang akan dilaksanakan. Telegram itu didistribusikan ke Polda-polda
dan Satker Mabes Polri yang personé]nya termasuk dalam daftar panggilan.

4.1.2. Mekanisme Seleksi Polri untuk Penugasan PBB di Sudan

Kegiatan seleksi yang dilaksanakan oleh Mabes Polri meliputi seleksi
bahasa Inggris, Psikologi, Kesehatan dan kemampuan komputer. Surat permintaan
seleksi berasal dari Robinkar, sedangkan mekanisme pelaksanaannya diserahkan
sepenuhnya kepada Satker pelaksana seleksi di bawah koordinasi Robinkar. Hasil
' -seleksi dilaporkan kembali kepada Robinkar Sde SDM Polri. Sesuai penjelasan
mantan Kasubbag Gassus, SY (wawancara 3 Pebruari 2010), “..sclanjutnya
Gassus membuat surat permohonan untuk melaksanakan seleksi, yaitu seleksi
bahasa Inggris, Psikologi, Kesehatan, dan Komputer”,

Pola seleksi yang dilaksanakan tidak membedakan personel akan ditugaskan
sebagai apa pada misi PBB itu. Walaupun dalam TR Rekrut disebutkan jenis
penugasannya, namun pada kenyataannya saat proses seleksi tidak ada perbedaan,
baik jenis dan materi tes antara calon akan dikirim sebagai Police Advisor atau
. sebagai tim pendukung FPU yang sebetulnya mempunyai spesifikasi pekerjaan
yang berbeda. Namun, ketika hal ini ditanyakan kepada Kasubbag Gassus, BS
menjelaskan, “....Ya beda, karena penugasannya beda. FPU ikatan pasukan, PA
sendiri-sendiri, tergantung assigment-nya di sana mintanya apa” (wawancara 22
Maret 2010).
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4.1.2.1. Seleksi Bahasa Inggris

Seleksi bahasa Inggris dilaksanakan oleh Sebasa Polri yang terletak di

~ Cipinang Jakarta Timur. Sebasa Polri melaksanakan tes atas permintaan dari

Robinkar Sde SDM Polri. Permintaan ini disampaikan melalui surat permohonan
bantuan seleksi bahasa Inggris sebagai police advisor pada misi perdamaian PBB
di Sudan. Merujuk pada permintaan dalam surat itu, Sebasa Polri menyiapkan
Surat Perintah personel yang ditunjuk sebagai pengawas dan penguji, materi tes,
serta sistem penilaian yang bjasa digunakan untuk penugasan ke luar negeri.
Tidak ada pedoman administrasi yang menjadi dasar dari pelaksanaan seleksi,
hanya merujuk pada permintaan dari Robinkar Sde SDM Polri saja.

Berdasarkan Kep 53 tahun 2002 lampiran “I” tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lemdiklat Polri, memang tidak tercantum tugas dan fungsi Sekolah Bahasa
sebagai penyeleksi dalam kegiatan seleksi personel. Dasar penunjukkan Sebasa
Polri sebagai satker penanggung jawab seleksi pada penugasan PBB atau seleksi
lainnya adalah bahwa Sebasa merupakan Satker penyelenggara pendidikan bahasa
asing di lingkungan Polri, sehingga mempunyai kapabilitas untuk menyeleksi
kemampuan bahasa Inggris personel Polri, baik untuk kepentingan pendidikan
maupun penugasan tertentu. Selain itu, Sebasa Polri mempunyai sarana kelas dan
laboratorium bahasa, serta materi dan metode ujian yang akan menunjang
pelaksanaan seleksi. Demikian pula dengan staf Sebasa Polri terutama Gadik yang
dinilai mempunyai kualifikasi bahasa Inggris lebih, sehingga berkompeten untuk
menyeleksi kemampuan bahasa Inggris personel Polri, baik secara tertulis maupun
lisan/wawancara (diskusi dengan staf Sebasa 8 Maret 2010).

Standar penilaian yang digunakan Sebasa Polri adalah standar yang berlaku
di lembaga pendidikan Polri, yaitu mengacu pada Surat Keputusan Kalemdiklat
Polri No. Pol. : Skep/62/1i/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Pedoman
Penilaian Peserta Pendidikan Polri. Disebutkan bahwa batasan nilai terendah
untuk penilaian intelektual (akademik) adalah 70 (kualifikasi nilai cukup). Nilai
lulus tes minimal untuk peserta didik Bintara 65, dan untuk Perwira 70.
Sedangkan pedoman penilaian untuk seleksi penugasan khusus ke luar negeri
belum ada. Demikian pula untuk penentuan teknik penilaiannya, yang mengacu
pada Peraturan Kalemdiklat Polri Nomor : 06 tahun 2009 tentang Pedoman

Universitas Indonesia

Pola rekrutmen..., Rina Hastuti Vikara Bhakti, Program Pascasarjana Ul, 2010




85

Penilaian Peserta Pendidikan Polri, yang merevisi - Surat keputusan terdahulu.
Disebutkan bahwa “Gadik memilih atau menentukan teknik penilaian yang sesuai
untuk mengukur ketercapaian kompentensi, diantaranya melalui tes lisan
(wawancara), dan tes tertulis”.

Karena yang berwenang menentukan dan memilih teknik penilaian adalah
Gadik, maka Kasebasa mempercayakan tanggung jawab pelaksanaan seleksi
penugasan PBB kepada Gadik. Sebagaimana arahan Kasebasa kepada peneliti saat
melakukan penelitian ke Scbasa Polri, bila ingin mengetahui secara detil
pelaksanaan seleksi dan hasilnya, atau mencari dokumen berkaitan pelaksanaan
seleksi dapat berkoordinasi dengan staf Gadik (catatan lapangan).

Menurut Str (wawancara 8 Maret 2010) metode tes yang digunakan adalah
tes tertulis dan tes wawancara. Jenis tes tertulis menggunakan TOEFL, atau yang
disebut juga PEPT (Police English Proficiency Test), terdiri dari reading
comprehension, listening, dan writing. Materi tes ini mayoritas menyangkut
fungsz kepolisian. Tes tertulis dilaksanakan oleh peserta secara bersama-sama
dalam sebuah ruangan, di mana pengawas yang telah ditunjuk akan memberikan
instruksi tentang cara dan waktu pengexjaannyé. Sedangkan tes wawancara
bersifat perorangan, satu orang  peserta diwawancarai oleh dua orang-
pewawancara. Personel yang dipilih sebagai pewawancara maupun pengawas
adalah staf Sebasa Polri yang memiliki kualifikasi sebagai Gadik/instruktur
bahasa Inggris.

Lebih lanjut Str menjelaskan (wawancara, 8 Maret 2010) sistem penilaian
yang digunakan pada tes tertulis PEPT adalsh berdasarkén kebenaran jawaban
dari peserta, jumlah tersebut kemudian dikonversi menjadi nilai 1-100, Berkaitan
dengan kualitas personel yang melaksanakan seleksi bahasa Inggris, pada
umumnya mempunyai kelemahan di tes tertulis (TOEFL/PEPT). Apabila seorang
calon memperoleh skor 70 untuk PEPT setelah dikonversi, itu merupakan
pertanda bahwa peserta tersebut mempunyai kualifikesi sangat baik dalam
kemampuan bahasa Inggris. Besar kemungkinannya peserta itu akan lulus saat
mengikuti tes PBB (UNSAT).

Hasil konfirmasi dengan mantan pelaksana seleksi, SR (wawancara, 10
Pebruari 2010) dan WS (wawancara,13 April 2010), diperoleh penjelasan bahwa
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materi seleksi Bahasa Inggris tertulis Polri (TOEFL/PEPT) cukup sulit. Ketika SR
membandingkannya dengan materi tes bahasa Inggris seleksi UNSAT, ia
menganggap lebih sulit tes tertulis Polri,

Penilaian pada tes wawancara dilakukan oleh pewawancara. Sifat
penilaiannya bersifat subyektif, sebagaimana diakui oleh staf Sebasa Str
(wawancara, § Maret 2010), “....penilaian pewawancara subyektif tergantung dia
menjawab dengan baik atau tidak. Ada orang yang kurang bagus di vocab tapi dia
bisa menjawab dengan lancar”. Materi tes wawancara meliputi data pribadi,
pengalaman tugas, apa yang dilakukan bila bertugas di daerah, pengetahuan
tentang misi PBB di Sudan, serta motivasi ikut misi PBB. Karena sifat subyektif
inilah standar nilai wawancara yang diberikan tidak lebih dari 80. Nilai yang
diberikan oleh dua orang pewawancara ini kemudian dijumlah dan dibagi dua.
Selanjutnya nilai hasil wawancara digabung dengan nilai PEPT dan dibagi dua.
Batas memenuhi syarat kelulusan adalah nilai 70 untuk Perwira, dan di atas 65
untuk Bintara.

Ketika ditanyakan apakah jenis tes yang digunakan untuk calon Police
advisor sama dengan calon FPU, lebih lanjut Str menjelaskan scharusnya berbeda,
karena seorang Police advisor akan bekerja sendiri tidak seperti FPU yang
berbentuk kompi. Namun pada kenyataannya materi tes yang digunakan sama,
Hanya saja, untuk FPU kemampuan bahasa Inggris lebih ditekankan kepada
Kasatgas dan Wakasatgas, karena merekalah yang akan sering berkomunikasi dan
berkoordinasi dengan unsur-unsur lain dalam misi PBB di Sudan.

Menurut penilaian staf Sebasa (hasil diskusi tanggal 8 Maret 2010), personel
yang dikirim untuk mengikuti seleksi rata-rata mempunyai kemampuan bahasa
Inggris cukup baik, terutama mereka yang sudah pernah bertugas pada misi PBB
atau pernah mengikuti kursus bahasa asing. Sesuai penuturan Str (wawancara, 8
Maret 2010), “... kami mengharapkan calon yang dikirim seleksi minimal sudah
pernah kursus infermediate bahasa Inggris.” |

Anggaran seleksi tidak ada dalam DIPA Sebasa Polri. Anggaran seleksi
meliputi perbanyak materi tes, ATK maupun honor petugas diajukan kepada
Robinkar Sde SDM Polri. Sebasa Polri juga tidak mengetahui kapan adanya

seleksi untuk penugasan. Sesuai penjelasan HS, “... kita seleksi nunggu informasi
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dari Gassus, kalo tidak ada permintaan seleksi, ya kita kembali pada tugas pokok
kita yaitu mengajar. Seleksi itu side Job” (wawancara, 8 Maret 2010).

Materi seleksi dan sistem penilaian seleksi Sebasa Polri berbeda dengan tes
UNSAT oleh PBB. Polri belum dapat menerapkan soal seperti itu. Rn staf Sebasa
Polri (wawancara 8 Maret 2010) menjelaskan bahwa personel dari UNSAT sangat
merahasiakan materi tes yang akan diberikan, “Dia mungguin sendiri waktu
difotokopi, bahkan kalo perlu dia mencet sendiri mesin foto kopinya. Dia takut
ada yang tercecer.”

 Sistem seleksi bahasa Inggris antara Polri dengan UNSAT berbeda. Sistem
seleksi Polri memberi kesempatan peserta untuk mengikuti tes bahasa Inggris
tertulis dan wawancara hingga selesai, selanjutnya nilai dibagi 2. Dengan
pertimbangan, untuk menggali potensi yang ada dari setiap calon, Sescorang
mungkin mempunyai kelemahan di tes tertulis, namun mempunyai kelebihan pada
wawancara, schingga mampu menjawab pertanyaan dan berkomunikasi dengan
lancar. Sedangkan seleksi UNSAT menggunakan sistem gugur. Tes bahasa
Inggris terdiri dari reading comprehension, listening, report writing, dan oral
interview. Hasil diumumkan pada setiap tahap. Apabila calon gagal pada tes
periama reading comprehension, yaitu tidak mampu menjawab dengan benar
minimal 60% pertanyaan yang diberikan, maka ia dinyatakan gugur dan tidak
dapat mengikuti tes berikutnya,

4.1.2.2. Seleksi Psikologi

Seleksi Psikologi terhadap calon Police Advisor pada misi perdamaian PBB
di Sudan dilakukan Biro Psikologi Polri setelah menerima surat permintaan dari
Robinkar Sde SDM Polri. Dalam surat ity dicantumkan daftar nama personel yang
akan diujikan, jadwal waktu dan tempat pelaksanaan tes. Ropsi merupakan Satker
pendukung dalam proses penyiapan personel pada misi PBB. Sesuai penjelasan
Kabag Psipers, AS (wawancara 17 Pebruari 2010) berikut: _
Tugas dari Biro Psikologi adalah melakukan seleksi psikologi, dan
menyerahkan hasilnya kepada Robinka;. Setelah itu tugas Ropsi selesai.
Dapat juga diartikan Ropsi bekerja atas order dari. Robinkar. Apabila tidak
ada permintaan seleksi, maka Ropsi tidak akan melaksanakan seleksi.
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Menanggapi permintaan itu, Karo Psi selanjutnya memerintahkan kepada
Kabag Psipers untuk ‘mempersiapkan. pelaksanaan tes tersebut. Kabag Psipers
merencanakan kegiatan seleksi meliputi: Surat Perintah personel yang akan
bertugas, aspek psikologis yang akan diungkap, instrumen tes yang akan
digunakan, jumlah materi sesuai dengan jiunlah personel yang akan diuji
berdasarkan kepangkatan atau tingkat pendidikan, serta menyusun Rencana
Pelaksanaan (Renlak) kegiatan. Namun berdasarkan -keterangan dari staf Bag
Psipers, SM (wawancara 17 Pebruari 2010) diperoleh penjelasan bahwa
pembuatan Renlak ini tidak rutin dilakukan, tetapi tergantung Kaur-nya (Kepala
Urusan pada Bagpsipers). Ketika meminta contoh Renlak tersebut, hanya
diperoleh Renlak untuk kegiatan Pemeriksaan Psikologi dalam rangka klasifikasi
personel Polri sebagai calon FPU pada misi perdamaian PBB di Darfur Sudan
(UNAMID) tahun 2008. Untuk kegiatan seleksi Police Advisor tidak ditemukan
adanya Renlak (catatan lapangan).

Berdasarkan hasil penelusuran dokumen Rencana Kegiatan (Ren giat) Biro
Psikologi dan wawancara dengan Kabag Psipers, AS, diketahui tidak ada
dukungan anggaran dan materi tes untuk kegiatan seleksi personel PBB, Hal ini
disebabkan kegiatan seleksi PBB hanya bersifat insidentil. Untuk itu, dukungan
materi tes dibebankan pada cetsk rutin Biro Psikologi Polri. Apabila ada
penggantian anggaran atau honor petugas, maka akan diperoleh dari Robinkar
selaku koordinator. :

Adapun landasan pemikiran tujuan dilakukan pemeriksaan psikologi adalah
sebagai prediksi apakah yang bersangkutan akan mampu melaksanakan tugas
pada misi PBB atau tidak. Sebagaimana dijelaskan oleh Kabag Psipers, AS,
(wawancara 17 Pebruari 2010) berikut:

Saya melihatnya sebagai penjabaran kondisi seseorang. Apakah orang itu

bisa memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas, berhasil atau gagal.

Apalagi orang itu akan bekerja di negara lain yang berbeda dan jauh dari

keluarga. Nanti aspek-aspek itu akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas.
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Merujuk pada psikogram yang diberikan oleh staf Bagpsipers diketahui
aspek psikologi sebagai komponen psikologi yang ditetapkan sebagai persyaratan
psikologi bagi personel Polri yang akan ditugaskan pada misi perdamaian PBB,
antara lain meliputi Kecerdasan umum, Analisa sintesa/antisipasi sosial,
Kemampuan verbal/kerjasama, Pengendalian diri, Penyesuaian diri, Kerjasama,
Stabilitas Emosi, Ketekunan dan Daya tahan Kerja, Motivasi kerja (hasrat
berprestasi). Dari kesembilan aspek tersebut, bobot nilai yang besar serta lebih
diperhitungkan adalah Stabilitas Emosi, Ketekunan dan daya tahan kerja, serta
Motivasi Kerja (hasrat berprestasi). Guna mengungkap aspek tersebut, digunakan
instrumen tes yaitu item tes atau batere tes psikologi yang berfungsi sebagai alat
ukur untuk mengetahui potensi kecerdasan, sikap kerja dan kepribadian
seseorang,

Tidak ada perbedaan antara aspek psikologi dan instrumen tes yang
digunakan antara seleksi untuk Police advisor dan juga untuk pasukan FPU.
Namun Ropsi berusaha menterjemahkan permintaan tersebut dengan berdasar
pada job description seotang polisi PBB. Memujuk pada salah satu surat
permintaan seleksi psikologi dari Robinkar Polri, tidak ada ketentuan aspek yang
harus dinilai. Dalam surat tersebut hanya mengajukan permohonan untuk
melaksanakan tes/seleksi psikologi tethadap anggota Polri yang akan ditugaskan
pada misi PBB. Namun berdasarkan data dari Robinkar, diketahui permintaan
seleksi itu untuk penugasan sebagai Police advisor pada misi UNMIS.

Hasil penelusuran dokumen, Ropsi tidak mempunyai pedoman administrasi
untuk melaksanakan seleksi PBB. Dari berbagai Peraturan Kepolisian dan
Pedoman Administrasi tentang Seleksi psikologi bagi personel Polri yang
diterbitkan oleh Ropsi, tidak ada satupun yang mengatur tentang pemeriksaan
psikologi bagi personel Polri yang akan ditugaskan pada misi PBB ataupun
penugasan khusus. Menurut RW 7(wawancara 17 Pebruari 2010), pada waktu
penyusunan Pedoman administrasi itu, Ropsi telah mengundang para pembina
fungsi, namun belum termasuk pembahasan tentang pedoman seleksi untuk

penugasan khusus, Lebih lanjut RW menjelaskan, penugasan khusus termasuk
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dalam kegiatan klasifikasi psikologi.® Akan tetapi, karena belum ada
pedomannya, maka penentuan aspek yang akan dinilai, instrumen tes dan sistem
penilaiannya menjadi wewenang dari Psikolog atau mengacu pada seleksi-seleksi
terdahulu,

Untuk seleksi penugasan PBB, hasil seleksi psikologi diserahkan oleh Ropsi
kepada Robinkar dalam bentuk rekapitulasi hasil pemeriksaan psikologi, berikut
nilai (B, C, K1, K2) 'dengan keterangan : memenuhi syarat (MS) atau tidak
memenuhi syarat (TMS). Ropsi tidek mengetahui bagaimana pengaruh hasil
pemeriksaan psikologi itu terhadap kelulusan calon; sebab hal itu merupakan
kewenangan dari Robinkar. Ini merupakan salah satu keluhan yang disampaikan
oleh Kabag Psipers (wawancara 17 Pebruari 2010) yaitu tidak adanya laporan
berkaitan dengan hasil seleksi secara keseluruhan, siapa yang akhirnya dinyatakan
lulus di tingkat Polri dan seleksi PBB. Berikut kutipan wawancaranya:

Saya tidak mengikuti perkembangan setelah tes psi dilaksanakan, tidak tahu

siapa yang berangkat, atau setelah kepulangan ada evaluasi atau tidak.

Seandainya ada suatu evaluasi atau sarana bagaimana, karena psi

merupakan bagian dari seleksi, bisa juga dapat masukan sehingga kita bisa

ada perbaikan atan penambahan. Juga tidak pernah ada laporan atau .

komplain, sehingga selama ini tidak ada feedback kepada kami. Laporan

dari personel (Robinkar) tidak ada, laporan dari user tidak ada. Padahal itu
bisa untuk perbaiki diri.

4.1.2.3. Seleksi Kesehatan

Sesﬁai dengan kedudukan dan peranannya selaku pembina fungsi di bidang
kedokteran dan kesehatan di lingkungan Polri, satuan kerja yang berwenang
melaksanakan pemeriksaan kesehatan adalah Pusdokkes Polri. Pelaksanaan tes
kesehatan terhadap personel Polri yang akan bertugas pada misi perdamaian PBB
dilakukan oleh Pusdokkes Polri setelah adanya surat permintaan dari Robinkar |
Sde SDM Polri. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dipercayakan kepada

¥ Kiasifikasi Psikologi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, dan
- evaluasi data psikologik untuk melihat kesesuaian antara aspek psikologi dengan persyaratan
tugas.
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Bidkesmapta yang membawahi pemeriksaan kesehatan dan kesamaptaan personel
Polri. Pemeriksaan kesehatannya bertempat di Pusdokkes Polri.

Berdasarkan hasil penelitian dokumen dan pengamatan pada pelaksanaan
seleksi penugasan PBB, Pusdokkes merupakan satu-satunya satuan kerja yang
mempunyai pedoman administrasi penyelenggaraan seleksi bagi personel Pclri
untuk kegiatan penugasan. Pedoman Pusdokkes untuk melaksanakan tes
kesehatan adalah Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/79/11/2008 tanggal 28
Pebruari 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Kesehatan Untuk
Pendidikan/Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pedoman
ini bertujuan agar pemeriksaan kesehatan terlaksana secara tepat dan obyektif,
serta sesuai dengan standarisasi pada tata cara persyaratan, pemeriksaan dan
penilaian. Untuk itu dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan, Pusdokkes Polri
berdasar pada asas-asas Sumpah Dokter, etika medis, bersih, transparan,
akuntabel dan humanis, serta berdasar pada kewenangan.

Twjuan diadakannya tes kesehatan ini adalah untuk mendapatkan calon yang
sehat dan samapta, serta mampu melaksanakan tugas secara profesional, bersih
dan bermoral. Adapun jenis pemeriksaan keschatan yang dilaksanakan oleh
Pusdokkes Polri untuk penugasan PBB menggunakan pemeriksaan intensif II
plus, ditambahkan beberapa item. Sesuai penjelasan Kasubbid Rikkes, KU,
(wawancara tanggal 17 Maret 2010) berikut:

Yang diperiksa adalah semuanya, sama seperti Selapa atau Sespim, Intensif

Il plus. Plusnya ini kalau ke luar negeri harus lebih banyak, karena dari PBB

ada permintaan bahwa personel yang akan dikirim itu bebas HIV, bebas

Narkoba, bebas malaria. Jadi dari PBB minta yang dikirim harus dalam

keadaaan sehat, kalau tidak sehat dia juga tidak man.

Pada seat peneliti ingin mengetahui jenis tes apa saja yang dilaksanakan
oleh peserta, staf Pusdokkes memberikan selembar kertas kontrol yang berisi
daftar tes yang akan dijalani oleh peserta, antara lain:

a. Laboratorium (urine lengkap, darah rutin, kimia darah, ditambah tes

kehamilan untuk wanita); |

b. TB/BB dan komposisi tubuh;
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EKG (elektrokardiografi);
Mata;

Rontgen dada;

Fisik (Pria/Wanita);
Tensi dan nadi;

Gigi dan mulut;
Kesehatan Jiwa.

2 e

B oo

el
-

Hasil dari pemeriksaan kesehatan tersebut akan diperoleh Status kesehataﬁ
(disingkat Stakes), yaitu suatu tingkatan kondisi keschatan seseorang yang
mengggambarkan keadaan kesehatan yang bersangkutan pada saat dilakukan
pemeriksaan kesehatan. Tingkatan itu terdiri dari:

a. Stakes 1 = (B), maksudnya tidak ada kelainan atau penyakit sama sekali
atau kalau ada kelainan tersebut adalah sangat ringan atau tidak berarti,
sehingga memenuhi persyaratan medis sebagai anggota Polri.

b. Stakes 2 = (C), yaitu mempunyai kelainan atau penyakit yang ringan
yang tidak mengganggu fungsi tubuh keseluruhan sehingga masih
memenuhi persyaratan medis untuk mengikuti penugasan Polri.

¢. Stakes 3 = (K1), yaitu mempunyai kelainan yang akan mempengaruhi
fungsi tubuh keselurchan akan tetapi masih dapat melakukan tugas-
tugas kepolisian yang terbatas, sesuai dengan kelainan atau penyakitnya.

d. Stakes 3p = (K2), yaitu mempunyai kelainan atau penyakit berat yang
akan mengganggu fungsi tubuh secara keseluruhan dan memerlukan
perawatan dan atau pengobatan, sehingga tidak memenuhi petsyaratan
kesehatan minimal untuk mengikuti penugasan Polri.

Hasil pengamatan terhadap kegiatan pemeriksaan kesehatan tanggal 17
Maret 2010 bagi personel stand by force yang akan berangkat sebagai police
advisor pada misi PBB ke Sudan (UNMIS), semua item di atas memang
dilaksanakan. Pemeriksaan keschatan dilaksanakan di Satuan Kesehatan (Satkes)
Pusdokkes Polri. Sedangkan untuk mengontrol tes mana saja yang sudah atau
belum dilaksanakan oleh peserta, Pusdokkes memberikan lembar kontrol kepada
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peserta yang harus diparaf oleh dokter atan petugas pemeriksa. Sesuai penjelasan
Kasubbid Rikkes (wawancara 17 Maret 2010), “Untuk kontrol peserta, kita lihat
dari paraf, sudah diperiksa atau belum, mana yang belum dilaksanakan.” Ketika
ditanyakan obyektifitas hasil pemeriksaan kesehatannya, lebih lanjut Kasubbid
Rikkes menjelaskan, “Kalau hasil lab, semua prin, keluarnya prin-prinan, alatnya
otomatis. Tinggal masukkan nomor dan kodenya. Tensi juga diprin, jadi ada
barang buktinya. Kita percaya saja.”

Hasil pemeriksaan kesehatan dilaporkan kepada Robinkar Sde SDM Poli
sebaga1 pihak yang mengajukan permohonan pemeriksaan, Bentuk laporannya
sesuai penjelasan Kasubbid Rikkes (wawancara 17 Maret 2010) adalah “...B, C,
K1, K2, Alasan kenapa tidak lulus dan gagal dimana, tidak dicantumkan. Kalau
peserta nanya, baru kita beritshukan. Rahasia, etika medis, jadi tidak disebar-
sebarin....” Demikian pula ketika peneliti ingin melihat hasil pemeriksaan
kesehatan peserta penugasan PBB, hanya diijinkan untuk melihat sejenak dan
tidak diperbolehkan membuat salinan.

Berkaitan dengan hasil pemeriksaan personel untuk penugasan PBB, ia
menjelaskan bahwa kondisi kesehatan peserta rata-rata baik. Kecuali terdapat
kondisi fisik khusus atau apabila test dilaksanakan mendadak, maka hasil tes
kemungkinan buruk. Sesuai hasil wawancara berikut:

Jarang yang kesehatannya tidak bagus, dulu pemah. Dia Brimob, matanya

kena tembak, mungkin temannya kasihan jadi diajak, tapi ya gak boleh.

Kemudian untuk tes lab, kalo dadak-dadakan va jelek. Kita seleksi, hasilnya

jelek, jadi K2. Misalnya kolesterol 300, ya gak lulus. (wawancara 17 Maret

2010)

Lebih lanjut KU menjelaskan bahwa Pusdokkes Polri tidak mengetahui
siapa yang akhimya lulus dan diberangkatkan pada misi perdamaian PBB, sebab
itu merupakan kewenangan Robinkar Sde SDM Pori. Pusdokkes juga tidak
pernah menerima laporan atau keluhan kondisi kesehatan personel selama
bertugas di sana. Sedangkan untuk evaluasi kesehatan, atas permintaan Sdeops
Polri dilaksanakan pemeriksaan kesehatan ulang kepada persone! setelah pulang
dari misi PBB, yang tujuannya mengetahui kondisi kesehatan yang bersangkutan
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serta untuk mencegah atau mengobati apabila terjangkit penyakit menular
(wawancara 17 Maret 2010).

4.1.2.4, Seleksi Kemampuan Komputer

Kewenangan umtuk melaksanakan- seleksi komputer adalah Pusinfolahta
Divisi Telematika Polri. Pelaksanaan seleksi bertempat di Pusinfolahta Polri. Sifat
seleksi menunggu permintaan dari Robinkar. Prosedurnya adalah Robinkar
mengirimkan surat permohonan kepada Kapusinfolahta Polri untuk melaksanakan
seleksi kemampuan mengoperasikan komputer bagi calon personel yang akan
dikirim pada misi perdamaian PBB di Sudan. Penentuan aspek yang dinilai serta
jenis tesnya diserahkan sepenuhnya kepada Pusinfolahta Polri.

Pedoman administrasi untuk pelaksanaan seleksi kemampuan komputer bagi
police advisor tidak ada. Untuk kegiatan seleksi, Pusinfolahta membuat suatu
rencana kegiatan. Peneliti tidak memperoleh Rencana kegiatan untuk seleksi-
Police Advisor, namun mengacu pada Rencana kegiatan uji kompetensi Bidang -
Komputer dan akses Infernet bagi peserta calon Satgas FPU I (Surat
Kapusinfolahta Polri No. Pol.: B/430/X/2008/Pusinfo tanggal 31 Okfober 2008), :

 diketahui bahwa materi ujian meliputi:

a. MS-Word: untuk mengetahui kemampuan peserta dalam mengetik di
komputer, yang berguna bagi peserta dalam membuat surat atau
dokumen administrasi lainnya.

b. MS-Powerpoint: untuk mengetahui kemampuan peserta dalam membuat
bahan presentasi, yang berguna bagi peserta dalam mempresentasikan
alur pikir proposal atau laporan. ‘

c. Internet: untuk mengetahui kemampuan dan pengetahuan peserta
terhadap kemajuan teknologi informasi dalam jaringan global dan
penggunaan e-mail serta berguna untuk mencari referensi dan berita.

Setelah menerima permintaan seleksi kemampuan mengoperasikan
komputer, tahap berikutnya adalah melakukan perencanaan seleksi dengan
langkah-langkah sebagai berikut:
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a. Penyusunan mater ujian,

b. Pembuatan Surat Perintah Pembentukan Tim Uji Kompetensi Komputer,

C. Penyiapan tempat tes, yaitu Laboratorium komputer Pusinfolahta Polri,
dengan melakukan pemeriksaan kesiapan unit komputer yang akan
- digunakan,

d. Penyiapan tata cara penilaian, agar tim penguji dapat memberikan
penilaian secara obyektif,

€. Penyiapan administrasi umum, meliputi absensi, blanko isjan daftar
nilai, dan sebagainya,

YS staf Pu§infolahta (wawancara, 5 Maret 2010) menjelaskan tidak ada
perbedaan pada materi tes dan aspek yang dinilai antara seleksi antuk police
advisor deﬁgan FPU. Metode penilaian terhadap hasil seleksi dilakukan dengan
cara memeriksa dan zhenilai hasil pekerjaan peserta Ujian secara langsung pada
saat peserta sedang melaksanakan perintah mengerjakan soal dan setelah selesai
mengetjakan soal. Cara penilaiannya, membandingkan antara soal yang disiapkan
dengan hasil peketjaannya, dengan nilai yang telah distandarkan. Materi ujian
yang diberikan berbeda/bervariasi untuk setiap gelombang,

Pembuatan soal diserahkan sepenuhnya kepada Pusinfolahta Polri, Seperti
penjelasan YS, (wawancara 5 Maret 2010) “proses seleksi, saya yang membuat
soal-soalnya.” Berkaitan déngan kemampuan peserta ujian, lebik lanjut YS
menyatakan sebagai berikut: '

Banyak peserta yang kurang bisa MS-powerpoint. Saat dicoba MS-Office

2007 juga banyak yang tidak bisa. Kalau Bintara atay tulusan Akpol bary,

bagus. Kalay yang sudah senior kurang, kecuali yang bidang tugasnya

sering menggunakan komputer.

Hasil pengamatan terhadap Kkapasitas ruang kelas yaitu laboratorium
komputer Pusinfolahta menampung 40 orang, namun untuk kenyamanan peserta
Ujian setiap gelombang hanya terdiri darj 20 orang, Waktu pelaksanaan ujian
adalah 1 jam, terdiri dari 45 menit untuk MS-word dan powerpoint, dan 15 menit
untuk internet. Sedangkan kendala yang sering dihadapi dalam proses seleksi
adalah pada alat/jaringan internet. Saat pelaksanaan tes internet karena dilakukan
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secara bersama-sama download file menjadi lambat. Akhimya waktu
diperpanjang, dari semula hanya 15 menit.

Pada pelaksanaan seleksi komputer tidak seluruhnya peserta hadir, seperti
pada seleksi Police Advisor yang dilakukan pada tahun 2009, dari 100 calon
peserta yang dipanggil untuk mengikuti seleksi, hadir 88 orang (Nota Dinas
Kapusinfolahta Polri kepada Karo Binkar Polri No. Pol. : B/ND-
391/X1/2009/Pusinfo tentang Lampiran Hasil Uji Kompetensi bidang Komputer
seleksi personel Polri sebagai calon Police Advisor pada misi PBB di Sudan).
Terhadap peserta yang tidak hadir nilai dikosongkan, hasil dikirimkan kepada
Robinkar apa adanya. Hasil yang dikirimkan kepada Robinkar bukan berupa lulus
atau tidak lulus, hanya berupa nilai saja. Nilai di bawah 60 termasuk dalam
kategori kurang, sedangkan nilai tertinggi adalah 85.

Sistem penilaian tidak bisa lepas dari subyektifitas pengaWas sekaligus
penilai (hasil wawancara dengan YS, 5 Maret 2010). Selanjutnya YS
menjelaskan, “...untuk word, bila ada kesalahan tidak sesuai soal yang diminta,
nilai dikurangi 5, kalau ada yang kurang, nilai dikurangi lagi, jadi subyektif.
Kalau sama persis dengan soal, nilainya sempurna 857,

Metode penilaian ini disusun oleh Pusinfolahta sendiri, dan berlaku bukan
hanya untuk seleksi personel PBB saja tetapi juga untuk seleksi uji kompetensi
bagi calon peserta pendidikan pengembangan Polri (Selapa, Sespim, Sespati),
serta penugasan lainnya, tidak ada perbedaan sistem penilaian (wawancara dengan
YS, 5 Maret 2010). Metode evaluasi kemampuan operasionalisasi komputer dan
internet ditentukan sebagai berikut:

a. Nilai <60 = kurang, dengan tingkatan (gradasi) kemampuan antara lain
belum dapat menggunakan program aplikasi MS-Word dan internet,
namun sudah mempunyai kemampuan dasar menggunakan/
mengoperasionalkan komputer (open, save, close), seria mempunyai
kemampuan dasar menggunakan komputer dan beberapa fitur sederhana
(variasi form, copy, paste, text box, autosave, serta buka infernet
explorer).

- b. Nilai 60-70 = cukup, dengan tingkatan (gradasi) kemampuan antara lain

mempunyai kemampuan dasar menggunakan komputer dan cukup
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banyak menggunakan fitur-fitur dalam program aplikasi, mampu menata
(setting) lembar kerja dan tampilan serta terbiasa dengan fitur-fitur yang
tersedia, serta telah banyak menggunakan fitur-fitur dalam program
aplikasi dan secara mudah (terbiasa) menjelajah internet.

¢. Nilai 71-85 = baik, dengan tingkatan (gradasi) kemampuan antara lain
mampu secara mudah dan cepat menggunakan program MS-word dan
internet dengan hasil baik, serta mampu menggunakan fitur-fitur
advanced dengan mudah, rapi, cepat dan dengan hasil yang baik,

Pusinfolahta Polri tidak mengetahui siapa saja yang akhirnya dinyatakan
lulus pada seleksi di tingkat Polri, karena itu merupakan kewenangan dari
Robinkar Sde SDM Polri. Kegiatan seleksi komputei‘ tidak didukung oleh DIPA
Pusinfolahta. Dukungan dana bagi kepetluan seleksi dan honor tim seleksi
diajukan kepada Robinkar Polr.

4.1.3. Penentuan Hasil Seleksi

Penentuan kelulusan pada seleksi di tingkat Polri dilakukan oleh Sde SDM
Polri berdasarkan pada hasil seleksi yang diserahkan oleh masing-masing Satker
pelaksana seleksi. Mekanismenya, nilai dirckapitulasi dan disusun peringkatnya
oleh Robinkar cq. Subbag Gassus. Kriteria kelulusan yang digunakan oleh Sde
SDM Polri, pertama adalah petsonel yang memperoleh nilai tinggi pada bahasa
Inggris, sebagai syarat utama penugasan ke luar negeri, diikuti hasil seleksi
psikologi, keschatan, dan terakhir kemampuan mengoperasikan komputer,

Dalam penentuan kelulusan untuk memenuhi kriteria penugasan PBB salah
satu kendalanya adalah faktor kemampuan Bahasa Inggris. Seperti yang
disampaikan oleh mantan Kasubbag Gassus, SY, (wawancara, 3 Pebruari 2010)
bahwa akhimya yang diutamakan adalah mempunyai kemampuan Bahasa Inggris
duly, sedangkan permintaan kualifikasi lainnya misal sebagai trainer fungsi serse,
latu lintas, bersifat menyesuaikan. Berikut kutipan wawancaranya:

Kompetensi personel yang tetjaring belum mencapai kemampuan yang

optimal sesuai permintaan, tapi berusaha untuk memenuhi Syarat yang

ditentukan. Kemampuan personel kurang pada bahasa Inggris. Sedangkan
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untuk pelaksanaan tugas, personel Polri semua bisa, kita dididik seperti itu.
Hingpa saat ini, baik Police Advisor maupun FPU belum ada komplain
terhadap kinerja mereka di sana, karena yang dikirim adalah personel yang
terbaik.

Penentuan psikologi sebagai aspek kedua kelulusan seorang calon
didasarkan pada pertimbangan bahwa personel akan bertugas jauh dari keluarga
dengan kondisi alam yang berbeda dengan Indonesia sehingga harus memiliki
kesiapan mental yang baik. Akan tetapi, berdasarkan dokumen hasil pemeriksaan
psikologi calon police advisor tahun 2008 yang berhasil diperoleh peneliti, ada 5
nama yang dinyatakan tidak memenuhi syarat psikologi (TMS / K1 ). Dari 5 orang
itu, sebanyak 2 orang telah berangkat pada misi UNMIS dan 3 orang lainnya
masih stand by. Setelah ditelusuri lebih jauh lagi, diketahui bahwa mereka adalah
peserta yang tidak melalui seleksi Polri, tetapi langsung dipanggil untuk tes
UNSAT dan dinyatakan lulus. Tes psikologi dilaksanakan sebagai pelengkap |
prosedur tes di tingkat Polri, sehingga hasil tes psi itu tidak berpengaruh karena
mereka telah dinyatakan lulus oiech PBB. -

Satuan kerja pelaksana seleksi (Ropsi, Pusdokkes, Sebasa dan Pusinfolahta)
tidak mengetahui sejauhmana peran hasil seleksi yang telah dilakukan terhadap
kelulusan calon. Seperti yang disampaikan oleh Kasubbag Psipers, AS
{wawancara 17 Pebruari 2010),

Narmpakaya yang dinyatakan berangkat atau tidak, dari hasil akumulatif

Setelah nilai psikologi diserahkan, kita sudah tidak tahu tindaklanjutnya.

Setelah nilai dikirim ya selesai. Psikologi hanya berperan itu saja. Apakah

yang bersangkutan berangkat atau tidak saya tidak tahu.

Demikian pula dengan YS dari Pusinfolahta (wawancara 5 Maret 2010)
menyatakan,” Infolahta tidak pernah menyatakan lulus/tidak lulus, nanti atas
(Binkar) yang akan menentukan. Digabung dengan nilai seleksi lainnya”. ‘Hal
senada disampaikan oleh KU dari Pusdokkes (wawancara 17 Maret 2010),
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Kita tidak evaluasi sampai situ, kadang siapa yang berangkat kita juga tidak
tahu. Kita tidak terlalu mengikuti. Fungsi kita di bidang kesehatan, ya tes
kesehatan aja. Kadang gak tau siapa aja yang berangkat”.

Pada seleksi PBB tahun 2009, Polri hanya meluluskan 29 orang dari 100
orang yang mengikuti seleksi. Salah Seorang peserta seleksi, HS mengusulkan
sebaiknya Polri membuka kesempatan sebesar-besarnya untuk mengikuti seleksi
UNSAT, katena pada saat diseleksi oleh PBB akan ada personel yang tidak lulus.
Apabila Polri hanya menyiapkan personel sedikit, maka semakin sedikit pula
personel yang Iulus setelah diseleksi oleh UNSAT. Berikut ini kutipan
pernyataannya : \

Kenapa yang diluluskan oleh Polri hanya 29 orang? Seharusnya sebanyak-

banyaknya saja, karena saat diseleksi PBB pasti banyak yang tidak Iulus.

Kalau dilulusin Polri saja 29, bagaimana nanti setelah diseleksi PBB?

(wawancara 8 Maret 2010)

Ketika masalah ini dikonfirmasikan kepada Kassubbag Gassus, BS, ‘dan
peneliti menanyakan mengapa hasil seleksi tahun 2009 hanya lulus sebanyak 29
orang, Ia menjelaskan bahwa mayoritas calon peserta tidak Iulus karena faktor
bahasa Inggris. Saat ini Polri semakin ketat dalam melakukan seleksi.
Pertimbangannya, karena peserta akan dites langsung oleh PBB. Akan sangat
memalukan apabila calon yang diluluskan ternyata tidak memenuhi kualifikasi
bahasa Inggris seperti yang diminta oleh PBB (wawancara 22 Maret 2010).

Untuk mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Sde SDM Polr
berencana untuk menginformasikan hasil tes itu kepada para Kasatker yang
personelnya mengikuti seleksi. Sesuai hasil wawancara berikut :

Kebijakan dari pak Deputi yang sekarang, untuk penugasan ke luar negeri,

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kami rencananya akan

mengirimkan hasil seleksi ke kasatkernya. Bahwa misalnya Esti gugur di

bahasa Inggris dengan nilai 6,3. Kita kirim. Si Retno, bahasa Inggris 5,2.

Kita kirim. Walaupun tes psikologinya lulus. Tapi persyaratan bahasa

Inggris gagal. Sehingga yang bersangkutan tahu dan komandannya tahu
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juga. Oh dia nilai bahasa Inggris segini, ngomongnya bisa bahasa Inggris,
tapi ternyata nilainya cuma 5,2, jadi gitu mbak. Jadi supaya jangan, akhirnya
seolah-olah dia-nya pintar bahasa Inggris, tapi kan enggak. Lagipula yang
menilai kan bukan saya, tapi orang Sebasa (wawancara dengan Kasubbag
Gassus, BS, 22 Maret 2010).

Berkaitan dengan penentuan hasil seleksi, mantan Kasubbag Gassus, SY
menjelaskan (wawancara 3 Pebruari 2010), “Selama ini laporan hasil seleksi
selalu obyektif, sesuai ranking dan transparan, sehingga pimpinan menyetujui”.
Penentuan kelulusan personel untuk penugasan PBB sebagai police advisor tidak
dilakukan melalui Rapat Dewan Pertimbangan Karir (wanjak). Kebijakan dari
pimpinan adalah berdasarkan ranking kelulusan, selanjutnya hasil dilaporkan
kepada De SDM Kapolri. Hasil seleksi tidak diumumkan, aken tetapi langsung
dilaporkan kepada Deops Kapolri dan Set NCB-Interpol untuk diteraskan kepada
PTRI pada PBB New York, scbagai daftar personel yang berhak mengikuti tes
selanjutnya, yaitu tes UNSAT oleh PBB (wawancara dengan Kasubbag Gassus
tanggal 22 Maret 2010 dan Pamin Gassus tanggal 15 April 2010).

4.1.4. Seleksi UNSAT

Seleksi UNSAT sebagai police advisor pada misi UNMIS baru
dilaksanakan satu kali di Indonesia, yaitu pada tahun 2008. Untuk pemanggilan
seleksinya, Robinkar memanggil sesuai dengan daftar nama personel yang
dinyatakan lulus dalam seleksi Polri. Sedangkan pemanggilan personel di luar
daftar itu, ada dasar tertulisnya (wawancara dengan AW 15 April 2010). Seleksi
UNSAT ini merupakan salah satu penentu apakah seorang calon memenuhi syarat
untuk bertugas pada misi tersebut atau tidak. .

Penelitian dokumen terhadap Surat Telegram pemanggilan seleksi
menunjukkan dari 122 orang yang dipanggil seleksi UNSAT, tidak semuanya
merupakan personel yang dinyatakan lulus pada seleksi internal Polri tahun 2008,
akan tetapi melalui pengusulan Set NCB-Interpol guna memenuhi kuota seleksi
UNSAT dengan memilih personel yang dinilai kompeten. Hasil wawancara
dengan SD, (22 Maret 2010) sebagai berikut:
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“...memang ada beberapa yang tidak melalui seleksi Polri karena waktu itu
PBB minta standar 100 orang, tapi dari Mabes personelnya kurang,
Akhirnya waktu itu kita mencari orang-orang yang Kkita nilai mampu. Dj
NCB kan ada data personelnya. Kita hubungi dan tawari, ternyata mau.
Termasuk pak ER. Bang AS juga atas rekomendasi pak ER, dulu kan dia
disini. Dia yang cari-cari. Kita bingung juga siapa lagi nih orang-orang yang
mampu, untuk memenuhi kuota. Tapi selain itu mereka juga pengen ikut,
punya kemauan juga. Dan ternyata, yang banyak lulus UNSAT adalah orang
yang belum seleksi itn.”

Materi tes UNSAT secara berurutan adalah Bahasa Inggris, meliputi
reading comprehension, listening, report writing, dan oral interview, selanjutnya
tes mengemudi, dan terakhir menembak. Sistem seleksi yang diterapkan adalah
sistem gugur. Apabila calon tidak dapat menyelesaikan satu materi seleksi,
misalnya reading comprehension, minimal 60 % dari soal yang diberikan, maka ia
dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti tes berikutnya,

Hasil seleksinya adalah 11 orang dinyatakan gugur pada tes Reading
comprehension, Listening 7 orang, Report Writing 26 orang, dan Oral Interview 2
orang, Sehingga, pada akhir tes bahasa Inggris sebanyak 49 orang dinyatakan
gugur dan 50 orang memenuhi syarat. Sedangkan untuk tes mengemudi (kemudi
kiri jeep 4 x 4) dan menembak, peserta tidak ada yang gugur. Akan tetapi,
penelitian dokumen hasil seleksi UNSAT yang diperoleh peneliti dari Set NCB,
menunjukkan sebanyak 8 orang gagal pada tes menembak (polisi laki-laki 3 orang
dan Polwan S orang), namun yang bersangkutan tetap dinyatakan lulus seleksi
UNSAT. Dengan demikian, personel yang dinyatakan Iulus seleksi UNSAT dan |
siap untuk ditugaskan berjumlah 50 orang. Dari 50 orang itu, sebanyak 24
personel telah ditugaskan sebagai police advisor pada misi UNMIS secara
bertahap, sedangkan sisanya masih menunggu tes wawancara via telepon dan
persetujuan penugasan dari PBB,
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4.2. Permasalahan pada Rekrutmen dan Seleksi Polri

Berdasarkan uraian di atas dan juga bab 3, nampeknya ada permasalahan
pada pelaksanaan rekrutmen dan seleksi internal Polri, serta seleksi UNSAT pada
tahun 2008 itu.

4.2.1. Dasar Rekrutmen dan seleksi

Permasalahan pada rekrutmen dimulai dengan dasar kebijakan yang kurang
mengakomodir prosedur yang mengatur rekrutmen dan seleksi PBR, Pedoman
yang dimiliki Sde SDM yaitu Skep 991/XI1/2004 tanggal 29 Desember 2004
hanya menyebutkan bahwa calon harus hilus seleksi yang diadakan oleh pejabat
pembina fungsi, atau memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh
penyelenggara. Dalam Skep ini, persyaratan yang ditetapkan bagi personel Polri
untuk penugasan di luar organisasi Polri, juga bersifat umum dan cenderung untuk
penugasan persyaratan untuk penugasan pada Departemen/instansi sipil. Tidak
disebutkan persyaratan baku atau khusus untuk penugasan PBB. Sehingga
persyaratan personel untuk penugasan pada misi perdamaian dunia merujuk pada
kriteria yang ditetapkan oleh) PBB.

Pedoman lainnya yaitu Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/4/1/2005 tanggal
27 Januari 2005 tentang Pedoman Administrasi Perjalanan ke Luar Negeri di
Lingkungan Polri, yang diterbitkan oleh Deops Kapolri, pada huruf ¢ tentang
prosedur ke luar negeri untuk tugas PBB, terdapat point yang tidak sesuai dengan
pelaksanaan di lapangan, yaitu proses pemilihan/seleksi dilaksanakan oleh Biro
Dalpers Polri, scharusnya adalah Biro Binkar Polri. Hal ini sesuai dengan
Organisasi dan Tata Cara Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Mabes Polri
berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/9/1/2004 tanggal 30 Januari 2004,
bahwa penugasan khusus di luar organisasi Polri, baik di dalam maupun luar
negeri, pada satuan kerja Sde SDM Polri dilaksanakan oleh Robinkar Polri ¢.q
Subbag Gassus Bag Mutjab. Adapun fungsi Rodalpers Polri adalah melaksanakan
seleksi untuk penyelenggaraan penyediaan personel (werving), atau pendidikan
dan pelatihan.
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4.2.2. Respon Satker dan Minat Personel terhadap Informasi Pendaftaran

Merujuk pada penjelasan mantan Kasubbag Gassus SY (wawacara 3

Pebruari 2010), salah satu kendala penginformasian dari Mabes Polri ke Polda
adalah kekurangpedulian Polda untuk menginformasikannya hingga tingkat
Polsek, sehingga kegiatan rekrutmen penugasan PBB tidak tersosialisasi,
Demikian pula di lingkungan Mabes Polri, ada saja personel yang komplain tidak
mengetahui adanya peﬁdaﬂaran itu dari Sakter yang bersangkutan. Akhirnya,
Subbag Gassus mengirimkan faksimil kembali ke Satker tersebut. Hal itu
dikuatkan oleh Kasubbag Gassus yang baru, BS (wawancara 22 Maret 2010)
yang menjelaskan adanya satker yang tidak memberikan respon terhadap telegram
 yang didistribusikan;
Justru banyak yang belum mengirimkan itu dari satker terdekat, kalo dari
polda apresiasi dengan adanya penugasan PBB, namun persyaratannya tidak
cukup. Menurut saya mereka sangat apreciate, Dengan adanya kita
warning, mereka mau mengirimkan personel-personelnya yang berkuatitas,

Ketika melakukan penelitian ke Polda Metro J aya untuk melihat bagaimana
tanggapan wilayah terhadap telegram dari Mabes, diperoleh penjelasan dari Staf
Ropers Polda, EA, (wawancara, 18 Pebruari 2010), bahwa pengiriman informasi
pendaftaran dari Mabes Polri ke Polda Metro Jaya tepat waktu, sehingga ada
waktu untuk mengumumkannya ke Polres dan satker di jajaran Polda. Lebih lanjut
ia menjelaskan, “Binkar membuat penawaran ke jajaran dalam bentuk surat.
Isinya sama, siapa yg berminat dan memenuhi syarat. Mereka mendaftar ke satker
masing-masing, lalu satker mengirimkan ke Ropers”, |

Demikian pula ketika hal itu ditanyakan kepada mantan Kasubbag Mutjab
Polda Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), AT, (wawancara 7 April 2010),

Dari Mabes, TR langsung difax ke Ropers, setelah itu diajukan dulu ke

Kapolda. Setelah turun ke Karopers, Binkar mendistribusikan TR ke jajaran,

Karena saya mempunyai hubungan baik dengan staf Gassus maka selama

saya menjabat, TR tidak pernah terlamiaat, padahal itu masalah untuk polda

NAD yang jauh.
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Ketika masalah penerimaan informasi ini dikonfirmasikan kepada salah
scorang mantan peserta seleksi dari Polda Riau, DC (wawancara 30 Maret 2010)
diperoleh keterangan sebagai berikut:

Waktu itu saya ditawarin orang Bagmin (Bagian administrasi). Saya

ditelepon, Ini ada pendaftaran misi PBB mau ikut tidak, siapa tau bisa

nambah ilmu kamu. Saya jawab: mau deh bu. Tapi saya sendiri tidak

membaca TR-nya.

Demikian pula dengan SR (wawancara 10 Pebruari 2010), “Saya tahu dari
telegram yang dikirimkan oleh Mabes Polri ke Polda-polda. TR tersebut sampai
juga ke Sakter saya di Intel Polda Riau”. Sedangkan IW dari Polda Sumut
(wawancara via telepon 30 Maret 2010) menyatakan:
Saya tahu dari STR yang dikirimkan dari Polda ke Polres, sekitar bulan
Maret 2009. Waktu itu saya Spri jadi saya yang nerima suratnya.
Selanjutnya saya sampaikan ke Bagmin untuk disampaikan ke Bag-bag lain
bahwa ada pendaftaran Polwan untuk penugasan PBB. Saya bilang ke Min
bahwa saya mau ikut. Lalu nama saya didaftarkan ke Polda.

Hasil wawancara via telepon dengan RC dari Polda Jawa Timur, diperoleh
 keterangan bahwa selama 3 tahun bertugas di Polsek Jombang sampai sekarang, ia
belum pernah menerima informasi atau membaca telegram rekratmen penugasan
PBB (wawancara 3 Maret 2010). Sedangkan UM dari Polda Jawa Tengah
menyatakan, selama 3 kali menjabat sebagai Kapolsek di tempat yang berbeda, ia
belum pernah membaca surat felegram adanya pendaftaran penugasan PBB.
Sehingga ia tidak pernah menawarkan atau mensosialisasikan kepada anak
| buahnya, sebab sebagai pimpinan ia juga tidak menerima informasi‘ itu. Akan
tetapi setelah mutasi ke Inspektorat Pengawasan Polda (Itwasda), ia menerima
informasi tentang pendaftaran penugasan PBB (wawancara via telepon tanggal 4
Mei 2010).

Demikian pula Sf dari Polda Jawa Tengah yang tidak pernah menerima
informasi pendaftaran itu saat bertugas sebagai Kapolsek. Akan tetapi setelah

mutasi ke Polres Kendal sebagai Kabagmin, informasi itu ia terima. Informasi
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didistribusikan kepada Kabag dan Kasat di lingkungan Polres dengan membuat
Nota Dinas sebagai pengantar Surat Telegram dari Kapolda, juga ke Polsek-
polsek di jajaran Polres Kendal. informasi ity juga diumumkan kepada anggota
pada saat apel pagi (Wawacara via telepon tanggal 4 Mei 2010).

Berkaitan dengan minat personel untuk mendafiar, mantan Kasubbag
Mutjab Polda NAD, AT menjelaskan (wawancara 7 April 2010), selama ia
menjabat dari tahun 2006 sampai 2009, tidak ada personel Polda NAD yang
mendaftarkan diri bila ada penawaran penugasan PBB. Akan tetapi, ia tidak
mengetahui atau menanyakan mengapa tidak ada yang berminat mendafiar,
sehingga laporan kepada Mabes Polri nihil, karena tidak ada personel yang
mendaftar. Hasil pemeriksaan dokumen Telegram pemanggilan seleksi 2007-
2009, dari Polda NAD memang tidak ada personel yang mengikuti seleksi PBB
(lihat tabel 3.4.).

Demikian pula penjelasan staf Ropers Polda Metro Jaya, EA, (wawancara

18 Pebruari 2010) personel yang berminat mendaftar pada umumnya adalah
personel yang pernah ikut dalam misj PBB, apalagi bila dalam TR penawaran itu
telah dicantumkan “Diutamakan bagi personel yang pernah bertugas dalam
kontingen PBB”. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan personel yang belum
pernah misi juga ikut mendafiar. Hal senada disampaikan St dari Gorontalo,
(wawancara via telepon, 8 April 2010) selama ja menjabat di Polres Bone
Bolango, tidak ada anggotanya yang berminat mendafiar misi PBB, sehingga
dilaporkan nihil ke Polda.

Minat yang berbeda ditunjukkan oleh peserta lainnya. Peneliti melakukan
wawancara dan pengamatan terhadap JA dari Polda Sumsel yang saat ini sedang
melaksanakan pendidikan S-2. Ia mengetahui adanya pendaftaran PBB dari TR
yang diterima di Polresnya. Ia dinyatakan lulus UNSAT namun belum diajukan
penugasannya oleh Polri karena masih pendidikan. Ta menunjukkan minat yang
besar untuk dapat bertugas pada misi perdamaian PBB, bahkan berencana untuk
bertugas setelah menyelesaikan studi S2-nya. Pada saat peneliti ke Pusdokkes
Polri menyaksikan pemeriksaan kesehatan bagi personel yang akan ditugaskan
pada misi UNMIS, JA termasuk salah satu peserta tes kesehatan itu (catatan
lapangan 17 Maret 2010).
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Minat yang besar juga ditunjukkan oleh SR dalam pernyataan berikut, “Saya
mendaftar atas kemauan sendiri karena saya ingin mencoba penugasan ke luar
negeri apa pun itu. Sebelumnya saya juga pernah ikut seleksi staf SLO”
(wawancara 10 Pebruari 2010). Demikian pula dengan, IW, dari Polda Sumut
(wawancara 30 Maret 2010), yang menyatakan berminat ikut penugasan PBB
untuk menambah pengalaman. Hal serupa dinyatakan pula oleh WS dan WC yang
telah 2 kali mengikuti penugasan PBB sebelumnya, yaitu Kamboja dan Bosnia
(wawancara 10 Pebruari 2010).

4.2.3, Rentang Waktu antara Penginformasian dengan Pelaksanaan seleksi

Jarak penginformasian pencarian calon dengan pemanggilan, bervariasi.
Hasil telaahan dokumen, pada Telegram pencarian calon tahun 2007, jarak antara
pengumuman informasi adanya .seleksi dengan pemanggilan calon untuk
mengikuti seleksi cukup singkat. Berita Faksimil dari PTRI pada PBB New York
tertera tanggal 23 Januari 2007 petihal peluang pengiriman Polri pada misi PBB
di Darfur, ditindaklanjuti oleh Polri dengan Surat Telegram pencarian calon
(Warning order) ke jajaran Polri yaitu Nomor ST/134/1/2007, tertera tanggal 2
Pebruari 2007. Daftar pama harus sudah diterima oleh Robinkar Sde SDM Polri
paling lambat tanggal 15 Pebruari 2007. Sedangkan Telegram pemanggilan
seleksinya tanggal 20 Pebruari 2007 (TR/ 123/11/2007). Sehingga total waktu
mulai dari informasi hingga pemanggilan seleksi hanya 20 hari. Akibatnya,
- personel yang terjaring dan dipanggil hanya berasal dari satuan kerja Mabes Polri,
serta beberapa Polda besar yaitu Jawa Tengah, Bali Metro Jaya dan Jawa Barat.

Seleksi pada tahun 2008 sudah lebih tertata dan mempunyai rentang waktu
lebih lama. Telegram informasi pencarian calon diumumkan ke satuan kerja
kewilayahan dan Mabes Polri sejak tanggal 28 Agustus 2007 (T/122/VIII/2007).
Demikian pula untuk rekrutmen personel Polwan-nya, Telegram pencarian calon
telah dilakukan sejak 25 September 2007. Adapun Telegram Pemanggilan
Seleksinya sama-sama bulan Pebruari 2008.

Pada seleksi tahun 2009, pelaksanaan seleksi oleh Polri lebih diperketat,
Polri hanya melakukan 2 kali rekrutmen dan seleksi, dengan rentang waktu
pencarian calon yang cukup, yaitu melalui Telegram No. Pol.: TR/167/111/2009
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tanggal 23 Maret 2009 untuk penyiapan Polwan dalam rangka mendukung misi
perdamaian PBB di Sudan. Adapun seleksinya diselenggarakan pada bulan
Agustus 2009. Sedangkan kegiatan rekrutmen lainnya adalah melalui Surat
Kapoiri No. Pol.: B/2727/X/2009 tanggal 15 Oktober 2009 perihal seleksi
personel Polri yang akan ditugaskan pada misi pemeliharaan perdamaian PBB.
Pemanggilan dan pelaksaﬁaan seleksinya pada bulan Nopember 2009. Dengan
jarak antara wakte pengumuman informasi dengan pemanggilan seleksi cukup
lama, maka personel yang terjaring untuk mengikuti seleksi cukup banyak dengan
sebaran Polda yang lebih merata (lihat tabel 3.5.).

Permasalahan lain berkaitan dengan renfang waktu penginformasian adalah
Telegram pemanggilan seleksi dengan hari pelaksanaan seleksi yang berdekatan,
Seperti TR pemanggilan seleksi tahun 2007. TR terbit tanggal 20 Pebruari 2007,
sedangkan pelaksanaan seleksinya tanggal 22 Pebruari 2007, sehingga hanya
mempunyai rentang waktu 2 hari. Hasil telaah dokumen tethadap daftar kehadiran
seleksi, dari 30 orang yang dipanggil 4 orang tidak hadir. Demikian pula pada
seleksi tahun 2009, TR pemanggilan tertanggal 18 Nopember 2009, sedangkan
pelaksanaan seleksinya tanggal 23 Nopember 2009 (rentang waktu 5 hari). Daftar
kehadirannya, dari 100 orang yang dipanggil, hadir 88.

Hal serupa terjadi pula pada seleksi UNSAT tahun 2008, TR pemanggilan
tertanggal 3 Juli 2008, sedangkan pelaksanaan seleksinya 7 Juli 2008, sehingga
hanya mempunyai rentang waktu penginformasian 4 hari. Merujuk dari Nota
Dinas dari Karo Binkar Polri kepada De SDM Kapolri tentang Laporan Hasil
Pelaksanaan Seleksi UNSAT menyebutkan, dari 122 yang dipanggil seleksi, hadir
sebanyak 99 orang, tidak hadir 24 orang disebabkan sedang mengikuti
pendidikan, tugas/dinas, dan terlambat menerima TR pemanggilan,

Sesuai keterangan yang diberikan oleh AW, asal Polda Kalse! (Januari
2010), yang menceritakan pengalamannya tidak hadir pada tes UNSAT, karena _
tidak diinformasikan oleh Poldanya, padahal ia sedang berada di Jakarta saat
seleksi itu berlangsung. Ta baru mengetahui seleksi sedang dilaksanakan setelah
dihubungi rekannya yang kebetulan sama-sama dipanggil untuk tes UNSAT,
tetapi sudah terlambat.
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4.2.4. Persyﬁratan peserta

Persyaratan yang dicantumkan dalam telegram perekrutan menyebutkan
kriteria yang wajib dipenuhi oleh peserta. Akan tetapi, ada satu persyaratan
penting yang tidak dicantumkan, yaitu telah mempunyai masa kerja dinas
kepolisian minimal 5 tahun. Penjelasan mantan Kasubbag Gassus SY,
(wawancara 19 Januari 2010), “Persyaratan didapat dari Deops, berdasar standar
dari PBB”. Ketika peneliti meminta persyaratan dari Deops dimaksud, staf Gassus
tidak dapat menunjukkannya (catatan lapangan), dan menyarankan untuk ke NCB
karena korespondensi faksimil surat PBB via PTRI oleh Set NCB.

Ketika peneliti menanyakan hal itu kepada staf Set NCB, Yn (hasil diskusi
10 Pebruari 2010) menjelaskan, pada perekrutan awal tidak ada pencantuman
persyaratan masa dinas karena kriteria itu memang tidak disebutkan secara
eksplisit dalam surat PTRI. Setelah ada kejadian penundaan penugasan Anita oleh
PBB yang disebabkan kurangnya masa kerja yang bersangkutan, barulah PTRI
menegaskan persyaratan PBB yaitu personel yang dikirim harus telah mempunyai
masa dinas kepolisian minimal 5 tahun.

Hasil wawancara peneliti dengan beberapa personel yang telah mengikuti
seleksi dan mempunyai masa kerja di bawah 5 tahun, diantaranya IW dari polda
Sumut (wawancara via telepon 30 Maret 2010), “...dalam TR tidak ada batasan
harus 5 tahun”. Demikian pula penjélasan DC dari Polda Riau, (wawancara via
telepon 30 Maret 2010), “Nah itu bu. Kenapa yang belum 5 tahun diluluskan
juga? Sudah tahu syaratnya masa dinas harus 5 tahun. Kita jadi kecewa juga. |
Kenapa gitu bu?”.

Hal senada disampaikan oleh AM (wawancara 17 Maret 2010), yang
peneliti femui saat menjalani pemeriksaan kesehafan untuk persiapan
keberangkatan misi UNMIS. Ketika ditanya apakah mengetahui persyaratan PBB
adalah minimal 5 tahun, ia menjelaskan :

Saya tidak tahu syarat harus sudah bertugas minimal 5 tahun di dinas

kepolisian. Termasuk rekan-rekan Polwan, banyak yunior saya yang juga

daftar. Saya lulusan Seba Polwan tabun 2005, jadi ketika mendaftar
sebenarnya masa kerja saya belum 5 tahun. Saya dinyatakan lulus tes

UNSAT dan masuk dalam daftar stand by. Pada saat nama saya diajukan
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untuk berangkat pada misi UNMIS sebagai Police advisor, pihak Polri
mengirimkan P-11 (Riwayat hidup) dan saya diwawancara langsung via
telepon oleh PBB. Disitulah PBB mengetahui masa kerja saya belum 5
tahun. Akhirnya keberangkatan saya dibatalkan,

4.2.5. Standarisasi Seleksj

Seleksi yang diselenggarakan oich Satker pelaksana seleksi menggunakan
pedoman masing-masing. Hasil penelitian, hanya Pusdokkes yang punya pedoman
administrasi, yaitu Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/79/11/2008 tanggal 28
Pebruari 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Kesehatan untuk
Pendidikan/Penugasan Anggota Polri. Sedangkan satker lainnya, menggunakan
rujukan lain, seperti Sebasa Polri yang menggunakan pedoman penilaian peserta
pendidikan Polri, atau Ropsi yang mengacu pada seleksi-seleksi penugasan
khusus sebelumnya sebab belum ada pedoman administrasi yang khusus mengatur

seleksi penugasan PBB, sedangkan Pusinfolahts menggunakan rencana

pelaksanaan tugas.

Sistem Penilaian subyektif untuk tes komputer dan tes wawacara bahasa
Inggris, yaitu tergantung dari pengawas atau penilai tes komputer, serta
bewawancara dalam seleksi bahasa Inggris. Demikian juga untuk tes Psikologi
yang pengoreksiannya masih manual, tidak komputerisasi seperti yang digunakan
untuk seleksi pendidikan, dengan pertimbangan biaya yang dikeluarkan akan lebih
besar dibandingkan jumiah peserta seleksi penugasan PBB (wawancara dengaﬁ
AS, 17 Pebruari 2010).

Jenis seleksi yang divjikan oleh Polri berbeda dengan UNSAT. Polri
melaksanakan seleksi Bahasa Inggris, psikologi, kesehataﬁ, dan komputer untuk
memenuhi persyaratan standar PBR yaitu mampu‘ berbahasa Inggris,
mengoperasikan komputer, serta sehat jasmani dan robani. Sedangkan seleksi
PBB meliputi Bahasa Inggris, mengemudi stir kiri, dan menembak. Polri tidak ada
tes mengemudi dan menembak untuk persiapan tes UNSAT. Seharusnya seleksi
yang dilaksanakan oleh Polri selaras dengan seleksi PBB. Walaupun beberapa
mantan peserta menyatakan mater seleksi Bahasa Inggris Polri lebih sulit
daripada seleksi UNSAT, akan tetapi polanya berbeda. Demikian pula dengan
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seleksi komputer yang dilaksanakan Polri, menurut SR (wawancara 10 Pebruari
2010) sangat baik, karena dari negara lain ada yang tidak bisa menggunakan
komputer.

Berdasarkan beberapa Telegram pemanggilan seleksi yang diperoleh
peneliti, ditemukan ketidakkonsistenan jenis seleksi yang dilaksanakan oleh Sde
SDM Polri. Ada telegram yang hanya menyebutkan jenis seleksi Bahasa Inggris,
Psikologi, dan Kesehatan, tanpa tes komputer. Namun pada telegram seleksi
lainnya menyebutkan seleksi lengkap. Ketika hal ini dikonfirmasikan dengan
salah seorang pelaksana seleksi, diperoleh keterangan walaupun tidak lengkap
disebutkan dalam telegram, akan tetapi dalam pelaksanaannya lengkap
(wawancara dengan WS, 13 April 2010).

4.2.6. Kualitas personel

Penjelasan m_antén Kasubbag Gassus, SY (wawancara 3 Pebruari 2010),

tentang proses pendaftaran personel di satuan asal adalah, “Wilayah tidak pernah
menyeleksi anggota terlebih dahulu. Seleksi langsung dilaksanakan oleh Mabes”.
Dalam proses pendaftaran itu, terdapat beberapa perbedaan. Polda Metro Jaya
tidak melakukan seleksi terlebih dahulu terhadap personel yang mendaftar. Jadi,
hanya menampung nama calon yang berminat sesuai persyaratan yang telah
ditetapkan, selanjutnya dikirimkan ke Mabes Polri. Ketika ditanyakan mengapa
tidak dilakukan seleksi terlebih dahulu, EA menjelaskan (wawancara 18 Pebruari
~ 2010) sebagai berikut:
Ketentuan itu tidak diminta Mabes Polri, Apabila Mabes Polri menghendaki
agar calon diseleksi, maka Kapolda pasti akan memerintahkan Ropers agar
calon diseleksi dahulu. Namun sesuai Telegram, seleksi akan dilaksanakan
Sde SDM Polri.

Kondisi ini berbeda dengan Polda Riau yang menyeleksi calon terlebih
dahulu sebelum mengusulkan namanya ke Mabes Polri. Menurut SR (wawancara,
10 Pebruari 2010) yang mendaftar penugasan PBB pada tahun 2008, ia dites oleh
.Ropers Polda Riau, terutama kemampuan bahasa Inggrisnya. Namun keterangan
itu bertentangan dengan DN peserta seleksi tahun 2009 asal Polda Riau juga.
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Sebelum berangkat, pihak Ropers hanya berpesan untuk melakukan yang terbaik
saat diseleksi oleh Mabes Polri nanti (wawancara, 30 Maret 2010),

Berkaitan dengan kualitas personel hasil seleksi Polri, Kabid Kermadiksipoi
Set NCB (wawancara 22 Maret 2010) menjelaskan, .. kalau untuk seleksi UN
langsung, mungkin di bahasa, Kalau seleksi Polti bervariasi kendalanya”. Hal
senada disampaikan oleh mantan Kasubbag Gassus (wawancara 3 Pebruari 2010),
“...belum mencapai kemampuan yang optimal sesuai permintaan, tapi berusaha
untuk memenuhi syarat yang ditentukan. Kemampuan personel kurang pada
bahasa Inggris”. Lebih lanjut ia menambahkan,

-..calon banyak gagal di kesehatan dan bahasa Inggris. Banyak calon yang

semangat tapi mainfenance kesehatan dan kemampuan bahasa Inggris

tergantung persone! masing-masing. Bahkan adg yang nekad tidak bisa

bahasa Inggris tetap daftar, karena wilayah memang tidak menyeleksi.

SY menyarankan, “karena kendala utama adalah bahasa Inggris maka yang harus
ditingkatkan adalah kemampuan bahasa Inggris”, Ketika ditanyakan bagaimana -
untuk mengantisipasi permintaan kemampuan frainer dari PBB untuk melatih
polisi lokal di Sudan, SY menjelaskan (wawancara 3‘ Pebruari 2010),
Tidak semua personel Polsi mempunyai kemampuan bahasa Inggris.
Demikian juga bila yang harus dikirim adalah gadik-gadik, tidak semua
bisa berbahasa Inggris. Mungkin seharusnya diwajibkan bisa, sehingga
ketika ada permintaan Gadik bisa dipenuhi.

Lebih lanjut SY menyatakan, “..untuk pelaksanaan tugas, personel Poiri semua
bisa, termasuk menjadi #ainer. Hingga saat ini, belum ada komplain terhadap
kinetja mereka personel Polri yang bertugas sebagai Police Advisor maupun FPU,
karena yang dikirim adalah personel terbaik™,

4.2.7. Variasi Cara Peserta Mengikuti Seleksi Misi PBB

Hasil pembicaraan dengan salah satu mantan peserta seleksi, ES (tanggal 18
Maret 2010) diperoleh penjelasan bahwa yang bersangkutan tidak melalyj proses
seleksi Polri, melainkan langsung tes UNSAT. Informasi tentang adanya
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pendaftaran tes UNSAT diperoleh karena ia bertugas di Set NCB-Interpol.
Demikian pula dengan AM (wawancara 1 April 2010), yang tidak melalui tes
Polri terlebih dahulu. Ia memperoleh késempatan itu pada saat menjadi siswa
Pendidikan Kejuruan (Dikjur) Intermediate Bahasa Inggris di Sebasa Polri. Ia
berminat untuk mengikuti penugasan pada misi PBB. Atas saran dari Sebasa Polri
.dan juga seniornya yang telah bertugas pada misi PBB, ia diminta untuk
mengkomunikasikan hal itu kepada staf NCB-Interpol. AM meraih peringkat ke-2
ketika lulus dari Dikjur di Sebasa, sehingga NCB menilai ia mempunyai
kemampuan bahasa Inggris, dan diperkenankan ikut test dari UNSAT yang
diselenggarakan di Sebasa Polri.

Hal sepada disampaikan oleh Staf Ropers Polda Metro Jaya, EA
(wawancara 18 Pebruari 2010) yang menjelaskan,

-.adakalanya nama yang dipanggil oleh Mabes Polri tidak termasuk dalam

daftar nama yang diajukan dari Polda Metro Jaya, contohnya Kompol AS

yang saat itu baru menjabat sebagai Kapolsek X. Ia dipanggil untuk seleksi

UNSAT langsung tanpa melalui prosedur pengusulan dari Polda Metro

Jaya.

Berkaitan dengan adanya personel yang tidak melaksanakan seleksi di
tingkat Polri dan langsung tes UNSAT, peneliti melakukan wawancara dengan SD
* dari NCB (wawancara 22 Maret 2010). Diperoleh informasi, ketika seleksi
UNSAT akan dilaksanakan tahun 2008, jumlah personel yang telah disiapkan
untuk mengikuti seleksi UNSAT ternyata belum memenuhi kuota yang ditetapkan
oleh PBB, yaitu minimal 100 orang. Untuk memenuhi jumiah ity dilakukan
pendataan terhadap personel yang dinilai mempunyai kemampuan bahasa Inggris,
dan memenuhi kualifikasi yang diminta, serta berminat mengikuti seleksi tersebut.
Antara lain mantan polisi PBB, alumni pelatihan Dpeacekeeping, atan lulusan
Dikjur bahasa Inggris intermediate/advance di Sebasa Polri. Selanjutnya, hasil
pendataan personel oleh NCB itu, dikirim ke Robinkar untuk dipanggil mengikuti _
tes UNSAT bersama-sama dengan personel yang lulus melalui seleksi Polri.

Untuk kelengkapan data prosedur seleksi di tingkat Polri, Sde SDM tetap

melaksanakan pemeriksaan psikologi dan kesehatan terhadap para personel itu,
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setelah dinyatakan Iulus oleh UNSAT. Namun, hasil tes Polri tidak berpengaruh
banyak karena yang bersangkutan telah dinyatakan lulus oleh PBB. Seperti hasil
tes psikologi yang berhasil peneliti peroleh datanya, sebanyak 3 orang dinyatakan
TMS/K1, namun yang bersangkutan tetap ditugaskan ke Sudan.

Variasi lain cara peserta ikut seleksi ditemukan peneliti saat melakukan
wawancara dengan 2 orang mantan police advisor lainnya. Mereka mengetahui
informasi adanya misi UNMIS langsung dari staf PBB (wawancara dengan WS
dan WC 10 Pebruari 2010). Mereka tidak mendafiarkan dirj melalui Robinkar
akan tetapi langsung ke PBB. Lebih lanjut WS menjelaskan (wawancara 10
Pebruari 2010), ia mengetahui adanya kesempatan itu pada saat mendampingi
Tim UNSAT dari PBB menyeleksi pasukan FPU-1 untuk misi UNAMID di
Darfur. Selama mendampingi itulah, tim PBB mengetahui bahwa ia telah
mengikuti misi PBB sebanyak 2 kali, mampu berbahasa Inggris dengan baik, dan
dinilai capable untuk bertugas pada misi PBB. Selanjutnya namanya dimasukkan
dalam daftar calon police advisor yang akan diwawancara oleh PBB. Dalam
waktu yang tidak terlalu lama, ia dihubungi oleh PBB dan melakukan tes
wawancara via telepon dan dinyatakan lulus. Namun untuk memenuhi prosedur
seleksi dan pendataan administrasi, sebelum berangkat ia tetap harus
melaksanakan seleksi di tingkat Polri bersama-sama dengan personel lainnya,
meliputi seleksi bahasa Inggris dan tes kesehatan (Medical Examination) dengan
hasil memenuhi syarat. Sedangkan WC, walaupun telah dinyatakan Iulus seleksi
wawancara via telepon oleh PBB dan memperoleh approval dan Travel
Autorization dari PBB seperti WS, namun pada tes keschatan (Medical
Examination) untuk dikirim ke PRBB dinyatakan tidak memenuhj syarat, sehingga
ia dibatalkan keberangkatannya bersama satu orang Polwan.
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BAB S
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1. Pola Rekrutmen dan Seleksi Personel Polri untuk Penugasan pada Misi
Perdamaian PBB

Kehadiran polisi dalam masyarakat dibutuhkan untuk menumbuhkan rasa
aman. Kebutuhan terhadap rasa aman ini bersifat universal bukan hanya di
Indonesia saja, tapi masyarakat di seluruh dunia. Apalagi di negara yang sedang
bérgejolak akibat konflik yang berkepanj angan atau peperangan, Apabila konflik
di suatu negara atau kawasan itu telah mengakibatkan penderitaan umat manusia,
PBB akan turun tangan dengan melakukan upaya diplomatik maupun kekuatan
bersenjata, baik diminta atau tidak oleh negara itu. Hal ini dilakukan untuk
menciptakan rasa aman dan damai di kawasan tersebut. Salah satu béntulcnya
adalah dengan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian, yang terdiri dari 3
unsur yaitu militer, polisi dan sipil, yang merupakan partisipasi dari berbagai
negara.

Sebagai salah satu anggota PBB, Indonesia turut serta berperan aktif dalam
pelaksanaan operasi penjaga perdamaian, dengan mengirimkan kekuatan militer
dan Polisi. Hal ini merupakan wujud kepedulian Indonesia dalam memelihara
perdamaian dunia. Prestasi polisi Indonesia telah diakui oleh dunia internasional
berkat partisipasi aktifhya pada misi perdamaian PBB, yang telah dimulai sejak
tahun 1989 pada misi UNTAG di Namibia, dan saat ini pada misi UNMIS di
Sudan sebagai police advisor daxi tahun 2007 sampai sekarang. Untuk menjaga
kepercayaan PBB terhadap prestasi polisi Indonesia dalam melaksanakan misi
perdamaian PBB, maka perlu mengirimkan personel-personel Polri terbaik pada
misi PBB yang sedang atau akan digelar, khususnya operasi PBB yang sedang
berlangsung di Sudan. _

Dalam rangka memilih orang-orang yang berkompeten untuk ditugaskan
sebagai Police advisor pada penugasan PBB, Polri melaksanakan kegiatan
rekrutmgn dan seleksi. Kegiatan ini dilakukan guna menjaring dan memilih calon

yang berkualitas sehingga pelaksanaan tugas pada misi PBB berjalan dengan
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lancar. Agar hasil seleksinya berbanding lurus dengan prestasi dan penghargaan
yang dicapai oleh personel Polri pada misi PBB di atas, dibutubkan suatu pola
rekrutmen yang dapat menjaring personel yang berpotensi untuk diseleksi.
Demikian pula dalam proses seleksinya, ujian yang dilaksanakan harus mampu
mernperoleh informasi yang obyektif dengan tingkat akurasi yang tinggi tentang
kapabilitas seorang calon dengan tugas yang akan dipercayakan kepadanya, serta
kemungkinan keberhasilan mengikuti tes UNSAT.

Di sisi lain, perlu disadari bahwa penugasan sebagai police advisor pada
misi PBB, berada dalam suatu kerangka kerja badan dunia yaitu PBB. Pihsk yang
bertindak sebagai pengguna adalah PBB, bukan Polri. Oleh sebab itu, Polri harus
berorientasi bahwa personel yang dikirim akan bekerja di luar organisasi Polri
yaitu PBB. Di sana, mereka akan bekerja dan berinteraksi dengan rekan yang
berasal dari berbagai negara yang juga dipilih oleh negaranya atas permintaan
PBB dan melalui proses yang sama yaitu rekrutmen, seleksi, juga pelatihan.-
Sehingga, kinerja dan performance personel yang dikirim ke daerah misi akan

mencerminkan asal negara dan organisasi kepolisiannya.

3.L1. Kebijakan Rekrutmen dan Seleksi untuk Penugasan misi PBB

Pengiﬁman personel Polri pada misi perdamaian PBB tidak dapat
dilepaskan dari sikap dan kebijakan pemerintah Republik Indonesia untuk
berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa, dan permasalahan
dunia demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sehingga, dengan adanya permintaan dari
PBB melalui Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di PBB tentang
kebutuhan petugas kepolisian itulah, Polri menyiapkan personelnya,

Dalam melaksanakan kegiatan itu dibutuhkan suatu kebijakan sebagai
pedoman dan petunjuk pelaksanaannya. Hoy (1982) menyebutkan bahwa
“kebijakan merupakan prinsip-prinsip dan nilai yang memandu penampilan suatu
kegiatan Kepolisian, serta pembentuk sikap yang mengarahkan personel polisi
bagaimana harus berpikir dalam menjalankan tugas mereka” (Barker dan Carter,
1994, 20). Lebih lanjut, kebijakan adalah pedoman yang harus diikuti dalam

kegiatan yang diarahkan kepada pencapaian tujuan kepolisian. Untuk mencapai
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sasaran itu, disusunlah sejumlah pfosedur sebagai suatu metode pelaksanaan
operasi atau suatu cara melakukan serangkaian tindakan.

Demikian pula untuk penugasan personel Polri pada misi perdamaian PBB,
organisasi Polri mempunyai'pcdoman yang mengatur kegiatan itu, yaitu Surat
Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/991/X11/2004 tanggal 29 Desember 2004
tentang Pedoman Administrasi Penugasan Personel Polri di Luar Organisasi Polri.
Surat Keputusan (Skep) ini menjelaskan tata cara penugasan personel Polri di luar
organisasi, baik ketika akan mulai bekerja maupun setelah selesai melaksanakan
tugas. Skep ini juga menyebutkan bahwa penugasan bagi personel Polri di luar
organisasi Polri, baik di dalam maupun luar negeri merupakan bagian dari
pembinaan karir anggota Polri.

Ruang lingkup penugasan di luar organisasi Polri ini meliputi penugasan
luar negeri dan juga dalam negeri. Penugasan dalam negeri antara lain penugasan
dalam jabatan tetap maupun jabatan sementara yang dilaksanakan pada
Departemen/Lembaga/Badan/Instansi sipil. Sedangkan penugasan luar negeri
merupakan penugasan personel Polri pada jabatan di luar organisasi Polri yang
berkedudukan di luar negeriflembaga intemasional dan bersifat tidak
tetap/sementara, seperti pada organisasi internasional, Kedutaan RI, Atase
Kepolisian, dan Pasukan perdamaian PBB. Penugasan luar negeri ini juga
merupakan bagian dari pembinaan karir bagi personel yang bersangkutan.

Sedangkan untuk mekanisme perjalanan dinasnya diatur dalam Keputusan
Kapolri No. Pol.: Kep/4/1/2005 tanggal 27 Januari 2005 tentang Pedoman
Administrasi Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Polri. Keputusan ini
mempersiapkan dan merencanakan tertib administrasi, meliputi prosedur, dan
hubungan tata cara kerja perjalanan ke luar negeri bagi personel Polri.
Pertimbangannya adalah perjalanan personel Polri ke luar negeri merupakan suat
kegiatan yang memerlukan penanganan secara khusus, sehingga dalam
pelaksanaannya memerlukan koordinasi yang baik antar fungsi di lingkungan
Polri maupun dengan instansi atau badan lain, baik di dalam maupun luar negeri.
Selain itu, setiap personel Polri yang akan melaksanakan perjalanan ke luar negeri
harus mendapatkan persetujuan Kapolri/pejabat yang telah diberikan wewenang

melalui suatu prosedur dan mekanisme yang telah ditentukan.

Universitas Indonesia

Pola rekrutmen..., Rina Hastuti Vikara Bhakti, Program Pascasarjana Ul, 2010




117

Kendati demikian, pedoman yang mengatur penugasan personel Polri pada
misi PBB yaitu Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/991/X11/2004, kurang
menjabarkan secara rinci prosedur rekrutmen dan seleksinya. Skep ini hanya
mengatur penugasan di luar organisasi Polri secara umum, baik di dalam negeri
maupun di luar negeri. Sedangkan pengaturan tentang penugasan pada misi PBB
merupakan bagian kecil saja dari Skep ini, Demikian pula untuk persyaratan bagi
personel yang akan ditugaskan bersifat umum saja, bahkan lebih cenderung
persyaratan unfuk bekerja di luar organisasi Polri, yaitu untuk bekerja di
Departemen/instansi  sipil. Tidak ada yang menyebutkan secara spesifik
persyaratan penugasan misi PBB. Oleh sebab itu, persyaratan yang digunakan
oleh Sde SDM Polti mengacu pada kriteria yang ditetapkan oleh PBB.
Persyaratan itu diperoleh dari PTRI melalui Sdeops Polri atau Set NCB-Interpol
yang kemudian diumumkan dalam telegram rekrutmen.

Adapun pedoman lain yang digunakan unfuk penugasan PBB yaitu
Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/4/1/2005 tanggal 27 Januari 2005 lebih
menitikberatkan pada prosedur petjalanan dan hubungan tata cara ketja perjalanan
ke luar negeri bagi personel Polri, guna tertib administrasi di lingkungan Polri.
Dalam keputusan ini, ada point yang tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan,
yaitu proses pemﬂihan/seleksi dilaksanakan oleh Biro Dalpers Polri, seharusnya
adalah Biro Binkar Polri, sehingga perlu direvisi. Sebab, dalam Organisasi dan
Tata Cara Ketja Satuan Organisasi pada Tingkat Mabes Polri yaitu Keputusan
Kapolri No. Pol.: Kep/9/1/2004 tanggal 30 Januari 2004, bahwa penugasan khusus
di luar organisasi Polri, baik di dalam maupun luar negeri, pada satuan kerja Sde
SDM Polri dilaksanakan oleh Robinkar Polri c.q Subbag Gassus Bag Mutjab.
Adapun fungsi Rodalpers Polri adalah melaksanakan seleksi untuk
penyelenggaraan penyediaan personel (werving), atau pendidikan dan pelatihan.

Kedua peraturan di atas (Skep 991/X11/2004 dan Kep/4/I/2005) sama-sama |
mengatur penugasan personel Polri ke luar negeri, dengan perspektif yang
berbeda. Skep 991/X11/2004 lebih mengatur ke arah pembinaan karir personel
yang bersangkutan, sedangkan Kep/4/1/2005 mengatur tentang prosedur
peﬁalanan dan tata cara kerja satker-satker yang terlibat dalam kegiatan itu.

Meskipun demikian, kedua peraturan ini sama-sama menyebutkan bahwa
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penugasan personel Polri pada misi PBB harus didahului dengan adanya
permintaan resmi kepada Polri, dan orang-orang yang akan ditugaskan dipilih

melalui proses seleksi.

5.1.2. Pola Rekrutmen

Penugasan personel Polri pada misi perdamaian PBB diawali dengan
kegiatan rekrutmen dan seleksi. Rangkaian kegiatan ini dilakukan secara berulang
hingga membentuk pola. Sebagaimana konsep pola yang digunakan dalam tesis
ini yaitu suatu aktivitas yang bersifat berulang, bertahap, dalam bentuk kaidah
atau prosedur yang digunakan untuk membantu menciptakan keseragaman dan
keteraturan agar kegiatan berjalan dengan lancar. Pola rekrutmen vyang
dilaksanakan oleh Sde SDM Polri untuk penugasan misi PBB ke Sudan periode
2007-2009 meliputi beberapa tahap, mulai dari proses perencanaan kegiatan,
penginformasian kegiatan kepada satuan kewilayahan dan Mabes Polri,
pendaftaran calon di satuan setempat dan pengusulan nama ke Mabes Polri.

5.1.2.1. Perencanaan Rekrutmen

Penugasan pada misi PBB merupakan sebuah kegiatan yang berskala dunia,
di mana personel polisi yang bertugas berasal dari berbagai negara atas
permintaan PBB kepada Police Coniributing Contries. Analisa kebutuhan
terhadap personel kepolisian dilakukan oleh PBB dengan memperhatikan skala
konflik serta kondisi negara dan masyarakat setempat pada saat itu, juga
kemungkinan situasi yang akan terjadi. Selanjutnya analisa kebutuhan personel
berikut spesifikasi kemampuan yang dibutuhkan akan disampaikan oleh PBB
kepada negara yang telah menyatakan kesediaannya untuk ikut serta dalam misi
tersebut. Samsudin (2006) menyebutkan analisa pekerjaan merupakan proses
pengumpulan dan pemeriksaan aktivitas kerja dalam sebuah posisi serta
kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas itu.

Demikian pula keikutsertaan Polri dalam misi PBB di UNMIS Sudan, pihak
PBB menyampaikan kepada kepolisian Indonesia, tentang kebutuhan terhadap.

personel Polri beserta persyaratan dan spesifikasi kemampuan yang diminta.
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Menyikapi permintaan PBB, Indonesia sebagai negara partisipan wajib memenuhi
persyaratan yang ditetapkan oleh PBB. Sebab, apabila personel yang dikirim
kualifikasinya ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka akan
menghambat kegiatan pada misi itu.

Oleh sebab itu, sebelum kegiatan dilaksanakan, Polri melakukan
perencanaan kegiatan sebagaimana pendapat Terry dan Rue (1992) yang
mendefinisikan perencanaan sebagai pendekatan terorganisasi terhadap persoalan-
persoalan yang akan datang dan menguraikannya secara lambat laun membentuk
pola sekarang untuk kegiatan yang akan datang. Perencanaan kegiatan rekrutmen
dimulai dengan dilakukannya rapat koordinasi antar satuan kerja yang berfungsi
sebagai penyedia sumber daya manusia. Seperti yang diungkapkan oleh Kasubbag
Gassus bahwa pada rekrutmen awal dimulai dengan rapat-rapat, setelah itu
koordinasi dilakukan melalui surat menyurat, karena masing-masing satuan kerja
telah mengetahui fungsi dan tugasnya pada kegiatan itu. Sedangkan komunikasi
dilakukan melalui telepon atau tatap muka secara langsung,

Hasil dari perencanaan, diterbitkan Surat Perintah penmunjukkan kegiatan
rekrutmen dan seleksi beserta personel yang bertanggung jawab di bidang itu.
Kegiatan perencanaan juga dapat dilihat pada anggaran yang mendukung
pelaksanaan seleksi. Berdasarkan keterangan Kasubbag Gassus diketahui bahwa
dukungan anggaran kegiatan rekrutmen dan seleksi penugasan PBB terprogram
dalam DIPA Sde SDM Polri. Hal ini juga disampaikan oleh Satker pelaksana
seleksi bahwa dukungan anggaran terpusat di Sde SDM Polri, sehingga rincian
anggaran seleksi termasuk honor petugasnya diajukan kepada Sde SDM Polri.

Dalam merencanakan proses rekrutmen, diperhitungkan darimana dan
bagaimana memperoleh personel sesuai dengan persyaratan, serta berapa jumlah
personel dan jenis keahlian yang dibutuhkan untuk assignment yang ditawarkan,
termasuk tugas-tugas yang akan dilakukan oleh seorang police advisor dalam
jabatannya. Untuk memenuhi permintaan itu, Robinkar melakukannya melalui
pengumuman secara terbuka. Walaupun Robinkar mempunyai database personel
mantan polisi PBB, akan tetapi, untuk obyektifitas pemilihan personel yang akan

ditugaskan, maka dilakukan kegiatan rekrutmen secara terbuka,
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Dalam penawaran penugasan itu, PBB melalui PTRI selalu menyebutkan
jabatan yang dibutuhkan beserta persyaratannya. Sebab jabatan selalu melekat
dengan orang yang melakukannya, juga dengan persyaratan yang diperlukan
untuk melaksanakan tugas itu dan kondisi lingkungan di mana pekerjaan tersebut
dilakukan. Sebagaimana dinyatakan oleh Hariandja (2009) :

Kegiatan analisis meliputi tugas-tugas (duties), tanggung jawab

(responsibility), kemampuan manusia (human ability), dan standar unjuk

kerja (performance standard). Analisis perlu dilakukan sebab informasinya

dapat menjadi landasan untuk mencocokkan pekerjaan dengan petugas, serta
mengetahui berbagai hambatan yang kemungkinan akan ditemui oleh para

pelaksana (him. 49).

Kegiatan analisis tethadap pekerjaan yang ditawarkan dilaksanakan oleh
Sdeops dengan pertimbangan merupakan kewenangan dari Sdeops selaku
penanggung jawab operasi Kepolisian di luar negeri. Sdeops bertugas melakukan
analisa dan evaluasi terhadap setiap penugasan dan pengiriman personel
berdasarkan kebutuhan PBB selaku pengguna, sedangkan Sde SDM berfungsi
sebagai penyedia personel saja. Sedangkan untuk persyaratan personel yang
diminta sudah jelas tercantum dalam surat dari PBB melalui PTRI. Untuk itu,
setelah ada pemberitahuan teﬁtang perlu disiapkannya sejumlah personel untuk
penugasan PBB dari Sdeops, maka Sde SDM menindakianjutinya dengan cara
melakukan kegiatan rekrutmen. Hariandja (2009) menyebutkan “rekrutmen
sebagai upaya pencarian sejumlah calon yang memenuhi syarat dalam jumlah
tertentu, sehingga organisasi dapat menyeleksi orang yang paling tepat untuk
mengisi lowongan kerja yang ada” (hlm. 97). Jadi, sasaran akhir dan keberhasilan
proses rekrutmen personel Polri untuk penugasan PBB diukur dengan
didapatkannya calon yang sangat ‘baik, sedangkan ketidakberhasilannya dapat
dilihat dari tidak didapatkannya calon yang paling berpotensi.

5.1.2.2. Penginformasian

Dalam proses rekrutmen, metode yang digunakan oleh Polri dalam

menjaring personel yang berminat untuk mengikuti penugasan PBB dilaksanakan

Universitas Indonesia

Pola rekrutmen..., Rina Hastuti Vikara Bhakti, Program Pascasarjana Ul, 2010




121

dengan cara terbuka, yaitu dengan mengumumkannya melalui Telegram atau
Surat Telegram Warning Order (WO) tentang adanya pendaﬁafan personel untuk
penugasan sebagai polisi PBB di Sudan. Metode terbuka ini memberi kesempatan
yang selebar-lebarnya dan sama kepada semua persone] Polri yang memenuhi
syarat untuk mendaftar, schingga diharapkan memperoleh banyak calon
(Hariandja, 2009).

Dalam proses penginformasian ini, Robinkar mengumumkannya melalui
pengiriman Telegram yang dikirim via faksimil. Pengiriman melalui faksimil ini
ditujukan kepada Polda-polda melalui Senkom Puskomilek Divisi Telematika
Polri. Pihak yang menerima di Polda adalah Bid Telematika Polda yang
selanjutnya disampaikan kepada pimpinan yaitu Kapolda. Karena telegram itu
berkaitan dengan rekrutmen penugasan personel, maka disposisi pimpinan
ditujukan kepada Karopers Polda yang berwenang dalam pembinaan dan
penyelenggaraan manajemen bidang personel di lingkungan Polda setempat.
Sebagaimana dinyatakan Senjaya (2002) bahwa salah satu fungsi komunikasi
dalam organisasi adalah fungsi regulatif yaitu penyampaian instruksi atau perintah
dari atasan, serta kepastian peraturan tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Untuk kecepatan informasi, selain melalui jalur faksimil via Telematika,
adakalanya pihak Robinkar Polri juga mengirimkannya langsung ke Ropers Polda
setempat. Seperti penjelasan Staf Ropers Polda NAD, AT, karena ia mempunyai
hubungan baik dengan staf Gassus maka Telegram diterima langsung oleh Ropers
sehingpa tepat waktu, padahal NAD adalah Polda yang jauh dan sering tertinggal
informasi.

Setelah menerima telegram itu, selanjutnya ‘Ropers menginformasikannya
kembali kepada satker di lingkungan Polda dan satuan wilayah (Polwil/Polres) di
jajarannya. Satker itulah yang kemudian mensosialisasikan dan menawarkan
kepada personelnya masing-masing. Bentuk informasi tertulis yvang dikeluarkan
oleh Polda adalah Surat Telegram atau Surat biasa dengan isi sama seperti
telegram yang berasal dari Mabes Polri. Sesuai penjelasan staf Ropers Polda
Metro Jaya, EA, bahwa Ropers menerbitkan surat telegram yang isinya serupa

dan merupakan penegasan Telegram dari Mabes Polri.
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Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Polda tidak memberi
penekanan kepada satuan kewilayahan yang ada di bawahnya untuk melakukan
sosialisasi, sehingga ketika Polres menerima surat telegram dari Polda, tindak
lanjut dari Polres hanyalah mendistribusikan kembali surat telegram itu ke jajaran
yang ada di bawahnya (polsek). Tidak ada upaya persuasi yang dilakukan untuk
menarik minat dan menjaring personel untuk mendafiar. Sebagaimana penjelasan
AT dari Polda NAD maupun St dari Polda Gorontalo, bahwa ia tidak mengetahui
mengapa personel di jajarannya tidak tertarik untuk mendaftar, dan tidak ada
upaya untuk menéari tahu alasannya.

Sf dari Polda Jawa Tengah menjelaskan bahwa informasi penugasan PBB
diterima oleh Polresnya (Kendal). Selanjutnya penawaran penugasan misi -
perdamaian PBB atau kegiatan lainnya diumumkan pada saat apel pagi yang
bertujuan untuk menarik minat pendaftar. Sedangkan UM dari Polda Jawa Tengah
menyatakan, selama 3 kali menjabat sebagai Kapolsek di wilayah yang berbeda, ia
belum ' pernah membaca surat telegram adanya pendaftaran penugasan PBB.
Sehingga ia belum pernah menawarkan atau mensosialisasikan kepada anak
buahnya, sebab sebagai pimpinan ja tidak menerima informasi itu. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa penginformaéian dan sosialisasi adanya
pendaftaran penugasan PBB berbeda-beda, tergantung dari kepedulian satuan

kerja setempat.

5.1.2.3. Pendaftaran calon peserta

Tahap paling penting dari proses rekrutmen adalah ditanggapinya
permintaan personel yang dikirimkan melalui Surat Telegram oleh Sde SDM Polri
ke Satker Kewilayahan dan Mabes Polri. Pada tahap ini diumumkan dan dibuka
kesempatan selebar-lebarnya bagi personel yang berminat untuk mendaftar pada
misi PBB. Di kewilayahan, Polda menindaklanjuti ST dari Mabes Polri dengan
cara menérbitkan surat maupun Surat Telegram ke Polres maupun sub Satker di
jajarannya, yang berisi penawaran tersebut.

Isi dari penawaran itu sama persis dengan TR yang dikirimkan oleh Mabes
Polri, antara lain meliputi : jenis kegiatan yang ditawarkan, persyaratan yang

ditetapkan, serta batas akhir penerimaan daftar nama personel yang berminat pada
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kegiatan itu oleh Polda. Pengumpulan daftar nama itu pada umumnya lebih cepat
dibandingkan yang harus diterima Mabes Polri. Dengan pertimbangan Polda harus
mengkompulir nama-nama dari berbagai Satker dan Satwil di jajarannya terlebih
dahulu, setelah lengkap barulah diserahkan/dikirimkan ke Mabes Polri sesuai
batas waktu yang telah ditentukan.

Penerimaan pendaftaran calon peserta di tingkat Polda merupakan
kewenangan Ropers Polda, berdasarkan usulan dari Kepala Satuan calon
‘(Kapolres atau Kepala satuan di lingkungan Polda), sedangkan di tingkat Mabes
dilaksanakan oleh Bagrenmin satuan ketja tersebut. Pendaftaran calon disesuaikan
dengan persyaratan yang tercantum dalam telegram rekrutmen, antara lain mampu
berbahasa Ingglis secara aktif, mampu mengoperasikan komputer, sehat jasmani
dan rohani, mampu mengemudikan kendaraan bermotor roda 2 dan 4. Usulan
nama personel itu diterima oleh Ropers Polda selanjutnya dikompulir,

Mantan Kasubbag Gassus maupun Kasubbag Gassus yang saat ini menjabat
menyatakan tidak semua personel memperoleh informasi tentang adanya
pendafiaran, yang disebabkan Satuan-satuan kerja kurang memberikan atensi atau
mensos1ahsas1kan Telegram yang dikeluarkan oleh Sde SDM. Akibatnya,
meskipun plhak Polda telah mendistribusikan informasi itu ke satuan kerja di
bawahnya, namun dalam pelaksanaannya kurang memperoleh respon yang positif
dari personel untuk mendaftarkan diri. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.5., yang
menunjukkan sebaran personel dan asal kesatnannya yang tidak merata. Demikian
pula untuk di tingkat Mabes Polri yang sebetulnya merupakan satker terdekat,
juga belum memberikan respon yang maksimal (libat tabel 3.6.).

Hasil wawancara peneliti dengan staf beberapa Polda (Metro Jaya, Jateng,
Gorontalo, NAD) maupun mantan peserta seleksi yang berasal dari beberapa
Polda, diperoleh penjelasan bahwa Polda telah meneruskan Telegram informasi
pendaftaran ke jajarannya, namun nampaknya kurang tersosialisasi di kalangan
anggota satuan tersebut. Sehingga, apabila tidak ada yang mendaftar, maka akan
dilaporkan nihil kepada Mabes Polri. Kondisi ini menunjukkan tujuan dari
rekrutmen Sde SDM Polri yaitu mencari dan menjaring personel yang berpotensi
dan berminat sebanyak-banyaknya untuk mengisi posisi yang ditawarkan belum

mendapatkan respon sebagaimana vang diharapkan.
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Menurut Hariandja (2009) kegiatan rekrutmen dengan metode terbuka
seperti yang dilaksanakan oleh Sde SDM Polri ini, kelemahannya memang
memakan waktu yang lebih lama, akan tetapi memberikan kesempatan yang sama
bagi semua personel, serta kemungkinan memperoleh personel yang berminat dan
berpotensi sebanyak-banyaknya untuk mendafiar. Jika proses ini ditempuh dengan
tepat dan baik, hasilnya adalah sejumlah besar personel Polri yang akan siap
untuk diseleksi, guna menjamin bahwa hanya yang paling memenuhi sjraratlah

yang akan diterima atau lulus ujian.

5.1.2.4. Pemanggilan Calon Peserta untuk Melaksanakan Seleksi

Setelah Satker Kewilayahan dan Mabes Polri mengirﬁnkan daftar nama
calon yang berminat ke Robinkar Sde SDM Polri, tahap selanjutnya adalah
pemanggilan personel untuk mengikuti tahap seleksi di Mabes Polri. Kegiatan ini
dilaksanakan oleh Subbag Gassus Bag Mutjab yang mempunyai kewenangan di
bidang penugasan khusus. Pada tahap ini Subbag Gassus menentukan dan
memanggil calon yang memenuhi syarat untuk mengikuti proses seleksi. Dasar
pemanggilannya adalah merujuk pada usulan vang dikirimkan oleh satuan asal.
Berdasarkan keterangan staf Subbag Gassus diperoleh penjelasan bahwa Robinkar
tidak pernah melakukan pemanggilan personel tanpa melalui pengusulan dari
satuan asal,

Merujuk pada usulan itulah, Subbag Gassus menentukan personel-personel
yang akah mengikuti tahap seleksi, selanjutnya- diumumkan dengan menerbitkan
Telegram atau Surat Telegram yang berisi daftar nama personel yang dipanggil
beserta jadwal dan jénis seleksi yang akan dilaksanakan. Telegram itu
didistribusikan ke Polda-polda dan Satker Mabes Polri yang personelnya termasuk
dalam daftar panggilan.

Beberapa telegram pemanggilan personel yang dikeluarkan oleh Robinkar
Sde SDM Polri menunjukkan waktu antara informasi pendaftaran dengan
pemanggilan seleksi cukup lama. Seperti pemanggilan seleksi tahun 2008, di
mana telegram pendaftaran telah diterbitkan pada tanggal 28 Agustus 2007
(T/122/VII/2007), sedangkan pemanggilan seleksinya tanggal 1 Pebruari 2008.

Telah lamanya informasi pendaftaran itu dapat membuat personel yang baru saja
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mendengar adanya panggilan seleksi bertanya-tanya kapan sebetulnya informasi

- pendaftaran diterbitkan. Kondisi ini menunjukkan rentang waktu antara keluarnya

Telegram Warning Order (TR WO) tentang informasi pendaftaran dari Sde SDM
Polri dengan Telegram pemanggilan pelaksanaan seleksi terlatu lama. Sebetulnya,
Sde SDM Polri dapat menerbitkan TR WO kembali untuk mengingatkan atau
menginformasikan adanya pendaftaran misi PBB guna menjaring peminat lainnya
yang mungkin belum mengetahui atau membaca TR WO sebelumnya. Sehingga
tidak perlu adanya telegram pemanggilan susulan yang ditemukan oleh peneliti,
yang berisi 3 nama personel untuk mengikuti seleksi oleh Sde SDM Polri
(TR/50/11/2008 tanggal 21 Pebruari 2008).

5.1.3. Pelaksanaan Seleksi

Seleksi yang dilakukan oleh Sde SDM Polri adalah untuk memilih calon
yang paling memenuhi syarat penugasan sebagai police advisor pada misi
perdamaian PBB di Sudan, diantara para pendaftar yang berhasil dijaring pada
proses rekrutmen, Proses pemilihannya itu dilakukan melalui serangkaian tes yang |
dilaksanakan secara rasional, ilmiah, dan obyektif (Djamin, 1995). Untuk
melaksanakan tes-tes tersebut, Sde SDM Polri meminta bantuan kepada satuan
kerja lain untuk melaksanakannya, sesuai dengan tugas dan fungsi dari satuan
kerja itn. Sde SDM sendiri bertindak selaku koordinator dan organizer kegiatan
seleksi itu, yang mengatur waktu dan tempat ujian dilaksanakan, peserta yang
akan diuji, hingga pelaporan hasilnya. Adapun satker pelaksana seleksi hanya
membantu menyeleksi dengan memilih personel melalui serangkaian tes, yang
materi dan sistem penilaiannya ditentukan oleh satker vang bersangkutan,
sedangkan hasilnya dilaporkan kepada Sde SDM Polri kembali.

Seleksi merupakan usaha sistematik yang dilakukan guna lebih menjamin
bahwa mereka yang diterima menjadi anggota organisasi adalah orang-orang yang
paling tepat untuk dipekerjakan (Siagian, 1995). Usaha sistematik disini dapat
diartikan sebagai rangkaian kegiatan seleksi yang dilaksanakan oleh beberapa
satuan kerja (satker) di lingkungan Mabes Polri, di bawah koordinasi Sde SDM
Polri ¢.q. Robinkar. Dalam kegiatan itu, Robinkar mengorganisir satker pelaksana

seleksi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu diperolehnya sejumlah
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calon yang berpotensi dan memenuhi syarat untuk ditugaskan pada misi
perdamaian PBB.

Terry dan Rue (1992) menyatakan organizing adalah proses
pengelompokkan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan
setiap kelompok kepada seorang manajer yang mempunyai kekuasaan, yang perlu
unfuk mengawasi anggota-anggota kelompok. Dalam seleksi PBB ini, kegiatan
dipercayakan kepada masing-masing Kepala satuan kerja (Kasatker) selaku
penanggung jawab pelaksanaan seleksi, yaitu Kasebasa untuk seleksi bahasa,
Karopsi untuk seleksi psikologi, Kapusdokkes untuk seleksi kesehatan, dan
Kapusinfolahta untuk .seleksi kompetensi komputer.

Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua
sumber-sumber yang diperfukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang
dikehendaki dapat terlaksana dengan berhasil. Organizing bertujuan untuk
membantu orang-orang dalam bekerja sama secara efektif. Terutama untuk
pekerjaan yang tidak mungkin ditangani secara perorangan karena terlalu banyak.
Dengan cara mengorganisir, orang-orang dipersatukan dalam tugas-tugas yang
saling berkaitan (Terry dan Rue, 1992). Hal ini dapat dilihat dalam proses seleksi
PBB di lingkungan Polri di mana antar satuan kerja saling berkaitan dalam
melaksanakan kegiatan seleksi, yang didahului dengan adanya permintaan dari
Sdeops kepada Sde SDM Polri untuk menyiapkan sejumlah personel yang akan
ditugaskan pada misi perdamaian PBB. Sde SDM Polri selaku pembina fungsi
sumber daya manusia Polri, menindaklanjutinya dengan melakukan kegiatan
rekrutmen untuk menjaring personel berpotensi sebanyak-banyaknya dari satuan
kewilayahan atau Mabes Polri. Personel tersebut selanjutnya akan dipanggil untuk
diseleksi, guna memperoleh personel yang memenuhi syarat sebagaimana telah
ditetapkan oleh PBB.

Menurut Siagian (2004) ada empat macam tantangan yang dihadapi dalam
pelaksanaan seleksi yaitu penawaran tenaga kerja, tantangan etis, tantangan
organisasional, dan kesamaan kesempatan bagi calon. Kondisi ini dihadapi pula
oleh Sde SDM. Penawaran tenaga kerja berkaitan dengan jumlah personel yang
berminat untuk mendaftar, semakin banyak jumlah personel terjaring untuk
diseleksj, semakin baik bagi Sde SDM karena semakin besar pula jaminan bahwa
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personel yang terseleksi dan lulus pada ujian merupakan personel yang paling
memenuhi persyaratan untuk penugasan pada misi perdamaian PBB.
Tantangaﬁnya apabila persyaratan terlalu tinggi sehingga peminat tidak dapat
memenuhinya dan menghilangkan keinginannya untuk mendaftar.

Faktor etika berhubungan dengan kejujuran penyeleksi dan obyektifitas
penilaian yang didasarkan pada kriteria rasional. Faktor etika sangat dibutuhkan
untuk menghindari pengambilan keputusan yang didasarkan pada pertimbangan-
pertimbangan subyektif. Peran Sde SDM juga satker pelaksana seleksi sangat
menentukan siapa diantara pendaftar yang diterima dan ditolak. Untuk itu Siagian
(2004) menyebutkan dipertukan kemampuan para penyeleksi untuk memegang -
teguh norma-norma etika organisasi serta memperhitungkan nilai-nilai sosial
budaya masyarakat di mana ia hidup dan berkarya.

Faktor internal organisasi berkaitan dengan rencana jumlah personel yang
akan disiapkan sebagai calon police advisor, serta kebijakan untuk mengirimkan
personel Polri pada misi itu atau tidak. Selain itu besar kecilnya anggaran yang
dialokasikan juga perlu diperhitungkan, kendati penyiapan police advisor tidak
sebesar biaya penyiapan pasukan FPU, seperti permintaan PBB untuk
mengirimkan satu pasukan FPU pada misi MINUSTAH ke Haiti yang tidak dapat
dipenuhi oleh Polri karena masalah anggaran yang akan dialokasikan untuk
penyiapan pasukan FPU I1I ke misi UNAMID.

Sedangkan faktor kesamaan kesempatan berkaitan dengan pemberian
kesempatan yang seleba:f-lebamya untuk mengikuti seleksi dan lulus berdasarkan
kualitas dan prestasi yang ditunjukkan selama proses seleksi, tanpa melihat
apakah calon pernah bertugas pada misi PBB atau belum, juga bagi polisi laki-laki
dan pereminuan. Dengan kata lain, tidak ada praktek diskriminatif dalam kegiatan
seleksi. Dalam misi PBB itu sendiri, gender merupakan isu yang sensitif, Oleh
sebab itu, kehadiran dan peran serta polisi wanita sangat dibutuhkan di daerah
misi sebagai gender balénce, termasuk Indonesia yang telah mengirimkan 3 orang
police advisor ke misi UNMIS di Sudan.

Dalam penugasan personel pada misi PBB, seleksi yang diselenggarakan
menggunakan metode dan alat tes yang terukur. Mangkuprawira (2003)
menyatakan tidak ada kombinasi dari instrumen penyeleksian yang standar
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universal. Setiap organisasi dapat saja terjadi perbedaan atau unsur yang
digunakan untuk kegiatan penyeleksian yang disebabkan adanya perbedaan dalam
kemampuan anggaran, tenaga ahli, instrumen seleksi, dan sebagainya. Metode tes
yang digunakan oleh Polri adalah tes kemampuan bahasa Inggris, psikotes, tes
kesehatan, dan tes kemampuan mengoperasikan komputer dan jaringan internet,
Polri melaksanakan tes-tes ini untuk memperoleh personel sesuai dengan
beberapa persyaratan yang diminta oleh PBB, yaitu:

a.  Mampu berbahasa Inggris lisan dan tertulis. Untuk memperoleh kualifikasi
personel itu dilaksanakan seleksi bahasa Iﬁggris, secara lisan melalui tes
wawancara, serta tertulis (fes TOEFL/PEPT).

Salah satu metode seleksi Bahasa Inggris oleh Sebasa Polri adalah tes
wawancara yaitu dalam bentuk tatap muka antara pewawancara dengan
peserta. Manfaat dilakukan wawancara ini sesuai Siagian (2004) adalah :

- Memperoleh kesan kuat tentang akseptabilitas peserta untuk bertugas
pada misi perdamaian PBB yang akan digelar.

- Memperoleh jawaban yang pasti atas pertanyaan apakah peserta mampu
melaksanakan tugas yang akan dipercayakan kepadanya.

- Pewawancara memperoleh bahan perbandingan kecakapan berbahasa
Inggris antara peserta yang satu dengan peserta yang lain.

- Kesempatan bagi peserta unfuk menunjukkan kelebihan kemampuannya
pada oral interview, terutama bila yang bersangkutan mempunyai
kekurangan pada tes tertulis (TOEFL/PEPT).

Salah satu kelemahan seleksi interview adalah faktor subyektifitas.
Seperti yaﬁg jujur diungkapkan oleh Str dari Sebasa Polri bahwa penilaian
pada tes wawancara bersifat subyektif,- tergantung dari peserta apakah
jawabannya mampu mengesankan pewawancara. Ada peserta yang tidak
terlalu bagus pada tes tertulis, tetapi ia mampu menjawab pertanyaan-
pertanyaan dalam tes lisan. Sebagaimana pendapat Manullang (2006) bahwa
cara seleksi dengan interview dipengaruhi oleh faktor subyektifitas, karena
manusia selalu dipengaruhi oleh perasaannya. Oleh sebab itu, nilaj tertinggi

yang diberikan pada tes wawancara Polri tidak lebih dari 80.
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Sehat jasmani melalui pemeriksaan kesehatan.

Siagian (2004) menyatakan bahwa evaluasi medis dimaksudkan untuk
menjamin bahwa pelamar berada dalam kondisi fisik yang schat. Ada 2 cara
yang ditempuh, pertama pelamar diminta melampirkan surat keterangan dari
dokter. Akan tetapi karena surat keterangan seperti ini bersifat umum, maka
biasanya organisasi menempuh cara kedua yaitu melakukan sendiri evaluasi
medis, dengan mengharuskan pelamar menjalani tes keschatan secara
menyeluruh di tempat pemeriksaan oleh dokter yang ditunjuk organisasi.
Cara kedua inilah yang dilaksanakan oleh Sde SDM Polri dalam
melaksanakan seleksi kesehatan penugasan misi PBB. Adapun pemeriksaan
kesehatan bertujuan untuk menjamin bahwa calon tidak menderita suatu
penyakit kronis atau menular, dan memperoleh informasi apakah secara
fisik seorang calon mampu menghadapi tantangan dan tekanan tugas atau
pekerjaannya nanti.

Seleksi psikologi untuk mengetahui keadaan diri serta kesanggupan para
calon terhadap kemungkinan tugas yang akan dihadapinya.

Mangkuprawira (2003) menyatakan bahwa psikotes dimaksudkan
untuk mengetahui kepribadian, minat calon, prestasi, bakat serta mengukur
pengetahuan seseorang. Sedangkan Siagian (2004), tes psikologi dilakukan
untuk mengukur berbagai faktor kepribadian sebagai upaya mencocokkan
antara kepribadian pelamar dengan pekerjaan yang tepat baginya. Adapun
Djamin (1995) membagi seleksi psikologi menjadi 5 golongan yaitu,
achievement test untuk mengukur hasil kerja, aptitude test untuk mengukur
bakat atau kemampuan yang mungkin telah dikembangkan atau masih
terpendam dan tidak dipergunakan, intelligence test untuk mengetahui muty
kecerdasan calon, inferest test untuk mengetahui luasnya minat calon, dan
Dpersonality fest yaitu untuk mengukur atau menilai kepribadian calon secara
keseluruhan. _

Pendapat para ahli di atas sesuai dengan yang dilaksanakan oleh Polri.
Aspek psikologi yang diungkap dalam seleksi penugasan PBB,

dimaksudkan untuk mengetahui kondisi calon, meliputi kecerdasan umum,
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kemampuan analisa/sintesa dan antisipasi sosial, kemampuan verbal,
pengendalian diri, penyesuaian diri, kerja sama, stabilitas emosi, ketekunan
dan daya tahan kerja, serta untuk mengukur motivasi kerja. Asepk-aspek
inilah yang dinilai akan mempengaruhi kondisi seorang calon apakah
memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas di daerah misi atau tidak.

d. Mampu menggunakan komputer, melalui tes komputer ditambah akses
internet.

Tes penguasaan penggunaan komputer merupakan seleksi praktek
yang dimaksudkan untuk mengetahui kecakapan dan ketangkasan dalam
menggunakan sarana dan prasarana kerja (Djamin, 1995). Sebab, calon akan
sering menggunakan peralatan tersebut selama pelaksanaan tugas di daerah
misi, khususnya untuk penyusunan laporan tugas dan berkomunikasi via

internet.

Tes-tes yang dilaksanakan oleh Polri di atas sejalan dengan ketentuan dari PBB
sebagaimana disebutkan dalam UN Police Roles and Responsibilities,
The screening should take the form of a formal test so that the candidates
standards of literacy can be determined, and include medical tests to assess
their physical and mental condition. An interview should be conducted to
identify any other relevant compelencies that they possess (www.unddr.org.,
diunduh tanggal 28 Mei 2010).

P Hal yang juga harus dipedomani dalam kegiatan seleksi adalah bahwa berbagai
tes dilaksanakan merupakan alat untuk memperoleh informasi secara lebih
obyektif mengenai pelamar (Siagian, 2004). Dengan demikian, sepanjang proses
seleksi telah sesuai dengan mekanisme dan standar seleksi yang telah ditetapkan
serta menggunakan alat tes yang terukur, maka hasil seleksi akan dapat
dipertanggungjawabkan.

5.1.4. Penentuan Kelulusan

Siagian (2004) menyatakan langkah terakhir dalam proses seleksi adalah

pengambilan keputusan tentang siapa pelamar yang akhirnya diterima. Keputusan
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penentuan kelulusan pada seleksi di tingkat Polri merupakan kewenangan dari
Robinkar Polri. Seperti telah diuraikan pada bab 4, bahwa satker-satker pelaksana
seleksi mengirimkan hasil atau nilai para peserta seleksi kepada Robinkar Polri.
Bentuk laporan kepada Sde SDM berBeda—beda. Ada yang langsung menyebutkan
MS/TMS seperti hasil seleksi Bahasa Inggris, psikologi, dan tes kesehatan. Ada
yang berbentuk tingkat nilai saja seperti Pusinfolahta Polri untuk seleksi
komputer. Nilai tersebut selain berbentuk kualitatif, juga kuantitatif, sehingga
diketahui nilai peserta yang sebenarnya. Misalnya seleksi psikologi dengan hasil
Memenuhi Syarat (MS), nilai C-66 tentunya lebih baik daripada C-61.

Dengan berlandaskan pada nilai-nilai yang diberikan oleh satker pelaksana
seleksi itulah, Robinkar menyusun dan menentukan kriteria kelulusan calon.
Aspek penilaian yang pertama adalah kemampuan bahasa Inggris. Sebab,
penugasan ke luar negeri harus mampu berkomunikasi secara aktif, baik lisan
maupun tertulis dalam bahasa Inggris. Ditambah lagi, kemampuan bahasa Inggris
merupakan kemampuan yang paling ditekankan dalam seleksi UNSAT. Oleh
seﬁab itu, kecakapan bahasa Inggris merupakan syarat mutlak. Pertimbangannya
adalah di dacrah tugas personel Polri akan berinteraksi dengan berbagai bangsa
yang komunikasinya menggunakan bahésa Inggris. Sehingga akan sangat
mengganggu jalannya tugas apabila ia tidak mempunyai kompetensi bahasa
terscbut.

Hal ini diakui oleh mantan Kasubbag Gassus bahwa kompetensi personel
yang terjaring belum mencapai kemampuan optimal sesuai permintaan, di mana
faktor kemampuan Bahasa Inggris merupakan salah satu kendala dalam penentuan
kelulusan untuk memenuhi kriteria penugasan PBB. Misalnya dibutuhkan tenaga
. trainer atau penyidik dari fungsi serse, namun tidak semua personel dari fungsi itu
mempunyai kualifikasi bahasa Inggris. Akhirnya yang diutamakan adalah
mempunyai kemampuan Bahasa Inggris duly, sedangkan permintaan kualifikasi
lainnya misal sebagai frainer fungsi serse atau lalu lintas, bersifat menyesuaikan.
Kendati demikian, hingga saat ini, belum ada komplain terhadap kinerja personél
Polri di daerah misi, karena yang dikirim adalah personel terbaik.

Aspek selanjutnya adalah hasil seleksi psikologi yang menggambarkan

kondisi kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas, serta kemungkinan
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keberhasilan atau kegagalannya, terutama karena akan bekerja di negara lain yang
kondisinya berbeda jauh dengan Indonesia, serta jauh dari keluarga. Seperti yang
dijelaskan oleh Kasubbag Gassus bahwa hasil psikologi merupakan faktor
kelulusan kedua, yaitu untuk memilih orang yang kuat dalam mengikuti
penugasan-penugasan dengan stressing tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat
Manullang (2006) tentang sejauhmana peranan hasil seleksi psikologi dalam
penentuan diterima tidaknya seorang calon. Karena seleksi psikologi dilaksanakan
untuk menentukan satu aspek dari kualifikasi seseorang, maka hasil seleksi
psikologi hanya merupakan salah satu faktor penentu saja.

Kriteria kelulusan selanjutnya adalah hasil seleksi kesehatan. Akan tetapi,
hasil tes ini bersifat relatif karena tergantung dari kondisi seseorang pada saat
pemeriksaan kesehatan. Misalnya tes mendadak dan tidak ada persiapan sehingga
hasil laboratoriumnya jelek atau tensi tinggi. Sedangkan seleksi kompetensi
komputer hanya bersifat pendukung saja, untuk mengetahui apakah calon mampu
mengoperasikan komputer, Sebab, dalam penugasan PBB personel Polri akan
sering menggunakan komputer untuk menyusun laporan serta menggunakan
-fasilitas internet.

Berdasarkan nilai yang diberikan oleh satker pelaksana seleksi itulah,
Robinkar menyusun ranking kelulusan. Peserta yang memperoleh nilai tinggi pada
bahasa Inggris kemungkinan besar lulus, kecuali ada faktor-faktor lainnya yang
memberatkan atan menjatuhkan. Misainya seleksi psikologi atau kesehatannya
K-2/TMS. Menurut Samsudin (2006), proses seleksi seperti ini menggunakan
pendekatan compensatory, yaitu kekurangan pada satu faktor seleksi dapat
ditutupi pada faktor seleksi lainnya. Calon dinyatakan lulus berdasarkan pada
kumpulan hasil secara menyeluruh dari seluruh tes vang dilakukan, Dari tes itu
mungkin nilainya ada yang agak kurang di satu faktor seleksi, akan tetapi ia
mempunyai kelebihan pada faktor tes lainnya, sehingga jumlah akhir yang dicapai
memenuhi persyaratan untuk diterima. Demikian pula sebaliknya, calon dapat
dinyatakan tidak lulus apabila hasil salah satu faktor seleksi terlalu jatuh, sehingga
memberatkan faktor seleksi lainnya. Akan tetapi, seleksi dengan pendekatan ini
memberi kesempatan kepada peserfa untuk mengikuti semua item tes, karena

tidak bersifat sistem gugur.
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Penentuan kelulusan seleksi Polri berbeda dengan PBB. PBB sudah jelas
menitikberatkan pada kemampuan bahasa Inggris, akan tetapi Polri mempunyai
pertimbangan lain, yaitu faktor keschatan jiwa dan badan. Sehingga, walaupun
seorang calon telah berulang kali bertugas pada misi PBB bahkan seorang
instruktur bahasa Inggris, ia dapat dinyatakan tidak Iulus karena masalah
kesehatan. Selain itu, faktor bahasa Inggris sebagai acuan utama kelulusan
seorang calon, masih dipengaruhi oleh faktor subyektifitas khususnya pada tes
wawancara, di mana kekurangan pada tes tertulis dapat ditutupi pada tes
wawancara. Sedangkan seleksi UNSAT menerapkan sistem gugur, apabila
seorang calon tidak mampu mengerjakan soal 60 % dari yang diberikan, maka
dinyatakan tidak layak dan gagal mengikuti tes bahasa Inggris tahap berikutnya.

Hasil seleksi Polri ini tidak diumumkan, melainkan dilaporkan langsung
kepada Sdeops Polri selaku pibak yang meminta dilakukannya penyediaan
personel. Hal ini bertentangan dengan pendapat Siagian (2C04) yang menyatakan
tindakan etis sekaligus langkah penting dalam menjaga citra positif organisasi
adalah apabila para pelamar yang dinyatakan tidak diterima segera diberitahu
tentang penolakan tersebut. Sedangkan yang lumrah terjadi adalah mereka yang
dinyatakan luluslah yang segera diberitahu. Kondisi ini tentu saja mempengaruhi
transparansi hasil seleksi, karena seorang calon tentunya juga berhak mengetahui
di mana letak kelemahannya untuk perbaikan di masa yang akan datang. Untuk
itu, rencana Robinkar ke depan yang akan menginformasikan hasil seleksi kepada
Kasatker peserta seleksi sebagaimana telah diuraikan dalam bab 4, merupakan
upaya positif yang harus direalisasikan.

5.2. Permasalahan Rekrutmen dan Seleksi

Dalam pelaksanaan rekrutmen dan seleksi ditemukan  beberapa
permasalahan yang mempengaruhi proses kegiatan itu sebagaimana telah
diuraikan di atas dan juga bab 4. Beberapa permasalahan tersebut selanjutnya

akan dianalisis pada subbab ini.
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3.2.1. Rentang Waktu antara Penginformasian dan Pelaksanaan

Berdasarkan hasil telaah dokumen, diketahui bahwa rentang waktu antara
penginformasian dan pelaksanaan bervariasi..Pada tahap rekrutmen tahun 2007
- menunjukkan rentang waktu antara terbitnya telegram warning order hingga
pemanggilan seleksi sangat singkat, karena untuk memenuhi permintaan PBB
yang menanyakan kesanggupan Indonesia mengirimkan personel polisi ke misi
UNMIS (lihat subbab 3.5.). Namun, pada tahun 2008 dan 2009 rentang waktunya
cukup lama, sehingga mampu menjaring animo lebih banyak. Kendati demikian,
terlalu lamanya rentang waktu juga berdampak pada' petlunya pengulangan
informasi sebagai salah satu upaya untuk mengingatkan kembali atan memberi
kesempatan kepada para personel yang belum mendengar adanya pendaftaran misi
PBB sebelumnya.

Sedangkan pada tahap seleksi, berdasarkan hasil wawancara dengan
beberapa peserta menyatakan rentang waktu antara pemanggilan personel dengan
hari-H pelaksanaan seleksi cukup singkat, sehingga mengakibatkan peserta tidak
hadir dalam pelaksanaan seleksi karena tidak menerima informasi dari
kesatuannya atau terlambat menerima informasi. Dalam beberapa Telegram yang
peneliti telaah, memang menunjukkan adanya suatu pola pemanggilan yang cukup
dekat antara penginformasian dan pelaksanaan.

Menurut Senjaya (2002) dalam Bungin (2007), salah satu fungsi komunikasi
dalam organisasi adalah fungsi informatif, Maksudnya, seluruh anggota dalam
suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih
baik, dan tepat waktu. Dengan adanya informasi itu, seorang anggota organisasi
akan memungkinkan untuk melaksanakan tugasnya secara lebih pasti. Akan
tetapi, apabila informasi yang diperolehnya tidak tepat waktu, tentunya akan
berdampak pada terlambatnya tugas yang harus dilaksanakan. Demikian pula
dalam pelaksanaan seleksi, apabila informasi diterima terlambat maka menjadi
permasalahan bagi personel yang bersangkutan, terutama yang berasal dari luar
daerah, yang membutuhkan persiapan dan waktu perjalanan yang lebih panjang.
Ke depan, Sde SDM Polri perlu memperhitungkan rentang waktu secara lebih
bijaksana antara penginformasian dengan pelaksanaan, sehingga tidak ada lagi

personel yang tidak menerima informasi karena faktor sempitnya waktu,
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3.2.2. Persyaratan dan Kualitas Peserta

Misi perdamaian PBB yang diselenggarakan di kawasan konflik menuntut
kesiapan dan kémampuan personel yang berkualitas, baik dari segi skill,
pengalaman tugas, dan ketahanan mentalnya. Individu yang merepresentasikan
profil polisi PBB, tentunya seorang pefugas kepolisian yang mampu
melaksanakan tugas sesuai dengan mandat yang diberikan oleh PBB. Untuk itu,
terpenuhinya persyaratan standar PBB yeng tertulis pada UN minimum
recruitment requirements merupakan syarat wajib bagi setiap personel yang akan
dikirim pada misi itu.

Salah satu persyaratan PBB menyebutkan calon harus telah bertugas pada
dinas kepolisian minimal selama 5 tahun. Akan tetapi, Surat Telegram Warning
Order tentang permintaan personel Polri untuk mengikuti seleksi pasukan PBB
yang didistribusikan ke jajaran Polri mulai dari tingkat Mabes Polri sampai
dengan Kewilayahan (Polda-polda) periode rekrutmen tahun 2007-2009, tidak
menyebutkan kriteria itu. Akibatnya, calon yang mendaftar mémpunya.i masa
dinas yang bervariasi, bahkan ada yang baru 2 tahun berdinas. Berdasarkan
keterangan staf Robinkar, tidak dicantumkannya kriteria itu karena memang tidak
disebutkan dalam surat permintaan dari Sdeops Polri atau Set NCB-Interpol.
Kondisi ini menunjukkan pada tahap awal secbelum kegiatan rekrutmen
dilaksanakan, Polri tidak melakukan penelitian terlebih dahulu térhadap syarat-
syarat yang ditetapkan oleh PBB.

Pada proses rekrutmen di tingkat Polri, persoalan masa dinas tidak
dipermasalahkan, Namun, hal ini ternyata bermasalah saat diseleksi oleh PBB.
Mereka yang belum mempunyai masa dinas 5 tahun digagalkan keberangkatannya
oleh PBB karena faktor itu, seperti kasus Briptu AM yang telah dijelaskan
sebelumnya. Kondisi ini tentu saja mengecewakan personel yang telah dinyatakan
lulus. Salah seorang peserta, DC dari Polda Riau menyesalkan mengapa
diluluskan apabila ternyata persyaratannya adalah telah berdinas minimal 5 tahun,
serta menanyakan di mana faktor kesalahan informasi ini, Sebab, ia baru
mengetahui persyaratan itu pada saat menerima pembekalan setelah dinyatakan
lulus seleksi Polri.
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Mengevaluasi berbagai permasalahan yang dihadapi Polri pada pola
rekrutmen dan seleksi yang telah dilaksanakan pada tahun 2007 s.d 2009, pada
tahun 2010 ini Polri mulai membenahi diri. Di antaranya berkaitan dengan
pencantuman job specification yang lebih jelas mengacu pada United Nations
Minimum  Recruitment  Requirements. Dalam  situs PBB yaitu
www.un.org/Depts/dpko/police/join, disebutkan persyaratannya adalah sebagai
berikut :

a. Age: min 25 years; Preference under 55 years.

b. Numbers of years of professional experience : five (3) years excluding
training.

¢. Language proficiency:
- Mandatory language fest (reading, listening, report writing, and

oral interview);

~ Language of Operation, French and English;
- Passing score 60% or above.

d. Driving Skills proficiency

- One (1) year of recent driving experience;

- In possession of a valid national driving license Jor at least one year.

- Two mandatory driving tests, one by Selection and Assistance Team,
and one in the respective peacekeeping mission.

Use of firearms proficiency: mandatory firearms test.

Computer skills: Basic computer knowledge.

Desirable complementary skills :

- Previous experience in g UN mission;

- Proficiency in map reading, land navigation, use of global
positioning systems;

- Knowledge of basic negotiation, mediation and conflict resolution;

- Interviewing techniques;

- Basic first aid.

0g

Merujuk pada persyaratan itu, Polri mulai lebih jelas dalam mencantumkan
kriteria personel Polri untuk mengikuti seleksi PBB vang berasal dari berbagai -
sumber kepangkatan, pengalaman tugas, keahlian, serta jenis kelamin. Hal ini
dijabarkan oleh Rokermaopslat Sdeops (2010) dalam rapat persiapan seleksi dan
Latpraops Calon Police Advisor dalam Misi UNMIS, pada tanggal 1 Maret 2010
lalu. Disebutkan bahwa persyaratan sebagai Police advisor adalah sebagai
berikut:

Sehat jasmani dan rohani mengingat medan tugas yang cukup berat.
Berusia minimal 25 tahun.

Pengalaman kerja minimal 5 tahun.

Cakap berbahasa Inggris baik lisan maupun tertulis.

e o
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€. Mahir mengemudikan kendaraan roda 4 dibuktikan dengan kepemilikan
SIM minimal satu tahun.

f. Mahir mengoperasikan komputer (MS Word, MS Power Point, MS Excel
dan internet explorer).

g Memiliki keahlian khusus sebagai trainer, ahli forensik, dokter,
administrasi personel, analis, lalu lintas, community policing, logistik,
database, cyber crime, computer, legal adviser, jihandak, pelatih
dalmas/PHH, dan pengetahuan bidang kepolisian lainnya.

h. Diutamakan yang memiliki pengetahuan pada misi perdamajan PBB,
memiliki kemampuan membaca peta, menggunakan GPS, melakukan
negosiasi, mediasi dan penyelesaian konflik, menguasai teknik
interview, serta kemampuan pertolongan pertama pada kecelakaan/P3K.

. Kiiteria itu mulai dicantumkan pada telegram rekrutmen penugasan PBB tahun
2010. Dengan lebih spesifiknya kriteria yang dicantumkan dalam Telegram
pencarian calon ini, diharapkan tidak ada lagi permasalahan dari PBB berkaijtan
dengan masa dinas kepolisian, serta kemampuan yang harus dimiliki oleh para
calon pendaftar.

Berkaitan dengan usaha untuk memperoleh personel yang berpotensi sesuai

kualifikasi yang diminta oleh PBB di atas, Polri dapat melakukan beberapa upaya,
di antaranya:

a.

Sde SDM Polri menginformasikan data base mantan polisi PBB ke satuan
kewilayahan dan satuan kerja di lingkungan Mabes Polri.

Upaya ini perlu dilakukan dengan tujuan ketika ada informasi
pendaftaran misi PBB, satﬁan—satuan tersebut dapat langsung menawarkan
kepada personel yang bersanglutan. Sesuai dengan pedoman dari Sdeops
Polri bahwa mantan polisi PBB meiupakan personel PBB stand by, yang
dapat dipergunakan atau digerakkan apabila ada permintaan pengiriman
personel Polri pada misi PBB. Selain itu, menawarkan kepada mantan polisi
PBB akan lebih mudah daripada personel yang belum pernah bertugas sama
sekali, karena mereka telah mempunyai pengalaman sebelumnya sehingga
telah mempunyai bayangan apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan di

sana.

Satuan kewilayahan dan satuan kerja di lingkungan Mabes Polri harus

mempunyai data anggotanya yang mempunyai latar belakang pendidikan.
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bahasa asing, pernah mengikuti kursus bahasa asing, atau penugasan luar
negeri. '

Upaya ini juga perlu dilakukan oleh satuan asal agar tidak késulitan
mencari calon peridaftar. Pendataan ini termasuk juga personel yang pernah
mengikuti pendidikan atav penugasan di luar negeri di luar misi PBB.
Dengan pertimbaﬁgan, personel yang pernah bertugas atau pendidikan di

luar negeri pasti mempunyai kemampuan bahasa asing lebih baik.

Satuan kerja asal memilih personel yang dicalonkan sesuai dengan
persyaratan yang diminta oleh Sde SDM Polri, dengan cara menyeleksi
terlebih dahulu kemampuan yang bersangkutan.

Seleksi personil dapat dilakukan melalui dua tahap yaitu seleksi
tingkat kewilayahan dan seleksi tingkat pusat. Sifat seleksi adalah
perorangan karena penugasan sebagai police advisor akan dilaksanakan
secara perorangan/individu di daerah misi. Seleksi tersebut dilaksanakan
secara beturutan mulai dari test bahasa Inggris dan seterusnya dengan
menggunakan sistem gugur.

Pemilihan oleh kesatnan asal perlu dilakukan sebab bila satuan
pengirim tidak mengecek kemampuan personel yang dikirim, maka tidak
akan diketahui apakah benar personel yang dicalonkan itu mempunyai
kualifikasi seperti yang dipefsyaratkan untuk penugasan PBB, yaitu calon
mampu  berbahasa Inggris, sehat jiwa dan raga, serta mampu
‘mengoperasikan  komputer. Mekanisme seleksi yang baik, satuan
kewilayahan scharusnya ikut serta bertanggung jawab terhadap personel
yang dicalonkan dengan melakukan pemeriksaan awal, sehingga personel
yang dikirim ke Mabes Polri benar-benar memiliki kemampuan minimum
yang diminta. Mangkuprawira (2001) menyatakan pemeriksaan awal
dimaksudkan untuk meminimalkan waktu yang digunakan selama proses
penyeleksian dengan melepaskan para pelamar yang tidak memenuhi syarat
yang sudah ditentukan. Untuk itu, apabila kesatuan asal berperan
melakukan seleksi awal, kemungkinan seperti yang disampaikan oleh

mantan Kasubbag Gassus tentang adanya calon peserta yang nekad
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mendaftar, padahal tidak bisa berbahasa Inggris, yang disebabkan tidak
adanya seleksi darj wilayah, dapat dihindari.

Memelihara kemampuan anggota dengan mengikutsertakan dalam
pendidikan kejuruan bahasa yang diselenggarakan di Sebasa Polri atau
dilaksanakan di satuan setempat. |

Hal ini perlu dilakukan sebab persyaratan utama penugasan ke luar
negeri adalah kemampuan bahasa Inggris. Di samping itu tanpa disadari
suatu kemampuan yang tidak pernah dipelihara akan hilang dengan
sendirinya. Upaya pemeliharaan kemampuan bahasa inj dapat dilakukan
melalui jalur formal yaitu mengikuti kursus bahasa asing baik yang
diselenggarakan oleh Polri maupun di luar Polri, baik dengan biaya dinas
maupun pribadi. Satuan asal juga dapat berinisiatif menyelenggarakan
kursus bahasa asing di Polda setempat, sebab pendidikan yang
diselenggarakan terpusat di Sebasa Polri terbatas jumlah pesertanya dan
harus mengakomodir keterwakilan dari semua Polda setiap tahunnya.

Melatih para personel yang dipersiapkan untuk bertugas pada misi PBB di
suatu Pusat Pelatihan dalam kurun waktu tertentu,

Pelatihan ini dilaksanakan guna memenuhi persyaratan kemampuan
yang diminta oleh PBB. Kemampuan yang perlu dilatih antara lain
keterampilan berbahasa meliputi bahasa Inggris, serta bahasa lain yang
digunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat setempat seperti
Perancis atau Arab. Para personel juga dilatih keterampilan mengemudi stir
kiri sesuai standar PBB, kemampuan menembak, serta pelatihan
kemampuan komputer dan internet. Pelatihan lainnya yang perlu
dilaksanakan sebagai kemampuan tambahan sebagaimana tercantum dalam
UN  minimum  recruitment requirements adalah membaca peta,
menggunakan alat global positioning system (GPS), melakukan negosiasi,
mediasi dan penyelesaian konflik, pengetahuan hak asasi manusia (HAM),
menguasai teknik interview, serta kemampuan pertolongan pertama pada
kecelakaan/P3K. Melalui pelatihan ini diharapkan akan diperoleh
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kemampuan sesuai standar PBB, sehingga siap dalam menghadapi seleksi

PBB dan penugasan di daerah misi nantinya.

3.2.3. Respon Satker dan Minat Personel Polri untuk Mengikuti Penugasan
PBB

Penjelasan mantan Kasubbag Gassus pada bab 4 menyebutkan bahwa salah
satu kendala penginformasian dari Mabes Polri ke Polda adalah kekurangpedulian
Polda untuk menginformasikannya sampai ke tingkat Polsek sehingga kegiatan
rekrutmen penugasan PBB tidak tersosialisasi. Hasil wawancara dengan beberapa
personel Polri yang bertugas di Polsek juga diperoleh keterangan bahwa mereka
tidak menerima informasi itu. Padahal, apabila melihat data Jjumlah personel Polri
yang ada saat ini baik di tingkat Mabes Polri maupun kewilayahan, informasi
penawaran penugasan sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB sebetulnya dapat
memperoleh respon positif dari anggota Polri dengan jumlah animo yang besar.
Namun, pada kenyataannya jumlah animo yang didapat tidak terlalu banyak. Hal
ini dapat dilihat dengan membandingkan antara data rekapitulasi kekuatan
anggota Polri di Satuan kewilayahan (Polda) dan Mabes Polri (lihat tabel 3.3)
dengan jumlah personel Polri yang mengikuti seleksi penugasan PBB ke Sudan
(lihat tabel 3.5). _

Berkaitan dengan kurangnya respon satker di lingkungan Mabes Polri dan
jajaran Polda terhadap informasi pendaftaran misi PBB akibat kurangnya
sosialisasi sehingga personel tidak memperoleh informasi, perlu dilakukan
beberapa upaya antara lain;

a.  Di tingkat Mabes Polri, Sde SDM Polri perlu memanfaatkan kemajuan
teknologi di bidang komputer dan internet. Informasi rekrutmen penugasan

PBB sebenarnya dapat diumumkan melalui internet pada situs Polri

www.polri.go.id. atau media lainnya. Sehingga sudah tidak ada istilah

terlambat menerima informasi, sebab saat ini informasi akan mengalir deras
bahkan tanpa diminta sebagai dampak dari globalisasi di bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi.

b.  Upaya lainnya, selain menindaklanjuti pengumuman melalui penerbitan

Telegram di tingkat Polda dan jajarannya, = instruksi juga dapat
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diinformasikan pada saat melakukan apel bersama. Pengumuman dilakukan
secara berulang-ulang setiap hari selama proses rekrutmen itu, bahkan
dilakukan penawaran secara personal terthadap anggota yang dinilaj
mempunyai kemampuan untuk penugasan ke luar negeri. Dengan
optimalnya usaha yang dilakukan, maka sejumlah peminat pasti akan
diperoleh oleh satuan kerja itu. Sehingga tidak terkesan personel yang
mendafiar atau dikirim ke misi adalah mantan-mantan polisi UN saja.

Sebaran asal personel yang tidak merata di beberapa Polda menunjukkan
minat personel Polri untuk mengikuti penugasan PBB berbeda-beda. Berkaitan
dengan kurang minatnya pendaftar, menurut Siagian (2004) salah satunya adalah
karena sifat pekerjaan yang menuntut spesialisasi tinggi sehingga tidak banyak
peminat yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan meskipun imbalannya
cukup tinggi. Misalnya harus cakap berbahasa Ingeris baik lisan maupun tertulis
yang merupakan kendala bagi personel yang tidak mempunyai kecakapan itu, atau
dicantumkannya persyaratan telah berpengalaman pada misi PBB, akan semakin
menyurutkan minat personel yang belum pemah bertugas untuk mendaftar.
Kendati demikian, melihat animo pendaftar dari satuan lainnya, merupakan
indikator bahwa personel Polri yang berminat juga cukup banyak. Seperti yang
ditampilkan pada bab 3, karakteristik personel] Polri yang mengikuti seleksi police
advisor pada penugasan PBB di Sudan, menunjukkan adanya variasi dari segi
kepangkatan, jenis kelamin, masa dinas, asal kesatuan, serta pengalaman tugas
pada misi PBB. _

Para personel yang berminat mendaftar ini diseleksi untuk memperoléh
profil polisi PBB sebagaimana disebutkan oleh Had; dan Syafrudin (2009), bahwa
seorang anggota penjaga perdamaian PBB harus mampu bekerja dalam area
konflik, atau area sesudah konflik, dalam lingkungan yang terdiri dari beberapa
negara (multinasional) dan muitidisiplin, menghormati perbedaan budaya yang
didasari pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip PBB dan etika profesional,
mampu menghindarkan terjadinya konflik yang luas tatkala konflik terjadi.
Sebagai tambahan, anggota perdamaian PBB harus mempunyai kepribadian yang

bermoral tinggi, fleksibel, mampu bekerja secara mandiri, inisiatif, berpikir taktis,
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sabar dan mampu berdiplomasi. Bekerja di lingkungan internasional menuntut
setiap petugas kepolisian untuk mampu beradaptasi dalam lingkungan tugas yang
beragam bukan hanya dari segi bahasa, budaya, standar bekerja, namun juga iklim
yang tidak sama dengan Indonesia.

Dengan mengacu pada profil personel PBB di atas, tentunya akan mampu
melaksanakan tugas seorang polisi PBB sebagaimana disebutkan dalam situs
Www.un.org., antara lain adalah:

a. Mengawasi agar keamanan dan ketertiban masyarakat dapat berjalan

dengan efektif dan adil kepada seluruh warga masyarakat;

b. Memonitor atau melaksanakan beberapa kewenangan hukum yang

diberikan oleh mandat PBB;

c¢. Monitor pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Criminal Justice
System (CJS);

Monitor penegakan hukum berdasarkan peraturan setempat;

==

Supervisi atau mengontrol polisi lokal;
Menjalankan pekerjaan polisi umum, sesuai mandat PBB;
Mendukung proses demobilisasi dan reintegrasi yang sedang dijalankan;

PR oo

Menjaga keamanan personel PBB di daerah penugasan;

=T
1]

Mendukung pelaksanaan pemilihan umum;
J» Mendukung pelaksanaan pelatihan polisilokal.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas sebagai polisi PBB di atas, prestasi polisi
Indonesia di daerah misi diakui keberhasilannya dan diberi penghargaan oleh
PBB. Demikian pula dengan jabatan-jabatan yang diberikan kepada polisi
Indonesia pada misi di Sudan. Hal itu mengindikasikan personel yang dinyatakan
lulus benar-benar mempunyai kualifikasi sesuai persyaratan PBB, sehingga
mampu melaksanakan tugas dengan baik. Sebagaimana dinyatakan oleh Maryan
N. Keller bahwa “keunggulan yang berlangsung lama akan datang dari
pendayagunaan personel yang baik. Artinya, keuilggulan kompetitif suatu
organisasi dapat bertahan lama karena kelompok personel vang dipilih bersifat
matang, bermotivasi tinggi, dan bertekad memberikan kepuasan dalam kerja”
(Purwanto, 2008, 157).
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Dalam berbagai penugasan, PBB memberi kesempatan bagi personel yang
sudah pernah terlibat dalam misi PBB sebelumnya untuk bergabung kembali
dalam misi yang sedang digelar atau akan digelar. Hal itu dicantumkan pula
dalam persyaratan PBB, bahwa diutamakan bagi mereka yang pernah bertugas
pada misi PBB, schingga telah berpengalaman. Apabila merujuk pada teori
Jangkar Karir Schein dalam Stoner dan Freeman (1994) yang menyebutkan bahwa
- jangkar karir merupakan konsep mengenai pekerjaan, yaitu kesadaran pribadi
mengenai jenis pekerjaan yang ingin dikejar seseorang dan apa arti pekerjaan
tersebut bagi orang yang bersangkutan (hlm. 203), maka keikutsertaan personel
Polri dalam misi PBB merupakan suatu kesadaran pribadinya untuk bertugas dan
berkarir di misi-misi PBB. Penugasan pertamanya pada misi PBB ternyata
berkesan terhadap pengayaan pribadi terutama menambah pengalaman dan
peningkatan kemampuan untuk bertugas di dunia internasional.

Berdasarkan faktor pengalaman yang dimiliki mantan polisi UN itu,
kebijakan Polri dalam pemberangkatan personel ke misi PBB adalah dalam satu
gelombang pengiriman digabungkan antara yang belum pernah bertugas dan
sudah pernah bertugas pada misi UN. Tujuannya, diharapkan terjadi transformasi
ilmu, di mana mereka yang sudah pernah bertugas berperan sebagai penuntun, dan
yang belum pernah bertugas merupakan pembekalan,

Surat Keputusan Kapolri No, Pol.: Skep/991/X11/2004 tanggal 29 Desember
2004 tentang Pedoman Administrasi Penugasan Personel Polri di Luar Organisasi
Polri, juga menyebutkan penugasan bagi personel Polri di luar organisasi Polri,
baik di dalam maupun fuar negeri merupakan bagian dari pembinaan karir anggota
Polri. Dengan demikian, para mantan polisi PBB berada pada satu pola garis -
penugasan PBB yang bersifat berjenjang di Polri. Misalnya kebijakan
penunjukkan Komandan Kontingen (Kasatgas) untuk pasukan FPU pada misi
UNAMID. Polri akan memilih calon-calon yang telah berpengalaman pada misi
PBB. Demikian pula pada pemilihan Comissioner pada misi PBB di Darfur Sudan
yang dilaksanakan pada bulan Maret 2010 lalu, calon-calon yang dipilih adalah
personel Polri berpangkat Brigadir Jenderal Polisi, yang dulunya adalah mantan

polisi PBB dan telah berpengalaman penugasan internasional.,
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Oleh sebab itu, mantan polisi PBB termotivasi untuk mendaftarkan diri
kembali karena menyadari bahwa di samping tugasnya sebagai polisi di
Indonesia, salah satu jalan karirnya adalah pada penugasan misi perdamaian PBB.
Apalagi ditunjang dengan faktor kesejahteraan (gaji) besar dengan kurs dollar
yang diperoleh selama bertugas pada misi PBB. Seperti vang dapat dilihat pada
tabel 3.8. bab sebelumnya, daftar personel yang telah diberangkatkan pada misi
UNMIS, dari 33 personel yang dikirim, sebanyak 22 orang merupakan personel
yang pernah bertugas pada misi PBB (mantan polisi PBB).

Kondisi ini mengindikasikan bahwa penugasan pada misi PBB memberikan
kepuasan kerja dan motivasi positif bagi seseorang untuk bekerja. Teori motivasi
dua faktor Herzberg dalam Hariandja (2009) menyebutkan bahwa faktor-faktor
yang paling menentukan kepuasan kerja dan motivasi terletak dalam isi pekerjaan
(job content), yaitu:

Achievement (tasa bérprestasi)
Recognition (rasa pengakuan)
Responsibility (rasa tanggung jawab)

o 0 o p

Advancement (rasa perkembangan diri)

Rasa berprestasi dapat dilihat dari keinginan personel tersebut untuk
menunjukkan kinerja selama bertugas di sana dengan melaksanakan tugas sebaik-
baiknya. Rasa pengakuan diperoleh dengan diakuinya eksistensi yang
bersangkutan oleh rekan-rekan kerja yang berasal dari negara lain, apalagi
penugasan PBB bersifat rankiess, sehingga prestasi seseorang tidak diukur dari
kepangkatan tetapi kompetensinya. Rasa tanggung jawab merupakan sikap yang
harus dijunjung tinggi dengan menyelesaikan tugas-tugas yang dipercayakan
kepadanya, apalagi ia membawa nama bangsa dan Polri pada khususnya. Rasa
perkembangan diri diperoleh dari pengalaman-pengalaman selama ia bertugas
disana yang akan semakin memperkaya pengetahuan dan keterampilannya. Hal ini -
sesuai dengan Herzberg dalam salah satu prinsipnya tentang job enrichment yaitu
memberikan pengalaman belajar baru, berupa kesempatan kepada pekerja untuk

memperoleh pengalaman baru dan pertumbuhan diri (Hariandja, 2009).
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Berkaitan dengan hal itu, Widjaja (2008) menyebutkan manfaat pelaksanaan
tugas bagi personel Polri dalam melaksanakan tugas misi perdamaian PBB, antara
lain adalah:

a. Memahami konsep dan pelaksanaan misi pémeliharaan perdamaian PBB
saat ini, khususnya yang mencakup peranan polisi PBB dalam
penugasan individu sebagai police advisor. ,

b. Mampu memahami dan membandingkan konsep kepolisian yang
diterapkan di beberapa negara di dunia melalui proses interaksi dengan
sesama police advisor di UNMIS.

¢. Menambah péngalaman dalam penugasan kepolisian internasional, serta
meningkatkan kemampuan bahasa asing (Inggris).

d. Memiliki jaringan/network dengan sesama anggota kepolisian dari
negara-negara di dunia yang bersama-sama bertugas di UNMIS.

Merujuk pada manfaat yang diuraikan oleh Widjaja di atas, keikutsertaan
personel Polri pada misi PBB diharapkan membawa dampak positif bagi diri
pribadi yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap kinerjanya pada organisasi
Polri. Apabila dikaitkan dengan tiga komponen yang dilihat Schein pada
kesadaran ini, yaitu pertama, persepsi diri mengenai bakat dan kemampuan yang
didasarkan pada kinerja dalam berbagai lingkungan kerja. Maksudnyé adalah
apabila personel tersebut mampu bekerja di lingkungan kerja internasional yang
sama sekali berbeda di Indonesia, baik dari segi bahasa hingga standar kerja yang
berbeda, maka persepsi dirinya terhadap bakat dan kemampuannya untuk bekerja
di organisasi Polri akan meningkat pula.

Demikian pula dengan komponen kedua, motif dan kebutuhan yang disadari
berdasarkan diagnosis diri dan umpan balik dari orang lain, Tkut sertanya personel
Polri pada misi PBB berdasarkan pada motif dan kebutuhan yang berbeda, namun
semuanya melalui pemahardan tethadap kemampuan dirinya dan memperoleh
respon dari orang lain. Misalnya melihat keberhasilan seniornya bertugas pada
misi PBB, membuat dirinya tertarik untuk mengikuti seleksi penugasan PBB dan
merasa mampu, ternyata ia Iulus. Ini merupakan umpan balik atas kemampuan
dan kesungguhannya melaksanakan seleksi, yang semula didasari motif untuk
mengikuti kesuksesan orang lain.
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Komponen ketiga adalah sikap dan nilai yang disadari karena berinteraksi
dengan norma dan nilai yang tersirat dalam organisasi dan lingkungan kerja.
Tanpa disadari norma dan nilai kerja yang dipelajari pada saat bekerja di
organisasi Po}ri akan berpengaruh ketika bekerja di lingkungan baru pada misi
PBB. Demikian pula sebaliknya, setelah ia pulang dari misi dan bekerja kembali
di Indonesia, norma dan nilai selama bekerja pada lingkungan PBB akan
mempengaruhi sikap dan nilai ketjanya, yang diharapkan akan membawé
perubahan positif dan bermanfaat untuk organisasi Polri.

5.2.4. Standarisasi Seleksi

Dalam pelaksanaan seleksi, standar penilaian dan materi yang diujikan
menjadi kewenangan satker pelaksana seleksi. Sde SDM Polri menyerahkan
sepenuhnya kepada satker-satker tersebut untuk menjabarkan dan menyusun
sendiri metode, alat tes, dan sistem penilaian seleksi personel untuk penugasan
PBB tersebut. Sde SDM hanya memberikan petunjuk bahwa seleksi bertujuan
untuk menguji apakah calon memenuhi syarat dan kualifikasi yang diminta untuk
bertugas pada misi PBB.

Dalam peleksanaannya, tidak semua satker mempunyai pedoman
administrasi yang menjadi dasar dan prosedur bagi Satker itu untuk melaksanakan
seleksi. Hanya Pusdokkes Polri yang mempunyai pedoman resmi tersebut,
sedangkan satker lainnya hanya menggunakan rencana pelaksanaan saja, atau
mengikuti mekanisme seleksi yang sudah ada sebelumnya. Dalam seleksi Bahasa
Inggris oleh Sebasa Polri, standar penilaian dan teknik penilaiannya bahkan
menggunakan pedoman yang sebetulnya ditujukan untuk penilaian peserta
pendidikan Polri. Carter dan Barker (1994) menyatakan kegiatan yang diarahkan
kepada pencapaian tujuan kepolisian tertentu memerlukan pedoman yang harus
diikuti, serta sejumlah prosedur sebagai suatu metode pelaksanaan operasi atau
suatu cara melakukan serangkaian tindakan. Dengan demikian, satker pelaksana
seleksi lainnya perlu menerbitkan pedoman administrasi sebagai petunjuk dan
prosedur untuk pelaksanaan seleksi selanjuntnya.

Jenis seleksi yang diterapkan oleh Polri berbeda dengan seleksi PBB. Polri
melaksanakan tes Bahasa Inggris, Psikologi, Kesehatan, dan komputer.
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Sedangkan PBB melaksanakan tes Bahasa Inggris, Mengemudi, dan menembak.
Dari jenis-jenis tes itu, PBB memberikan perhatian utama pada tes bahasa Inggris
karena merupakan kemampuan wajib bagi setiap polisi PBB. Mengacu pada
kebijakan itu, Polri pun mengutamakan calon yang memperoleh nilai dan ranking
tinggi pada seleksi bahasa Inggris dalam penentuan kelulusan personel.

Kendati demikian, materi tes bahasa Inggris yang digunakan oleh Polri
belum disesuaikan dengan materi tes PBB. Padahal apabila Polri menyusun materi
tes yang mendekati materi tes PBB, tentunya akan sangat bermanfaat bagi
personel yang akan menghadapi tes UNSAT. Demikian pula dalam sistem
penilaiannya. PBB menerapkan sistem gugur dalam seleksi, sedangkan Polri
memberi kesempatan kepada peserta untuk mengikuti seleksi sampai selesa,
dengan pertimbangan, kekurangan pada satu faktor seleksi dapat ditutapi oleh
hasil seleksi lainnya. Seleksi UNSAT ini menggunakan pendekatan succesive
hurdless (Samsudin, 2006}, di mana setiap peserta mengetahui di mana
kegagalannya, dan dengan skor berapa, sebab hasil tes langsung diumumkan
setelah seleksi. Dalam pendekatan tersebut, peserta harus lulus dengan hasil baik
untuk segala macam tes satu pefsaiu secara berurutan, Apabila Polri menerapkan
sistem penilaian yang sama seperti PBB, maka dapat menjadi masukan bagi
peserta di mana letak kelemahannya sehingga harus ditingkatkan, Misalnya, ia
gagal di reading comprehension, berarti ia harus banyak berlatih di bldang itu.

Adapun penentuan kelulusan personel dalam seleksi internal Polri, Robinkar
mengacu pada kebijakan dari pimpinan yaitu berdasarkan peringkat kelulusan,
selanjutnya hasil dilaporkan kepada De SDM Kapolri (wawancara dengan
Kasubbag Gassus tanggal 22 Maret 2010 dan Pamin Gassus tanggal 15 April
2010). Lebih lanjut, hasil seleksi ini disampaikan kepada Deops Kapolri selaku
pihak yang meminta dilakukannya penyediaan personel, serta Set NCB-Interpol
untuk diteruskan kepada PTRI di PBB New York.

Hasil seleksi ini tidak diumumkan, namun langsung dilaporkan kepada
Sdeops Polri selaku penjuru operasi penugasan misi PBB. Karena hasil tidak
diumumkan, maka tentunya timbul pertanyaan dari peserta terutama yang tidak
lulus, atau tidak dipanggil mengikuti tes UNSAT. Demikian pula Satker pelaksana
seleksi juga tidak mengetahui siapa yang akhirnya dinyatakan Iulus dan

Universitas Indonesia

Pola rekrutmen..., Rina Hastuti Vikara Bhakti, Program Pascasarjana Ul, 2010




148

diberangkatkan, karena tidak adanya laporan. Untuk menghindari kondisi seperti
itu, hasil seleksi perlu diumumkan secara transparan sehingga tidak menimbulkan
interpretasi yang berbeda. Seperti yang telah diuraikan oleh Kasubbag Gassus
bahwa rencana ke depan, Sde SDM akan mengumumkan hasil seleksi kepada
pimpinan peserta seleksi dan Satker pelaksana seleksi.

5.2.5. Variasi Cara Peserta Mengikuti Seleksi PBB

Dalam rangka memperoleh sebanyak mungkin calon berpotensi yang siap
bertugas dan diseleksi oleh PBB, pada proses seleksi penugasan personel ke misi
PBB, periode 2007-2009, ditemukan adanya beberapa cara peserta ikut serta
dalam seleksi, yaitu: _ |

a. Calon melalui prosedur seleksi lengkap, yaitu melaksanakan seleksi di
tingkat Polri dan setelah tulus dilanjutkan seleksi PBB (UNSAT).

b. Calon belum melalui seleksi Polri, namun dipanggil langsung untuk
seleksi PBB (UNSAT) di Indonesia. Seleksi Polri dilaksanakan setelah
dinyatakan lulus UNSAT. _

c. Calon telah dinyatakan lulus pada tes wawancara jarak jauh/via telepon
oleh PBB. Untuk kelengkapan data ia mengikuti seleksi Polri,
sedangkan tes UNSAT dilaksanakan di daerah misi.

Variasi cara peserta itu di antaranya karena dekat dengan sumber informasi.
Calon yang mempunyai hubungah dekat dengan sumber informasi, tentu saja
mempunyai kemungkinan lebih besar mengetahui adanya seleksi PBB,
dibandingkan personel lain yang tidak memilikinya. Seperti pada point ¢, di mana
peserta mengetahui informasi pada saat mendampingi tim UNSAT menyeleksi
pasukan FPU. Hubungan baik dengan tim PBB serta diketahuinya kapabilitas
yang bersangkutan, membuat ia ditawari dan langsung didata untuk ikut seleksi
PBB. Proses itu berlangsung cepat, karena tidak berapa lama calon diwawancara
jarak jauh via telepon, sedangkan calon lainnya masih menunggu diwawancara
oleh PBB yang waktunya belum diketahui secara pasti.

Demikian pula untuk peserta yang langsung dipanggil seleksi UNSAT tahun
2008, di mana jumlah personel yang telah disiapkan untuk mengikuti seleksi
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UNSAT ternyata belum memenuhi kuota yang ditetapkan oleh PBB, yaitu
minimal 100 orang. Untuk memenuhi jumlah itu ditakukan pendataan terhadap
personel yang dinilai mempunyai kemampuan bahasa Inggris, dan memenuhi
kualifikasi yang diminta, serta berminat mengikuti seleksi tersebut. Antara lain
mantan polisi PBB, alumni pelatihan peacekeeping, atau lutusan Dikjur bahasa
Inggris intermediate/advance di Sebasa Polm. Selanjutnya, hasil pendataan
personel oleh NCB itu, dikirim ke Robinkar untuk dipanggil mengikuti tes
UNSAT bersama-sama dengan personel yang lulus melalui seleksi Polri.

Cara peserta ikut serta dalam seleksi tersebut merupakan variasi dari pola
yang sudah ada. Pola yang sesuai prosedur adalah calon melahi seleksi di tingkat
Polri terlebih dahulu untuk memastikan bahwa yang bersangkutan benar-benar
telah memenuhi kriteria standar yang dipersyaratkan. Setelah dinyatakan hulus,
barulah calon dapat melanjutkan seleksi yang berikutnya yaitu seleksi UNSAT
oleh PBB. Akan tetapi, variasi yang ada itu menunjukkan tetap terbuka
kemungkinan lain yang dapat ditempuh oleh seorang calon untuk mengikuti
seleksi PBB. Hubungan dekat dan dikenalnya seorang calon dengan pihak
penentu kebijakan merupakan faktor penting sehingga memungkinkan dirinya
dipanggil dalam seleksi. Kendati pihak Sde SDM memberikan penjelasan dalam
seleksi internal Polri tidak pernah memanggil personel di Tuar yang diusulkan oleh
Kasatker asal, akan tetapi dalam selcksi UNSAT ternyata ada, walaupun atas
usulan Set NCB-Interpol yang dilakukan untuk memenuhi kuota tes.

Berdasarkan kondisi itu, dapat disimpulkan belum ada pola baku prosedur
- penugasan personel pada misi PBB, ineskipun variasi itu dilakukan untuk
memperoleh sejumlah calon berpotensi. Seieksi di tingkat Polri terkesan hanya
merupakan formalitas semata, sebab faktanya personel tetap dapat bertugas pada
misi PBB tanpa melalui seleksi Polri atau dilaksanakan belakangan setelah
dinyatakan lulus oleh PBB. Untuk itu, diharapkan adanya konsistensi dalam
kegiatan rekrutmen dan seleksi pada penugasan misi perdamaian PBB, sehingga
setiap calon yang diikutsertakan dalam misi telah melalui seleksi internal Polri
terlebih dahulu.
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BAB 6
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Bab ini merupakan bagian terakhir dari hasil penelitian ini. Peneliti akan
memberikan beberapa kesimpulan sesuai dengan permasalahan penelitian yang
telah dijelaskan dan dibahas pada bab sebelumnya. Beberapa kesimpulan yang
diperoleh adalah:

Pola rekrutmen dan seleksi personel untuk penugasan PBB di Sudan diawali
dengan adanya permintaan dari PBB melalui PTRI di PBB New York kepada
Kapolri, yang disampaikan kepada Deops Kapolri. Kegiatan Rekrutmen oleh Sde
SDM Polri dilaksanakan melalui kegiatan perencanaan, penginformasian akan
diadakannya seleksi, tahap pendaftaran di satuan kewilayahan maupun Mabes
Polti, dan pemanggilan seleksi. Sedangkan kegiatan seleksi meliputi seleksi
bahasa Inggris, Psikologi, kesehatan, dan komputer oleh satuan kerja pelaksana
seleksi. Kegiatan seleksi diakhiri dengan penentuan hasil seleksi oleh Sde SDM
Polri dengan mengacu pada nilai-nilai yang diberikan oleh satuan kerja pelaksana
seleksi tersebut.

" Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedoman yang digunakan oleh Sde
SDM Polri yaitu Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/991/X11/2004, tidak
menjelaskan secara spesifik prosedur rekrutmen dan seleksi, serta persyaratan
untuk penugasan misi PBB, sebab Skep ini berlaku umum untuk penugasan di
luar organisasi Polri, Kegiatan rekrutmen belum menjaring personel berpotensi
sebanyak-banyaknya disebabkan antara lain penginformasian pelaksanaan seleksi
belum memperoleh respon yang diharapkan karena ‘faktor rentang waktu
pencarian calon, kurangnya sosialisasi dari satuan kerja setempat, serta peminat
dari satuan kerja tersebut yang dapat dilihat dari jumlah personel dari satuan kerja
tidak merata. '

Demikian pula dalam pelaksanaan seleksi, tidak ada pedoman administrasi
yang menjadi dasar bagi Satker pelaksana seleksi untuk melaksanakan kegiatan

itu. Hanya Pusdokkes Polri yang mempunyai pedoman resmi tersebut, sedangkan
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satker lainnya menggunakan rencana pelaksanaan saja, atau pola yang selama ini

sudah berjalan. Sehingga dalam seleksi Polri belum ada standar dan penilaian

baku yang dikhususkan untuk penugasan ke Juar negeri misi perdamaian PBB.

Standar penilaian seleksi itu berbeda-beda tergantung dari satuan kerja pelaksana

seleksi, dan ruasih adanya faktor subyektifitas.

Adapun penentuan kelulusan merupakan kewenangan Robinkar Sde SDM
Polri berdasarkan hasil penilaian yang dikirimkan oleh Satker pelaksaﬁa seleksi.
Sistem penentuan kelulusannya dengan menyusun ranking hasil seleksi,
diutamakan adalah kemampuan bahasa Inggris, disusul hasil seleksi lainnya
pSIkOlOgl, kesehatan dan komputer. Kemampuan bahasa Inggris diutamakan
karena merupakan penugasan luar negeri. Sistem ini berbeda dengan yang
digunakan oleh PBB yang menerapkan sistem gugur,

Dengan demikian dapat disimpulkan permasalahan yang mempengaruhi
pelaksanaan rekrutmen dan seleksi personel untuk penugasan pada misi PBB
adalah;

a.  Kurang optimalnya sosialisasi informasi pendaftaran dan persiapan personel
untuk mengikuti seleksi disebabkan rentang waktu antara penginformasian
dan pelaksanaan yang sempit atau justru terlalu lama, serta kepedulian
satuan kerja setempat untuk menginformasikan kepada para personelnya.

b.  Persyaratan dan kualitas personel belum sesuai dengan UN minimum
recruitment requirements sehingga Polri perlu melaksanakan pelatihan
untuk meningkatkan kemampuan personel dalam menghadapi seleksi dan
penugasan PBB,

¢.  Belum adanya standarisasi seleksi. Setiap satuan kerja pelaksana seleksi
masih berpedoman pada standar masing-masing, karena tidak adanya
pedoman dari Sde SDM yang mengacu pada standar PBB.

d.  Ditemukan pula variasi cara peserta mengikuti seleksi PBB yang
mengindikasikan belum adanya pola baku prosedur penugasan personel
pada misi PBB. Seleksi di tingkat Poiri hanya merupakan formalitas semata,
sebab faktanya personel tetap dapat bertugas pada misi PBB tanpa melalui
seleksi Polri atau seleksi Polri dilaksanakan belakangan setelah dinyatakan
lulus oleh PBB.
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6.2. Saran

Dari beberapa kesimpulan yang telah peneliti sampaikan di atas, maka saran

yang dapat diberikan sebagai berikut:

a.

Perlunya pedoman administrasi yang khusus mengatur tentang prosedur
rekrutmen dan seleksi penugasan misi perdamaian PBB di lingkungan Polri.
Sehingga tercipta suatu pola rekrutmen dan seleksi yang baku, artinya, setiap
calon peserta harus menempuh seleksi di tingkat Polri sebelum diseleksi oleh
PBB.

Seleksi Polri perlu mengacu pada standar seleksi yang ditetapkan oleh PBB
sehingga peserta lebih siap saat diseleksi oleh PBB (UNSAT), dengan
menggunakan sistem gugur dan hasil yang transparan.

Untuk meningkatkan kualitas personel yang akan mengikuti seleksi PBB,
satuan ketja asal (Polda) perlu menyeleksi para personelnya terlebih dahulu,
sebelum namanya dikirim ke Sde SDM Polxi.

Perlunya keterkaitan antara Mabes Polri dan Polda dalam kegiatan rekrutmen
dan seleksi schingga setiap informasi dari pusat dapat diinformasikan dan
disosialisasikan dengan lebih efektif Sarana komunikasi yang digunakan
selain telepon dan faksimili, juga dapat menggunakan sarana internet,
sehingga semakin banyak personel yang berminat dan berpotensi untuk
mendafiar,

Polri perlu melatih para personel yang dipersiapkan untuk penugasan misi
perdamaian PBB ke suatu Pusat Pelatihan dalam kurun waktu tertentu,
meliputi pelatihan dan pembekalan, baik pendalaman bahasa Inggris,
pengetahuan di bidang misi perdamaian PBB, masalah HAM, penanganan
konflik, dan pengetahuan atau keterampilan lainnya.
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Lampiran 2: Pedoman Wawancara Penelitian

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN
(ROBINKAR SDE SDM POLRI)

Dasar kebijakan pelaksanaan rekrutmen dan seleksi yang digunakan
Robinkar.

Kriteria/persyaratan personel yang digunakan Polri untuk penugasan PBB.
Apakah sulit mencari calon sesuai kriteria PBB.

Kompetensi yang dimiliki personel Polri saat ini, _
Upaya yang dilakukan dilakukan Polri untuk memperoleh personel sesuai
standar kualifikasi PBB. :

Jumlah personel yang telah melaksanakan misi UNMIS dan yang saat ini
masih bertugas pada misi UNMIS.

Jumlah gelombang pengiriman persone! ke misi UNMIS. o
Jumlah permintaan PBB untuk pengiriman personel ke misi UNMIS.
Rentang waktu antara pemberitahuan dari PBB sampai penyiapan personel. -
Pola koordinasi penyiapan personel antara Sde SDM Polri dengan Sdeops
selaku penjurn operasi, dan dengan Set NCB selaku penghubung dengan
PBB.

Pola rekrutmen yang dilakukan Sde SDM Polri.

Respon Satker di kewilayahan dan Mabes Polri terhadap Telegram
Pemberitahuan adanya rekrutmen personel untuk misi PBB.

Jumlah Telegram Rekrutmen yang telah diterbitkan, ‘

Kendala kewilayahan dan Satker Mabes Polri tethadap Telegram
Rekrutmen. ‘

Kualitas personel yang dicalonkan oleh Satwil dan Satker Mabes Polri.
Peserta yang dicalonkan melalui seleksi di satuan asal atau tidak.

Pola penentuan pemanggilan personel untuk mengikuti tahap seleksi.

Pola koordinasi Robinkar Polri dengan Satkei-satker pelaksana seleksi.
Mekanisme seleksi yang saat ini berlaku.

Dana untuk mendukung seleksi.

Jenis-jenis seleksi dan pedomannya.

Penentuan standar kualifikasi calon.

Jenis seleksi yang peserta banyak gagal.

Pola penentuan kelulusan peserta.

Peran pimpinan dalam penentuan kelulusan peserta pada seleksi internal
Polri. '

Peran Robinkar setelah seleksi dan memperoleh sejumlah peserta yang
dinyatakan lulus.

Tindak lanjut terhadap personel yang dinyatakan lulus atau tidak lulus.
Rencana ke depan untuk penyiapan personel pada misi perdamaian PBB
selanjutnya.
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Lampiran 2: Pedoman Wawancara Penelitian

PEDOMAN WAWANCARA
(SATKER PELAKSANA SELEKSI)

Dasar kebijakan yang digunakan untuk melaksanakan seleksi.
Bentuk koordinasi awal yang dilakukan sebelum seleksi.
Penentuan standar kualifikasi personel yang diminta.

Standar seleksi yang digunakan.

Standar nilai yang digunakan.

Jenis tes yang digunakan.

Aspek-aspek yang dinilai.

Perbedaan materi tes terhadap calon yang akan ditugaskan sebagai police
advisor dengan penugasan luar negeri lainnya.,

Penentuan kelulusan calon.

Bentuk laporan kelulusan,

Prosgntase kelulusan calon.

Peran satker pelaksana seleksi pada saat tes UNSAT.
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Lampiran 2: Pedoman Wawancara Penelitian

PEDOMAN WAWANCARA
(SET NCB-INTERPOL DAN SDEOPS POLRI)

Hubungan kerja penyiapan personel Polri untuk penugasan PBB.
Pengorganisasi Satuan kerja yang berwenang dalam penyiapan personel
untuk penugasan PBB.

Kebijakan pengiriman personel pada misi PBB.

Penentuan kriteria personel awal.

Kualifikasi personel hasil seleksi internal Polri.

Wewenang pengelolaan hasil seleksi dari Sde SDM Polri,

Penentuan personel yang dinyatakan mengikuti seleksi UNSAT.

Kebijakan penentuan personel yang dinyatakan mengikuti seleksi UNSAT
tanpa melalui seleksi internal Polri '

Sistem pengiriman personel ke daerah penugasan.

Kebijakan penugasan personel

Penentuan personel yang akan berangkat.

Mekanisme perpanjangan penugasan.

Rencana ke depan penugasan personel Polri pada misi PBB.

Universitas Indonesia
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Lampiran 2: Pedoman Wawancara Penelitian 7

PEDOMAN WAWANCARA
(PESERTA SELEKSI)

Pengalaman mengikuti misi PBB.

Jenis kursus/pelatihan yang pernah diikuti.

Asal sumber informasi adanya pendaftaran misi PBB.

Cara mendaftar dalam penugasan PBB, _

Pengetahuan terhadap kriteria dan kompetensi yang harus dimiliki.
Pengetahuan terhadap jenis pekerjaan/jabatan yang akan dilaksanakan pada
misi PBB.

Pengetahuan terhadap jenis misi yang akan dilaksanakan.

Pengalaman dan pendapat peserta terhadap seleksi internal Polri.

Rentang waktu antara pelaksanaan seleksi dengan pengumuman hasil
seleksi.

Bentuk pengumuman hasil seleksi.

Pendapat peserta terhadap materi seleksi internal Polrj dan materi seleksi tes
UNSAT. |

Jenis tes yang dilaksanakan peserta pada tes UNSAT.

Perbedaan dengan seleksi internal Polri.

Rentang waktu menunggu hasil tes UNSAT.

Rentang waktu antara setelah dinyatakan lulus UNSAT sampai ditugaskan
ke Sudan.

Harapan peserta untuk proses rekrutmen dan seleksi ke depan.
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PEDOMAN WAWANCARA
(SATKER ASAL/ROPERS POLDA METRO JAYA)

Setelah ada TR dari Mabes, turun ke binkar, prosedur ke jajaran bagaimana?
Bagaimana bentuk balasan dari satker di jajaran?

Apakah banyak peminat dari Polres atau jajaran Polda?

Mengapa tidak diseleksi?

Setelah pers lulus seleksi, apa yg dilakukan Polda? Apakah ada pelatihan ?
Apakah ada wewenang ropers untuk tidak mengirimkan nama calon ke
Mabes?

Apakah ada kendala pada pengiriman TR ke jajaran?

Apakah ropers mempunyai data base personel yang pernah tugas UN?
Apakah ada pemanggilan personel PMJ tanpa usulan Ropers? |
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DUA PLLUL - T --ECMPOL Des: IIEHDRA SULCRLAN HRF- £3061041 KMA KA.:LBHAG BEN

i POLWIL ERIA? "GPN Pmm ARTTR
CBUAPJLUM IR CEGH ) : \
ENAY

DUAPULUH . TiK -
TR
DUAPULUH | Fiit
DELAPAN

T BUARULLN T K(}MPOL RN'H‘%T SLN'\’[ NRP 5{&70"(?2 KA ,NSTRUKTLJR JPSMANE .
: ::EMBILAN BﬁG- EENJ#S RO BINIAK, FGJ@ :

- TISAPULUE.  TTK - KOMPOL NUSAKAR: KAMBA {RP $5100735: I PENYIDIKSMADYA DIT

< TIGAPULUE T § Drs ‘ 51&4&1:{9 KA PAMEN  PUSDIK.
AT, ENTELKAM LEMDIKAT P’JLR[ K

TIGA PULUE & TTKR  Akp RAIA ATHUR .AUﬂDNGGA SIMAVSOW\ SIK, NR® FIBO559 K4
DUA WAKASAT INTEL POLTABES YOGYARARTA SGLOA DIY TTK

FTIGA PULUH TIGA ...
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TSRO - TTK

TGk

TIGAPULUH - TTK:

EMPA‘T’

TIGA PULLE | TTK

LISA

TIGA EULUK T'"F{
DEL}'\PAN

EMPAT TR
PUlJH SATU
EMPAT: ~TTK
PULUR DUA:

ENPAT . TIK
PULLH TEGA

EMPT PULUH < TTK
EMPAT’

EMPAT
PUU}H fiMA

:Puw'r{ EiAR
EMPAT
PULUH:
THOH

BUPTPULYH . CTTK
DEYRN

« EVOTPULE. TTK
SEMBILAN

LIMA SULUH . 7T

EINAPULUH. - FTK

SATU
LIMAPALUH -
ouA
LIMA-PULUH,
TrGA

CTTE

TIGAPULL: TR

TR

AKE WEDY MAHADY SIK KRE 79571516 EMA PAMA  POLDA:- KEP:

BANGEABEITHNG TIK  +
;Aix? REYKE RV ROR,; Spid NRPH310053 KA KATIM INTEL BEMBE AT 7

LIt RESKEIN-POLDA SULGT Tﬂf

SAKP. NURSANTIKQSIK. HRE: 76030774 KM CWAKASAT  RESKRIM
ZPGLTABES-BERELANG_PQL"JR KEPRITTK '

;?%KF‘ WAG‘IMAN SHNRP- 50020682 KMAPAMA BID BINKUM pOLDA

134 KMA- KASKT RESKRDY

m_ _\4 TAN RONuE NRP 77030896 kMA_ DAHKL 2

?ﬁ A:.EM A Uﬁw_

AKP NUSHL ARTON: m 58069552 14 ._:,:_._

PQLDA: SUMUT TIK

AP GED: SLYASA; S5 NRP TE061083 HM*& LABORiY: ?RA?AMA i

KIMEICEOR U%BFGF CHBANG: P*W{ASSAR PUSLABFDR “BARESKRIH
PGLF.I T

AKPINI NYOMAN WISMAWATL NRP- 84030273 ¥MA PSNIT TV SAT
DFSHAL OIT INTELEA}

OLE)A BAlL '!T{
ARPADE WIFA NEGARA SIRECAR, SIKREP 78081007 KA. KASAY

LANTAS RES TARALGNG FOUDA KALSEL TTR.

AKP-ZAERAL ARIFTY, STk KRP 78010796 KMA PAMA BOLOA KEPRT TTK

FLIMA PULUH. EMPAT ..
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LIMA BULLAH . T8 Agp-

EMPAT

LA BULLH - T

LiMa,
LIMFL PULLF
EHAM

LIMA PULUR - TTH
TUIUH

LIMA PULYH
DELAF}%N o

ENAM PULUH . TTR

ENAR POLON | TTK
SAT

'ENAM PULUE  TTK.

871

ENAM BURIE TS

TIGA

ENAM PULUH? i

EMPAT

EN#M AU T
LMK

EN!‘-M BULLH -
ENAM.

ENAM PULH TiK:

TUIH:

ENAM. PULLE  TTIC

TUJUH
9ULUH SATH

TN
PULUH BUs

U
BULUH TIGA.

- TUIUH
FULLIE
EMPAT
TLIUH
PULUM, LIMA

- TR

- TT

LR

KA YOI PRATAMA DIT VITISTIER B

. TIK

&
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LBERT DERDY-SULISTYO NUGROHG, 5 SGS.

SIK HNRP: 74100765
PGLRITFK,

Ak ERA SYARTEF NUGR{\HJ& Sk, Nrp- ?9&15‘5?0 KMA'PAMA SOT RCB-

INTERPOL INDONESIA T

AKPLED NARDUS #- SIMARNMATA, S:1:-NRP 71105765 KA KABAG OF%
: PE)LR!:S SIDOARIOPQLDA IATI\? TIK

MARKO3A | PO EA RES

N‘(P RID KASiD\‘ g, IR."NQP-?GG?C@% KMA BENVIDIR MEDA DI /e
1TTK:

Agp. MOHAMAD FIRMAN: NRP 2200252 (A KASAT RESSRIM: o RES-'

POSD POLOA SLLTENG: TR

AKP-FERY HERLAMEANG, Sk BB 77620503 KMA PAMA POEOA HaD:
K

#KP'PARASIEN HEIMAN 51K NRP 78110831 EMA PAMAPOLDA" N“T
TR

AKP TGy ADIPRADANA, 5Kk HRP: 75103913 KMA PAMAPOLDS. WTT
TIK:

HKP BEAMANTL AGUS: SEHCNC SJk NRP FIOB 1083 KA BEMK- POLOK

RALTHITTC
AKFSISWOYOUSIE. NRF.Z70909:5KMS PRMA POLDA NAD 1T

AKP WEDT MAFADE NRP 7907 1516 KA PARA POLDA BABEL TTK

_{ﬁKF AMGREJ Vi, MANUPWI‘Y Sl NRE 77060650 KA. FAMA P2LOA
~[RALUKU. UTARA, T

NG WAETONG, Sk, NRP- 78111142 KMA PJ‘\VM EDLDA
TiK

" FAURHC NOBDR: ISTA, STk, ‘e 79081439 KMA PAMA POLDA

:BENGRULY Trig
AR AGUI\G KJ\NE GRB NUJ\I‘I EGF{O, S ke N, faﬁn 1253 KMA F’AHA

POLDA: SHLSELTE'K

AR> IRWAN ANDYP, IR NP, 80943234 FMA PQMA POLDA SULTRA
Tk

AR MARYCRE NAP 61080728 KA KASAT NTELKAM FOLRES l\(:F\WI
POLDA JRTIM TT i

1PTU SLAMET RIVALE, S SodmMu MRP 78301201 KpIA KANT BESKRIM
POLRES-SEMARANG 2OLW.LTARES SEMARANG POLDA JATENG TR

[TEEUH FULUH ENAT .,
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PULUH ENAM

FuloH
PO
U
PULUY
EELAPAN
TUuk
PULUH
- SEMBYLAN

:  DELARAN
PIJL.)H

DELAPAR

TTR
T

TR

SEMBILAN:
PULUR
;bEMBIu\‘q
PULURSATY.

SEMBILAN
PULUH BUA

SEMBILAR

- TR

T,

TR

UL TR

| SEMBILAN
PULUH
EMPAT

Pola rekrutmen...,

K

TPTU TONCE AViAliAD;S

LGBAR POLEARTE TTK

NO. FOL. ST /6480 [V 2008
TANGGAL: 3 £ 7% 308

IFTU. BAM3ARG M,Sod ‘NRP'650904%6. KMA PAMIN-IFSIE YARMIN DIT
HITELKAW PaLDA JBTENG TTK

IPTU FRANGEY TAMBUNARHRP. 75051082 KM WADPLN KE3A-BIIAL
SAT BRIMOB POLDA SUMUT TTK

197U HUE, RAMADAHANEL KAMAL, :Spd. NR? FO100081 KMA PANIT I A
SATTDIT ENTELKAM POLDASH LSEL TI%

167U TONCE AAANAGS SN 8004325 KA PAMA DIT FOLIDARA
BABINKAN POLRT TTK.

TP WAHYL CHANDRA IRAIAN NP 68010096-KiA PAMA SET NEB-
INTERPOL INDONESTA TR~

JPDA ANNG. SEMBCLO, AmiENRP "803' 184 KMA LABRORAN PRATAMA 1

DOKUPALFOR LAHFOR CABANG MAKASSHR, -PUSLABROR BARESKRIM

PEOLRCTTE
TPOR HRE PUENG

M0, SH: MR 7S0R0495 KMA BANTON TRI2.0EN €
'BRIVOB FOLBA'SUMUT TTK.

1PDA. MARTUAH HL TBBING NRP-"B3Q31433, KA. KANIT RANMORI

j IA CMNDRA HRE BI101 407 KMA KA SPR 1 PELRES

IPGA AGNT WISNL: BRATS NRP 6030655 KA KANIT LAKA SAT
LF\NT#S POLRES S HARANG. POUMLT#BE}: SEMARANI: FQLDAJATENG

TTK

IPLA: JA‘;"N\}TI M Aqﬂ HARAHAS HRF: 831 1:‘1&1 KMA KANTT BPA.

IPDA SMOhNi WIBL W(J RRP 85021 QEﬁ! &Mﬁ\ Pﬁk RESTA PRYARLABUN
POLDA-SUMEAR, TTK

1PDA ARING BRP 751103067 KMA - PAURMIN SiS SECAPA LEADIRLAT
POLRI TTK

SEMBILAN: PULUF LIMA, .2,
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sEMBILAN | TT%
PULUH uwx

‘SEMBILAN 'm{ Al

"PULUHENAM

-SEMBILAR mq

PULIH.
TUHH

SEHBILAL‘I TR

SEMBILAN

SERTUS . TR

AWy T
:SATU
SERATUS . TTX
DUA:-
TiGA
EMFAT
-I.'I._
ENtAM
SERATUS
'HJJUH

SERATUS- | TTH

DELAPAN
SERATUS. - TTK
SEMBHAN-
SERATYS . TTK
—SEPULUF
K
T
_—

SERATUS. . TIK
LIMABELAS

181
Lampiran 5: Surat Telegram Pemanggilan Seleksi UNSAT

5 . SURAT TELEGRAM KAPQIRI
NG FOL., srf'é'?c [1L12008
TANGGAL: 5 - 7 - 2008

“BRIPK SAMIYANTO NRP 65120836 KNk BA JCLEC AKPOL TTK

BRIGADIR 1 BAYHAGT MR 79120357 XHA BA. PGLRES <u:>u5 QLWL
PATTROEDA JATENG TG

BRIFTY CIRISTINE ¥ SARI FRP B2120G12 KNA, A URLUHKUM BIRD:
PERS POLEAPAPLIA TTK

BRIPTY JUNE. C. NAHARTAIN NRP. 8366{}411 A A ‘SPRIPIM POLEA
MALUEE TTR:

BRIF'TJ SANTE RASMY NP BILIDIO? RMX BAMIN. SAT A DiT
IMEWLM PDLDQ!, Rmu m

BRIPW AEOYL KADIR AHMAD HitP 82C70803- KM‘\ BA BID: PRCPAM
POLDA G:JRQN"'ALQ ii'4

BRH’TU LA MARIA FHAN; SCA MR- 34030187 KMA BA SAT GPR; !I
BT fNTELhAM P‘DLDA N

IRIPFTU ROSTANA KARTIKP;SARI KEH 83040241 KMA STAF SETUMN.
FOLBA-GRY TT

BIIET HARIYARTS NRP-GUKII0RS KNS ANGGOTA OIT PARINISATA.
BOLDA DIV TTE
BRIPLA GANDA JUARIBY TAHBUNANN
METREY JAKARTA SELATAY PULDA M|

BRIPDA BOBBY AGE SAPUTR NRG SAT21510-KMA BANTT V SAT jpoK
DFFHETELKAM POLDA METRO.JAYA TTK

BRIPDA AMIRULLAH MALIKE NRP: 7620031 KMA. HARIT 1/5AT V/POA
OUT INTELKANY POLDA METRO IAVATTK

82400956 KNA BY POLRES

ERIFDA Bikt S"’AHPU'[RA NRP- 8506DE14 KMA EA POLSEK TABRIURE
MOARAWA POLRES DEET SI;RDANG POL‘JA ‘:UMUT TIK

JSERATUS ENAM BELAS ..
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SERATHS

ENAM BELAS.

BELAS

DA PUE.UH?-
SERATUS

DUA POLUE, -

SATU

SERATUS:
BUAPULUR.
PUA
SERATUS .

k303 PBLUH
TIGA
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LSt S

e 3 - 2008

060437 KMA BANIT VISAT VPO BIT

T BRIPDA SIGIT LAHYRNINGWUSIP NRE-BAP1419 KMA. BR/SUBBEN
U7 GEGANASAT BRIMOBOAJATERG TTK .

T GRIFDA YUNI THUSNIATI, SPd, NRP 83051431 KMA-BA.POLRES

KUDUS PELWIL BATE POLDA ]ETENG TiK

. “TTK. - BRIPDA YULISTA MEGA STEFAND NRP 6070267 KMA BN BIRG GRS

POLDA BABEL TTK

CTTH BRIPOA R FITA MUTIARA MUSTAFA KH; & Hie NRP:-43021120 Kl BA

POLRES BANYLIMAS. POLWIL BAN\"E}MAS FﬂLDﬁ ]ATENG RELS

HADES MALO, Spd. NRP 77110532 KMA BA PN KUPANG
PULW\ NITTIR

. TTE  BRIPDA ANLTA HAYASARi NEP: 5110150 KA ANGEOTA SUBDEN

TRTEI DES 86 AT POLDA JATENG TTK

CTTK BRIFOK RAHIAN AMINGIRP §9010951 KMA BA. ROLOG POLOASULTRA

{CC TR ADKPUNPELAKSAMAAN SELFKST:SBR.TTK DA

SKTY
DUA

TR SE{EKSIBHSINFGRIS(READING #MA LISTENTIG KMA WRITE

TNTERVIEW) & 31172008 AUKUL D830 WIR DI SEBASA
TAKTIM (OR MABES: POLRT DISIAPKAN. BUS D
AYANGKART mcum&su wm)m{

szsmam\'mmwu&utas, ey

TTK. SELERGL MENEMBAICTGL 16 JUiT 2008 1 £ KORBREMOS PO
T KELAPR.DUA DEROK (DR MABES POLRT: msmpmm BUS D DEPAN
“WISHh BHAYANGARE BUKUL (1630 wisj TR

Do T BIAVATRANSPORTAS! D AKDHODAS! DITANGGUNG OLEH MASINGHASING KASATER TIK

EEE TIK  DUMTTIAN KAPOLRTDE SO FIK HES:

R

T
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KEPOLISIAN HEGARS REFUBLIK INDONESIA
' MARKAS BESAR ]

DARL DERAJAT - KILAT
' KLASIFIKASE +BIASA
KEPADA:
GUBERNUR AKPOL 18, mcama'sumems
msmmmwomr 20, _mam Riay
13 KAFOIPA SUMBAR 27, KAPOLDA kP BABEL
14; KAPOLDA SUMSEL 28, KAPOLDAKEPR]
TEMBUSAN' '
NO. oL = ST/ 66T vy 2068 ' TELAG - 7- 2008

AR TIK RERR TIK ST KAPOLRI-NG, PCL, : + ST/GAONTIFZ008 TGL 3 TuLt 2008 TIG PEMANGGILAL.
PERSONEL | POLRT UTK: MENGIRUTLS SELEKST OLEH TIMEBE pi: FAKARTATTE

BBE 7K
* SATY. K AKBF EKO RUBI SUDARTOSIGNST RRE- 5311&343 KMA PAMEN - 5ET
- NCEHNTERPDL INBONESTA T
+ DUA T ANUS MARTHIN, SHCNRP 70160281 KMA KABAG RENDAL
- 'PRO RO RENBANG. POLDA aENGKULU‘!TK
THA. TiK ' P
EMPAT TIK | AKBP IREING JAYA, &k NRP 680a0596 KMA KASAT PR BiT mms-
FOLDA BALY Tik
LiM4- TIK - AKBP AGHS RIZAL ARIYADL. NRP. SE90254 KHA HARIT f1. SAT 1k
TIPIKOR DIT RESKR % POLDA JATENG T
- ENAM TTK: . AKBP Drs. SUYOKO JUNAEDY NRP-63121 110 KM KA SUBRAG: WASTNAL
BAG'BIN PRIVS RO BINPOLSUS PPNS SBEOPS | ROLRE TTK
¢ TUIUH- TTK  KOMPOL UNTUNG PRASETY( R SS0H0736 KMA KAUR SUBBID DRAS:
- - BID YANMIN BAINTELKAM POLRI TIK T o
: DELAPAN TTK - KOMPOL JOHN S SITARGGANG NRE 75060714 KMA Kast oS SAT

BRIMOB POLDﬂi BANTEN TTK

JSEMBILAN:......
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TIK

TTK .

AREsxmm‘mmr TR

JOSUSEE KMA Fs, KANIT
BRESKRIM POLRITTK,

R. SIHDMB?NG NR? BH090E0E KMA

. BKP RA:# ATHUR, LUMONGS&: MAMQRA,

WAKASAT INTEL POLT; Aa

T

TTH

_ZA:(P ANDR: AW 'MANLIPUTY Sk NRP7706B850 KA PPMA POLDA
'MALUKU {8501 T

AKP ZAEHAL ARTEIN, Sk, NRP-7801 0786 KA PAMA BOLDAKERRT TTK

AKD BISMO T'Ff:LJH PRAKGSG SH: Sil{ M NEP H0027998  KMA
PENYIDIK PRATAMA T UNIT 1T DIT EXSUS BARESKRIM POLRE TTK

. tETi WAHYL CHANDRA TRAVAN NRE BBOIHOBE WA PAMA SET NCB-

INTERPOL INOEHESTA TTK

TIGA PULLE TIGA ...
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', ' mlgaug

TANGGAL - 7~ 2008
. TEGA‘-PUI_.U_H. TTK TPTU MUH, RAMADAHANT KAMAL,-S.P,. NP 791%10081 F{MA PANIT A
e T © SATLDITINTELKAM P@LDASULSELTTK
| TR IPTU BAMBANG M, Sipd NRP 65090426 KMA PAMIN 1l SIEYANMIN DIT
0 INTELKEM POLDA IKTENG T
FOTTR:  IPTU FRANGKY TAMBUNAN NRP 75091083 KMA WADAN KE3A amm
IMA T SAT BRIMOG POLDA'SUMUT TT
TIGAPULUN 1K 1PDA DB AMBARITA, 5.10: NRP 77&40055 KMA PAMIE TARLAT SEBASA
ENAM o .‘LEMBIKLAT POLRI TTK
TIGRPULUH  TYK “IADA AbMiBiA. RIZKE STREGAR NRPBA01725 KA BAUE iy DHiS SAT
TUIOH LANTAS POLTABES MEDAN POLDA SUMUT TTR
TIGA PULUH 77K “IPDA DIAN MATUSTX CHANDRA HRP 83101407 kA KA 56K 1 POLRES
DEUARAN, mm POLDANTB TTK
TGAPULUH TR 1ok AALR KibNG. HENIN&’WAS NRE 84041998 KiMA KANIT 5PA KES
SEMBILAN ‘EEN KULL POLDA  BENGKULU TTK
EMETPULU TR 1oiA JAYANTI MANDASRT HARAHAP: NRP 8311161 ihia- KANIT PBa.
POLRESTA M Amw_a POLWIL MALA ,
EMPTPULHH: F1¢ ip BOLL
SATY
EMPTRUEUA TTK  -fpA: HAIQUNI WiEOWO NR—RBSOZK&E& KA B RESTA‘PAYAKUMBUH:
B \ 'PBLI}A SUMBAR TTIC
: Ea‘ﬂGPT PULH. TIK:  AIPOASAMIYANTE, A0 65130838, B JELCE ARBOL TTK
TiGA
- EMPTRULUH TR BRIPTU JUNE C:- NANARIAIN NS 8306041 5 KMA BA SPRTBIF SOLDA
EMPAT MALUKL T
EMPTRULGH. TTK BRIPTU. SANTT RAHMI NRESILI0407 HiA BAMLY SET DT
LEMA INTELRAM POLE RIAU TT
EMPTRULUH. TV BRIPTU.GANDIA JUAMIDY TANBUNAN NRP 82100956 KMA BA- RELRES.
ERiAM METRO JAKARTA SELA RO IAYA TTK
EMPTRULUH TIK.  BRIPTU.DIKi SYAHPUTRA 5060214 KMA BA. BOLSEX. TANIUNE:
TUIUH MOARAWA POLRES DELT SERDANG POLEA SUMUTTTK.
EMPTPULUY TTR  BRIETY SiGIT CAHYANINGWLUSSIP - NRP 82075419 K§TA. BA. SEBEN,
DEPAN GEGANA SAT BRIMGBDA JATENG TTH
EMPTPULUH “TTiC  BRIPTU Yug CHUSNIYATI, SiPd. ‘NRP 83061431
SEMBILAN. KUDUS POEWIE PR POLIA JATENG TTE

HIVIA PULUH: T /- BRIPDA ANITA MAYASARE ‘NRP B6L01907KMA ANGEOTA SUBDEN
INTEL-DER 88'AT POLDAJATENG TTK:

e T -HASIE RIKKES lENGKﬁ\P DIMAKSUD. AGAR DIKIRE KAN% KPp KM{G BINKAR P@LRE FAUNG-‘
LA SAT TGL ZZJUEIZG% UTK “DAN

Doz
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AT DFPUTISUNEER Dmi MENUSIA 0L

____NOTADMAS -
Mo Pel. 1 BIND- 354 IVIf2008/Rebinkar-

Kepadd & Yih De'SOMKagolii

Ban : Karo Binkgr Polri

Parlfvad

: ] gct 1940:11 ’zﬂﬁﬁ penhal F’ersatu;uan D’PKQ untak REIgiim: Seieymn;
ﬁgsrs:an gain (SAT) ke Jakzrts tangga 741 Jil 2068,

STIGAONIN2008 18068k Jili 2008 et Fenanggiiag
-seleke sebaga Gaion: Polize. Adwwr aleh Tin PRE

10892008, tanal 1% ik ~2008 - tenisng:

Hggaiuan SeleksI Tim PBB uriuk: Police Adviser

08 tangisal 18 Juli- 2008 titarg, Pelacssrasn
d‘uyama': ‘ulis:cléli Tiny PRE;

Pmnaﬂ Fim PEB. pang dF igaskan ik enyitaksl persennl Fold. dt Jakara atiaian
M. MNEYSRGHIA, jabatan Unflad Nations‘Adviser.

Pe a1y dfpa"sggf 4R - PENDRG SSEke $Bhanyek 122 ordng . Sedangkar
a9 Oféhy, 2’ gectl yang Ak hadir: disehabiar.
, ,pendid:ken tusasfdhasdan tedlambat mensrima: TR permanggiian,

;Adapm ;selaksmean 8¢ 3
1 Selaksr Bchasa-lngcns{aanggai ?’:.da;'tiS‘sJifl‘foﬁﬁB} ;
.3} Lilus tes: eading; sebanyaﬁ B5-0rang,
b} Lilus tes Listening sebianyax 78, dreng.
LuiUS fes repm wnhng sabanvak 5 érang

L

. Beleksy i i’ : Je . ¢dan Menermbak' {1aﬁgqai 34z 10 Jub
: ?LU&} deagar. hasil- 50 marg peserta d ryslckansomua mémedarisyat.

‘Daftarnarg. Persehel Pold yang dinvaledan Ui oleh Tin PBB sebiagaimanat terlampir,

B Berkenuan. ..
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,rang “bersar dtan: ; GIISE
angani ieh. __puqéakkss ol 3851131 has‘l pemenksaa': kesena’fan masmgmasmg

Sambit- menungau pemamgtl&n enempatannyg. ole PBB ke /50,
dike apkm_‘dan ‘DarhigEs kembal di salker s g-masing:

Dinikian deifisk rigtjadipaiksd:.

anggote Pofi fersebut ateh

dekarte; 23 Jull 308
](A 'BiﬂKAR nmm

D, SUHARDi SiGT
BRIGADIR JERDERAL BOLIS]

&5 NGB Intarosl Indénesa.
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Lampiran 9: Komposisi Personel UNMIS Police
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Lampiran 9: Komposisi Personel UNMIS Police
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Lampiran 10: Rekapitulasi Kekuatan Anggota Polri Triwulan I TA. 2010

MARKAS BiSaR
- MEPOLISIAR NEGARA REPUSLIK INDONESEA'
STAF DEPUTT BIDANG SUMBER b muusm

| REXTIATAN ANGGOTA POLR DAN S
TRINULAN | TA. 2010

L ANSGOTAPOLR MABES i 15304

2 Auammmmt-_s,amyamma

& PNS MABESROLRI

: 4147
4 CPNS MABES POLR) : 174

$  PNSSATWIL PoiDA ' 16539

& CPHSSRIWE./ PoLOA

214

'gu;;mmmm.smm jakarta Aprﬂ 2030

KABAG IFOPERS

Drs.DJOKO PRASTOWO, MH .
KOMBES POL NRF 53080865
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Rekapitulasi Kekuatan Anggota Polri Triwulan I TA. 2010
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Lampiran 11: Berita Fax darj PBB tentang Pembatalan Penugasan
Persone! Polri yang Masa Dinas Kepolisiannya Kurang dari 5 tahun

Nations Unies

.~ -United Natioris
‘OUTGOING FACSIVILE;
Dates 02 September 2065  Reerenee Polbivi2 1o

T0: Pcﬂﬂmthzssmnﬁfihe FROM:. M Andren HUGHES
Republic of INDONESTA ‘UN-Polee Adviser
forthe United Nagons . DPROOROLSPoiD;y

: ‘United Nations Hoadquarters.
ATIN: - Mr. I Pats Vol ADNYANA New York

Minister Counseflo
Military Adviser

FAXNO: (hi)212-972.9780 FAXNO: yo1rasraniy
“ | TELNO: (etyainen i TELNO: 615173678000

SUBIECT: ﬂeploymcntnfpniicenfﬁcersinUNMIS {INDONESEAY

""@otaln;u_rmi;.er-of'@gnsmﬂtgﬁ-:paig'és-inﬂq@iﬁg;fﬁismf:.'- 6

Hlease be informed. lice afficers who were suosessiul in
e inférview Rave: begn UNMIS palice. componeit. as icr

attached lish,

2 Pleasebe: further infemed that Ms. MAVASANY Ao could no
Shie bas-Jess than the. mandatory minimum. 5 years. of natj
sequired, kaving joinied polics in January 2005 Her fitané o
Ajé'nuézy"zft}i-a-f'dr;.de';:lﬁgmeﬁr-;_ ‘ g

& Eﬁﬁﬂmirﬁﬁﬁﬁﬁﬂaﬁﬁ.i}fﬁﬁ‘i‘*ﬁl=ﬁtéi‘ilf&imiéé'iéﬁ?iiibﬁ‘iﬁfﬁhtdbéﬁﬁﬁﬂ?%:

4. Kindly inform UiNwifs Misﬁénf--ﬁhmge;- of the: officers’ trayel Ttinerary. to-ensure
Hhey-are met upoi arif Al i Kb, - | |

5. DPRO “Toavel Uit s ouvently fngis
grateful ‘¥ou could-expedite:

vel anangements; W
& . L ve Hnd - logis

deployment. Erclosed please. fing cquipment  lst. and
conditions, ' )

i j 2010
Pola rekrutmen..., Rina Hastuti Vikara Bhakti, Program Pascasarjana Ul,
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Lampiran 11: Berita Fax dari PBB tentang Pembatalan Penugasan
Personel Polri yang Masa Dinas Kepolisiannya Kurang dari 5 tahun

| . 'Eag sotn a8 poss;hle- “type of 'ssporf, naﬁoaal;ty,n"
i dnte of ‘expiry;. ;}ate __of "0

rt-‘ntrmhcr, dsIe uf issne,

thmr:hom(r mtmtr}.at the nxpense {rf their Governnient.

Kimteum (we suggest US-$160 perday);

- mission, Mment m:dnmg Siﬂﬂs,' S
Eaaguabe test. Please : " advtsed‘ thaz_fﬂure af in-

expeme ﬁf the Gwament ef Inﬂanesw

12, MEDICAL: EXAhHN&TIﬂN‘*PImse ha adwscd ﬂaat & pm-deplaymant exanunatm
1s-‘ ‘ quared 1o be ‘complete ' :

Best regatds;

Sudan and risk being st back .

g bnng Sufficient ¢ash (USDY e sisidin ou (1) weekinm -

Braﬁzﬂ by Jnyce i{. KASQSA
,‘Missm Managmwn‘ y

Ciem{l fiy: Ata i'emgtm
Chisfiof Mission Management
and Suppmt Sectmn

Pola rekrutmen..., Rina Hastuti Vikara Bhakti, Program Pascasarjana Ul, 2010
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A REPUBLIK INDONESIA /’/7/5/{ 7l

MARKAS BESAR

KEPOLISIAN

EasUbEAG GRS, -

F’ENUGASAN ANGGOTA PGLR] b
ORGANISASJ POLRI

' SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI NO.POL. ; SKEP/481 /x1t /2004
TANGGAL, 29 JESemBEe. 2004

Pola rekrutmen..., Rina Hastuti Vikara Bhakti, Program Pascasarjana Ul, 2010
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* KEPOLISIAN NEGA

" PEDOMAN ADMINISTRASE
PEHUGASAN ANGBOTA: ?@Rl‘-ﬁftﬂﬁﬂﬁﬁﬁﬁﬂﬁ’

KEPALX KEPOLISIAN NEGATA REPUBLIK INDONES A -

Memﬁiﬁéﬁg“ ‘. ‘E’ah?}"atdelam rangka pembinaan katiet anogola Potfi‘.parit':di‘a‘kﬁ?kéléﬁﬂéﬁ-
penugasan anggota Polridiiuar omanisasi Poirl, —

2 Bahwe' dalam rangka menjamin. keseragaman dalain peldksandah

penyelgsalan: admintsiras] badl snggots Poli: yang mendepat petigasan.di-

Hetigingzt t 1. Undangundang Republic Indoridsts Nomér ‘43 Tehoi 1999 fehtang
- -+ Perthahan Atas Undang-undang Nomor  teburs 1574 feniang ok Pkos
Kepegawalan,
2 Undenglindang Republk indonesia Namor 2 Tahun 2002  fntang
Kepolisian Megara Republik indones 3, ' '

3. Peralran Pemeriniah Republk Indonesta Homer 21 Tahun 2002 tanfang
Perubahan Alas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004 tenlang
Pengalftian Status Anggata TNI dan Polr| menjadi Pegawal Neger Sipd unlek

4. Keptdusan Kapold No,Pol. « Kep/ 22001 fanggat 24 Januail 2001 leniang
Kelenfuan Penugasan Anggota Pold di Luar Jabaian Strukurst | Fungslonal
Organisast Pold, : -

§  Kepulusan Kapall ¥o.Rot : Kapfi2004 ‘anggal 20 Januar 2004 lentang

‘eubahan atas Kepulusan Kapolrd No, Pof, :Kep/f30VI2003 tanggat 30 Jun!
2003 lentang Organisas! Dan Tals Kerla Sabsan-satuan Ciganisas! pada
Tingkal Markas Bagar Kopolisian Negara Republik Indonasa,

6. Kepultsan Kapoli No.Pol  Kep/S4X/2002 tanggal 47 Oktaber 2002 ientang
Orgarises) Dan Tala Kerfs, Saluan-saluan Orgarisasl Pada Tingkal
Kepofistan Negara Republik Indonasia Dacrh (Polda). :

7. Kepulusen......

Pola rekrutmen..., Rina Hastuti Vikara Bhakti, Program Pascasarjana Ul, 2010
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- SURAT. KEPUTU: KAPCLRI-
- NOFOL. :8%EP; 39

I0FOL. |29 75004
- TANGGAL: 28 -127  ongd

et 10 Nopember

7. Kepulusan Kapod No. P “tangg:
pis: Pemblnaan Sumber

. 2003 tenlang Pokok:pokol
Daya Manusia Polil.

8. SuratKeputusan Kapeld N
lentang Buku Petunjuk” At
StrekduralFungsioriat

- Memperhatikan Pertibergan dzn S Sta Pergériban Fungs! Permbinash SOV di g
- Pol a

WMenetapban ;4 Mengesafian Pedorman Adwinishasl Penugasaa Angi
Organisas! Pt sebagaimaria“lercarilun: ‘dalam larnpirari

2. Habhalyang biokim diatur delart S Kepusan In akas diatar Keifugian
damkeiantnantersandfﬁ;ﬂ R

3. Surat Keputusan i berlats sejek tanigl dhstapicri,

Diliapkand  : Jakarta
- Padatanggel @ 28 Dorember 2004

. WINARTO H, SH, Msi
Kepada Yih, TUR JENDERAL POLIS]

Distibusi AB,C dan D Mabes Polif

Pola rekrutmen..., Rina Hastuti Vikara Bhakti, Program Pascasarjana Ul, 2010 .
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-~ KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA | SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI
381 o Xl oa04

 NOPOL, 1 SKERT.
— MWBESAR S | A ggg M ag~ 18- oo

PEDOMAN ADMINISTRASI.
PENUGASAN ANGGOTA POLRI DILUAR ORGANISASI POLRI

L PENDAHULUAN

3. Dalam rangk:t pambinaan kariraniggota ol yang berhigas di huar organiss
* elentuanny: diatur datim Peratord Rey

2001 tentang perigalian shaius anggo

- “menduduki Jabatan'sirukiural, sebagaluiana

 “Republi Indoriesta Nofmor 21 Tatiin 2002;
" penjabaran lablh fanjt.

b, Unluk menfamin keseragaman dalam

-anggola Polit yang mendanat penugasia

© - Administrast lentang Penugasan Angigofs

2 Maksud dan Tujuan,

a.  Maksud, Uniuk djadikan sebagal pedoman bagl para pejabat yang berwenang dalam
pelaksanaan penugasan dan pengakhiran enggola Poli dtlear srpanisas! Pold .

b, Tujuan, Agarlewapai keseragaman penperian dan Hndekan dalem penyslenggarsan
penugasan dan pengakhiran anggola Polr dituar organisast Pold.

% Pengerfian-pengertian,

8 Anqgola Polrl adzlah pegawal neger pada Kepofistan Negara Republi Indonesia,

b.  Pembinaan Karer adalah baglan dar pembinaan anggola Poki berupa kegiatan-
kegfatan unluk mewujudkan fercapafya pementhan noma-norma jabatan, kepangkatan
dan pendidkan yang lepal, bak bagi anggota yany bersangkulan maupun bagi
ofganisasl

¢ Jahatan adalah kedudukan yang menunjukkan fugas, langgung awab, wewenang dan
iﬁi seqrang anggola Poli dalam susunan organisasi Pold maupun di huar organisasi

4, Jabalan...,

Pola rekrutmen..., Rina Hastuti Vikara Bhakti, Program Pascasarjana Ul, 2010
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2 LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN. KAPOLRI

- NOPOL_ :SKEP/ 981 f o 172004

TANGGAL ; 20 QESSMEEE, 2008

d.  Jabatan Totap adalsh jabat:
terstruklur pada Depariemey
datam Perafuran Pemerintah Re :

e Jszbalan Somoniarm adalah fab

biduld oleh anggota Pol secara fkap dan
adan /. Instanst Sipil sebagalmans diatur
adonasia No, 2¢ Tahun 2002,

pat diduduki oleh anggota Pold setara tidok
baga / Badan | Inslansi Siplt jang. t’fdak

menetap/sementara
fermasuk dalam P

t A Jabaton sdssh sl ok ks Jabatan dhuar iganisasi
Pl bak jabetan

gefBadan! fnstansi Sipit sebagalmana
st No. 24 Tahun 20

0. pe

@ Penugasan aiggold POl i luar organfsas B4 hat
Karler Anggola Pob; dimana kelonluan adinlios! kepegasaionnye
. kelenfuan/ peraturan yang beraks i bnpkidgan Pold. .~ - - -

b, Penugasan anggota Poki di lsar orjanisast Poli terdii danf
1 Penugasan Dalam Neged, «~— .
8)  Penugasan dalam jabalan tetap, -~ Difaksanakan pada Departement
Lembagal Badard Instanst Sipj sebagaimana dialur dalam pasal | Peraturan
Pemetintah Republic fndonesta Nomeor 2% Tahun 2002, sebagal berkut ;
{1} Kanlor Menled Koordinalor Bidang Poliik dan Keamanan,
{2)x Depatlemen Pertahanan,
(3)  Sekrelariat Mifiter Prasidan,
) v~ Badan Intelien Negara,
{3) - LembagaSandiNegara,
6]  LembagaKetahanan Nasional.
() Dawan Kelahanan Nasional.
() X ~Badan SAR Naslonal
(&)  Badan Narkalika Nasional,

b)  Penugasan dalam }aba!aﬁ sementara, Dilaksanakan pada Dapademen/
Lembaga/Badaniinstansi Sipll yang tidak femmasuk datam Peraluran

Pemeriniah Republik Indenesta Momor 21- Tahun 2002 yang Jabatannya
lidak dialihan ke Jabiatan di Juar organisasi {ersebut, yaitu pada ;
B e

{1} Depademens ...

Pola rekrutmen..., Rina Hastuti Vikara Bhakti, Program Pascasarjana Ul, 2010
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.9 Peﬂugasaﬁtuarﬂegﬂﬁ.
di !uarorganfsasi Poiri yang ﬁc

8} Urgmi,sasu termasional
b KedarRl v
¢  AaseKepolisan
d)  Pasukan Perdamalan 3

2 Persyaralan Penumasan,
& Persyaratantmum:

1 imandantagwa kepada Tuhan Yang Maha £sq

% Selia dan laat kepads Pancasta, UUD 1045 dan Negars Kesatuan Republk
" Indonesla

3 Selvat jasman! dan ohan)

4) Berwibava, ujur dan adi

5) Borkepribadian halic

6) Lutus Seloksi yeny diadakan oleh pefabat Pembin fungsi

7 Mendapat perselujuandas pimpinan Po'd,

b.  Persyaratan Khusys «

1 Bermoral dan fidak penah melekuken perbualan lercala
%) Dapal bekefjasama dan kooréinas! dengan lingkungan {empat bekers

3 Mampunyai pengetshuan dan keahlian yang berkailan dengan substansi tugas
fabalar yang akan didudukinga

4 Mempunyal pengalaman ¥any sesuat dengan Lidang Wgas jabatan yang akan
didudukinga -

15} Hemenuhi ..

Pola rekrutmen..., Rina Hastuti Vikara Bhakti, Program Pascasarjana Ul, 2010
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4 LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN HAPOLRE
S HOPCGL [ SKEPE 98 [ R o004 ;

IANGGAL : #1  VESEMSER 2004

5} Memenuhisyarat ja

7 ] glens! yang dilenfukan
8} Memilii loyalilas tiggl

Palif memilid Integritos tinggi kepada

Negara ) |
7} Memilild kredibiltas Jab ifikast- kealian yang dibuluhkan oleh
Pengguna {Lembaga Exs o

i)

¢, Petsyafﬂéﬁ*ﬁﬁiﬁiﬁ&ﬁsl}i’ _ o
1) Surat Permintaan dai Pengg pada Kapaﬁitxapaléa :
%) Sural pemyatasn el teptang ko laanditukpenugasan.
3} Suralpemyalaan calon lenlang kesediaan untuk mangakhid pegasan
" A} Salina fazsh pendidikan Pold Terakhir )
5 Daftar Riwayat Hidup Lengkep
6} Surafi_'{éi'aumsan'Pangkangrakhi:yang {elah ditegatisic
7)  SuratKepuiusan Jabalan Terakhie yang tefah dilegalisic
§ SualKeteringen KeschotenBadan
%)  Surat Kelerangan Hesit Penelilan Personst {SKHP)
16} Susat Perselufisan Kapofﬁ}'ﬁaputd'{z_'-i N
Tota Cara Pefaksanaon Penugasan, 7"
a .Peaugaéan Dalam Nege;i.

1) Ponugasan dalsm fabatag telap.  Dilsksanakan pads Depariemen/ Ltembaga
- ! Badan / instanst Sipi sebagalmana dialur dafam pasal | Pesaturan Pemerntah
Repubiik Indonesiz Nomor 21 Tahun 2002, sebagai beriint ;

a) Permintaan resml kebutuhan anggota Palri akiif dar Deparlemen /
Lembaga / Badan [ Instans| Sipi {Pengguna) kepada Kapold,

b) De SDM Kapald menylapkan taton melaluf sidang perfimbangan karier,
selanjulnya mengajokan kepada Kapold - diserlai saran/ perlimbangan
uniak mendapatian persefujuan,

2) Kapoli menethifkan Sueal perselufuan dengan mencanfmkan nama
- calon kepada Pengguna,

d} Kapolr menerbitkan Skep pembethentian dart dan pengangkalan dalam
jabatan dl fngkungan Pold, setelah menorima sural kepulusan
pengangkalannya pada instanst Pengguna,

) Kapolri menerbitkan surat pesinlah dan menghadapkan anggota yang
ditunjuk kepada Pengguna.,

f) Dalam hal anggota Pols yang tolah berlugas di fingkungan organisasi
Pengguna, dapat alih jabatan dengan ketentuan sehagal berkut :

(1) Pengguna ...

Pola rekrutmen..., Rina Hastuti Vikara Bhakti, Program Pascasarjana Ul, 2010
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5 - LAMPIRAN SURATKEPUTUSAN KAPOLRI
’ HOPOL _:SKEP] 98t | Xg 12064
- YIMNGGAL: zo vewVBER. 2004

ani parmohonan perselujuan dan usul Al

. {"éabun porselujuan alos usul Alily

lujul, Pengguna .

nohionan Sural Kejntlusan Prasiden R,

) Menerbitkan: Srat Kepulisa PerigangkataniPenugasan

- Unlukjebalan Esclon ko baweh, . '
(e}  Menglimian lembisan ssrat Kep fer but di atas

kapada Kapolil

2} Pedtigasan dafam Jabaltan’ scinentars, Yang: @n pada-
Depattemenf.embagal Badan/ Instansl Sipll yang fida renasuk dafar Peraliran.
‘Pemeiinfoh  Republk  Inderiesia Nomor 2t Tahun 2002 yallu- pada
Depaﬁ&meﬂ&a'mbagamad’anﬂn‘s‘&a'nsl‘{'SE;:H dan BUMN/ PMONIPMA, sebagal

berikut: |
-anggota Pold aklil* dar Depastement

a) " Permintaan resmi kebuh!n : )
Lembaga/ Badan/ Instanst Skl dan BUMMN/PHMDNIPRA - (Fenggunal,
kapada Kapols, e o

b)  De SDM Kapald ményiapken calon” wslahil seléksl dan sidang
perlimbangan kader, selanfulnya mengajukan #epada Kapold diserial
saran/ perlimbangan unluk mendapatkan perseliitian, :

c} Kapoli menerbitkan sural perselujuan  dengan mencaniumkan. nama
calon kepada Pengguna, .

d)  Kapoli menerbitkan sdministras) penugasannya ualuk balas. wakly

. selama 1 {salu) tahun {dapat diperpanjang} dan menghadapkan anggota .
yang ditunluk kepada Pengguna. _

@) Dalam hat permintaan disjukan kepada Kepolda, untuk kepangkatan
Pama ke. bawah yang menfad kewenangan  Kasabwil, maka Kasatwit
melaporkan pefaksanaannya kepada Kapold, "

Penugasan Luar Negert: Merupakan penugasan anggota Peld datam Jabatan
di lwar organlsas Pold, pada inslans pemeriniah RI yang berkedudukan df luar negert
fiembaga Infemasional yang @emi,fal lidak lelapfsementara, adalah sabagal berikut
1 Permintazn resmf kebufuhan anggola Pold akif dar Pengguna kepata Kapol.

2) De SDM Kapolri menylapkan calon mefalui sefeks! dan sidang pertimbangan
kader, selanjulnya mengajukan kepada Kapolri disartai saran/ pedimbangan uniuk
mendapatkan perselujuan.

13) DoSOM....

Pola rekrutmen..., Rina Hastuti Vikara Bhakti, Program Pascasarjana Ul, 2010
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§ LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLR|

NOPOL__ISKERI a9

% Q&VSGMK”Wﬁi’;mnakm&nasiﬁaﬁ’ dengan Deops Kepolii {khusus Pasukan
Peﬁ%amafaﬂ PEB} 7 C‘B Uﬂfux}'aﬂg fafﬂ, SE!:anlenyg maﬂyfa?kaﬂ
adminislrasi pentigasannys )

4} Kepoli mensibitkan Surat Kepulusan/Surat Perintah-dan Penghadapan kepada

Pengauna: dengan: lembusdn  Kepada' Menl, Sekjeri. PBB, Menhan R bagi
Pasuka amelan PBB,

5 Dalams b fminfaanyang diajukar kepada Kapﬁma.ﬂaﬂﬂfﬁa engafukan
dan pelaksanaanya letap: mienjad kev Barigan Kapolr,

usula Kapolri d;

E.

) Masa Jabat yang ¢ alam pepugasan sidah e
{2} Ditaksanakan Hkul: snaf L

) Diterbitkan Surat Parintah Pengakhican

(4} Pengembalian anggota ol oleh Penggins,
(5)  Meninggat Dunia : _

b)  Bordasarken Pertimbangan Pimpinan Pol
(1) Melakukan pelanggaran isiplin
{8} Melakukan pelanggarean pidana. dan telah dijatuhi hukuman yang
miempunyat kekuatan hukum feta B,
{3} Untuk kepeniingan organisast Polt,
{4}  Tidak loyat kepada Negaraf Organtsasi Pold.

{8 Melakukan tndaken yang diategorian membsahayakan keamanan
- Negara dan bangsa,

{8 Berhalangan totap dalam melaksanakan lugas karena gangguan
fiwalingalan, sakit kronis yang sulit disembuhian,

¢} Permohonan Pengunduran Diri
(1} Atas perintah pimpinan Poli
{2} Aas keinginan sendir,

1d}  Pensiug .....

Pola rekrutmen..., Rina Hastuti Vikara Bhakti, Program Pascasarjana Ul, 2010
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 LAMPRAN SURKT REPUTUSAL POLY

ﬁf}ﬁtf‘

d)  Pansiun . .

3} TalaCearaPelz

pasaﬂ Peraiuraén Pemmntah Repubi‘ﬁ’: !nﬁﬁnésia Mamar
‘ -'adalah sebagal berkuf ;

@Y Pengajusn Pengakiian panﬂg&&au anggola’
Departemend Lembagal Badanf Instanst Sipil sebagalas Yan

Pemeriatah. R | Nomor 24 Tahin 2002, deh K
-Pengguna alau slas. panmjﬂaar Pengguna kepade.
__-Tmemperoieh pe;samiuan engak? ) 36k
{2)  Pengakhiran-anaje ehﬁt dikoordinasikan ols
. Kapalri dengan Pcmgg

Kapﬁm din ?an«;; i
mengusulban pemfaefhenifamya kepada Pratiden i) 3
esslon |, dan menerbitkan suret kepulusan pombisrbisslian ok k-
lah:sg eselon | kebawah, serla menghadagkan hembali Kepada
Ka

{4} Anggota Poli yang lelah besakhlr darijebalan o fuar orgarisast Pold
melaporkan kepada Kapolri untuk sefanjutnyamendapal penempalan
dalam jahstan df ingkuapan Pold, bag yaa;g memenuhi persyaralan
" yang baraku. -

b}  Psnugasan dalam Jabatan semantara Yang dilsksanakan pada
Depaﬂemenﬁembag&!ﬁaﬂamnsmnﬂ Sipit 'vang tdak lermasuk dalam
Pemluran Pemedniah Republil Indonesly Nomor 21 Tahun 9002, pada
Departemen { Lembaga / Badan / hnstansi dan BUMNIPMGNPMA serta
Perugasen Luar Nager, adabh sebagel berkut ;

{1} Pengajuan Pengakhitan anggota Poli akiif pada Depareman
Lembaga/ Badan/ Instansi dan SUMN/ PMDN/ PMA serla
pengakhirzan penugasan luar negeri, oleh Kapoli kepada
Pengguna maupun atas peimintaan Pengguna kepada Kapolr
untuk memperoleh pessetujsan atas pengakhiran tersebut,

(2} Pengakhitan anggoia Pairi tersebul dikoordinasikan ole't De SOM
epcir dengan Pengguna,

{3} Selelah....

Pola rekrutmen..., Rina Hastuti Vikara Bhakti, Program Pascasarjana Ul, 2010
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n Pengguna, Pengguna
a0’ dan menghadapkan
) ‘warorganisasi Poli
Hux sela igndapat penempatan
d olf; bagh yang rieménuhi sersyaratan
{5) ;Datam:hat pengakhiran penugasan iajckan dlchikepads - Kapolda
. [betuali penugasan lar negen), un Ik kepargkalan Pamar ke bawah
yang menjad] kewetiangan Kasatuil, maks Ka '
pelaksanaannym‘mpada%(ap‘alﬁ. s

b.  Penuyasan dalam dan pengaﬁﬁiiar_z_’:l‘a 4ot
apaka  kewenangan dan langgung jawab’ fii
qasi yswenang unluk memproses penugasan: dalani .

_tan penyakliran anggola Polri daii fabatan df iar. organisasi Poli serta-Kapolds,. Sesii”
kewenangannya, :

2 Wewenang dan Tanggung Javab:

a.

wewenang dan langgung jawabKapold, .

Penugasan dalam dan pengakhitan dad jabiaten di Juar organisast Poli pada
Dcpar{anenfi.embagaiﬂadanﬂnslansi Siplt yang lidak fermasuk dzlam Peraturan
Pemerintah Republik indonesia Komor 21 Tahur 2002, menspakan wewanang dan
tanggung jawab Kapol yang dapat didelegasian kepada De SDM Kapalri a'at Kapolda
sesual lingkup kewenanganya, - 0 o :

Penugasan dalam dan Fengakhran darljabelan di luar organsiast Poli pada Penugasan
Luar Neger merupakan wewenang dan langgiing jowab Kapoki,

8. Pengendalisn karior q

: 8

Pada Tingkat Mahes Polr, dilaksanakan oleh Kapoli yang dapat didetegaskan kepada
De SDM Kapolyt '

Pada Tingkat Polda, diaksanakan oleh Kapoli yang dapal dicelegasihan kepada
Kapolda

Hak dan kewajiban seliagai anggola Pold bag: yang berugas di har organisasi Polg

tap berlaku sosuai kefentuan /- peratyran yang erlak di figkungan Pold, sebagai
berkul : B

1} Anpgota.....,

Pola rekrutmen..., Rina Hastuti Vikara Bhakti, Program Pascasarjana Ul, 2010




Bafa, hok kénegawalan atag gaii cen mrqangan

{ansi Pengguna, sedangkan angoota Poli vang tidsk

<5 gl jabaltan kepeganaion ates gofl masih berada di Satusn ladek

. Organisast :

“3)  Xemakan pangkal anggola Pori yang bertugas d uar organisast Pold tetap
beridhu sesuat ketentuan / peritiran yang berdaky ¢ ingkungan crganisasi Pold
dengan kesetarazn padgkatpadacrganisasi Penoguna,

3 Anggoly Pold 2t trganisasi Pols berkewajiban  membuat
laporanpem:gas&n g i bofan sickali dan pada dkbir penugasannya,
dlqukankapaﬂa ' 7
& 7 Kapoki melaful nesmsu figf Eiesada di Mabes -

P

i Kepoldameli Karo Pers by evsanel yang barada i kewiyatian.

4, Cortoh B}angko Formulfr Kesedlaan untak-penugasan dalam dan pengakdiran dai jabatan
dilvar ergenisasi Pold sesuallampiran,

B PRNUTUR

%, Pedoman Adwinisiasi Penugasan Anggota Poki o Luar Gfyarisasi Poli i uifik djeikan
© pedoman bagi pajebat yang berwenang dalam pelaksanean penugasan dalam maipun
pengakhiran pentigasen anguota Polrt dari jalatan ¢ juar organisasi Polr,

pd Dengan ditelepkannya Pedoman Adsiinis islteisi Penugasan Anggota Pold Of Luar Crganisasi
Poli inl, maka kelenfuan - kelenfdan J&A lentang penipassn anggota Oold of luar
organisast Poll yang lelah diatur dolom pecoman adminsfrasi  lerdahudy, yang
berentangan dengan pedaman adiirislrasting, dinyatakan fdak berlaku lagi.

3. Halha! yang balum diattr dalam pedaman adnﬁﬂslrasl Inf, akan diatur kemudian dafam
‘ kelenfuan tersendid,

Citelapkan di- .+ Jakarta
ada !angga! 5 2(}1}4

)\ e KEFMA KEI’QL!S{AR NEGARA REPUBLIK l!\i BQH ESFA

Kepada Yih :
Distibusi A, 8, € dan 0 Mabes Poli \:

Pola rekrutmen..., Rina Hastuti Vikara Bhakti, Program Pascasarjana Ul, 2010
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Lampiran 12: Pedoman Administrasi Penugasan Anggota Polri
di Luar Organisasi Polri
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